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PENGANTAR

kehidupan keagamaan di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen WI sebagai

lembaga non-profit yang bertujuan untuk mengembangkan &klam damai,
mendorong terciptanya demokrasi, penegakan HAM, pluralism agama-agama,
multikulturalisme dan toleransi WI menganggap bahwa laporan semacam ini adalah
kebutuhan yang tak terelakkan. Sejak tahun 2005 WImulaimelakukan pendokumentasian
isu dan kasus kehidupan keagamaan, terutama menyangkut kebebasan beragama dan
pluralisme. Namun, laporan tahunan yang komprehensif baru bisa dilakukan pada 2008.

rIahun mi the WAHID Institute (WD) menyajikan laporan kebebasan beragama dan

Iaporan inidisusun oleh sebuah tim yang bekera secara nasional meskipun tidak
seluruh wilayah lhdonesia bisa dicover. im tersebut bekega dalam bentuk jaringan yang
terdin atas lembaga-lembaga non-profit di 13 wilayah yang selama satu tahun ini
melakukan pemantauan (monitorng) terhadap berbagai isu keagamaan di wilayah
masing-masing. Ketigabelas wilayah tersebut yakni Sulawesi, Kalmantan, NIB, Jawa Barat
& Banten, Jawa Tengah & DIY, Jawa Tmur, DKl Jakarta Aceh, Sumatra Utara, lampung
Utara, Sumatra Selatan, Riau dan Jambi Namun halini bukan berarti lingkup laporan ini
tertbatas pada ketiga belas wiayah tersebut, karena tim di WI juga melakukan
pemantauan dan pencatatan terhadap perstiwa-pernstiwa keagamaan di luar 13
wilayah tersebut, bakk melaluimedia maupun jaringan-jaringan personal

Iaporan tahunan ini juga menggunakan bahan-bahan dasar yang ada dalam
kliping media yang dihimpun WI selama satu tahun ini, juga data-data hasil inve stigasi
lapangan jarngan di berbagai daerah. menyangkut kasus-kasus tertentu. Kami
memantau sejumlah isu keagamaan melaluimedia massa, baik cetak maupun e le ktro nik
baik dipusat maupun daerah.

Akhimya, WI harus mengucapkan terima kasih kepada sejumlah kalangan yang
sudah membantu proses penyusunan laporan tahunan ini. Secara khusus, ucapan terima
kasih patut kamiungkapkan dengan tulus kepada jaringan WIdisejumlah daerah, Yusuf
Tntowi (LENSA N1TB), IAPAR Makassar, Dindin A Gazali (INCRES Bandung), Marzuki Rais
(Fahmina Cirebon), Tedi Kholluddin (ELSA Semarang), IK3 Kalsel, Akhol Firdaus (¢ -MARS
Surabaya) dan juga beberapa kawan jarngan di Sumatra Utara, Sumatera Selatan,
Aceh, Iampung, Riau dan Jambi yang telah men-suppornt data-data. Tanpa kergasama
dengan kawan-kawan jaringan rasanya sulit untuk mendokumentasi data-data dengan
baik. Mereka itulah yang menjadi “radar’” untuk memantau perkembangan isu dan kasus
keagamaan. Dalam sejumlah kasus, kamibukan sekedarmendata, tapijuga melakukan
advokasibersama jaringan-jarngan terse b ut.

Wlberharap laporan ini menjadiinformasi penting kepada semua kalangan yang
mempunyai perhatian terhadap perkembangan kehidupan beragama, mendorng
prosesdemokratisasidan penegakan hakasasimanusia.

The WAHID Institute
Desember2010
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RING KASAN EKSEKUTIF

Sejauh ini, The Wahid stitute (WD terus member perhatian serius tethadap isu
kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air. Sejak tahun 2008, WI
secara regular melaporkan berbagai perstiwa di berbagai daerah mengenai hal
tersebut. Dan pada tahun 2010 i, untuk yang ketiga kalnya WI membuat laporan
tahunan. [aporan kaliini diharapkan memilki bobot dan signifikansi yang lebih kuat dan
tahun-tahun sebelumnya. Karena selain telah memilki pengalaman, laporan WI tahun-
tahun sebelumnya temyata juga mempemleh sambutan positif dari berbagai pihak.
Ugensi lain dar laporan ini adalah untuk terus menjaga momentum isu keagamaan
khususnya kebebasan beragama mendapat tempat tersendin dalam pembicaraan
transisi demokrasi di Indonesia. Meskipun faktanya menunjukkan laporan-laporan
masyarakat sipil te rkait isu-isu keagamaan seringkali kurang didengarterutama oleh para
pengambilkebiakan ditanah air.

Iaporan mi disusun berdasarkan pendekatan yang sudah diterapkan WI sejak tiga
tahun lalu. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah model penggalian data dan
mformasi melalui multi strategi Beberapa strategi tersebut antara lain melalui
pengumpulan data melalui pembertaan media, pengumpulan data melalui
pengamatan langsung ke lokasi kejadian, hearng dengan pengambi kebijakan,
observasi lapangan, investigasi, wawancara, dan diskusi terffokus. Setiap daerah tidak
selalu menggunakan strategi yang sama, berkaitan dengan kebutuhan. Dan kesemua
stretagitersebut dibingkaidalam suatu program yang diberinama pemantauan hak-hak
beragama dilndonesia.

Pemantauan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenaikasus atau
peristiwa keagamaan yang munculdisatu daerah, sepertikekerasan atasnama agama,
penyesatan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan regulasi keagamaan dan
konflk rumah bbadah. Penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu
tegjadinya, tempat kejadian, bentuk tindakan, aktorpelaku, kothan dan tindakan negara
untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam
kasus tersebut. Sementara pemantauan regulasi meliputi nama regulasi isi regulasi,
masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ke tika dipantau.

Setelah dikumpulkan dalam satu matrks kasus, matrks tersebut kemudian dibagi
menjadi dua bagian yakni matrks yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan dan matrks yang berkaitan dengan kasus-kasus
tindakan intoleransi Data-data dalam matrnks inillah yang kemudian dihitung dan
diana lisis.

Dalam menganalsisdata-data tersebut, WImembaginya menjaditiga kategon yakni:
Pertama, berkaitan dengan tindak pelanggaran kebebasan beragama atau
berkeyakinan. Kedua, berkeitan dengan tindakan-tindakan intoleransi dan diskrimina si
baik yang dilakukan warga negara maupun negara. Dan ketiga, berkaitan dengan
kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di tanah air. Ketiga
kategor i, sama dengan model analisis pada tahun 2009. Ketiga kategor ini sengaja
dipertahankan untuk mempemwleh perbandingan yang sama dengan tahun sebelumnya,
sehingga bisa dithatapakah pada tahun iniada perbaikan atau malah sebaliknya.



Sementara wiayah pemantuan laporan ini meliputi 13 wilayah meliputi: Jawa Barat-
Banten, Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Tmur, NIB, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Sumatra
Selatan, Sumatra Utara, lampung Utara, Riau dan Jambi Cakupan wilayah tahun ini
mengalami perduasan dan tahun 2009 yang hanya memantau di 11 wilayah.
Keterbatasan wiayah cakupan laporan i kami anggap cukup mewakli gambaran
model pengelolaan kehidupan keagamaan di seluruh Indonesia. Selain itu, te muan-
temuan darlaporan ini hanya puncak dar gunung es yang mana hanya sebagian kecil
yang terungkap. Keterbatasan-keterbatasan yang dimilki menjadikan pernstiwa-peristiwa
yang tidak terpantau sesungguhnya lebih banyak.

KO NSEP- KONSEP KUNCI

Sepertipada tahun 2009 lalu, selain konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan,
dalam laporan ini juga digunakan dua konsep yang juga sering menyelnap dalam
diskursus kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni intoleransi dan diskrimina si
Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan
beragama danberkeyakinan disuatu negara.

“Intoleransi dan diskiminasi berdasarkan agama dan kepercayaan” sendi berarti
setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada
agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau
mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan mendasaratasdasaryang setara.l

Secara lebih spesifik, diskiminasi didefiniskan sebagai setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan poltk, yang berakbat
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasardalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek
kehidupan lainnya.?

Dilhat dar sejumlah pengertian diatas, utamanya mengacu pada instrumen hukum
positif, dimensidan spektrum diskriminasi dan intoleransibegitu luas. Ia bisa munculdalam
peraturan perundang-undangan, kebjjakan pemerntah, bisa pula berkembang darnakar
budaya, tafsir agama, termasuk stuktur sosial ekonomi yang memungkinkan teradinya
diskiminasi dan intoleransi Pelakunya juga beragam, mulai dari negara, korporasi,
kelompok masyarakat hingga individu. De finisi-de finisi kedua istilah ini lebih sering pula
dietakan sebagaikata dengan pengertian yang kurang lebih sama.

Kategoryang dibuat Bruce A. Robinson mengenaibentuk-bentuk tindakan “religio us
mtolerance” agaknya bisa membantu untuk melihat bentuk-bentuk into le ransi, se p e rti:

! Disarikan dari Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan
diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan (pasal 2)
? pasal 1 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



1. Penyebaran immformasi yang salah tentang kelompok keperayaan atau
praktik, me ski ketakakuratan informasitersebut bisa dengan mudah dicek dan
dip e 1b aiki;

2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan
atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat,
bemerlaku immoral melakukan tindak pidana,dan sebagainya;

3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman terte ntu untuk kepercayaan dan
praktik yang mereka anut;

4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik kkagamaan kepada orang
lain agarmengikutikemauan mereka;

5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa
d iid e ntifika si;

6. Mendevaluasiagama lain sebagaitidakberharga ataujahat.

7. Menghambatkebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.3

TEMUAN-TEMUAN
a. RegulasiKeagamaan

Pada tahun 2010 setidaknya ada empat regulasi di tingkat nasional yang berkaitan
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan keagamaan termasuk
jaminan kebebasan beragama / berkeyakinan dilndonesia.

Yang pertama, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK tethadap pengujian Undang
Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
Mahkamah Konstitusi memutus masalah yang sangat penting dalam konteks kehidupan
beragama di Indonesia ini pada 19 Aprl 2010 setelah bersidang selama hampir enam
bulan sejak November 2009. Dalam putusannya, MKmenolak seluruh permohonan yang
diajukan pemohon agarUUtersebut dic abut.

Dalam amar putusan No. 140/PUU-VII 2009, MK menyatakan bahwa UU Penodaan
Agama, meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak
bertentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. MK berkeyakinan, jka UU Penodaan
Agama dicabut maka akan muncul anarkhi dan kekacauan sosial karena akan tegadi
kekosongan hukum. UU Penodaan Agama dianggap tidak terkait dengan kebebasan
beragama, tapihanya terkait dengan penodaan agama.

Keputusan MK ini telah menimbulkan reaksi dan berbagai kelompok. Para kuasa
hukum Pemohon menganggap keputusan MK tidak independen dan tidak didasarkan
pada fakta-fakta di dalam persidangan, namun lebih didasarkan pada kekhawatikan
jka uji mater ini dikabulkan, akan tegadi konflk agama. Para Pemohon juga menilai
bahwa MK tidak konsisten dengan mengakui adanya kebebasan beragama dan
berkeyakinan yang tidak bisa dibatasi namun menyatakan meminta pemerntah untuk
membina penganutaliran kepercayaan.

*Bruce A. Robinson, “Religiousintolerance”, dalam
http://www.religioustolerance.org/relintoll.htm#def. Diakses, 18 November2009




Regulasikedua yang mencuat adalah Judicial Review Undang Undang No. 44 tahun
2008 tentang Pomografi dan Pomoaksi Regulasi ini memang tidak terkait langsung
denganisu agama ataukebebasanberagama/ berkeyakinan. Namun para pemohon JR
miberpendapatbahwa ancaman dariUUiniadalah upaya untuk menghilangkan prinsip-
prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan lndonesia. UU Pomo grafi menurut
mereka berupaya untuk menyatukan pandangan-pandangan soal moral dan akhlak
masyarakat penduduk dar suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dan
satu pandangan agama tertentu.

Pengujian UUini ditolak oleh MKpada sidang pembacaan putusan tanggal25 Maret
antara lain dengan alasan bahwa UU Pomografi dibbentuk dalam rangka menjunjung
tingginilai-nilaimoralyang bersumberpada ajaran agama, memberkan ketentuan yang
sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga
negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggamya, dan melindungi setiap
warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dar pengaruh buruk
dan kortban pomografi

Selain itu, menurut Mahkamah hak konstitusional para Pemohon tetap terpamin
karena Pasal 1 tentang definisi pomografi memberkan gambaran dan arah yang jelas
mengenaiapa yang dimaksud dengan pomografi Pengertian tersebut tidak tedepasdan
tujuan pembentukan Undang- Undang, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika,
akhlak mulia, dan keprbadian luhurbangsa, beriman dan bertakwa kepada Tihan Yang
Maha Fsa.

Regulasi ketiga yang juga mencuat tahun ini adalah regulasi yang terkait dengan
ekspresi di muka publk khususnya ekspresi pikimn melaluibarang cetakan. Permasalahan
yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenaipengujian Pasal 30 ayat (3) huruf ¢
Undang- Undang Nomor16 Thhun 2004 tentang Kejaksaan Republik hdonesia dan Pasall
-9 Undang-Undang Nomor 4/PNPSY 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang
Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Regulasiinijuga sebenamya
tidak terkait langsung dengan isu keagamaan atau kebebasan beragama. Namun
regulasiini telah tertbuktimembatasi sejumlah pemikiran terkait masalah-masalah teologis
suatu agama yang dituangkan dalam bentukbarang cetakan.

Pada Desember 2009 lalu misalnya, Kejaksaan melarang peredaran 5 buku karena
mengangggap isinya mengganggu ketertiban umum. Buku-buku yang dilarang tersebut
antara lain: Enam Jalan Menuju Tuhan (karangan Dammawan MM) dan Mengungkap
Mistei Kebemgaman Agama (karangan Drs. HSyahrudin Ahmad).

MK pada sidang pembacaan putusan tanggal 13 Oktober 2010 mengabulkan
sebagian permohonan pemohon. Menurut MK dalam suatu negara hukum seperti
Indonesia, mutlak adanya due pmcess of lnw yaitu penegakan hukum dalam suatu
sistem peradian. Apabila ada suatu perbuatan dikategorkan sebagai perbuatan
melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Sehingga
pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat
mengganggu ketertban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa
melalui putusan pengadian.

Regulasi terakhir adalah usulan Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat
Beragama di hdonesia. Usulan ini petama kali muncul dalam Rapat dengar Pendapat
(RDP) Komisi VIl dengan Kementerian Agama tanggal 21 September lalu. Kedua pihak
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bersepakat untuk bersama-sama mendormng penyusunan RUU Kerukunan Umat
Beragama ke dalam prioritasprogram legislasi 2011.

Meskipaun tidak secara langsung, usulan ini tidak bisa diepaskan darn mencuatnya
konflk rumah ibadah yang menimpa Gereja HKBP Cike ting Bekasi Dar kasus ini munc ul
perdebatan mengenai regulasi rumah ibbadah yang selama ini ada yakni Peraturan
Bersama Menteri No 9 dan No 8 Thhun 2006. Ada yang meminta PBM tersebut ditinjau
ulang,ada yang meminta agarperaturan tersebut dicabut. Namun munculsatu gagasan
agar PBM tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Undang Undang agarlebih mengikat.
Dan RUUKUBnampaknya akan mengadopsiklausul-klausuldalam PBM tersebut.

Usulan ini semakin menguat dengan keluamya program legislasi nasional 2011 yang
dikeluarkan Badan Iegislasi DPR (14 Desember2010), dimana RUU KUBmenjadisalah satu
prioritas pembahasan DPRtahun depan.

Daridaerah,pada tahun inisetidaknya ada tiga regulasidaerah yang mencuat yakni
Peraturan Daerah baca tulisalQuran di Kalimantan Selatan. Pada Mei2010, Pemerntah
Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan aturan yang akan meresmikan penerapan Perda
No. 3 tahun 2009 tentang wajib baca tulis al Quran di Kalsel Materi baca tulis al-Quran
akan menjadi salah satu materi wajib di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan mulai
tahun ajaran 2010/2011 sebagaibagian dan kurkulum nasional

Selain di Kalsel, di Kota Depok Jawa Barat juga munculgagasan menerbitkan aturan
kewajban baca tulis alQuran diberdakukan bagi seluruh pelajar di Kota Depok. Dan
mulai tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Gagasan tersebut mengemuka dalam pembahasan Raperda pendidikan Kota Depok
yang tengah dalam pembahasan di DPRD Depok. Salah satu ketentuan dalam Raperda
tersebut adalah kegiatan baca alQuran 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar
(KBM).

Selain itu, pada pertengahan Oktober 2010, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah
menerbitkan Surat Keputusan yang meminta Jemaat Ahmadiyah menghentkan
kegiatannya sesuai SK kesepakatan tiga Menter, Surat ini ditujukan kepada jamaah
Ahmadiyah yang berdomilisi di Jalan Cipta Karya Kecamatan Thmpan. Namun
pelayangan surat yang ditandatanganilangsung oleh walkkota, Depag, dan MUIte rse b ut,
ditentang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka tidak
mengganggu masyarakatsetempat.

b. Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang teradi selama
tahun 2010 ini berjumlah 64 kasus atau rata-rata 5 kasus perbulan. Pelanggaran tertinggi
tegjadipada bulan Januar (12 kasus), Agustus (8 kasus) dan September (7 kasus).

Sedangkan temuan pelanggaran berdasarkan pelaku menemukan kepolisian dan
Pemerintah Daerah menjadi institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran yakni
masing-masing 32 (37%) dan 31 36%). Angka iniakan menjadisangatbesar(73%) apabila
mstitusi kepolisian juga dianggap sebagai bagian pemerintah daerah, karena
pelanggaran oleh polisijustru banyak dilakukan oleh institusi terendah seperti Polsek dan
petugas dilapangan ketika menjalankan tugas. Pelaku lain yang juga kerap melakukan
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pelanggaran adalah aparat kecamatan / kelurahan (7kasus), pengadilan (6 kasus), TINI(5
kasus), kantor kementrian agama daerah, bakorpakem dan pemerintah pusat masing-
masing 1 kasus.

Sedangkan temuan bentuk-bentuk pelanggaran menemukan bahwa praktek
pembatasan keyakinan dan pemaksaan meninggalkan keyakina tertentu menempati
posisi tertinggi yakni 25 kasus atau 39%. Pelanggaran dalam kategor ini antara teradi
dalam bentuk antara lain tindakan kriminalisasioleh polisi pengadilan ekstra judicialatau
pengadilan jalanan, atau bentuk-bentuk pemaksaan melaluikekerasan pisik lainnya.

Pelanggaran lain yang juga tinggi adalah pembatasan rumah ibadah baik dalam
bentuk pencabutan ifin maupun pelarangan penggunaan rumah ibadah yaknibegumlah
19 kasus (30%), pembiaran oleh aparat negara terhadap kekerasan atau pembatasan
kebebasan beragama yang dilakukan sesama masyarakat sipil yakni bejumlah 15 kasus
(23%) dan pelarangan kegiatanibadah dan ekspresikeagamaan 5 kasus (8%).

Dan jika dilhat korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada
tahun ini, paling banyak dialamijemaat rumah bbadah yang dinilai bermasalah dengan
34 kortban (44%) dan kelompok yang dianggap sesat 27 kortban (35%). Kotban lain adalah
individu 15 orang dan property 1 buah.

Yang dimaksud dengan komunitas yang diduga sesat adalah mereka-mereka yang
melakukan praktek-praktek yang dianggap menodai agama tertentu. Dalam kasus ini
kotban paling banyak dialami warga Ahmadiyah 15 kasus. Sementara yang dimaksud
rumah ibadah dan jemaatnya adalah berbagai rumah dbadah dar berbagai agama
yang dilarang dibangun atau dilarang digunakan baik karena masalah perjnan maupun
masalah lain. Dan kasus paling banyakdialamioleh gereja HKBP 10 ka sus.

¢c. Tindakan-tindakan Intoleransi dan Diskrim ina si

Kasus-kasus tndakan intoleransi yang tejadipada tahun 2010 ini berjumlah 135 ka sus
yang tersebardil3 wiayah pemantauan. Jawa Barat & Banten menjadidaerah tertinggi
tindak intolerannya dengan 44 kasus (33%), dikuti Jawa Tmur 26 kasus (19%) dan DKI 18
kasus (13%). Berikutnya Sumut dan Aceh 8 kasus, NIB 5 kasus, Sulawesi dan Kalimantan 4
kasus, lampung Utara 2, Sumsel, Jambi dan Riau masing-masing 1 kasus. Sebagai
catatan, perubahan perngkat teradi dimana Jawa Tmur naik ke posisi ke-2
menggantikan Jakarta yang pada tahun 2010 ini turun ke p o sisi ke -3.

Darijumlah 135 kasus selama 2010, setiap bulannya rata-rata terjadi 11 kali tindakan
intoleran dan diskiminasi. Bahkan selain bulan Aprl Agustus, September, Novemberdan
Desember, jumlahnya selalu 12 kaliatau lebih. Intoleransi dan diskriminasi terting gi tegadi
pada bulan Januaridengan 16 kasus, dikuti Oktober 15 kasus, Juli 14 kasus, Meidan Juni
13 kasus, serta Februaridan Maret 12 ka sus.

Bentuk-bentuk tindakan intoleran dan diskiminasi berdasarkan isu menemukan
bahwa praktek pemaksaan dan pembatasan keyakinan adalah praktek yang paling
sering dilakukan masyarakat yakni 40 tindakan atau (26%). Persoalan keyakinan yang
berbeda sernng dianggap sebagai penyimpangan atau penodaan agama oleh
sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan kepada tertuduh untuk
meninggalkan atau mengganti keyakinannya. Modusnya, bisa dengan mengadil,
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mengintimidasi hingga mengkiiminalkan mereka. Bentuk lain adalah penyerangan pisik /
property 33 tindakan, pembatasan rumah ibadah 23 tindakan, penyebaran kebencian
tethadap kelompok tertentu 20 tindakan, diskiiminasi atas dasar agama 15 tindakan,
ancaman kekerasan dan intimidasi 13 tindakan serta pembatasan bbadah dan ekspresi 9
tindakan.

Daritemuan-temuan tersebut, jlka dibagipelaku antara negara dan masyarakat sipil,
maka pelaku intoleransidan diskiiminasidar masyarakat sipill masih dominan dengan 118
pelaku (84%). Dan sisanya 16% dilakukan oleh aparat pemernntah.

Daridata para pelaku tindakan intoleransidan diskiminasinampakbahwa omas-
omasmasih menjadipelaku utama dengan 55%, dikutikelompokterorganisir21% dan
mndividu 15%. Selain itu, juga terdapatpelaku darimassa yang tidak bisa te rid e ntifika si
apakahdarnnegara ataumasyarakatsipildengan 13 tindakan (7%), dan pelaku dan
dunia usaha 2%.

Kemudian pelaku dari organisasi masyarakat (ormas) yang dimaksud diatas adalah
omas-ormmas berbasis agama atau paling tidak beratribut agama tertentu. Mereka juga
menggunakan jargon-jargon agama untuk me njustifika si tind akannya.

Jika kita khususkan ommas berbasis agama yang dimaksud, temyata FPIdi berbagai
daerah masih menjadi pelaku intoleransi tertinggi dengan 26 tindakan atau 31%, dikuti
MUI11 tindakan (14%) dan FUI9 tindakan (11%). Kemudian be rturut-turut ormas GARISdan
NU diberbagai daerah masing-masing 4 tindakan, Gerakan Anti Maksiat (3),
Muhammadiyah, GP Ansor, HII (2). Disamping ormas-ormas yang sudah umum dikenal,
temyata banyak ormas-ommas daerah yang tidak begitu dikenal namun juga melakukan
tndakan intoleran dan diskiminasi seperti Forum Banyuwangi Cinta Damai LSM Gerak,
Himpunan Masyarakat Muslim Indra gin Hilir (HM2]), Gema IKMIRiau, Pemuda Bintang Bulan
Riau, Hmpunan Mahasiswa klam (HMD, Forum Jihad Indonesia (FJ)), Hmpunan Angkatan
Pemuda Lklam Surabaya (HAPIS), Iaskar Jihad, Alksyad, Gerakan Umat klam Bersatu
(GUB) Jawa Timur, Gerakan klam Bersatu (GIB) Tanjungbalai Sumut, IaskarPembela klam,
FPAB Bekasi, Hmpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR) Jember, Forum Anti Buddha
Bar (FABB), IP3SI Garut, lene Centre, Maje lis Mujahidin lndone sia (MMD, Forum Sila tura hmi
Masjid dan Mushala Galaxi, Forum Remaja Islam Medan Satra, FKUB, Persatuan klam
(PERSIS) Be ka si, Komite Penegak Syariah (KPS) Bekasi, Gerakan Pemuda Lklam (GPD Bekasi,
Masyarakat Peduli Syariah (MPS) Bekasi, Gabungan Remaja slam (GARIS) Bekasi, Dewan
Dakwah Bekasi, Dewan Dakwah Kec. Cabang Bungin, Bina An-Nisa Dewan Da’wah
Bekasi, Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada Inhdonesia (DPP PATRIA), Forum
SilaturahmiKota Wali(Poskamal) Cirebon dan Forum Komunikasi Umat Ilam (FKUD.

Kemudian kotban tindakan intoleransi dan diskiminasi selama 2010 inibegumlah 153
kotban. Kortban tertinggiadalah perorangan/individu 35 kortban, kemudian jemaat gereja
diberagaidaerah 28, komunitas yang diduga sesat non Ahmadiyah 28 korban seperti
Milata Abraham, Aliran Akmaliyah, Surga Eden, Aliran Brayat Agung, Pengikut tharkat
Fatoriyah dan lainnya. Selain itu juga ada kotban dar kelompok masyarakat 20, kotban
darn warga Ahmadiyah di berbagai daerah 18, dunia usaha (8), Instansi Pemerintah(5),
umat Buddha Thnjungbalai(4), Unat Konghucu (2), Pengikut Ahl al-bait hdonesia, Jawa
Tmur, Jemaat IDI Santri dan Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Fajar Hidayah, LSM
dan Komunitas IGBT Sehingga total jumlah korban intoleransi dan diskiminasi berumlah
153 kotban.



d. Kemajuan Jaminan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

Berbagai prestasi buruk pada tahun 2009 dalam batasbatas tertenu juga telah
disikkapi dengan upaya-upaya perbaikan baik oleh pemerntah maupun masyarakat
pada tahun ini

Beberapa perkembangan baik yang bisa dicatat adalah adanya kemajuan dalam
hal penyikkapan pemerntah terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap
sering melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk tindak kekerasan dan main hakin
sendii di lapangan. Organisasiorganisasi seperti FPI sering dilaporkan melakukan
kekerasan atasnama agama kepada kelompok lain. Kapoli Bambang Hendarso Danun
(BHD) mengatakan akan menindaktegasorganisasi-organisasiyang melakukan sweeping
selama bulan Ramadlan dan beranji akan mencopot Kapoles bila di daerahnya ada
kegiatan sweeping oleh ommas. Hal ini disampaikan Kapoli ketlka menerma sejumlah
aktifisdariberbagaiorganisasimasyarakatpada 14 Juli 2010.

Pada bulan berkutnya (30 Agustus 2010) Kapolidalam Rapat Gabungan Pemerintah
dengan DPR RIjuga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk menindak
tegasomasyang melakukan tindak kekerasan tersebut.

Skap ini ia nyatakan terkait temuan kepolisiain selama kurun 2007 hingga 2010
dimana ada trend peningkatan kekerasan oleh Ommas. Jika pada 2007 tegadi 10
kekerasan, pada 2008 sempat turun menjadi 8 kasus. Namun angka itu meroket pada
tahun 2009 menjadi 40 kasus dan pada 2010 terus menanjak menjadi 49 kasus. Apabila
ditotal maka telah terjadi 107 tindak kekerasan oleh anggota Front Pembela klam (FP)
dan Forum Betawi Rempug (FBR) selama 3 tahun ini. Artinya, organisasi kemasyarakatan
itu beraksisatu kalitiap 10 har. Dan dan 107 kasus yang disidik tuntas, menurut Bambang,
36 kasus sudah diimpahkan ke penuntutan. Namun, Kapoli mengeluhkan belum bisa
menjatuhkan sanksiberupa pembekuan kepengurusan karena Undang-Undang Nomor8
Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan belum mengatursoalsanksitersebut.

Sikap sama juga diperihatkan oleh Menteri Dalam Neger Gamawan Fauzi dalam
rapat gabungan tersebut. ]a meminta polisi tak ragu menangkap anggota organisasi
kemasyarakatan yang melakukan kekerasan. la bahkan mengancam akan
membubarkan ormas-ormas terse but melalui MA.

Iebih maju daridua pejabat pemerintah pusat diatas, Gubemur Sulawesi Utara, Drs S
H Sarundajang berani dan tegas tidak mengizinkan organisasi Font Pembela klam (FP)
berada di Sulut. Menurutnya, FPI tidak boleh beraktivitas di Sulut, karena organisasi
tersebut menimbulkan keresahan. Skap Gubemur ini juga didukung tokoh-tokoh agama
setempat seperti Amin Iasena, akademisi dari Unima dan Pastor Fred Thwaluyan Pr.
Diko nfirma si Ke tua Yayasan Pendidikan Kato lik Ke uskupkan Manado.

Bentuk lain darn perkembangan baik juga diperihatkan pihak kepolisiin dalam
menangani kasus penyerangan dan penusukan terhadap Pendeta gereja HKBP Pondok
Tmur Indah Bekasi pada 12 September lalu. Buntut dan penyerangan dan penusukan
tersebut, polisi menetapkan 13 orang sebagaitersangka termasuk Ketua DPW FPI Be ka si
Murhali Barda. Sampai 11 November 2010, berkasnya sudah diimpahkan ke Kejaksaan
Tnggi Jawa Barat. Namun hingga laporan ini ditulis, belum ada kejelasan kapan ke-13
tersangka tersebut akan diadik



Sikkap pemerntah dan langkah tegas kepolisian ini juga dikuti skap yang sama darn
beragai kelompok masyarakat sipi. Di Cirebon, tidak kurang dar 80 perwakian dan
berbagaiorganisasimasyarakat dan tokoh agama menandatanganiPetisi Cirrbon pada
18 Septemberlalu. Petisiiniselain meminta jaminan kebebasan beragama kepada warga
Negara, juga meminta pemerintah segara bertindak tegas menindaklanjuti laporan
KapohiBambang Hendarso Danuriterkait ormas-omas pelaku anarkis.

Selaiitu, Gerakan Pemuda Ansorsewilayah tiga Cirebon juga siap membantu Jemaat
Ahmadiyah yang berada di Desa Manis Ior kecamatan dJalaksana dan akan
menerunkan tidak kurang darn 50 hingga 150 nbu pasukan Banser yang dimiliki Gerakan
Pemuda Ansorwilayah Cirebon untuk mengamankan Jemaat Ahmadiyah di ManisIor.

Satu kemajuan lain pada tahun terkait jaminan hak-hak warga Negara khususnya
jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi adalah dikabulkannya permmohonan uj
maternlterthadap UUNo. 16 Thhun 2004 tentang Kejaksaan Republik hdonesia dan UUNo.
4/PNPY 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang kinya dapat
Mengganggu Ketertban Umum. MK menilai kewenangan Kejaksaan yang ada dalam
regulasi tersebut dinilai melanggar konstitusi Bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh
menyita atau melarang barang cetakan atas dasar apapun kecuali ada putusan
pengadilan yang teleh berke kuatan hukum tetap.

Kemajuan lain yang juga bisa dicatatadalah putusan Pengadilan Thta Usaha Negara
yang memenangkan para pengurus gereja yang dicabut lzin Mendirikkan Bangunan (IMB)
rumah ibadah mereka oleh Pemerntah Daerah setempat. Halitu antara lain dialamioleh
Gereja Amal Katolik Kistus Raja di Desa Bungursan Purwakarta Jawa Barat yang IMB nya
dicabut Bupati Purwakarta pada 20 Oktober 2009. Putusan PIUN pada 2 September 2010
juga memenangkan gugatan Gerereja HKBP Fladelfthia di Jejalen Jaya, Tambun Utara
Bekasi yang IMB nya dicabut oleh Bupati Bekasi Sa’duddin. Putusan PIUN 3 September
2010. PIUN Bandung mangabulkan gugatan kedua gereja tersebut dan menyatakan SK
Bupatibatal

Meskipun PTUN memenangkan para penggugat, namun keputusan PIUN tersebut
tidak bisa dieksekusi di lapangan. Karena baik masyarakat yang menolak maupun
Pemerintah Daerah yang bersangkutan masih melarang aktifitasrumah ibadah tersebut.

ANAIISIS TEMUAN

Darn data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan maupaun tindakan
mtoleransi dan diskiminasi pada tahun 2010 ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus
dar tahun 2009. Data-data tersebut jelas menunjukkan adanya kemunduran dalam hal
jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan semakin rendahnya skap toleran di
masyarakat.

Terkait bertbagairegulasimengenaijamman kebebasan beragama/berkeyakinan dan
kehidupan keagamaan di lhdonesia tahun 2010 ini, temyata belum banyak kemajuan,
malah sebaliknya cenderung mengalami kemunduran. Kita belum beranjak dari problem
tahun sebelumnya dimana regulasi yang ada terutama pada level Undang Undang ke
bawah belum memberkan satu kepastian hukum bagikelompok-kelompok yang rentan



tethadap pelanggaran. Alih-alih, tahun miregulasiyang ada malah semakin mengancam
hakasasiwarga negara dalam memeluk dan menjalankan keyakinannya.

Hal lain terkait regulasi ini adalah adanya tebang pilh penerapan hukum terutama
oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. stitusi
mstitusi ini labih sering atau hampir selalu menggunakan aturan-aturan yang membatasi
keyakinan seperti Pasal 156a tersebut ketimbang regulasi yang menjamin hak beragama
seperti UU No. 39 tentang HAM atau Kovenan Intemasional Hak Sipilldan Politik yang telah
diratifilkasi ndonesia pada tahun 2005. Hal ini menjadi problem tersendim karena akan
melahirkan konflk didalam penerapan hukum, dan masyarakat terutama minortas sering
menjadi kortban. Mereka merasa memilki jaminan hukum di satu regulasi sementara
dire gulasilain justru menafikan jamman itu.

Memang ada sedikit kemajuan dengan dikabulkannya pengujian Undang Undang
Kejaksaan dan Undang Undang Sensor buku. Namun keputusan MK tersebut tetap
membuka ruang baginegara untukmelarang barang cetakan yang dinlaimengganggu
ketertban umum. Kejaksaan tidak sepenuhnya dilarang untuk melarang peredaran buku
oleh MK namun hanya diharuskan ada ketetapan pengadian baik sebelum maupun
sesudah pelarangan tersebut.

Selain melakukan pelanggaran kebebasan beragama, negara juga berkontrbusi
dalam tindakan-tindakan intoleransi. Hal ini me nunjukkan bahwa negara semakin re pre sif
terthadap warganya. negara yang seharusnya menjadi pihak yang paling depan
menjamin hak setiap warga negara serta member contoh bagi implementasi budaya
toleran dan menghargaikebhine kaan justru me nunjukkan sebaliknya.

Nampak semakin han, pemernntah juga semakin tersandera oleh kelompok-kelompok
yang mengatasnamakan diri mayortas dengan mengikuti dan memihak ke pentingan-
kepentingan mereka. Fakta menunjukkan bahwa tindak pelanggaran oleh Negara
banyak didahului oleh tindakan mtoleran oleh mereka yang mengatasnamakan
mayortas. Disatu momen, negara sering melakukan pembiaran pada saat kelompok-
kelompok ini melakukan kekerasan atau pelanggaran hokum lain seperti perusakan
gedung.

Analisa lain dar data-data di atas menunjukkan adanya trend pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi mengalami desentralisasi karena
sebagian besar tindakan-tindakan tersebut tegadi di daerah. Hal ini terbukti dengan
tingginya pelanggaran oleh aparat daerah termasuk polisi (73%) dan tingginya tindakan
intoleransioleh ormas-omasdiberagaidaerah.

Besamya jumlah pelanggaran oleh Pemerintah Daerah tersebut muncul karena
Pemerintah Daerah adalah pihak yang sering berhadapan langsung dengan korban
pelanggaran kebebasan beragama sepertipengikut aliran yang dinilaisesat atau jemaat
gereja yang dianggap menyalahi aturan. Pemernntah Daerah juga sering membuat
aturan lokal sendii yang tidak sejalan dengan standar HAM yang ada dalam ko nstitusi
dan aturan lain di atasnya. Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan
penegakan hukum didaerah. Polisi di daerah juga sering kalah oleh desakan kelompok-
kelompok “mayortas” yang sering berakhirpembiaran.

Fakta lain menunjukkan bahwa Jawa Barat-Banten, Jawa Tmur dan DKI Jakarta
sebagai wilayah-wiayah yang paling tinggi tingkat intoleransi dan diskiminasinya.
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Padahal ketiga wilayah tersebut bisa dianggap sebagai wiayah model bagi wilayah-
wiayah lain di Indonesia dengan beragai keunggulan fasilitas, infrastruktur dan
percepatan pembangunan. Bahkan ketiga wilayah ini juga temmasuk paling banyak
menyedot aparat kepolisian sebagaipenjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.
Namun hal ini berbanding terbalk dengan buruknya prestasi di bidang jaminan
kebebasan beragama danbudaya toleran warganya.

Selanjutnya pembatasan rumah ibadah menjadi salah satu isu yang palng banyak
muncul. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ibadah masih menjadi kebutuhan yang
sangat mahal bagi sebagian warga negara. Padahal dalam konstitusi, secara tegas
dinyatakan tentang jaminan hak setiap warga negara memeluk agama dan berbadah
menurut keyakinan mereka, dan hak-hak tersebut adalah hak dasar yang tidak bisa
dibatasi dan dikurangi kecuali dengan undang-undang untuk menjamin hak tersebut
tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan ketertbban umum, moral publk,
kesehatan publik sepertiyang tertuang dalam ko nstitusi

Namun dalam aturan-aturan dilapangan, jaminan hak dasar tersebut bisa dikurangi
atau dibatasi hanya dengan Peraturan Menter, Peraturan Daerah, Instruksi atau SK
Kepala Daerah, bahkan dengan alasan adanya umat agama lain yang menolak
Disinilah terhat adanya pertentangan yang serius dalam aturan hukum kita dimana
noma yang satu bertentangan dengan nomma yang lain. Dalam situasi seperti ini, sudah
semestinya aturan yang lebih tinggi yang harus dipatuhi, namun dalam prakteknya
pemerntah justru lebih sering mengabaikan aturan yang lebih tinggi

11



BAGIAN I

A. Pendahuluan

Persoalan kebebasan beragama atauberkeyakinan dilhdonesia tetap menjaditema
yang dibicarakan tahun ini di samping isu-isu seperti korupsi, bencana alam, bencana
transportasi dan lain-lain. Bahkan dalam beberapa bulan, masalah kebebasan
beragama juga mendapat tempat dalam pemberntaan berbagai media nasional dan
lokal Pembertaan yang muncul banyak mengangkat fakta kekerasan, diskiminasi,
pembatasan hak berlbadah dan lainnya. Isu-isu positif seputar masalah ini juga tidak
absen disorot. Namun berbagai sorotan media harus dibarengi secara memadai oleh
laporan-laporan yang lebih mendalam dan komprehensif. laporan-laporan tersebut akan
mengisi ruang yang tidak disi pembertaan media-media yang umumnya bersifat
pemukaan. Karena laporan-laporan seperti ini juga sangat dibutuhkan berbagai
kalangan.

Sejauh ini, The Wahid stitute (WD) terus member perhatian serius tethadap isu
kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air. Sejak tahun 2008, WI
secara regular melaporkan berbagai perstiwa di berbagai daerah mengenai hal
tersebut. Dan pada tahun 2010 ini, untuk yang ketiga kalnya WI membuat laporan
tahunan. laporan kali ini diharapkan memilki bobot dan signifikansi yang lebih kuat dan
tahun-tahun sebelumnya. Karena selain telah memilki pengalaman, laporan WI tahun-
tahun sebelumnya temyata juga mempermwleh sambutan positif dari masyarakat. Urgensi
lain dar laporan-laporan ini adalah untuk terus menjaga momentum isu keagamaan
khususnya kebebasan beragama mendapat tempat tersendin dalam pembicaraan
transisi demokrasi di Ihdonesia. Meskipun faknya menunjukkan laporan-laporan
masyarakat sipil terkait isu-isu keagamaan seringkali kurang didengarterutama oleh para
pengambilkebiakan ditanah air.

Dalam amantan banyak kalangan, tahun ini masih muncul persoalan bahwa isu-isu
seputar hak asasi manusia termmasuk di dalamnya kebebasan beragama agak
terpinggirkan atau mengalamimarjinalisasidan tertutupioleh isu-isu lain terutama korupsi
Apabila melihat banyaknya kasus yang muncul terkait hal ini, se perti kasus-kasus tenaga
kerja migrant, kasus-kasus kekerasan milter di Papua, hinagga kasus yang terkait hak
masyarakat pinggiran, pembicaraan-pembicaraan yang mengaitkan dengan persoalan
HAM tergolong tidak memadai, baik pada level akademik, sosial maupun negara.
Apalagi yang berkaitan dengan kebebasan beragama secara khusus, dalam banyak
kasus, penekanan pada adanya pelanggaran HAM seringkali dihindar atau paling tidak
hanya menjadiperhatian kalangan terbataspegiat HAM.

Karena itu maslah berkutnya adalah minimnya penekanan pada tuntutan
pertanggungjawaban negara guna menyelesaikan berbagai kasus atau menjamin hak
beragama atau berkeyakinan warga negara. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan
beragama atau berkeyakinan dan tindakan-tndakan pembiaran seolah tidak me miliki
mekanisme penyelesaian terutama bagi korban. Berbagai laporan yang telah mereka
sampaikan kepada Komisi Nasional Ham Asasi Manusia (KO MNASHAM) misalnya paling
tinggi hanya menjadi rekomendasi yang tidak ada dampaknya secara langsung
tethadap koran seperti adanya reparasi, rehabilitasi dan lain-lain. Hal ini boleh jadi
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karena mininnya mamstreaming kebebasan beragama di masyarakat. Dalam
rekomendasi laporan tahunan WI tahun 2009 lalu telah meminta agar program
mainstreaming sepertimiharusberdangsung diberbagailevel

Karena itu, laporan-laporan kebebasan beragama seperti yang WI buat tahun ini
adalah bagian penting dar mamnstreaming itu terutama dalam beragai kebijakan
pemerntah. [Iaporan yang terussmenerus tentu akan semakin menggugah kesadaran
pengambil kebijjakan untuk pada akhimya menjadikan jaminan kebebasan beragama
atau berkeyakinan sebagaisalah satu pertimbangan substansialpembuatan regulasibaik
ditingkat nasionalmaupun lokal

Seperti laporan tahun 2009, laporan tahun ini menyoroti persoalan-persoalan yang
sama. Apabila tahun lalu ada tiga kategoriyang menjadiobjek pemantuan, maka tahun
miketiga kategorntersebut masih dipertahankan yakni: Petama, berkaitan dengan tindak
pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua, berkeitan dengan
tindakan-tindakan intoleransi baik yang dilakukan warga negara maupun negara. Dan
ketiga, berkaitan dengan kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan kehidupan
keagamaan ditanah air. Ketiga kategorn ini sengaja dipertahankan untuk mempemwleh
perbandingan yang sama dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa diihat apakah
pada tahuniniada perbaikan atau malah sebalknya.

Sepertijuga dielaskan pada tahun 2009, alasan utama pembagian ketiga kategoridi
atasselain untuk mendapatkan pemetaan yang lebih tegas serta memilkilandasan yang
jelas dalam melhat perstiwa-perstiwa keagamaan di Ihdonesia, juga agartidak tegadi
tumpang tindih isu satu dengan yang lain. Kntegoripertama memilki landasan yang jelas
dalam nomma-norma HAM yang telah diadopsi menjadi nomma legal di Indonesia.
Pelanggaran kebebasan beragama telah menjadi salah satu hak yang dijamin dalam
Kovenan Hak Sipil Plitik yang telah di ratifikasi hdonesia. Sementara kategor kedua bisa
dihat sebagaisatu model evaluasi tethadap pengelolaan kehidupan keagamaan baik
secara politik maupun social Dar kategor ini bisa kita lhat pencapaian-pencapaian
masyarakat Indonesia dalam hal toleransi dan penghapusan segala bentuk diskimina si
atas dasar agama atau keyakinan. Sementara kategorn ketiga adalah bentuk apresiasi
yang jujur tethadap pencapaian-pencapaian yang ada. Akan sangat tidak adi
manakala laporan i hanya menyorti kemunduran-kemunduran padahal dalam
beberapa aspek juga ada kemajuan yang harus diungkap. Pengungkapan kemajuan
tentu akan menjadidoronganbagiperaikan-perbaikan lebih jauh.

B. Pendekatan dan Wilayah Pemantauan

Iaporan inidususun berdasarkan satu pendekatan yang sudah diterapkan Wlselama
tiga tahun ini Pendekatan yang dimaksud disini adalah model penggalian data dan
mformasi melalui multi strategi Beberapa strategi tersebut antara lain melalui
pengumpulan data melalui pembertaan media sebagai salah satu sumber informasi
awal, selain itu juga pengumpulan data melalui penggalian langsung oleh tim dan WI
observasilapangan, investigasi, wawancara, diskusi, pegumplan data lembaga-lembaga
jejaring WI dan beberapa cara lain yang relevan. Kesemua strtategi tersebut peru
ditempuh agarcakupan wilayah yang dijangkau lebih nasdimana disetiap daerah tidak
selalu menggunakan strategiyang sama. Dan kesemua stretagitersebut dibingkaidalam
suatu program yang diberinama pemantauan hak-hakberagama dilndonesia.

13



Pemantauan yang dimaksud disiniadalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang
dilakukan untuk menemukan beragai hal baik yang keliru maupun yang positif pada
suatu situasi Keliru dalam arti ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut
noma, standar dan hukum intemasional maupun hukum nasional terkait praktek
kebebasan beragama yang diakukan oleh negara dalam rangka menunaikan
tanggungjawab dan kewajbannya. Sementara yang baik selain adanya kesesuaiantara
apa yang seharusnya menurut nomma dan standar hukum, juga bernsi tindakan baik
negara maupun warga negara dalam memajukan toleransi dan anti diskimina si.

Pemantuauan difokuskan pada penggalian data dan informasimengenaikasusatau
isu keagamaan yang muncul di satu daerah, seperti kekerasan atas nama agama,
penyesatan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan dan konflk rumah ibadah.
penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu tejadinya, tempat
kejadian, bentuk tindakan, aktor pelaku, korban dan tindakan negara untuk menge tahui
apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam kasus tersebut.
Sementara pemantauan regulasiyang membatasikebebasan beragama meliputi nama
regulasi, isi regulasi masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ke tika
dipantau.

Tehnik penggalian data seputar kasus yang dipantau diakukan dengan beberapa
cara seperti collecting naskah peraturan, wawancara dengan aktorbaik pelaku maupun
kotban, pengumpulan data melalui kliping media, heanng dengan pengambi kebjakan,
investigasi lapangan dan pengamatan langsung ke lokasi kejadian. Beberapa tehnik ini
tidakselalu digunakan bersamaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Iangkah berkutnya dar pemantauan ini adalah memasukkan semua komponen
kasus tersebut dalam sebuah form khusus yang dibuat untuk memudahkan membaca
anatomi kasus yang bemwangkutan. Form ini bersi kolom-kolom yang memudahkan
pemantau mengisi sendii. Form i juga yang digunakan oleh tim di WI untuk
memasukkan kembali setiap kasus dalam bentuk matriks kasus menurut kategorinya. Hal
mi diperdukan untuk memudahkan menghitung jumlah kasus serta membandingkan
besaran kasus dengan tahun sebelumnya. Dan matrks kasus inillah yang menjadiacuan
untuk membuat analisis, ke simpulan dan rekomendasi

Sementara wilayah pemantuan laporan ini meliputi 16 wilayah meliputi: Jawa Barat,
Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Tmur, NIB, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau dan
Jambi Cakupan wiayah tahun ini mengalami perduasan darn tahun 2009 yang hanya
memantau di 11 wiayah. Namun demikian luasnya pemantauan mi tentu tidak bisa
dijadikan generalisasi untuk menggambarkan seluruh Indonesia. Begitupun sebaliknya
keterbatasan wiayah cakupan laporan ini bukan juga tidak bisa mewakili teend pada
beberapa aspeksepertipada trend daerah-daerah yang masukkategmrawan. Selai itu,
temuan-temuan darn laporan ini hanya puncak dan gunung es yang mana hanya
sebagian kecil yang terungkap. Keterbatasan-keterbatasan yang dimilki menjadikan
pernstiwa-perstiwa yang tidak terpantau sesungguhnya lebih banyak.
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C. Konsep-konsep Kunci

Dalam laporan ini, akan digunakan sejumlah konsep kunciyang sesungguhnya sering
digunakan dalam diskursus hak asasi manusia. Konsep-konsep tersebut sengaja disajikan
untuk membantu menjelaskan sudut pandang yang digunakan laporan ini

Konsep pertama: pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ini me rujuk
pada tindakan penghiangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan
dasar setiap orang untuk berpiki, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut
pithannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang
lain di muka umum atau sendiran, untuk mewujudkan agama atau kepercayannya
dalam berbadah, penaatan, pengamalandan pengajaran.4

Dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, objek hukum
dalam tindak krminal adalah individu, kelompok dan lembaga negara. Sedang
pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama pelakunya adalah negara (state).
Karena itu dalam konteks monitoring tethadap pelanggaran kebebasan beragama, yang
dithat dan diuji kemudian adalah adakah keterdibatan negara, aktif (commission)
maupun pasif (omission), dalam satu tindak pidana oleh individu atau kelompok te rte ntu.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wiayah. Pertama,
Forum Intemmum yakni kebebasan intemal yang bersi kebebasan hati nurani untuk
meyakini menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa
menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan ini
mengacu kepada instrume n-instrumen hukum dibawah ini:

Tabell

Instrumen Nasionaldan Inte masional tentang Forum Inte mum ?

FO RUM INTERNUM

Hak/Kebebasan Instrum e n Hukum Pasal Bunyi Pasal

Hakkebebasan DUHAM 18 “Setiap orang berhakatas

untuk menganut, kebebasan pikian, hatinuranidan
berpindah agama. agama;dalam halinitema suk

kebebasan bergantiagama atau
kepercayaan...”

ICCPR 18 “Setiap orang berhakatas
kebebasan berpikir, ke yakinan dan
beragama. Hak mimencakup
kebebasan untuk menetapkan
agama ataukepercayaan atas

4 Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intole ransi dan Diskrimina si
berdasarkan Agama dan Keyakinan, (pasall).

5 Dirangkum darn: FameworkforCommunic ations, Special Rapporteuron Freedom of
Religion orBelief, http://www2.0hc hrorg/english/issue s/re ligion/standard s.htm (diakses 15 Nov
2009) dan berbagaiperaturan perundang-undangan nasional
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pilhannya sendin...”

UUD 1945

281

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hakkemerdekaan pikian
dan hatinurani hak Beragama...”

29

“Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk me me luk
agamanya masing-masing dan
untuk berbadat menurut
agamanya dan kepercayaannya

b »

itu

UUNo. 39/ 1999
tentang HAM

“Hak untuk hidup, hak untuk tida k
disiksa, hakkebebasan prbadi,
pikimn dan hatinurani... adalah
hakasasimanusia yang tidak
dapatdikurangidalam keadaan
apapundanolehsiapapun.”

22

“(1) Setiap orang bebasmemeluk
agamanya masing-masing dan
untuk berbadah menurut
agamanya dan kepercayaanya
itu.”

“(2) Negara menjamin
kemerdekaan setiap orang
memelukagamanya masing -
masing dan untukbernbadat
menurut agamanya dan
kepercayaanya itu.”

Hak untuk tidak
dipaksa menganut
atau tidak
menganut suatu
agama.

DUHAM

18

“Setiap orang berhakatas
kebebasan pikiran, hatinuranidan
agama;dalam halinitemasuk
kebebasan bergantiagama atau
kepercayaan...”

ICCPR

18

“(2) Idakseorang pundapat
dipaksa sehingga terganggu
kebebasannya untuk menganut
atau menetapkanagama atau
kepercayaannya sesuaidengan
pihannya.”

Deklarasi Universal
1981 tentang
penghapusan
Diskriminasidan
Into le ransi
berdasarAgama

“(2) Idakseorangpun dapat
dijadikan sasaran pemaksaan
yang akan mengurangi
kebebasannya untuk menganut
suatuagama atau
kepercayaannya menurut
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pihannya.”

Komentar Unum
No. 22 Komite
HAM PBB

Paragraf

“Pasal18.2 melarang pemaksaan
yang dapatmelanggarhak untuk
menganutatau menerima suatu
agama atau kepercayaan,
termasuk penggunaan ancaman
ke ke rasan fisik atau sanksi hukum
guna memaksa orang-orang yang
percaya atautidak percaya untuk
menaatikepercayaandan
penganut agama mereka, untuk
menolakagama atau
kepercayaan mereka, atau untuk
menggantiagama atau
kepercayaan mereka.”

UUNo. 39/ 1999
tentang HAM

22

“(1) Setiap orang bebasmemeluk
agamanya masing-masing dan
untuk berlbadah menurut
agamanya dan kepercayaanya
itu.”

Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam Forum hiemum ini adalah hak yang
bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/dibatasi dalam keadaan apapun (non-demgable
rights). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa
wajib untuk tidak menginte rve nsi Forum Inte mum ini, sebagaimana diaturdalam Pasal 281
(ayat 1), Pasal4 (ayat2) Kovenan Hak Sipildan Politik dan pasal74 dan 74 UUNo. 39/1999

tentang HAM.

Kedua adalah Forum Ekstemum yakni kebebasan ekstermal untuk me manife stasikan
agama dan keyakinan dalam bentuk berbbadah baik secara pribadi maupun bersama-
sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendimkan tempat
ibadah, hakkebebasan untuk menggunakan simbolsimbolagama, hakkebebasan untuk
merayakan haribesaragama, hakkebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak
untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik
agama kepada anaknya, hak untuk mendirkan dan mengelola organisasi kcagamaan.
Hak-hakdiatasmengacukepada instrumen-instrumen dibawah ini
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Tabel2

Instrtumen Nasional dan Inte masional tentang Forum Ekste mum ¢

FORUM EKSTERNUM

Hak/Kebebasan

Instrumen
Hukum

Pasal

Bunyi Pasal

Hak kebebasan untuk
benbadah baiksecara
prbadimaupun
bersama-sama baik
secara tertutup
maupun terbuka

DUHAM

18

“Setiap orang berhakataskebebasan
pikiran, hatinuranidan agama; dalam hal
mitermasuk kebebasan bergantiagama
ataukepercayaan,dengan kebebasan
untuk menyatakan agama atau
kepercayaanndengancara
mengajarkannya, melakukannya,
berbadatdan mentaatinya, baik se ndin
maupun bersama-sama dengan orang
lain, dimuka umum maupun sendin.”

ICCPR

18

“Setiap orang berhakataskebebasan
berpikir, keyakinan dan beragama. Hak
mimencakup kebebasan untuk
menetapkan agama ataukepercayaan
ataspithannya sendii, dan kebebasan,
baiksecara sendinmaupun bersama-
sama denganorang lain,baikditempat
umum atau tertutup, untuk menjalankan
agama dan kepercayaannya dalam
kegiatanibadah, pentaatan,
pengamalan,dan pengajaran.”

UUD 1945

29

“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk me meluk
agamanya masing-masing dan untuk
berbadat menurutagamanya dan
kepercayaannya itu.”

UUNo. 39/
1999
tentang
HAM

22

(1) Setiap orang bebasmemeluk
agamanya masing-masing dan untuk
berbadah menurut agamnya dan
kepercayaanya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan
setiap orang memelukagamanya
masing-masing dan untukbenbadat
menurut agamanya dan kepercayaanya

6 Dirangkum darn: Fameworkforcommunications, Special Rapporteuron freedom of
religion orbelief, http://www2.0hchrorg/english/issue s/re ligion/standards.htm (diakses 15 Nov 2009)

danberbagaiperaturan perundang-undangan nasional
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itu.

55 “Setiap anakberhakuntukberbadah
menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresisesuaidengan tingkat
intelektualitas dan usianya dibawah
bimbingan orang tua dan atau wali.,”

Deklarasi 6 “(a) Berlbadah atau berkumpuldalam
Universal hubungan dengan suatuagama atau
1981 kepercayaan...”
Komentar |Para | “...Konsep bbadah mencakup kegiatan
umum 22 4 rtualdan seremonial yang merupakan
pengungkapan langsung darn
kepercayaan seseorang...”
Hakkebebasan untuk Deklarasi 6 “(a) Berlbadah atau berkumpuldalam
mendirkan tempat Universal hubungan dengan suatu agama atau
ibadah 1981 kepercayaan dan mendinkan serta
mengelola tempat-tempat untuk tujuan
itu”
Hakkebebasan untuk Deklarasi 6 “(c) Mempemwleh, membuatdan
menggunakan simbol- Universal menggunakan secukupnya
simbolagama 1981 perdengkapan danbahan-bahan yang
diperukan berkaitan dengan upacara
atauadatistiadat suatu agama atau
kepercayaan”
Komentar | Para | “...Pelaksanaandan praktikagama atau
Umum 22 4 kepercayaan mungkin tidak hanya
mencakup kegiatan-kegiatan seremonial,
tetapijuga kebiasaan-kebiasaan seperti
peraturan tentang makanan, pemakaian
pakaian tertentu atau penutup-kepala...”
Hak kebebasan untuk DeKklarasi 6 “(h) Menghomatihan-haristrahatdan
merayakan haribesar Unive rsal merayakan harn-harilburdan upacara-
agama 1981 upacara menurut ajaran-ajaran agama
atau kepercayaan seseorang”
Komentar | Para | “...Konsep bbadah mencakup kegiatan
Umum 22 4 ritualdan seremonialyang merupakan

pengungkapan langsung dan
kepercayaan seseorang, penggunaan
cara-cara danobyek-obyekrtual,
penunjukan simbolsimbol dan
menjalankan hariraya dan han
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istimhat...”

Hak kebebasan untuk
menetapkan pemimpin
agama

Deklarasi
Universal
1981

“(g) Memilih, me nunjuk, me milih atau
mencalonkan melaluisuksesipara
pemimpin yang tepatyang diperukan
berdasarkan persyarakat-persyaratan
dan standarstandaragama atau
kepercayaan seseorang.”

Komentar
Umum 22°

Para

“...Remudian, pengamalandan
pengajaran agama atau kepercayaan
mencakup kegiatan-kegiatan integral
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
agama berkaitan dengan urusan-urusan
mendasarmereka, sepertikebebasan
untuk me milh pemimpin agama,
pendeta,dan guru...”

Hak untuk mengajarkan
dan menyebarkan
ajaran agama

Deklarasi
Universal
1981

“(d) Menulis, menerbitkan dan
menyebarduaskan berbagaipenerbitan
yang relevan dibidang-bidang ini’

(e) Mengajarkan suatu agama atau
kepercayaan ditempat-tempatyang
sesuaidengan tujuan-tujuan tersebut”

Komentar
Umum 22

Para

“...Remudian, pengamalandan
pengajaran agama atau kepercayaan
mencakup kegiatan-kegiatan integral
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
agama berkaitan dengan urusan-urusan
mendasarmereka, sepertikebebasan
untuk me milh pemimpin agama,
pendeta,dan guru, kebebasan untuk
membentuk seminariatau sekolah
agama dan kebebasan untukmembuat
dan menyebanuaskan teks-teksatau
publikasipublikasiagama.”

Hak orang tua untuk
mendidikagama
kepada anaknya

ICCPR

18

“(4) Negara Plhakdalam Kovenan ini
beranjiuntuk menghomatikebebasan
orang tua dan apabila diakui, wali hukum
yang sah, untuk memastikan bahwa
pendidikan agama dan moralbagianak-
anakmereka sesuaidengan keyakinan
mereka sendin.”

Deklarasi
Universal
1981

“(1) Orang tua atau para walihukum
anakberhakmengaturkehidupan di
dalam keluarga sesuaidengan agama
atau kepercayaannya dandengan
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mengingatpendidikan kesusilaan dalam
membimbing semua anakhingga
dewasa.”

keagamaan

ICESCR 13 “(3) Negara Phhakpada Kovenan ini
beranjiuntuk menghomatikebebasan
orang tua dan waliyang sah, bia ada,
untuk memilh sekolah bagianak-anak
mereka selain yang didirkan oleh
lembaga pemerintah, sepanjang
memenuhistandarminimalpendidikan
sebagamana ditetapkan atau dise tujui
olehnegara yang bersangkutan, dan
untuk memastikan bahwa pendidikan
agama dan moralanak-anakmereka
sesuaidengan keyakinan mereka.

UUNo.39/ | 55 “Setiap anakberhakuntukbernbadah

1999 menurut agamanya, berpikir, dan

tentang berekspresisesuaidengan tingkat

HAM intelektualitas dan usianya dibawah
bimbingan orang tua dan atau wal.”

Konvensi 14 “(2) PhakNegara akan menghomatihak

Hak Anak dan tugasorangtua serta,apabila dapat

1989 diterapkan, perwalian re smi, untuk
membernarahan pada anakdalam
menjalankan haknya dengan secara
konsisten mempertimbangkan kapasitas
perkembangan anak.

Hak untuk mendirkan UUNo. 39/ 24 “(1) Setiap orang berthak untuk

dan mengelola 1999 berkumpul, berapat, dan berserkat untuk
organisasiatau tentang maksud-maksud damai”

perkumpulan HAM

keagamaan

Hakmenyampaikan DeKlarasi 6 “()) mendirkan dan mengella

kepada prbadiatau Universal ko munika sirko munikasidengan seseorang
kelompokmatern-materi | 1981 dan masyarakatdalam persoalan-

persoalan agama atau kepercayaan
pada tingkatnasionaldan intemasional”

Dalam wiayah Forum Eksternum (manifestasi agama) ini diperbolehkan adanya
kebebasan

pembatasan-pembatasan

beragama

atau bexrkeyakinan’” dengan

"Baca Manfred Nowakdan Tanja Vospemik, “Pembatasan-pembatasan yang
diperbolehkan tethadap Kebebasanberagama atau berkeyakinan” dalam Kebebasan Beragama
atau Berke yakinan: Seberapa jauh?, Tbre Iindholm, W. Cole Durham, Jr, Bahia G. Tahzib Lie (eds)
(Yogyakarta: Pene b it Kanisius, 2010)
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pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prnsip HAM. Secara nomma tif,
pembatasan-pembatasaninitelah diaturdalam UUD 1945 pasal28J dan Pasal 18 (ayat 3)
Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 28J UUD 1945 ditegaskan bahwa pembatasan
terthadap manifestasiberagama hanya dapat dilakukan melalui Undang Undang dalam
rangka melindungi kkamanan dan ketertban umum, moral nilainilai agama dan untuk
menghomatihakdan kebebasan orang lain. Ssmentara dalam Pasal18 ayat3 Kovenan
Hak Sipil Politik ditegaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan hukum, dan
yang diperukan untuk melndungi keamanan, ketertibban, kesehatan, moral masyarakat,
atau hak-hakdankebebasan mendasarorang lain.

Petimbangan utama dar ketentuan pembatasan kebebasan beragama atau
berkeyakinan yang dijinkan, adalah untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh
Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskiminasi di bidang apa pun, bukan
untuk melanggar hak-hak tersebut. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh
hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak
yang dijamin di pasal 18. Bahwa ayat 3 pasal 18 harus diartikan secara tegas:
pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan halhal yang tidak dinyatakan di pasal
tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap
hak-hak lain yang diindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional
Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskiminatif atau
diterapkan dengan cara yang diskiminatif. Bahwa konsep moral yang dimaksud harus
berasal dari banyak tradisi sosial, fillosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan
terthadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan
melindungimoralharusdidasarkan pada prnsip-prinsip yang diambiltidak hanya darisatu
tradisi saja. Orang-orang yang sudah menjadi subyek pembatasan hukum tertentu,
misalnya narapidana, harus dapat menikmati hak mereka untuk menjalankan agama
atau kepercayaannya sebagaimana dimungkinkan dan sesuai dengan kekhususan
pembatasanterhadap mereka.

Kewajban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan
adalah di pundak Negara. Seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: “Negara-Negara
Pihak diwajbkan untuk me nghormatidan menjamin hak-hak yang diakuidalam Kovenan
ini yang diperuntukkan bagi se mua indwidu yang bermada didalam wiayah dan tunduk
pada yursdiksinya”. Hal ini dipertegas oleh Undang Undang HAM, bahwa kewajiban
negara untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM temmasuk pelanggaran
tethadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghommati,
melindungi, menegakkan, dan memajukan. Kewajiban-kewajban tersebut tidak hanya
berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi
juga kewajban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu.
Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu
menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prnsip pelaksanaan hal tersebut harus
dilakukan negara baik secara aktif sepertimembuat undang-undang maupun peraturan
yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran
kebebasan beragama atau berkeyakinan daripihaklain.

Dalam laporan ini, juga akan digunakan dua konsep yang juga serng digunakan
dalam diskursus kebebasan beragama atau berkeyakinan yakni intoleransi dan
diskiminasi Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan
kebebasan beragama atauberkeyakinan disuatu negara.
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Selain itu, banyak sekali instrumen HAM intemasional yang menegaskan tentang
larangan terhadap tindakan intoleransi dan diskimmasi. Antara lain: Kovenan Hak Sipil
Politik (Pasal 2 ayat 1; Pasal 5 ayat 1; Pasal 26 dan Pasal 27), Kovenan tentang
Penghapusan Diskriminasi Rasial (Pasal5), Kovenan Hak FkonomiSosialdan Budaya (Pasal
2 ayat 2), Konvensi Hak Nak (Pasal 30), Deklarasi htemasional Penghapusan Intole ransi
dan Diskriminasiatas dasar Agama dan Keyakinan (Pasal2 ayat 1; Pasal 3; Pasal4 ayat1
dan 2), Komentar Unum 22 Kovenan Hak Sipil Politik (Paragraf 2). Betbagai pengaturan
dalam istrument intemasional inmi menunjukkan bahwa tindakan itoleransi dan
diskiminasiadalah bahaya besarbagikebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Intoleransi dan diskiminasi berdasarkan agama dan kepercayaan” sendii berarti
setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada
agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau
mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan mendasaratasdasaryang setara.®

Secara lebih spesifik, diskiminasi didefiniskan sebagai setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan poltk, yang berakbat
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasardalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek
kehidupan lainnya.?

Dilhat dan sejumlah pengertian diatas, utamanya mengacu pada imstrumen hukum
positif, dimensidan spektrum diskriminasi dan intoleransibegitu luas. Ia bisa munculdalam
peraturan perundang-undangan, kebjjakan pemerintah, bisa pula berkembang darnakar
budaya, tafsir agama, termasuk stuktur sosial ekonomi yang memungkinkan teradinya
diskiminasi dan intoleransi. Pelakunya juga beragama, mulai negara hingga indovidu.
Definisi-definisi kedua istlah mi lebih serng pula dietakan sebagai kata dengan
pengertian yang sama. Meski dari dua akar kata yang bereda, tampaknya tak ada
pembedaan yang relatiftegasantardua kata kunciini

Kategoryang dibuat Bruce A. Robinson mengenaibentuk-bentuk tindakan “Re ligio us
mtolerance” agaknya menunjukan halserupa. Tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants
on Religious blerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontaro Kanada, itu
menyebut tujuh kategortindakan intoleransiberagama 19 :

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik,
meskiketakakuratan informasitersebut bisa dengan mudah dicekdan dipe b aiki;

2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau
menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berpernlaku
imoral, melakukan tindak pidana,dan sebagainya;

8 Disarikan dar DeklarasiInte masionaltahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Intoleransidan diskiminasiberdasarkan Agama atau Keyaknan (pasal2)

9Pasall Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

10 Bruce A. Robinson, “Religious intolerance”, dalam
http://www.religioustolerance.org/relintoll.htm#def Diakses, 18 November2009
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Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan
praktik yang mereka anut;

Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik kkagamaan kepada orang lain
agarmengikutikemauan mereka;

Pembatasan hakasasimanusia anggota kelompokagama yang bisa diid e ntifika si;
Mendevaluasiagama lain sebagaitidakberharga atau jahat.

Menghambatkebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.
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BAGIAN II

A. Demografi Religius

Secara geografis hdonesia merupakan negara kepulauan tertbesardidunia. Tedetak
pada garns 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan, dan Gars Bujur 9
derajat hingga 141 derajat timur. Memilki total wilayah 1.919.404 km peregi Jumlah
pulau sebanyak 19.108 (berdasar data satelit oleh Institute Penerbangan dan Antarksa
pada 2003). hdonesia terdindarilima pulau utama dan sejumlah 30 kelompok pulau yang
lebih kecil Kelima pulau utama tersebut adalah Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi
danJawa.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Religiusitas itu ditunjukkan
dalam konstitusi UUD 1945, yang meletakkan “Ketuhanan” sebagai aspek dasar dan
negara. Pasal 29 ayat (1) disebutkan: Negara berdasaratas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dariayattersebut bisa dipahami negara harusdikelola dengan prinsip-prinsip ke tuhanan.
Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribbadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, pasal ini sering dipahami
bahwa masyarakat hdonesia harusberagama, tidak cukup hanya menyatakan percaya
pada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan pada Tuhan itu harus dimplementasikan
dalam bentuk kepengikutan terhadap salah satu agama yang diakui di hdonesia, yaitu
Iklam, KRriste n, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Btal penduduk hdonesia menurut Badan Pusat Statistikk pada 2010 mencapai 234,2
juta atau naikdibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai205,1 juta jiwa dan tahun
2005 yang mencapai2l3, 3 juta jiwa. Namun data BPS hasil sensus penduduk pada tahun
2010 mi belum menjelaskan data penduduk hdonesia menurut agama. Jumlah pemeluk
agama sampai tahun 2005 berdasarkan data statistik yang diterbitkan BPS tahun 2005
beygumlah 213.375.287 jiwa, dengan rncian: pemeluk agama klam 189.014.015 (88,58%),
pemeluk agama Kusten 12.356.404 (5,79%), pemeluk agama Katolk 6.558.541 (3,07%),
pemeluk agama Hindu 3.697.971 (1,73%), pemeluk agama Budha 1.299.565 (0,61%),
pemelukagama Kong Hu Cu 205.757 (0,10%) dan lainnya 243.034 (0,11%).

Tabel3
Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama tahun 200511

No Agama Jumlah penduduk %

1 klam 189.014.015 88.,58%
2 Kriste n Pro te stan 12.356.404 5,79%
3 Ka to lik 6.558.541 3,07%
4 Hindu 3.697.971 1,73%

" Ssumber: BPS Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, dikutip dari Perencanaan Perogram dan
Anggaran Departemen Agama tahun 2010. (Biro Perencanaan Depatemen Agama 2009)..
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5 Budha 1.299.565 0,61%
6 Kong Hu Cu 205.757 0,10%
7 Iain-lain 243.034 0,11%

Kolom “dan lain-lain” sejauh ini tidak ada penjelasan resmi Namun, bisa diduga
kolom itu digunakan untuk menunjuk pada komunitas yang agamanya tidak diakui
negara seperti pengikut Yahudi Baha’i, Skh, Konghucu dan sebagainya maupun
pengikut keyakinan lokal yang tidak mau dikategorkan sebagai pengikut agama
tertentu. Pengikut keyakinan yang disebut terakhir ini masih mengalami hambatan
biro krasi me nyangkut hak-hak sipilnya me skipun kondisinya sudah sedikitlebih baik setelah
disahkannya UU No. 23 Thhun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun,
keberadaan mereka belum dipandang setara dengan pengikut agama “resmi’ yang
diakuinegara.

Sebaran komposisiumat beragama tersebut tidak selalu merata. Protestan misalnya,
58 persen berada di Papua, Katolik 55 persen berada di NTI Demikian juga dengan
pengikut Hindu, 90 persen tinggaldiBali

Di antara penganut agama Budha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30
persen menjadi pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya penganut aliran TAntrayana,
Thidhama, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Sebagian besar penganut agama Budha
tnggal di Jawa, Bali [ampung, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau, etnis China
merupakan 60 persen daripenganutagama Budha.

Sebagian besar Muslim di Indonesia ini adalah pengikut ahlussunnah wal jama’ah,
yang biasa disebut sunnimeskipun tidak ada data statistik yang pasti Disamping itu juga
ada pengikut Syiah yang, menurut mereka, diperkimkan sekitar satu hingga tiga juta
pengikut. Belakangan kelompok Syiah semakin demonstratif menunjukkan identitasnya,
terutama melalui katan Jamaah Ahlubait lhdonesia (IJABD sebagai sayap gerakan
sosialnya. Selain itu, juga ada kelompok Ahmadiyah yang terus diperdebatkan
keberadaannya oleh umat klam Indonesia. Mereka diperkimkan berumlah 500 rbu jiwa
yang tersebardi242 cabang Ahmadiyah diberbagaiwiayah dilndonesia. Mereka masih
tetap eksis, meskipun sudah keluarSurat Ke putusan Bersama (SKB) tiga menter Thhun 2008
yang membekukan kegiatan Ahmadiyah. Kelompok sunni tersebar dalam beragai
omas keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan dan
sebagainya. Kelompok-kelompok ommas ini mempunyai orentasi pemahaman
keagamaan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa saling mengommati satu
dengan yang lain.

Di luar ormas-omas yang sudah mempunyai akar sejarah yang cukup kuat di
Indonesia, munculnya omas-ormas baru yang lahir pada awal tahun 2000-an seperti
Hizbut Thhrr Indonesia (HI) yang mengusung ideologi kekhalifahan klam, Majels
Muyjahidin lhdonesia (MMD, yang menyerukan penerapan Syarah klam sebagai syarat
tetbentuknya negara klam, Anshoruttauhid, pecahan dari MMI yang dikomandani Abu
Bakar Baasyir, Front Pembela klam (FP) yang aktif menyeru anti tempat maksiat ikut
mewamai dinamika keagamaan di lhdonesia. Di luar itu, masih banyak kelompok dan
ko munita s-komunitas kecil yang turut mewamaidinamika keagamaan dilndonesia.
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B. Situasilegislasi Keagamaan 2010
1. Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2010
a. Putusan MKterhadap Judicial Review Undang Undang No. 1 PNPS/ 1965

Satu perstiwa penting yang harus dicatat dalam laporan ini adalah Keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) terthadap pengujian Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965
tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama 2. Mahkamah Konstitusi me mutus
masalah yang sangat penting dalam konteks kehidupan beragama dilhdonesia mipada
19 Aprl 2010 setelah bersidang selama hampirenam bulan sejak November 2009. Dalam
putusannya, MKmenolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon agar UU tersebut
dic abut.

Penngujian terhadap Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965 ini diakukan karena
Pemohon bempendapat bahwa UU Penodaan Agama ini bertentangan dengan prnsip
negara hukum, tidak sesuaidengan semangat reformasi hukum paska reformasidan yang

paling utama melanggarprinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin secara tegas
dalam ko nstitusi, UUD 1945.

Dalam amar putusan No. 140/PUU-VII 2009, MK menyatakan bahwa UU Penodaan
Agama, meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak
bertentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Alh-allh mencabut, MK justru
berkeyakinan, jka UU Penodaan Agama dicabut maka akan muncul anarkhi dan
kekacauan sosial karena akan terpadi kekosongan hukum. UU Penodaan Agama
dianggap tidak terkait dengan kebebasan beragama, tapi hanya terkait dengan
penodaanagama.

Iebih lanjut, MK bermppendapat bahwa untuk kepentingan perdindungan umum
(genemlpmotection) dan antisipasi terjadinya konflk di tengah-tengah masyarakat baik
horizontal maupun vertikal maka adanya UU Pencegahan Penodaan Agama dinilai
sangat penting. MK bempendapat bahwa pada hakkatnya ide pengujan
konstitusionalitas oleh Pemohon adalah untuk mencar tafsir kekbebasan beragama di
Indonesia dan bagaimana bentuk pencegahan ataspenodaan terthadap agama. Selain
itu, pengujian UU ini secara substansi dinmohonkan ke MK apakah relevan saat
dibentuknya UUiniapabila dikontekskan dengan kondisisosialmasyarakatsaat ini

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa UU pencegahan agama masih tetap
sah secara formil, memberkan kepastian setiap orang diarang dengan sengaja
menyebarkan dan menganjurkan untuk melakukan penafsiran terhadap kegiatan yang
menyimpang daripokokagama, UUinidiperdukan, tidak melanggar HAM dan mencegah
tindakan anarki Sedangkan terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan
yang sudah lama hidup di Ihdonesia, MK bemendapat, masyarakat penganut

2 permohonan judicial review dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam
isu kebebasan beragama dan HAM, antara lain Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan
(Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PBHI), Perkumpulan Masyarakat Setara (Setara Institute), Yayasan Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI). Di samping lembaga, permohonan juga diajukan sejumlah individu, yaitu: KH. Abdurrahman Wahid
(akhirnya dianggap gugur karena meninggal dunia sebelum proses persidangan selesai), Siti Musdah Mulia, M. Dawam
Raharjo dan Maman Imanul Haq
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kepercayaan adalah masyarakat yang memilki hak dan kewajibban yang sama dalam
meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan dalam UUD 1945. Praktik diskimina si
yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dar kesalahan
penerapan noma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permmasalahan
pertentangan norma UUPencegahan Penodaan Agama terthadap UUD 1945.

Keputusan MK ini telah menimbulkan reaksi darn berbagai kelompok. Para kuasa
hukum Pemohon menganggap keputusan MK tidak independen dan tidak didasarkan
pada fakta-fakta di dalam persidangan, namun lebih didasarkan pada kekhawatikan
jka uji mater ini dikabulkan, akan terjadi konflk agama. Para Pemohon juga menilai
bahwa MK tidak konsisten dengan mengakui adanya kebebasan beragama dan
berkeyakinan yang tidak bisa dibatasi namun menyatakan meminta pemerntah untuk
membina penganutaliran kepercayaan.

KomnasPerempuan memandang meskipun UUmisudah diputuskan dan bersifat final,
namun UU ini tetap bertentangan dengan konstitusi Karena itu Komnas mendesak DPR
agarsegera merevisi UU terse b ut.

Komisi VI DPR Rl menyatakan akan menyempumakan Undang-Undang Penodaan
Agama secara subtansif karena masih banyak yang menafsitkan UUmisecara beragam.
Menurut Komisi VI, penyempumaan i penting untuk memperelas halhal yang
dianggap menodaiagama atau tidak. Selain itu, kriiteria dan standarteknis UUPenodaan
Agama mmiperu dipegelas. Tijuannya agartidaktegadisalah hukum akbatsalah tafsir

b. Judicial Review texhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pomografi

Pada tahun 2010 inijuga telah berdangsung Judicial Review Undang Undang No. 44
thun 2008 tentang Pomografi dan Pomoaksi Pengujian ini dilakukan oleh dua kelompok
lembagald dan individu!* yang menilai bahwa Undang Undang ini melanggar ko nstitusi
terutama antara lain pasal 28C UUD 1945 yang menjamin pengembangan hak
kebudayaan masyarakat Sulawesi Utara yang umumnya bersifat tertbuka dan dapat
dinterpretasikan sebagai“mengesankan ketelanjangan”. Halinidisebabkan oleh adanya
pasalpasal didalam UU Pomografi yang mereka anggap rancu dan abstrak, sehingga
akan selalu ada kemungkinan bahwa hak-hak konstitusional dari para Pemohon yang
terkait dengan budaya Masyarakat Minahasa dapat dilanggardengan diberdakukannya
UU Pomografi ini. Alasan pemohon lain bahwa Undang Undang Pomografi merupakan

3 pemohon lembaga kelompok 1: Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), Yayasan
Anand Ashram, Gerakan Integrasi Nasional, Persekutuan Geraja-Gereja Di Indonesia (PGl), Perkumpulan Lembaga
Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Pemohon Lembaga kelompok 2: Yayasan LBH APIK Jakarta, Perserikatan
Solidaritas Perempuan, Yayasan Sukma-Legal Resources Center Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-
KIHAM) Semarang, Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, Lembaga Semarak Cerlang Nusa
Consultancy Research and Education for Transformation, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan, Perkumpulan Institut Perempuan.

* pemohon Individu kelompok 1: Mariana Amiruddin, Thomas Aquino Wreddya Hayunta, Nur Azizah, Butet
Kartaredjasa, Y. Ayu Utami, Lidia C. Noer, Happy Salma, Gomar Gultom, Marieta N.C. Sahertian, Pardamean Napitu,
Hartoyo, Sankar Adityas Cahyo, Galih Widardono Aji, Yuli Rustinawati, Triana Mulyaningtyas, Danil Sihi, Lily Sugianto,
Sri Agustini, Irene Augustine Sigit, Mariani, Drs. Andreas N. DJ. Udang, M.Sc., Hemmy Joke Koapaha. Pemohon individu
kelompok 2: Acep Supriadi, Pnt. Billy Lombok, Jeffrey Delarue, S.T., Janny Kopalit, Goinpeace
Tumbel, Jane Scipio, Dr. Bert Supit, Charles Lepar, S.E., Donny Rumagit, Kristo S. Lonteng, Harvany Boki Pnt. Tenny
Assad.
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bukti kemunduran kualitas demokrasi, pelecehan terhadap prnsip negara hukum,
pengabdian terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran prinsip kebhinekaan
Indonesia. Iebih spesifik mereka mengatakan bahwa ancaman pelanggaran hak asasi
manusia tersebut misalnya sudah muncul sejak pasal pertama. Definisi “pomografi” yang
begitu luas, tidak jelas, multi interpre tatif, dan sangat jauh keluardari makna “pomografi”
itu sendin. Definisi yang meluas tersebut akan mengancam hak asasi manusia setiap
orang (individu), kelompokorang,bahkan berbagaikomunitasyang ada dilndonesia.

Ancaman lebih nyata adalah upaya untuk menghiangkan prnsip-prinsip
kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan Ihdonesia. Menurut mereka, UU
Pomografi, meski selalu mengedepankan soal kebhinekaan dalam konsiderans maupun
asasnya, tetap berupaya untuk menyatukan pandangan-pandangan soal moral dan
akhlak masyarakat penduduk dan suatu perspektif yang sempit, dangkaldan bersumber
darisatu pandangan tertentu. Penyatuan pandangan initerdihat darsalah satu tujuan UU
Pomografi yaitu “memberikan pembinaan dan pendidikan tethadap moral dan akhlak
masyarakat’. Padahal realitas kebhinekaaan di Ihdonesia menujukkan adanya
pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda. Penyeragaman dengan melalui
sarana hukum dan memberkan ancaman pidana menunjukkan negara telah berupaya
untuk melakukan pemaksaan (coersion) atas suatu pandangan yang berbeda. Dan
dengan alasan-alasan itulah para pemohon mengajukan ujimaterlke MK

Pemohon lain mengatakan bahwa UU Pomografi tidak mempertimbangkan fakta,
posisi dan kondisi psikologi perempuan dalam masyarakat berkaitan dengan industri
pomografi Hal tersebut tampak dalam muatan-muatan pasalnya yang justru
menempatkan perempuan bukan sebagaiobjek yang dikortbankan industry pomografi,
namun justru sebagai subjek hukum yang turut melanggengkan industdi pomografi dan
peredarannya. Untuk itu muatan pasalpasal tersebut haruslah diuji secara materil agar
perempuan mendapatkan kepastian hukum tentang posisi dan status hukumnya dalam
Iingkaran mafia mdustri pomografi

Dalam putusannya pada sidang 25 Maret 2010, MK menolak seluruh permohonan
para pemohon antara lain dengan alasan bahwa UUPomografidibentuk dalam rangka
menjunjung tinggi nilainilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberkan
ketentuan yang sejelasielasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhioleh
setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggamya; dan
melindungisetiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dan
pengaruh burukdan kortban pomografi

Selain itu, menurut Mahkamah hak konstitusional para Pemohon tetap tegamin
karena Pasal 1 tentang definisi pomografi memberkan gambaran dan arah yang jelas
mengenaiapa yang dimaksud dengan pomografi Pengertian tersebut tidaktedepasdan
tujuan pembentukan Undang- Undang, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika,
akhlak mulia, dan keprbadian luhurbangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

MK juga bermendapat bahwa Fasa “ketelanjangan atau tampian yang
mengesankan ketelanjangan”, tidak menimbulkan multitafsi, karena hal itu terkait
dengan bagaimana penggunaan dan penyebarduasannya di muka umum. MK juga
mengatakan bahwa UU Pomografi mengakui perdindungan terthadap seni dan budaya
termasukcagarbudaya yang diaturberdasarkan undang-undang yang bemnaku.
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MKmengakuibahwa aktivitas yang dianggap tidakpomografidisatu daerah dapat
saja menjadiaktivitas pomografididaerah lain apabila haltersebut dianggap melanggar
nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat setempat. Hal ini menurut MK memang
mengandung tafsirsubjektif yang beragam diantara daerah-daerah dilndonesia. Namun
epanjang halitu dilakukan sesuaidengan adat dan kebiasaan didaerah setempat dan
tidak mempertontonkan dii atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum di
luar daerah yang bertbeda budaya dan adat istiadatnya, maka ketentuan Pasal 10 UU
Pomografitidak mengandung tafsir sub je ktif.

c. Judicial Review UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan
UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan
yang Isinya dapatMengganggu Ke tertiban Umum

Selain dua Judicialreview diatas, masih ada satulagipengujian undang undang ke
MK yang terkait erat dengan ekspresi keagamaan di muka public khususnya ekspresi
pikian melalui barang cetakan. Permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon baik
individu!® maupun lembagal® adalah mengenai pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf ¢
Undang- Undang Nomor16 Thhun 2004 tentang Kejaksaan Republik hdonesia dan Pasall
-9 Undang-Undang Nomor4/PNPY 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang
Cetakan yang Ikinya Dapat Mengganggu Ketertban Umum yang telah disahkan oleh
Undang-Undang Nomor5 Tahun 1969.

Menurut para pemohon, Pasal 30 ayat (3) huruf ¢ UU 16/2004, dan Pasal 1 serta Pasal
6 UU Sensor yang membern kewenangan kepada Kejaksaan untuk melarang perederan
barang cetakan, telah mengabaikan keberadaan norma kemerdekaan berpendapat,
khususnya dalam konteks perbukuan. Meskipun kewenangan yang dimilki sifatnya
preventif, kewenangan tersebut berdampak pada pengabaian norma yang terdapat
pada hukum dasaryaitu Pasal28 UUD 1945.

Para pemohon juga bempendapat bahwa UU Sensor Buku yang mulai berdaku ke tika
Indonesia masih dalam semangat revolusi di mana kekuasaan absolut ditegakkan
dengan mengatasnamakan ketertban umum. Sehingga pemikiran yang dituangkan
dalam bentuk barang cetakan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat revo lusi,
sehingga dipandang dapatmembahayakan jalannya revo lusi

Bahwa tidak adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik
untuk melarang dan atau menyita suatu buku bahkan menghukum yang melanggar
larangan jelas merupakan indikasi bentuk kewenangan otorter yang mengekang
kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan te rtulis.

Pada Desember 2009 lalu misalnya, Kejaksaan melarang peredaran 5 buku karena
mengangggap ilsinya mengganggu ketertban umum. Buku-buku yang dilarang tersebut
antara lain: Enam Jalan Menuju Tuhan (karangan Dammawan MM) dan Mengungkap
MisteriKeberagaman Agama (karangan Drs. HSyahrudin Ahmad).

> para pemohon individu: Darmawan, M.M. (penulis buku), Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi., MAIA, Adhel
Setiawan, Eva Irma Muzdalifah, Syafrimal Akbar Dalimunthe (para aktifis HMI MPQ), Muhidin M. Dahlan (penulis
buku).
!¢ pemohon lembaga: Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI),
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Atas permohonan para pemohon ini, MKpada sidang pembacaan putusan tanggal
13 Oktober2010, MKmengabulkan sebagian permohonan pemohon. Menurut MK dalam
suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law yaitu
penegakan hukum dalam suatu sistem peradian. Apabila ada suatu perbuatan
dikategorkan sebagaiperbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan
pengadilan sehingga pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan
yang dianggap dapat mengganggu ketertbban umum tidak dapat disesrahkan kepada
suatu instansitanpa melaluiputusan pengadilan.

MKmelhat bahwa Kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan
in casu buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara
kekuasaan, bukan negara hukum sepertilndonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam
Pasall ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hokum. Iebih lanjut
MKmenyatakan bahwa penyitaan buku-buku sebagaisalah satu barang cetakan tanpa
melalui proses peradian, sama dengan pengambilalhan hak milik prbadi secara
sewenang-wenang yang amatdilarang oleh Pasal28Hayat (4) UUD 1945.

Ialu bagaimana kalau suatu barang cetakan isnya melanggar suatu peraturan
perundang-undangan yang berdaku, misalnya isinya melanggarUndang-Undang tentang
larangan pencegahan penodaan agama, atau melanggar Undang-Undang tentang
Pomografiatau melanggarpasalKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut MK aparatur negara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan
setelah mendapat izin dan ketua pengadilan neger setempat atau menyita terdebih
dahulu dalam hal yang mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dan ke tua
pengadilan negern setempat dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan dan
penyidangan oleh instansiyang berwenang.

d. Usulan Rancangan Undang Undang-Kerukunan UmatBeragama

Satu lagiperitiwa yang bisa dicatat dalam kaitan dengan situasiregulasikeagamaan
pada tahun 2010 ini adalah usulan Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat
Beragama di ndonesia. Usulan ini petama kali muncul dalam Rapat dengar Pendapat
(RDP) Komisi VIldengan Kementerian Agama 21 Septemberlalu. Kedua pihakbersepakat
untuk bersama-sama mendorwng penyusunan RUU Kerukunan Umat Beragama ke dalam
prioritas program le gislasi 2012.

Usulan initidak bisa dilepaskan darimencuatnya konflk rumah ibadah yang menimpa
Gereja HKBP Ciketing Bekasi yang mengakbatkan teradinya tindak kekerasan oleh
anggota omas FPI tethadap jemaah HKBP. Meskipun kasus ini bersifat lokal, namun
dampaknya telah menjalar menjadi keprhatinan di tingkat nasional sekaligus melebar
menjadi perdebatan mengenai regulasi rumah ibadah yang selama ini ada yakni
Peraturan Bersama MenteriNo 9 dan No 8 Tahun 2006.

Sejumlah kalangan meminta agar PBM tersebut ditinjau ulang, bahkan ada yang
meminta agar peraturan tersebut dicabut karena sering menjadi sumber konflik. Namun
diantara berbagaiusulan tersebut, muncul pula gagasan agar PBM tersebut ditingkatkan
statusnya menjadiUndang Undang agarlebih mengikat.

Departemen Agama, khususnya Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan
Puslitbang kehidupan beragama kemudian menginisiasi pengkajian dan menyusunnya
dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerukunan Umat Beragama.
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Mereka meminta masukan dar berbagai kalangan. Menurut Kepala Pusltbang Agama
Kementerian Agama Abdumachman Mas ud, RUU-KUB akan dibahas pada tahun 2011.
Saatini RUUmasih dalam proses penggondokan dan pembahasan naskah akademis.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Menko Kesra bidang Pendidikan, Agama dan
Aparatur Negara Syithabuddin dalam acara yang sama mengatakan, rancangan
Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama memerdukan telaah akademis dan
penelitian studi kasus. Karena itu menurutnya, RUU KUB tidak bisa dilakukan dengan
te tburu-b uru.

2. RegulasiKeagamaan diBerbagaiDaerah
a. Perda Wajib Baca al-Quran Kalimantan Selatan

Mulai tahun ajaran 2010, Pemerntah Provinsi Kalmantan Selatan mulai menerapkan
Peraturan Daerah (Perda) No 3 Thhun 2009 tentang Pendidikan Al-Quran di Kalimantan
Selatan. Perda ini akan menjadikan baca tulis al Quran menjadi salah satu maten wajb
belajar bagi seluruh sekolah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini secara resmi
dibedakukan Gubemur Kalimantan Selatan Rudy Arffin pada khataman Al Quran
bersama 5.653 pelajar SD/MI dan SMP/MTs sederajat di Kabupaten Tanah Iaut (Thla),
Minggu (16/5/2010. Rudy juga kembali menegaskan penerapan Perda tersebut usai
peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al Walady di Perumahan
Pesona Modem, Jalan A YaniKm.11, Sabtu (29/11), di Banjarma sin.

Menurut dia, penerapan Perda baca tulis aL Quran tersebut sebagai salah satu
upaya strategis pemerntah daerah (Pemda) dalam mendormng terwujudnya generasi
Qurani Dengan adanya Perda tersebut, kata dia, pelajar bisa memilki waktu yang lebih
banyak untuk mempelajari kandungan al Quran dan menjadikan kitab suci tersebut
menjadisumberimu dan pedoman hidup. ]a mengatakan, dengan tercetaknya generasi
yang cinta alQuran diharapkan akan munculmasyarakat yang religius, yang mempunyai
akhlak mulia, dan kokoh keprbadiannya. Apalagikata dia, menghadapiarus globalisasi
dimana beragam budaya dar luar tumbuh dan berkembang tanpa ada yang mampu
menghalangi dan melarangnya, sehingga satu-satunya upaya yang bisa dilakukan
adalah membentengi generasi muda dengan aklak mulia dan kekuatan agama serta
ke yakinan.

Seperti tertuang dalam Perda ini, sasaran pendidikan al-Quran adalah peserta didik
yang beragama klam pada semua jalurdan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sementara mater pendidikan allQuran yang dimaksud merupakan muatan kurkulum
keunggulan lokal

Terkait fasiitas pendukung termasuk gaji para pengajar alQuran, Rudy Arffin
mengatakan akan memenuhi secara bertahap. Menurutnya, Kalsel telah
menganggarkan dana pendidikan sebesar20 persen dari APBD, sesuaiamanat UUD 1945.

b. Raperda Wajib Baca al-Quran Depok

Selain di Kalsel, di Kota Depok Jawa Barat juga munculgagasan menerbitkan aturan
kewajban baca tulis alQuran diberdakukan bagi seluruh pelajar di Kota Depok. Dan
mulai tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
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Gagasan tersebut mengemuka dalam pembahasan Raperda pendidikan Kota Depok
yang tengah dalam pembahasan di DPRD Depok.

Salah satu ketentuan dalam Raperda tersebut adalah kegiatan baca alQuran 15
menit sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi D,
DPRD Kota Depok dar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Rahayu Purwatiningsih, Selasa
(30/11/2010).

Isti Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiing itu menuturkan, pengaturan
baca tulis AlFQuran dan kitab suci sangat lah penting. Hal itu diakukan untuk
membangun mental spritual Dengan membiasakan siswa dan siswimembaca al-Quran
sudah pastidapat memberkan wama prlaku bagi pelajar itu sendin. Sehingga mereka
lebih baik dari pada har-han sebelumnya. Ketua Komisi D DPRD Depok, Muhammad
meminta Raperda yang mengharuskan siswa membaca AlQuran tidak menjadi
kontraversial Pasalnya, hal itu dikhusukan bagi siswa -siswi muslim. “Siswa agama lainnya
tidak membaca AlQuran melainkan membaca kitab suci mereka masing-masing,”
ujamya.

c. SK Walikota Pekanbaru tentang Ahmadiyah

Selain dua aturan daerah di atas, pada pertengahan Oktober 2010, Walikota
Pekanbaru Herman Abdullah menerbitkan Surat Keputusan yang meminta Jemaat
Ahmadiyah menghentikan kegiatannya sesuai SK kesepakatan tiga Menter, Surat ini
ditujukan kepada jamaah Ahmadiyah yang berdomilisi di Jalan Cipta Karya Kecamatan
Thmpan. Namun pelayangan surat yang ditandatanganilangsung oleh walkota, Depag,
dan MUItersebut, ditentang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka
tidakmengganggu masyarakat setempat.
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BAGIAN III
PEIANG GARAN HAK- HAK BERAGAMA DAN SITUASI KEHIDUPAN KEAGAMAAN DIINDO NESIA

A.Pelanggaran Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan Tahun 2010

Selama tahun 2010 ini telah terjadi 64 kali pelanggaran hak-hak beragama atau
berkeyakinan di Indonesia. Kategoripelanggaran yang dimaksud disiniadalah berbagai
perstiwa pembatasan atau pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan warga
yang dilakukan oleh negara atau mengatasnamakan negara.

Tndakan pembatasan atau pelanggaran di sini juga akan dibagai menjadi dua
kategorn yakni pembatasan dan pelanggaran langsung oleh negara dan pembatasan
tidak langsung. Pembatasan tidak langsung mengacu pada tindakan pembiaran oleh
nagara atas pelanggaran hak-hak beragama atau berkeyakinan baik oleh individu
ataupun kelompokmasyarakatterhadap kelompoklain.

Pada bulan Januari 2010, telah tejadil2 kalipelanggaran hak-hakberagama.

Pertama, Kepala Bagian Bina Mitra Polres Stubondo, Kompol Rahmat Thufiq, Pejabat
Kepolisian Resor Stubondo dan Komisi Inteljen Daerah (Kominda) Situbondo melakukan
kriminalisasi Pemimpm aliran Agung Brayat Sucahyo Aprnliawan dan anggotanya karena
dianggap menyebarkan alran sesat. Proses hukum terus bergalan meskipun yang
bersangkutan telah meminta maaf. Bahkan Kominda berencana membubarkan aliran ini

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada EX
Marono, mantan dosen Universitas Widya Dharmma. Ketua Majelis Hakim, Santun
Simamora, menyatakan bahwa Margono secara sah dan meyakinkan melakukan
penodaanagama yang diakuidilndonesia. Marjono, sesuaiketerangan saksidan barang
bukti, telah melakukan perkara tidak senonoh kepada 4 mahasiswanya yang beragama
klam dikelas. Namun hakim tidak menjelaskan apa yang dia maksud sebagai perkara
tidak senonoh.

Masih di bulan Januar, aparat kepolisihin Kecamatan Kasokandel Kabupaten
Majalengka Jawa Barat dan Kepala Desa setempat telah membiarkan tindakan
pembakaran rumah Beben Bentar di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel karena
yang bersangkutan diduga kelompok sesat. Menurut kepala desa setempat, H Yanto,
masyarakat dalam sebuah rapat warga menilai kelompok pimpinan Beben sesat, tidak
bisa ditoleransi, dan meresahkan warga.

Berkutnya, puluhan aparat kepolisan bersama sejumlah Omas klam di Cirebon
menggerebek dua rumah yang diduga menjaid pusat kegiatan aliran Surgaa Eden di
Pamengkang pimpinan Ahmad Thntowi Petugas mengamankan 7 anggota kelompok (3
orang pria dan 4 orang perempuan), te rma suk istri Tanto wi.

34



Seminggu kemudian, aparat kepolisiin Cirebon juga membiarkan tindakan
pelemparandan penyegelan rumah Tbntowioleh warga yang mengatasnamakan Forum
Sila turahmiKota Wali(Poskamal), polisitdakmenangkap para pelaku.

Masih mengenai aliran sesat. aparat Polsek Rappocini, di Jalan Nikel, Makassar,
Kejaksaan Tinggi Sulselbar melakukan kriminalisasi dan pemaksaan mengganti keyakinan
terthadap Paruru Daeng Thu karena dianggap sesat karena menyebarkan ajaran Hamba
Allah yang ajarannya berbeda dengan klam pada umumnya.

Kasus lain mengenai rumah ibadah. Juga di bulan Januar, Bupati Bekasi Drs. H
Sa’duddin, MM menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan pembangunan gereja
HKBP Filadelfia dan kegiatan ibbadah di tempat tersebut dengan alasan umah ibadah
yang terdetak di RT01/09 Desa Jejalen Jaya, Kec. Tahmbun Utara Bekasi belum me milki ijin
mendirkan bangunan.

Dua minggu kemudian, sejumlah aparat pemerintah Kabupaten Bekasi Camat
Thmbun Utara dan Kepala Desa Jejalen Jaya melakukan penyegelan terhadap gereja
HKBP Hladelfia Jejalen Jaya Tambun Utara Bekasi karena tidak memiliki IMB. Tindakan ini
sebagaitindaklanjut surat perintah Bupatiyang keluarsebelumnya.

Selanjutnya, aparat kepolisiin Kotabumi Iampung Utara (Iampura) tidak melakukan
penangkapan terhadap sejumlah orang yang melemparigedung yang dijadikan tempat
ibadah Gereja Kisten Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) dan rumah salah seorang
pengurusnya dilampung Utara.

Pada 21 Januarn, Pemkot Malang mengeluarkan Surat Penghentian Kegiatan lbadah
Gereja Diaspora di Kelurahan Kduldalem Kecamatan Klojen, Malang. Surat No.
900/2/35.73.501/2010 tersebut merupakan tindak lanjut dar surat Surat Penolakan No.
452.2/1882/35.73.123/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang bernsi penolakan Pemkot
Malang atas izin pendiran tempat ibadah. Meski sudah mengurus izin sejak tahun 2006,
jemaat Gereja Diaspora akhimya harus menerma kenyataan bahwa pemerntah
setempatpada akhimya menolak memberkan izin.

Pada 22 Januamn, Kepolisiin Padang Iawas Sumatra Utara tidakberupaya mencegah
tindakan pembakaran Gereja HKBP dan GPDIdidi Sbuhuan, Kabupaten Padang Iawas,
Sumatera Utara. Padahalpolisiberada dilokasikejadian. Bahkan isu ketidaksukaan warga
ataskeberadaan dua gereja inisudah berhembus jauh harisebelumnya. Bahkan sempat
ada ancaman pembakaran darimereka.

Pada 29 Januarmn, Petugas yang terdin dar dan gabungan polisi INL dan Satpol PP
Polewali Mandar Sulawesi Barat menangkap Syamsudin, pemimpin kelompok Puang
Malea atau yang juga dikenal sebagaikelompok Setinja ini di Dusun Iena, Desa Miming,
Kecamatan Binuang, Polman. Enam pengikutnya juga ditangkap. Setelah ditangkap
pemimpin dan para pengikut ini diminta keterangan oleh polisi setempat, termasuk tim
dari Majelis Uama Indonesia (MUD dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Polman.
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Penangkapan ini dilakukan karena Syamsudin ditududuh menyebarkan aliran sesat dan
menistakan agama.

Bulan Februar, telah terpadi 5 kali pelanggaran hak-hak beragama atau
berkeyakinan.

Pada 10 Februarn, Hakim pengadilan Negeri Garut memvonis tiga petinggi Negara
klam Indonesia (NI) wiayah Garut Selatan, Jawa Barat, dengan hukuman tiga tahun
penjara. Yakni, Wowo Wahyudin, Wawan Setiawan, dan Abdul Rosid. Menurut ketua
majelis hakim Rudi Suharso, ketiganya terbukti bersalah melakukan kejahatan di muka
umum dan melanggar pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang
tndakan penodaanagama.

Pada 11 Februarn, Pemernntah Kota Bogor menyatakan akan mencabut Ekn
Mendirkan Bangunan (IMB) untuk Gereja Yasmin yang dikeluarkan pada 2006, karena
dinilai cacat hukum. Rencana pencabutan ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemkot
Bogor Bambang Gunawan kepada ratusan warga demonstran di Balai Kota Bogor yang
menamakan dirinya Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami). Pencabutan izin juga
didasarkan pada peraturan Wali Kota tentang pembangunan. Didalam aturan tersebut
dinyatakan IMBdapatdicabutjka pembangunannya meresahkan warga setempat.

Pada 14 Februamn, Jemaat Gereja Khairos yang tengah melakukan ibadah disebuah
rumah diperintahkan oleh pihak ke polisian untuk menghentikan kegiatan ibadah tersebut.
Sebelumnya, warga meminta kegiatan ini dihentikan karena beberapa alasan. Yakni,
kegiatan keagamaan diarang diakukan di rumah doa tersebut karena sekitamya
mayortsa klam, dan fungsibangunan tidak sesuaidengan fungsiyang sebenamya.

Pada 22 Februan 2010, Kepala Desa Angon-Angon, Muspika Arasa, Kangean dan
Polres Sumenep, Madura melakukan kriminalisasi dan pembatasan keyakinan terhadap
Sawamiyah karena diduga menganut aliran sesat. Sswamiyah disidang di hadapan MUIL
dan Muspika Argasa. Dalam pertemuan itu, Samawiyah mengaku beralah dan
menyatakan bertaubat. Selain dipaksa bertobat, Samawiyah dan pengikutnya juga
diawasi agar ajarannya dihentikan dan tidak semakin menyebar. Pengawasan yang
dimaksud dilakukan bersama-sama oleh petugas kepolisian dan Muspika setempat serta
tokoh agama.

Pada 25 Februar, muspika Mumbulsar, Bakesbanglnmas Pemkab, Bakorpakem, dan
MUI Jember telah melakukan upaya krminalisasi keyakinan dengan mengundang 18
orang jamaah tharkat untuk memben Klarfikasi di di Masjid Jami Raudlatul Muttaqin,
Mumbulsan. Klarifikasi dilakukan karena warga Mumbulsarimenuduh tokoh bemama Yusuf
alias Pak Sofitelah menyerbarkan ajaran sesat berkedok tharkat bemama Qodaryah wa
Naqgsabandiyah (ada juga yang menyebut alMubaqorah).

Bulan Maret, telah tejadi4 kalipelanggaran hak-hakberagama atau berkeyakinan.
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Pada 1 Maret, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyegelan terhadap rumah
ibadah milik Gereja HKBP Pondok Tmur lhdah (PT) di Jalan Puyuh No. 14, Kelurahan
Mustika Jaya Kota Bekasidengan alasan tidak memilki jin. Penyegelan dilakukan dengan
memasang papan di depan gereja. Papan tanda penyegelan tersebut dipasang
petugasDinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemkot Bekasidan disaksikan
puluhan jemaat gereja tersebut. Alasan lain penyegelan ini adalah karena adanya
tekanan daribeberapa ormas klam seperti FPIdan FUL

Pada bulan Maretjuga tejadipembiaran kekerasan oleh kepolisian. Kaliini ke polisian
khususnya Polda Metro Jaya tidak memproses sesuai hukum pelaku penyerangan
terthadap kuasa hukum Pemohon Judicial Review PNPSNo. 1 tahun 1965. Penyerangan itu
tejadi di Gedung Mahkamah Konstitusi dan disaksikan puluhan aparat. Para pelaku
hanya dihalau dan tidak satupun yang ditahan.

Masih dibulan Maret. Sejumlah petugas Satpol PP Kota Bogormendatangigereja GKI
Thman Yasmin Bogor JL Pengadilan 35 Bogor. Kedatangan mereka untuk melakukan
penyegelan terhadap gereja tersebut atas desakan sejumlah massa yang menolak
keberadaan gereja tersebut. Mereka memasang tulisan “Bangunan Ini Disegel” dipagar
gereja yang tengah dalam proses pembangunan tersebut.

Pada 16 Maret, Kepolisiain Kota Malang bersama-sama dengan warga Kelurahan
Dinoyo, Iowokwaru, Kota Malang melarang warga pendatang menggunakan baju
burqoh atau busana dengan seluruh tubuh tertutup rapat serta pendataan terhadap
semua warga pendatang yang ada dirumah kos-kosan maupun kontrakan atas nama
kampanye antiterorisme dan mempersempit ruang gerak terrs. Pendataan dilakukan
secara rutin.

Bulan April, telah tejadi3 kalipelanggaran hak-hakberagama atau berkeyakinan.

Pada 4 Aprl, Muspika Garut bersama sejumlah ulama setempat melakukan
pemaksaan dan intimidasi keyakinan aliran Darul Fllah yang berada di Kampung
Babakan Ciparn Desa Sukalaksana Kecamatan Pangatikan Garut, karena diniai
menyebarkan aliran sesat. Plhak-pihak ini juga memberkan waktu selama tujuh han
terhitung sejak 3 Aprl 2009, agar kelompok Darul klam FHlah bisa menentukan sikap
dengan dua piihan, yakni kembali ke jalan yang benar atau tetap bersikeras
mempertahankan ajarannya. Jika mempertahankan ajaran, maka akan diselesaikan
me lalui jalur hukum.

Pada 16 Aprl Perangkat Desa Bangkal Kabupaten Sumenep Madura, menolak
pendiran masjid yang berada di Dusun Padusan, Desa Bangkal Kabupaten Sumenep
dengan alasan ditolak warga. Penolakan warga munculkarena khawatir masjd tersebut
dijadikan sebagaisarang terors. wairga beramairamai mendatangi Balai Desa Bangkal,
mereka tidak sekadar meminta infromasi tentang keberadaan masjid tersebut, lebih dan
warga juga menuntut Kepala Desa menghentikan proses pembangunan masjid.
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Pada 27 Aprl, Kepolisian Bogor telah melakukan tindakan pembiaran dengan tidak
mencegah aksi pembakaran bedeng pekega, satu kantor kontraktor, dua mobil, dan
tangkibahan bakarsolardiarealpembanguan Wisma BPKPenaburdidalan Taman Safan
di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Aksi pembakaran dilakukan
karena sikap tidak toleran para pelaku terthadap pembangunan wisma yang mereka
anggap sebagaigereja. Polisitelah mengetahuiadanya penolakan tersebut namun tidak
bisa mencegah tindakan anarkis te rse b ut.

Bulan Mei, telah tejadi3 kalipelanggaran hak-hakberagama atau berkeyakinan.

Pada 6 Mei, tegjadipembiaran kekerasan oleh Polres Kendalterhadap pengikut alian
K Seco yang Dukuh Nglumbu Desa Tejorejo Kecamatan Ringinarum, Kab. Kendal, Jawa
Tengah. Sebelumnya tempat pengajian alran Pengajian Seco dibubarkan warga karena
dituduh menyebarkan aliran sesat. Bukannya melindungi sekitar25 orang penganut alian
Seco diamankan Polres Kendal ke kantor polisi setempat untuk didata dan dimintai
keterangan. Camat sendii mengaku sudah melakukan pembinaan kepada pengikut
aliran tersebut.

Pada 7 Mei 2010, Pengadilan Negern Selong, lombok Timur menjatuhkan vonis satu
tahun penjara terhadap Bakri Abdullah alias Amaq Bakrn (70). Majelis hakim yang diketuai
Haranto, menyatakan Bakr terbukti bersalah atas dakwaan penistaan terthadap agama
klam, sehingga Bakn diganjar dengan hukuman satu tahun penjara. Vonis majels, lebih
rendah dar tuntutan jaksa 1,5 tahun. Bakr ditahan sejak Oktober tahun lalu, setelah pra
sepuh asalDasan TinggiDaye, Kecamatan Sambelia inimembuatgemparwarga lombok
Tmurkarena mengaku sebagainabidan telah menerma wahyu.

Pada 18 Mei, Walkkota Bekasi memerintahkan Bagian Hukum Pemkot Bekasi untuk
mengumpulkan data dan melaporkan para oknum yang mencatut simbolsimbolPemkot
dan BNKdalam kamaval kamaval Hardiknas bertema “Bekasi Bebas Narkoba” di Ma sjid
Agung Bekasi Kamavalinidianggap menodaiagama karena peserta kamavalmembuat
formasipedang Salb didepan masgjid tersebut dan membagibagikan souvenirbertanda
mahkota salb.

Bulan Juni, telah terjadi4 kalipelanggaran hak-hakberagama atau berkeyakinan.

Pertengahan Juni 2010, pada harn Minggu Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat,
kembalimelakukan penyegelan rumah ibadah diJalan Puyuh Raya nomor 14, Kelurahan
Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, karena rumah tersebut menyalahi aturan dan
tidak memilkiijin sebagairumah ibadah.

Pada 18 Juni meski sudah mengurus izin pendirian rumah ibadah sejak 2007, Gereja
Masa Depan Cerah Jombang tetap tidakbisa mengantongiizin pendirian tempatibadah
dari Pemkab Jombang. Meski semua syarat sudah dipenuhi, akan tetapi Pemkab
setempattetap bergeming dengan alasan tidakjelas.
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Pada 21 Juni, tiga bangunan gereja tanpa izin di Jalan Harapan Uung, Kelurahan
Tembiahan Hulu, Kecamatan Tembiahan Hulu, dise gel Tim Yustisi Pemerintah Daerah Inhil
Penyegelan diakukan, karena bangunan gereja ini dipandang telah melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan pendian rumah ibadah. ketentuan yang dianggar
dalam pendirian rumah ibadah ini, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mentern
Dalam Negern RINomor8 dan Nomor9 tahun 2006.

Pada 30 Juni, SK Bupati Pemalang nomor 451/2716/Sos.PP tertanggal 30 Juni 2008,
dengan tegas menghentikan kegiatan aktifitas Yayasan EPPATA Center di mana
dilakukan kegiatan berlbadah tanpa izin didalamnya. Bupatijuga mengelurkan SKBupati
Pemalang nomor503/205 tentang perubahan surat ijin membangun yayasan yang bukan
diperuntukkan untuk gereja lagi

Bulan Juli, telah tejadi4 kalipelanggaran hak-hakberagama atau berkeyakinan.

Pada bulan Juli aparat kepolisian Polsek Mustika Jaya mendatangi jemaah Gereja
HKBP Pondok Timur Indah yang telah pindah rumah ibadah dar Jl Puyuh Raya No. 14 ke
Kampung Ciketing. Kedatangan anggota Polsek tersebut untuk meminta atau melarang
kegiatan badah ditempatbaru tersebut dengan alasan penolakan banyak masyarakat.
Peristiwa ini adalah kelanjutan dan kasus penyegelan gereja HKBP PIl yang sebelumnya
tegadi di JL Puyuh Raya No. 14. Di Kampung Ciketing ini, selain ditolah, masyarakat
setempat juga sering melakukan intimidasi ketika lbadah sedang berangsung namun
tidakpemah ditindak aparat ke polisian.

Pada 29 Juli teygadi pembiaran kekerasan oleh negara. Pemerntah Kabupaten
Kuningan dan juga aparat kepolisian tidak serius mencegah penyerangan ratusan massa
daribeberapa Omas terhadap perkampungan Ahmadiyah di Desa Manislor, Jalaksana,
Kuningan. Padahal sebelum penyerangan, massa sudah berkumpul dan bernstigotsah
dilokasi terpisah. Mereka menuntut Pemkab Kuningan menutup tempat ibadah
Ahmadiyah didesa tersebut.

Pada 19 Juli 2010, puluhan Satpol PP Kab. Bogor membongkar Gereja Pentakosta di
Jalan Raya Narmgong, Kec. Cieungsi, Kab. Bogor berdasarkan surat perintah Bupati
Bogor. Pembongkaran inidilakukan karena dianggap belum mempunyailMB.

Pada 28 Juli, sekitar pukul 06.30 WIB aparat yang terdiri dar Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kepolisian Resor Kuningan mendatangi Desa Manis lor. Mereka pun langsung
mendatangi Masjid An-Nur, masjid terbesar milk Jemaah Ahmadiyah di desa itu, serta
langsung mengunci pintu gerbang mesgjd. Tidak hanya pintu gerbang, pintu belakang
yang menghubungkan mesjid tersebut dengan perumahan warga pun turut digembok.
Guest house yang berada satu lingkungan dengan mesjid pun sudah ditutup dengan
polisisehingga pengurus Ahmadiyah tidak bisa keluardarirumah itu. Setelah sterl, barulah
Satuan PolisiPamong Praja menyegelmasjid dengan cara memalangkan kayu dijendela
magjid. Tidak hanya masjid, tujuh musala yang dimilk jemaah Ahmadiyah Manis Lor turut
disegelSatuan PolisiPamong Praja
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Bulan Agustus, telah teradi 9 kali pelanggaran hakhak beragama atau
berkeyakinan.

Pada 3 Agustus, Walkota beberapa pimpinan lembaga di Pemda Tanjungbalai
Sumatra Utama telah memaksa pengurus Vihara Ti Ratna Tanjungbalai untuk
memindahkan patung Buddha yang berada diatasvihara tersebut dengan alasan untuk
menjaga kerukunan umatberagama diKota Tersebut.

Pada 8 Agustus, Penyerangan massa FUl dan FPI berawal saat jemaat akan
melakukan kebaktian. Mereka dipukuli di dekat polisi tetapi polisi tidak memberkan
perdindungan sebagaimana me stinya.

Pada 10 Agustus, kepolisian kota Surabaya telah membiarkan aksi kekerasan yang
dilakukan ratusan massa FPISurabaya dan Forum Umat klam (FUD Jatim ke tika melakukan
sweeping disejumlah lokalisasi di Surabaya. Aksi sweeping tersebut dianjutkan dengan
aksi vandalisme, massa FPIdan FUl menyerang dan merobohkan papan nama Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAD Jatim di Jalan Bubutan, Surabaya. Polisi tidak menindak
pelaku kekerasan, seballknya malah menekan pengurus Ahmadiyah Jatim agar tidak
mengadakan konferensipersterkait aksikekerasan yang mereka alami

Pada 12 Agustus, Pemkot Jakarta Tmur, Suku Dinas Komunikasi, Ihnformatika dan
Kehumasan, Camat dan Satpol PP mermbohkan Masjid Nurul Janah di Cakung dengan
menggunakan alat-alat berat. Pemernntah Kota Jakarta Tmur membongkar bangunan
ukuran 20 x 21 meter itu karena pembangunannya tak disertai izin dan lahan yang
dimaksud adalah lahan PHT (Penyempuma Hijau Thman). Pemerintah, kata Kepala Suku
Dinas Komunikasi, hformatika dan Kehumasan Yunus A, sudah melayangkan peringatan
dan akhimya membongkartempatibadah itu.

Pasda 14 Agustus. Camat Iubuklinggau I Inbuklnggau Sumatra Selatan SarmadiSH.
mengeluarkan surat penghentian aktifitas ibadah terhadap Gereja Hura Kusten (HKD
Indonesia di Jl. Dama I RT 02 Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Iubuklinggau
Selatan IL Sumatera Selatan dengan alasan adanya penolakan sekelompok orang. Surat
bemomor 450/345/ Trantib/2010, tertanggal Iubuklinggau, 14 Agustus 2010 ini ditujukan
kepada Pimpinan Gereja HKI Kota Iubuklinggau. Dengan surat ini maka telah teradi
penutupan dan penghentian aktivitias berbadah Gereja HKI Iubuklnggau yang
beralamat di JL Darma II RT 02 Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Iubuklinggau
Selatan I, Sumatera Selatan. Alasannya, ada sekelompok orang yang tidak setuju
dengan.

Pada 20 Agustus, Polres Asahan Sumatra Utara melakukan pembiaran dengan tidak
menangkap dan memproses sesuai hukum pelaku perusakan gereja HKBP di Desa Gajah
Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Perusakan ini diduga dilakukan
sekelompok orang dar Dusun Au Napitu Desa Gajah Sakti Kapoles Asahan AKBP
MashudiSIKbahkan menegaskan, tidakpemah ada aksiperusakan apalagipembakaran
terhadap gereja diDesa Gajah Sakti
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Pada 23 Agustus, aparat kepolisiain di Pulau lombok menahan seorang warga
Amerka karena dituduh melakukan penghinaan terthadap Iklam. Iuke Gregory Loyd
dibawa ke kantorpolisikarena menark kabelloudspeakersebuah masjd yang berada di
sebelah rumahnya. Tindakan itu ia lakukan karena merasa tergangguoleh pembacaan al
Quran melaluipengerassuara tersebut pada malam haribulan Ramadlan.

Pada 30 Agustus, Menteri Agama Suryadhama Alimenyatakan bahwa Ahmadiyah di
Indonesia harusdibubarkan, karena kalau tidak, potensi konflk akan terus meningkatdan
mengganggu kerukunan umat beragama. la menambahkan bahwa Ahmadiyah adalah
cikal bakal tejadinya perpecahan di masyarakat, yang dapat mendormng teypadinya
konflik. Menter juga beralasan bahwa Ahmadiyah bertentangan dengan pokok ajaran
klam karena itu harus dihe ntikan aktifita snya .

Demi mendengar pemyataan Menteri Agama tersebut, pada 31 Agustus teradi
pembiaran kekerasan oleh kepolisian Pekanbaru ketika penduduk Kelurahan Tuah Karya,
Kecamatan Thmpan, Pekanbaru, beramairamai menutup musala miik jemaah
Ahmadiyah. Penutupan ini mempermwleh dukungan dan Ketua Forum Kerukunan Umat
Beragama Pekanbaru Sumardi lyas. a beranggapan kegiatan dakwah Ahmadiyah
bemotensimemicu konflkdengan warga setempat.

Bulan September, telah teradi 7 kali pelanggaran hakhak beragama atau
berkeyakinan.

Pada 1 September, Pengadian Neger Jakarta Pusat mengabulkan sebagian
pemohonan Forum Anti-Buddha Bar (FABB) mengenai penggunaan nama, simbol, dan
omamen agama Buddha dalam restoran Buddha Bar. Majelis hakim pimpinan EX Jiwo
Santoso itu memerntahkan restoran di Menteng, Jakarta Pusat, tersebut segera ditutup.
Hakim mengatakan bahwa Buddha Barterbuktimelakukan perbuatan melanggarhukum
karena Buddha Bartelah menggunakan omamen dan simbol-simbol yang bertentangan
dengan agama Buddha.

Pada 7 September Pengadilan Neger Bekasi menjatuhkan vonis satu tahun penjara
untuk Abraham Felix Grady, terdakwa kasus penodaan agama di Bekasi Majelis hakim
yang terdin atas Agus Subekti Cening Budiana, dan Buthanuddin memutuskan bahwa
terdakwa melanggar Pasal 156A huruf A KUHP tentang Penodaan Agama. Terdakwa
berfoto dengan pose menginjak Aljuran sambil mengacungkan jaritengah. Foto dimuat
dilaman resmi Yayasan Santo Bellarminus pada dJuni 2010. Atas perbuatannya ini, Felix
telah meminta maaf.

Pada 7 September, Polisi menangkap Stephen Alexander karena dianggap
menghina agama. Ia ditangkap ketika rumahnya diDesa Sedimen, lombok dibakaroleh
masyarakat sekitar yang sakit hati dengan kata-katanya yang menyinggung perasaan
kaum Muslim setempat

Pada 17 September, Pengadilan Neger Sumber, Kabupaten Cirebon menjatuhkan
vonis penjara 10 tahun kepada Ketua aliran Surga ADN, Ahmad Thontowi Dalam
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persidangan yang dipimpin hakim ketua L Sunarso, Ahmad Thntowi dinilai majelis hakim
terbukti melanggar tiga pasal yang dituduhkan kepada dirnya, yaitu Pasal 289 KUHP
tentang pencabulan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta
Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Ahmad Thntowidinyatakan telah melakukan
sejumlah halyang bertentangan dengan agama klam.

Pada 18 September. dengan alasan mengantisipasi agar tidak tegjadi gangguan
terhadap jemaat gereja, pemerintah Kota Bogor kembali menyegel GKI Yasmin yang
akan digunakan untuk berbadah. Penyegelan inimerupakan yang kedua kalinya setelah
gereja ini disegel dengan dalh pembekuan IMB melalui surat yang dikeluarkan Kepala
Dinas Thta Kota dan Pertamanan Kota Bogor, yaitu Surat KADIS -TKP 503/208-OTKP,
tertanggal 14 Februan 2008 Perihal Pemberan Izin. Penyegelan dilakukan oleh Satpol PP
danaparatkepolisian Kota Bogor.

Pada 20 September, Atas desakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota
Mojokerto,sekitarpertengahan September2010, Pemerintah Kota Mo jokerto sec ara ma ssif
melakukan penysiian terthadap sejumlah tempat yang disinyalir kuat digunakan untuk
kegiataan kegerajaan secara rutin. Sweeping dilakukan oleh Satpol PP, Bakesbanglnmas,
dan aparatkepolisian. Ada 5tempatdengan 3 lokasiyang mendapat atensi khusus,yakni
di Swalayan Saba,Rumah Makan Jimbaran,dan Pertokoan Niaga Square. Ketiga lokasi
diduga merupakan tempat ibadah. Pemkot berdalh sweeping diakukan karena
pengurus Gereja tidak mengantongilzin Pe ndiran Bangunan.

Pada 30 September, melalui surat bemomor 100/18349/Tan/2010 yang ditujukan
kepada Ketua Yayasan Vihara Ti Ratna. Walkota Thnjungbalai Sumatra Utara
mempertanyakan mengapa pihak Yayasan Vihara THi Ratna belum menurunkan Patung
Budha. Walikota juga mengingatkan agar Pengurus Yayasan Vihara THi Ratna sesegera
mungkin menurunkan Patung Budha Amitabha sebagaimana disepakati dalam dalam
surat kesepakatan bersama. Surat ini merupakan tindak lanjut darn pertemuan antara
Waki Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kapoles, Dandim 0208 Asahan, Kepala Kantor
Kementrian Agama Tanjung Balai Ketua FKUB Kota Tanjung Balai, Ketua MUl dan Ketua
Yayasan Vlhara Ti Ratna yang digelarsebelumnya.

Bulan Oktober, telah tegadi 6 kali pelanggaran hak-hak beragama atau
berkeyakinan.

Pada awalOktober, Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru Erzal Muluk, meminta agar
Jama’ah Ahmadiyah, menghentikan segala aktivitas bbadahnya sesuai SKB tiga Mentern.
Hal itu ia sampaikan ketika melakukan inspeksi ke tempat komunitas Ahmadiyah yang
beralamatkan Jalan Cipta Karya Kecamatan Thmpan, Pekanbaru Riau. Wawako juga
mengatakan, jka mereka (Ahmadiyah) menolak, bisa saja kedepanya akan dilakukan
tindakan yang mengarah kepada ketegasan. Jangan sampaimereka memancing ormas
Ilam untukbertindak sementara meraka sudah diber peringatan.
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Tdak lama setelah permmintaan Erizal Muluk tersebut, Walikota Pekanbaru Herman
Abdullah menerbitkan Surat Ke putusan yang meminta Jemaat Ahmadiyah menghentikan
kegiatannya sesuai SK kesepakatan tiga Menter, Surat ini ditujukan kepada jamaah
Ahmadiyah yang berdomilisi di Jalan Cipta Karya Kecamatan Thmpan. Namun
pelayangan surat yang ditandatanganilangsung oleh walikkota, Depag, dan MUIte rse b ut,
ditentang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka tidak menggagu
masyarakatsetempat.

Pada bulan inijuga terjadi pembiaran kekerasan. Kepolisiain Kabupaten Bogortidak
mencegah dan mempermwses sesuai hukum para pelaku penyerangan perkampungan
Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea,
Kabupaten Bogor. Polisi justru memerksa warga Ahmadiyah setempat yang diduga
melakukan penusukan ketika aksipenyerangan berangsung.

Pada 11 Oktober Poles Bireuen bekena sama dengan Pemkab Bireun telah
melakukan kiiminalisasidengan menahan puluhan pengikut aliran Millata Abraham yang
diduga sesat di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bireuen dan musalla Mapoles
Bireuen. Penahanan mereka diakukan atas desakan sejumlah masyarakat yang merasa
resah dengan aliran baru tersebut.

Pada 19 Oktober, setelah disidang oleh MPU, 5 (lima) orang penganut Milah
Abraham diserang oleh serlbuan massa yang berada di depan kantor MPU. Polisi yang
ada bukan menghalangi massa untuk menyerang tetapijustru mengamankan pengikut
Millah Abraham ke kantorpo lisi

Pada 29 Oktober, Bupati Ciamis, Engkon Komara dan unsurmuspida telah melakukan
kesepakatan dengan FPI Ciamis untuk melarang warga Ahmadiyah melakukan aktifitas
keagamaan di masjid Ahmadiyah di Jalan Cipto Mangunkusumo Dusun Pakuncen
Kelurahan/Kecamatan Ciamis. Kesepakatan ini diambil setelah FPI bemiat menyegel
magsjid milk Ahmadiyah tersebut karena dinilaimelanggarSKBtiga Menter tahun 2008.

Bulan November, telah tegadi 3 kali pelanggaran hak-hak beragama atau
berkeyakinan.

Pada Jumat 19 November, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lingsar, lombok
Barat, terdiridari Kepala Desa Gegerung, Kapolsek Lingsar, dan Danramil lingsar me minta
sekitar 12 jemaah Ahmadiyah di Desa Gegerung, lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
(NIB), meninggalkan rumah mereka dan kembali ke pengungsian Tansito Majeluk
Mataram. Forum berdalh, langkah tersebut dilakukan karena munculdesakan dariwarga
sekitardan demimenghindarn “perstiwa yang tak diharapkan”.

Pada 26 November, Bupati lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, H Zaini Arony
mengatakan, warga Ahmadiyah tidak boleh lagi tinggal di Dusun Ketapang, Desa
Gegerung, Kecamatan Lingsar untuk menghindar halhal yang tidak dinginkan. Dia
meminta Kapolsek Lingsar bersama Danramil untuk memerintahkan agar 13 kepala
keluarga warga Ahmadiyah yang masih tinggal di Dusun Ketapang, Desa Gegerung
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untuk segera meninggalkan kampung halamannya dan kembali mengungsi ke Asrama
Transito, Kota Mataram.

Pada 26 November, aparat kepolisiin Iombok Barat melakukan pembiaran aksi
perusakan dan pembakaran perkampungan warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang,
Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Jombok Barat. Aksi perusakan dan pembakaran
dilakukan warga non Ahmadiyah yang menolak kembalnya warga Ahmadiyah di
kampong tersebut. Aksi tersebut dilakukan dihadapan para polisi yang sudah datang
sebelumnya. Polisi malah sbuk membujuk warga Ahmadiyah agar bersedia dievakuasi
Warga Ahmadiyah akhimya kembali kelokasipengungsian diTansito, Majeluk, Mataram.

Bulan Desember, telah terjadi 4 kali pelanggaran hakhak beragama atau
berkeyakinan.

Pada 1 Desember, Komisi A DPRD Kota Thnjung Balai Sumatera Utara memanggil
Pengurus Vihara Ti Ratna Thnjung Balai di Kantor DPRD Thnjung Balai untuk menegaskan
agarUmat Budha Kota Thnjung Balaisegera menurunkan Patung Budha Amitabha seperti
kesepakatan yang sudah ditandatanganioleh berbagaipihak termasuk Pengurus Vihara
yang berada dalam posisi tetekan dan dipaksa untuk menadatangani surat tersebut.
Penurunanan Patung Budha tersebut, mendesak untuk dilaksanakan karena tekanan dan
tuntutan dan kelompok klam yang menamakan dirinya Gerakan klam Beratu yang
semakin kuat.

Pada 4 Desember, Kepolisiain Cianjur telah membiarkan aksi pembubaran paksa
Gerakan Reformmis klam (GARIS) tethadap acara MuktamarJemaat Ahmadiyah Indonesia
di Hotel Setia, Pacet Cianjur Jawa Barat. Bukannya mencegah, polisi justru mengawal
para peserta muktamaruntuk segera meninggalkan hotel

Pada 9 Desember, aparat dari Kejaksaan Negen Thsikmalaya dan Kepolisiain Resor
Kota Thsikmalaya meminta pengurus Panti Asuhan Hasanah Kautsar miilk Ahmadiyah di
Cicarang, Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat menutup dan mengosongkan pesanten.
Mereka juga meminta jamaah menghentikan kegiatan keagamaan. Karena jemaat
Ahmadiyah menolak, aparat tersebut kemudian menggembok dan mengunci darn luar
bangunan yang masih bersi anak-anak yatim piatu dan usia 10 sampai 14 tahun.
Sementara anak-anakyatim piatu yang tinggaldip antitersebut masih berada didalam.

Pada 12 Desember, dua rumah diPerumahan Rancaekek Bumi Kencana, Kabupaten
Bandung, disegelaparat Kecamatan Rancaekek dan Satuan Polisi PAmong Praja karena
difungsikan sebagai tempat ibadah jemaat oleh Huria Krsten Batak Protestan Betania.
Konologi penyegelan diawali aksi gabungan sejumlah organisasi massa, seperti Front
Pembela Eklam, Front Umat klam, dan Gerakan Reformasi klam, sekitar pukul 09.00
kemarn. Mereka menuntut agar jemaat Huria Kisten Batak Protestan (HKBP) tidak
memakai rumah sebagai tempat benbadah. Camat Rancaekek Meman Nugaman
mengatakan, penggunaan rumah nomor 51 dan 53 itu melanggar Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan.
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Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang teradi selama
tahun 2010 ini bejumlah 64 kasus atau rata-rata 5 kasus perbulan. Pelanggaran tertinggi
tegjadi pada bulan Januarn (12 kasus), Agustus (9 kasus) dan September (7 kasus). Be nkut
grafik pelanggaran menurut bulan:

Grafik 1
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Grafik 2

Pelaku Pelanggaran
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Daridata para pelaku pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan diatas, pihak
kepolisiin dan Pemerintah Daerah menjadi institusi yang paling banyak melakukan
pelanggaran yaknimasing-masing 32 (37%) dan 31 (36%). Angka iniakan menjadisangat
besar (73%) apabila institusi kepolisiin juga dianggap sebagai bagian pemernntah
daerah, karena pelanggaran oleh polisi justru banyak dilakukan oleh institusi terendah
sepertiPolsekdan petugasdilapangan ketika menjalankan tugas.
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Grafik 3

Bentuk Pelanggaran

. 25(39%)
Pelarangan & pemaksaan keyakinan
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Pelarangan kegiatan ibadah & ekspresi | S 5(8%)
keyakinan il il

——
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Data di atas menunjukkan bahwa praktek pembatasan keyakinan dan pemaksaan
meninggalkan keyakina tertentu menempati posisi tertinggi yakni 25 kasus atau 38%.
Pelanggaran dalam kategor ini antara tegadi dalam bentuk antara lain tindakan
kriminalisasioleh polisi pengadilan ekstra judicial atau pengadilan jalanan, atau bentuk-
bentuk pemaksaan melaluikekerasan pisik lainnya.

Pelanggaran lain yang juga tinggi adalah pembatasan rumah ibadah baik dalam
bentuk pencabutan iin maupun pelarangan penggunaan rumah ibadah yakniberumlah
19 kasus (30%). Kasus-kasus terkait rumah badah ini hampir menggunakan modus yang
sama di berbagai tempat. Biasanya aparat Pemerintah Daerah mempemasalahkan
perjnan yang kemudian dikutipenyegelan atau pelaranganibadah ditempat tersebut.

Pelanggaran dalam bentuk lain adalah pembiaran oleh aparat negara terhadap
kekerasan atau pembatasan kebebasan beragama yang dilakukan sesama masyarakat
sipil yakni begjumlah 15 kasus (23 %). Pelanggaran dalam modus ini hampirsellalu diawali
oleh kekerasan atau penyerangan sekelompok masyarakatkepada kelompoklain seperti
aliran yang dianggap sesat atau rumah ibadah yang tidak memilki fjin. Me skipun po lisi
hadirdilokasiatau mengetahuiaksitersebut, mereka tidak melakukan pencegahan atau
pengamanan yang berarti Yang sernng teyadi justru polisi membawa koran untuk
dimintaiketerangan, namun tidak menangkap pelaku.

Dan jika dilhat korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada
tahun ini, palng banyak dialami jemaat rumah badah yang diniai bermasalah dan
kelompokyang dianggap sesat.

Grafik 4
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Korban Pelanggaran KBB
Properti
Individu 1%
15(20%

Komunitas yang
diduga sesat

‘ 27 (35%])

Daridata diatas, kasus yang dimaksud rumah ibadah dan jemaatnya adalah berbagai
rumah fbadah dari berbagai agama yang dilarang dibangun atau dilarang digunakan
baik karena masalah perjnan maupun masalah lain. Dan kasus paling banyak dialami
oleh gereja HKBP 10 kasus. Sementara yang dimaksud dengan komunitas yang diduga
sesat adalah mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek yang dianggap menodai
agama tertentu. Dalam kasusinikorban paling banyakdialamiwarga Ahmadiyah 15.

B. Tindakan-tindakan Intoleransi dan diskriminasi BerdasarAgama atau Keyakinan

Sedangkan tindakan-tindakan intoleransi dan diskiminasi yang tegadi selama tahun
2010 inibegumlah 135 tindakan. Tindakan intoleran dan diskiiminatif yang dimaksud disini
tidak hanya yang dilakukan negara (aparat pemerntah), tetapijuga oleh warga negara
terhadap warga negara lainnya.

Pada bulan Januaritejadil7 kalitindakan intoleran dan disknimina tif.

Pada 3 Januar, MUL ulama, pengurus masjid, dan warga di Makassar Sulsel me maksa
Paruru Daeng Thu bertobat dan kembalikepada klam. Parurung Daeng dianggap sesat
karena menyebarkan ajaran Hamba Alah yang ajarannya berbeda dengan klam pada
umumnya. Karena itu, MUl menggelar pertemuan di Masjid Masjid H Bani Adam Thba
Jalan RappociniRaya Ir. 3, Makassa untuk meminta pertobatan Daeng.

Pada 3 Januan, ratusan massa yang berasaldar rukun tangga (R 2 Lingkungan (Ik)
5 dan 6, Kelurahan Thnjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, lampung Utara,
mendatangi GKSBS. Mereka memprotes dan menolak adanya rencana diresmikan dan
didirkannya bangunan itu menjaditempatibadah yang telah diberinama Gereja Kristen
Sumatera Bagian Selatan (GKSBS). Sejumlah posterpenolakan ditempeldipagargerbang
dan diakukan penyegelan. Merrka menuding tindakan pihak gereja yang telah
mengalih fungsikan rumah tinggal menjadi gereja adalah bentuk pelanggaran. Sebab,
pengalhannya tanpa persetujuan masyarakat setempat dan tidak adanya surat resmi
Dan kondisiinisudah tejadisejak 15 tahun silam.

47



Pada 4 Januamn, Kepala Dinas Pekejaan Umum, Pertembangan, dan Energi
Kabupaten Iombok Utara (KIU), Zainul Arifin menganggap rtual Selamatan Telabah.
Selamatan Telabah diakukan oleh ratusan masyarakat Kecamatan Tanjung yang
tergabung dalam kelompok tani pengguna air dan mgasi yang bersumber dan
Bendungan Pekatan Desa Jenggala dengan memotong seekorkerbau yang kepalanya
dilarungkan ke telabah atau kali sebagai perbuatan syirik dan tidak sejalan dengan
klam. Datu Artadi, salah seorang tokoh adat, menegaskan ungkapan Kepala Dinas PU itu
sangatmemalukan dan sudah melecehkan dan menghina adatdan budaya setempat.

Pada 5 Januarn, sekitar enam orang tak dikenal melempar gedung yang diadikan
tempatibadah dan rumah salah seorang pengurus gereja GKSBS. Akibatnya, beberapa
kaca rumah serta kaca gedung pecah. Dua harsebelumnya ratusan warga Kelurahan
Thnjungaman, Kotabumi mendatangi sebuah bangunan yang sudah beralh fungsi
menjadi gereja. Ratusan warga memprotes dan menolak adanya rencana diresmikan
dan didinkannya bangunan itu menjaditempatibadah yang telah diber nama Gereja
Kisten Sumatra Bagian Selatan (GKSBS). Menurut warga, sebelum adanya rencana
pengalhan fungsi bangunan, gedung tersebut sejak tahun 1994 memang sudah
digunakan menjadi tempat ibadah secara llegal Padahal, izin bangunannya adalah
perpustakaan dan rumah tinggal Mereka menuding tindakan pihak gereja yang telah
mengalih fungsikan rumah tinggal menjadi gereja adalah bentuk pelanggaran. Sebab,
pengalhannya tanpa persetujuan masyarakat setempat dan tidak adanya surat resmi
Dan kondisi ini sudah teradi sejak 15 tahun silam. Dan disaat terjadi aksi itu, Fulidede,
selaku Pengurus GKSBS ke tika ditemui sejumlah wartawan membenarkan jika bangunan
tersebut tidak memilki izin untuk dijadikan tempat ibadah. Akan tetapi Achmad
Muqgoddas, selaku perwakilan warga sekitar memastikan bahwa pelaku pelemparan
bukan darimasyarakatThnjungaman dan sekitamya.

Pada 10 Januarmn, Yayasan Albayyinat Al slamiyyah melunc urkan buku bejudul "Export
Revolusi Syfah ke Indonesia". Buku setebal 312 halaman tersebut ditulis oleh Ketua Bidang
Organisasi Albayymnat, Habib Achmad Zein Alkaf. Buku tersebut secara ekspilit menyebut
Syfah sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Buku tersebut menyebarkan kebencian
tentang Sy’ah dan secara eksklusif ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), Menteri Agama, INIPoli, Badan Intelijen Negara (BIN), NU,
Muhammadiyah dan seluruh umat Islam Ihdonesia agar senantiansa mewaspadai
‘bahaya’ ajaran Syfrah yang sudah berkembang di hdonesia. Buku ini didukung oleh KH
Abdussomad Buchorn (Ketua MUI Jatim) dan KH Mutawakil ‘Alallah (Ketua PWNU Jatim).
Ketiga tokoh tersebut mendesak pemerntah (negara) untuk turun tangan terkait
perkembangan Sy’ah dilhdonesia.

Pada 11 Januarn, Januarn Gerakan Anti Maksiat (Geram)—versi lain menyebutnya
sebagai FPE-merusak rumah Beben Bentar di pedalaman kampung Desa Ranji Wetan
Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka Jawa Barat karena diduga sebagai
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kelompok sesat. Menurut kepala desa setempat, H Yanto, masyarakat menilaikelompok
pimpinan Beben sesat, tidakbisa ditoleransi, dan meresahkan warga.

Pada 11 Januan, FKUl (Forum Komunikasi Unat klam) di Bekasi mendemo Gereja
Hadelfia di Kampung Jejalen Desa Jejalen Jaya, Kecamatan TAmbun Utara. Mereka
menuntut Pemkab menyegelgereja tersebut karena tid ak me miliki IMB.

Masih di bulan Januar, ketua RT dan warga RT 007/15, Buaran, Jakarta Tmur
memaksa pengurus dan jemaat Gereja Khamos yang berada dilingkungan RT tersebut
menghentkkan kegiatan doa dan ibadah. Alasannya, karena di tempat tersebut
mayortas warga muslm dan akses jalan ke rumah doa melewati perkampungan warga
muslim dan tidak ada warga Krsten yang berdomisili di sana dan fungsi bangu-nan tidak
sesuai dengan fungsi yang sebenamya. Samy Wattimena selaku koordinator umum
meniolak permintaan terse but.

Pada 12 Januarn, Manajemen RS Telogorejo, sesbuah rumah sakit di kawasan Jl. KH.
Achmad Dahlan Semarang melakukan tindakan intoleran dan diskriminatif terthadap
salah seorang karyawannya bemama Fitri Cahyaningsih, karyawati bagian gizi di RS
Telogorejo. Fitri mengaku didiskiiminasi dan dintimidasi setelah mengenakan jilbab sejak
12 Januan. Ftr dipindah ke dapur belakang dan semenjak 25 Januar, dirnya tidak
mendapatkan pekejaan apapun.

Pada 14 Januam, sejumlah Omas klam diCirebon menggerebeg rumah Tantowidan
pengikutnya dan dibawa ke kantor polisi Aksi ini dilakukan terkait dugaan Tontowi,
pimpinan aliran surge Eden yang berada di Desa Pamengkang RT05 RW 05, Kecamatan
Mundu Kabupaten Cirebon melakukan penodaanagama.

Selang beberapa haritepatnya 17 Januarm, giliran ratusan warga, tokoh ulama dan
santi Cirebon yang mendatangi dua buah rumah kelompok Surga Eden yang lain.
Mereka melempar rumah Thantowi yang berada di Kampung Surapandan, Kelurahan
Argasunya, Kecamatan Hagamukti, Kota Cirebon tersebut. Beruntung aksi berhasil dilerai
pimpinan aksiyang mengatasnamakan Forum SilaturahmiKota Wali (Poskamal) ini Ma ssa
kemudian menyegel rumah yang dijjadikan pusat kegiatan Surga Eden itu. Begitu juga
dengan rumah di Desa Pamengkang. Mereka memasang berbagai poster dan foto
pimpinan kelompok ini dan sejumlah tulisan berskkan kecaman kepada kelompok
te rse b ut.

Pada 19 Januar, Pengurus MUl Jawa Tmur mengeluarkan fatwa sesat Aliran Brayat
Agung yang berkembang di Stubondo, Jawa Tmur. Alasan MUI karena aliran ini tidak
mengajarkan ajaran klam yang semestinya. Mereka juga meminta agaraparat berindak
tegasdengan membubarkan alirman iniagarmasyarakat Situbondo tidak bersifat anarkhis.

Pada 21 Januar, HII dan FPI memasang plang bertuliskan “Stop, bangunan ini
menyalahiPerda No. 10 Tahun 2006” yang dipasangkan didepan GKBJ Pos Sepatan yang
berada di Perumahan Sepatan Residen Blok I No. 7-8 Desa Pisangan Jaya Kecamatan
Sepatan Kabupaten Thngerang. Pemasangan plang ini menjadi puncak gangguan
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terthadap kebe-basanberbadah diwilayah utara Kabupaten Tangerang. [antaran tulisan
ini, jomaat GKBJ terpaksa “istirmhat” darikebaktian pada 24 Januarisiam. Pdt. Bedali Hulu
menyatakan asal muasal tulisan ini adalah penyebaran selebaran tentang Kriste nisasi di
Thngerang yang dilakukan oleh HIL FPI juga menyebar selebaran yang berskan
pelarangan seluruh umat Krsten mengadakan kebaktian di mana saja, baik di rumah
maupun dalam acara apapun. Keduanya dilakukan pada 2009.

Pada 22 Januar, ratusan orang yang menggunakan kendaraan bemotor selepas
sholat Jum’at melakukan pembakaran terthadap gereja HKBP dan GPdI serta rumah
Pendeta di Sbuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Iawas Sumatra Utara.
Pertama-tama mereka bergerak ke HKBP lalu menuju GPdlyang jaraknya ratusan meter
dar Gereja HKBP. Pembakaran ini dipicu oleh masalah gereja yang tidak memilki ijin
bangunan,dan berakhirdengan penyerangan oleh umat Muslm.

Pada 26 Januarn, Pengurus PCNU Pati, KH. Asmu’i Syadzalimenyatakan bahwa ajaran
A’maliyah di Desa Sukopuluhan, Kecamatan Pucakwangi, Kab. Patiadalah sesat karena
mengajarkan tentang wahdatul wujud atau manunggaling kawula gusti 2 meminta
pemimpin A’'maliyah menghentikan aktivitas perkumpulannya. Asmu’ijuga menyatakan
jka tidak segera dihentikan, maka Asmu’i akan mengerahkan masanya untuk
membubarkan paksa dan mengusirpara pemimpinnya.

Pada 28 Januarn, MUI Pati Jawa Tengah mengeluarkan fatwa yang menyatakan
Ajaran A’maliyah adalah ajaran itu sesat, MUl Merekomendasikan kepada Pengawas
Alran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) untuk ditind ak-lanjuti Menanggapirekomendasi
mi, Pakem melakukan pemantauan ajaran A’maliyah, termasuk mengumpulkan
beberapa bukti Alat yang dipakai untuk memantau aliran ini adalah 10 kitera aliran
sesat yang dikeluarkan MUL

Pada 29 Januar, warga Desa Mimng, Kecamatan Bnuang Polman, Sulawesi Barat
menyegel rumah Syamsuddin, markas kelompok Puang Malea yang berada di desa
tersebut karena dianggap sesat. Penyegelan diakukan dengan menggunakan kayu.
Penyegelan inidilakukan setelah sang pimpinan kelompokditangkap aparatberwenang.

Pada bulan Februan, telah tegjadil2 kalitindak intoleran / diskrimina si.

Pada 3 Februari sebuah mushala milk jamaah Iembaga Dakwah Iklam Indonesia
(IDID) di Dusun Kweden, Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto,
dimbohkan warga setempat. Mushala yang dibangun sejak awal tahun 2009 itu rata
dengan tanah. Ratusan warga kalap dan menggempur beramairamaitempat ibbadah
tersebut. Warga Kweden mengaku kesal dan marah terhadap jamaah IDI karena
melanggar kesepakatan soal pendirian mushala. Warga setempat tidak menghendaki
mushala tersebut difungsikan sebagai masjid sebab di kampung tersebut sudah ada
magjid. Warga juga menganggap mushala tersebut tidak b e rizin.

Pada 4 Februarm, beredar SMS (short message service) yang isinya menginstruksikan
semua komponen anggota Front Pembela klam (FPD untuk melakukan razia film yang

50



dibintangi Andi Soraya, bila dipaksakan tayang di bioskop Thnah Air. Dalam sms yang
tertulis nama Habib Fachry Jamalullai, Wakil Ketua DPD FPI DKI Jakarta itu, menyerukan
agarsemua pengurus dan anggota DPD/DPC/POSKO FPImelakukan aksipenolakan atas
beredamya film yang dianggap akan merusak akhlaq bangsa dengan hanya
menonjolkan syahwat dan birahi itu. TAk mau ambil nsiko, pihak K2K Production,
perusahaan film yang memproduksi fiim "Hantu Puncak Datang Bulan" akhimya menarnk
dan menurunkan seluruh bentuk pub lika si film te rse b ut.

Pada 5 Februan, Ratusan warga Kelurahan Knrawang Wetan, Kecamatan Knrawang
Tmur, Kabupaten Karawang menyegel bangunan Gereja HKBP di lngkungan
pemukiman mereka. Warga kesal karena penolakan mereka yang sudah disampaikan
sejak lama kepada pemda setempat, tidak ditanggapi Warga melakukan penyegelan
karena menolakkeberadaan gereja tersebut dilingkungan mereka.

Pada 10 Februarn, Wowo Wahyudin, Wawan Setiawan, dan Abdul Rosyid, warga
Kampung Situ Bodol Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, Garut Jawa Barat
dilaporkan warga ke MUl Garut karena sholat dengan cara membelakangi kiblat. Salah
satu anggota jemaah salatlantasmerekam kejadian dan melaporkannya kepada majels
ulama setempat. Atas ulahnya ini, mereka juga dikriminalisasidan divonis penjara oleh PN
Garut.

Pada 11 Februamn, Sekitar 150 warga Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat yang
menamakan diri Forkami menuntut Pemkot BogoragarIMBGereja Yasmin dicabut karena
dianggap memalsukan tanda tangan warga sebagai bentuk dukungan sekaligus
pemenuhan persyaratan untuk memperoleh IMBgereja.

Pada 14 Februar, Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada Indonesia (DPP PATRIA)
telah melakukan pembatasan kebebasan berkarya dan berekspresi Mreka menganggap
patung Buddha berwajah Gus Dur yang diciptakan salah seorang pematung di
Magelang telah merendahkan sosok Sidharta Buddha Gautama. Karenanya, pihak DPP
Patria mengajukan keberatan kepada Clpto Pumomo, sang pematung. Atas keberatan
i, patung yang dimaksud ditutup untuk umum semenjak 40 har perngatan wafatnya
Gus Dur. Patung ditutup dengan kata-kata semisal “Patung ditutup untuk Umum” dan
“Menunggu usulan bijjak patung inisebaiknya dibagaimanakan?”, “Mohon maafkepada
yang tidakberkenan ataskelemahan kami’.

Pada 15 Februan, sejumlah organisasimassa (ormas) slam antara lain Dewan Dakwah
Bekasi, Dewan Dakwah Kecamatan Cabang Bungin, Masyarakat Muara Gembong, Bina
An-Nisa Dewan Da’wah Bekasi, lene Centre, Majelis Mujahidin Indone sia(MMI, Forum
Silaturahmi Masjid dan Mushala Galax dl, memprotes dan menyegel pembangunan
Gereja GPIBB Gallea di Perumahan Thman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi Mereka membentangkan kain sepanjang 50 meter yang
isinya menolak pembangunan gereja tersebut. Penyegelan diakukan dengan alasan
bahwa Gereja GPBtersebut belum menyelesaikan surat izin mendirkan bangunan (IMB)

darnPemerintah Kota (Pemkot) Bekasi
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Pada 18 Februari Abraham Felix, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bekasi
melakukan tindakan tidak toleran dengan cara memegang AlQuran sambil
mengacungkan dua jan tengahnya, dan memasukkan ke dalam kloset. Gambar itu
dimuat disitus Yayasan Bellarminus Be ka si.

Pada 18 Februarn, GARIS Gerakan Reformasi kflam mendemo Gereja Katolk Stasi
Caparyang berokasididesa Sdawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. GARIS
menyampaikan tuntutannya kepada pihak gereja Stasi Capar karena ada permintaan
seorang warga yang menulis permohonan kepada GARISsebab merasa terganggu oleh
perbadatan Gereja, yang diakukanbersamaan dengan sholat maghrb. Dengan
demikian Gereja dianggap tidak punya toleransi atas jam ibadat mereka. GARIS juga
mempertanyakan IMBgereja stasiCaparkarena rumah yang digunakan untuk benbadat
itu bukan Gereja. Jika tidak ada IMB, mereka akan membekukan kegiatan umat, dan
menyatakantidakada kompromi

Pada 22 Februarn, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukec apil) Sido aro
mengosongkan isian agama di KIP dua warga keturunan Honghoa pengikut Khonghuc u.
Kedua warga tersebut mengurus KIP pada 13 Januaridan 5 Februar 2010. KIP milk dua
orang tersebut tidak terisiagama Konghucu. Kasi Ke pendudukan Dispendukc apil Ba ktia ni
Agustiningrum mengatakan, mungkin ada dua kesalahan yang tegadi di kecamatan.
Pertama, sistem yang belum tersetting lengkap sesuai standar Depdagn Kedua, staf
kecamatan yang salah dalam mengoperasikan saatinputdata di KIP. Menurut dia, pada
sistem yang tersetting, kolom agama keenam yang tertulis "lainnya"akan secara otomatis
mengeluarkan tulisan "Konghucu'.

Pada 22 Februar 2010, MUI Kec. Arjasa, Warga Desa Angon-angon, Kepala Desa
Desa Angon-Angon, Arjasa, Kangean, Sumenep Madura melakukan kriminalisasitethadap
Sawamiyah karena diduga menganut aliran sesat. Sswamiyah disidang di hadapan MUIL
dan Muspika Arnasa. Dalam pertemuan itu, Samawiyah mengaku beralah dan
menyatakan bertaubat.

Pada 25 Februar, 1.000 orang warga mengepung dan menyerang Yusuf alias Pak Sofi
dan 18 pengikut tharkat Qodariyah wa Naqgsabandiyah (alMubaqorah) ketika
berdangsung klarifikasi ajaran tersebut di Masjid Jami Raudlatul Muttaqin, Mumbulsan,
Jember. Warga membawa batu dan potongan kayu dan nyaris membakar delapan
kendaraan bemotor milk pengikut tharkat tersebut. Polisi kkmudian mengevakuasi 18
orang ke Mapoles Jember. Jamaah tharkat tetap berada di Mapoles sampai mereka
mendapat kepastian pengamanan atas keselamatan jiwa mereka. Mereka berada di
Mapolessampaitanggall Maret 2010. Pada hariyang sama, tiba-tiba 18 orang tersebut
secara mengejutkan menyatakan taubat dan kembalipada ajaran klam yang ‘benar.
Mereka juga dengan suka rela menandatangani surat pemyataan bersalah dan minta
maaf kepada masyarakat Jember. MUl bersama dengan PCNU dan Muhammadiyah
bemeran penting dalam ‘meng-klam-kan’ ke mbali pengikut tharnkat te rsebut.

Pada bulan Maret, telah terjadi 12 kalitindak intoleran / diskrimina si.
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Pada 1 Maret, FPImelakukan penolakan mendirikan rumah ibadah (Gereja) sampai
pada upaya menekan Pemerintah Kota Bekasi untuk menutup/menyegel rumah Ibadah
Jemaat Gereja HKBP Pondok Tmur Indah. Mereka juga melakukan tindakan ancaman
dan intimidasi dengan cara memaksa Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur lhdah, Bekasi
untuk tidak melakukan ibadah ditempatibadah Jemaat Gereja HKBP Pondok Tmurhdah
yang beralamat didJalan Puyuh Raya No. 14, Pondok Timur hdah, Bekasi, Jawa Baratdan
dilokasilbbadah yang beralamat di Kampung Ciketing, RT03/RW 06, Pondok lndah Tmur,
Bekasi imur, Jawa Barat.

Pada 3 Maret, sejumlah warga di Kebon Cau, Teluknaga. Kapolsek Teluknaga,
Thngerang, AKP Amarmelaporkan H Suhata, pimpinan Perguruan Candrabuana dengan
tuduhan menyebarkan aliran sesat. Ketua FUl Kecamatan Teluknaga Wahyudin Tha
juga menyatakan H Suhata diduga telah menghina umat klam dengan cara
memperdakukan kitab sucidengan cara tidak sopan. Akibat laporan itu, polisimemanggil
H Suhata untuk diminta keterangan, namun dalam pemerksaan diketahui bahwa
merupakan sebuah perkumpulan silat dan pengikutnya harus mendalami ilmu agama
klam. Ketikka dilakukan pemerksaan ratusan warga mendatangi Mapolsek setempat
untuk meminta pertanggungjawaban H Suhata atas tuduhan tersebut, namun petugas
mengamankan H Suhata agartidakteraditindakan anarkis.

Pada 10 Maret, Walikota Banjarmasin menetapkan Perda Wajb Baca Tulis al-Quran
bagi siswa SD/MI SMP/MTs, SMA/MA, SMKdan calon pengantin yang beragama klam.
Perda No. 4 Th. 2010 inimerupakan mata pelajaran baru dan tersendir. Bagimereka yang
lulus, maka akan diberkan sertifikat yang akan berakibat pidana dipalsukan. Kelulusan
mata pelajaran niberakibat pada bolehnya melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih
tinggi Sementara bagicalon pengantin, ia tetap dapat menikah asal membuat surat
kesanggupanbelajarbaca tulisalQuran.

Pada 12 Maret beberapa orang anggota FPI melakukan intimidasi terthadap Ull
AbsharAbdala di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ull yang hadir sebagai
pengunjung sidang Judicial Review Undang Undang No. 1 PNPS 1965. Seorang pria yang
mengenakan peci putih dari balkon tengah memanggi manggil “Ll, L Saya mau
salaman nih,” lalu datang menghampin Setelah bersalaman, lelaki itu malah
menudingkan telunjuknya ke muka Ull sambil ber teriak-teriak jika Ull orang yang akan
menghancurkan klam. Seorang lelakilain juga ikut berterdak. “Sudah lulus dan kraelya?”
teraknya. Polisi dan petugas pengamanan MK bertindak sigap sehingga tidak ada
tindakan lebih jauh.

Dihari dan tempat yang sama, massa FPI yang menjadi pengunjung sidang
meneriakkan kata-kata “Huu, PKL, Bohong” ketika Yuniyanti bersaksi mewakli Komnas
Perempuan dalam agenda mendengarkan saksi dari MK dan saksi dar pihak terkait
dalam rangka sidang ujimater UU PnPs.

Pada 12 Maret, warga anggota Forum Umat slam Bersatu menolak pembangunan

Pembangunan Kapel Stasi St. Maria Immaculata di Perumahan City Garden II, Kalideres,
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Jakarta Barat. Dengan menggunakan palang kayu mereka memblokade jalan masuk ke
perumahan Citra Garden City lldimana kapeltersebut dibangun. Beberapa darimereka
bahkan masih terihatberjaga-jaga disekitarlokasiagarjangan sampaiada pekerja yang
meneruskan pembangunan. Mereka memasang spanduk yang berbunyi, “Kami tidak
akan membuka akses masuk kalau kapeltidak direlokasi”. Pembangunan kapelinisendir
sudah mendapat izin sejak 18 Januarn lalu. Merka juga menutup beberapa ruas jalan
menuju perumahan Citra Garden City Il dan IV, bahkan sampai tanggal 14 Maret
sehingga jemaatyang hendakmelakukan kebaktian harusmencarjalan alte mative.

Pada 15 Maret, MUICimanggis Depokmengeluarkan ancaman akan membubarkan
pengajian pimpinan Ustadz Hanafi di di RI003/07 Mekarsari, Cimanggis, Depok apabila
yang bersangkutan tidak memenuhisejumlah persyaratan dari MUL Pengajian inidiprotes
warga karena dinilai sesat. Namun MU mengatakan pengajian ini boleh terus jalan asal
tidak melanggar persyaratan, antara lain tidak memungut iuran sebesar 50 ribu kepada
jemaahnya. Kalau melanggar,akan dibubarkan.

Pada 21 Maret, MUIBuol SulawesiTengah memaksa warga Ahmadiyah yang menjadi
transmigran di kabupaten tersebut keluar dar Buol dan kembali ke kampong halaman
mereka di Sukabumi MUI beralasan, bahwa Ahmadiyah adalah kelompok sesat seusi
PNPSNo. 11965 dan fatwa MUItahun 1980.

Pada 24 Maret, seskelompok orang menggunakan seragam Iaskar Pembela Eklam
(Underbow FPD) melakukan penyerangan terhadap Siti Aminah, M. Choirul Anam, Uk
Parulian Shombing, Sidik Bintara, kuasa hukum pemohon Judicial Re view PNPSNo. 1 tahun
1965 ketika sedang berstrahat makan siang di kantin Mahkamah Konstitusi Mereka
mengintimidasi dan menendang tanpa kendali seshingga para kuasa hukum harus
diamankan petugas MK

Juga pada harn dan tempat yang sama, Sekelompok orang berpakaian putih
menghadang budayawan Garnn Nugrmho dan menggoyang-goyangkan mobinya ke tika
hendak keluar dari MKselepas memberkan keterangan sebagai saksi uji materl Undang
undang No. 1 PNPS1965. Garin dianggap akan membela pemohon ujima te ril ini.

Pada 26 Maret, massa Forum Umat klam (FUD Jatim menyerbu dan menyegel kantor
GAYa Nusantara (GN), di Jalan Mojo Kdul Surabaya. FUl menganggap Kantor GN
sebagaisimbolkeberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBI di
Jawa Tmur. Aksi ini merupakan rangkaian dar aksi membubarkan paksa Konferensi
Regional the Intemational Iesbian, Gay, Bisexual Trans and Intersex Association (ILGA)
Asia Keempat yang sedianya dihelat di Surabaya pada 26 — 28 Maret 2010 oleh FUL
Massa mengakhii aksi ‘teromya’ dengan mencoret-coret pagar kantor GN dengan
tulisan, “IGA-lesbian-gay, Teroris Moral’. Mereka juga menyegel dan menggembok
pagar kantor GN. Akibat aksi ini GN tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama sebulan
penuh. Polisi tidak mengambil tindakan yang berarti untuk menghentikan aksi teror dan
pembubaran paksa yang dilakukan oleh massa FUL
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Pada 26 Maret, Massa FUl melakukan sweeping dan pembubaran paksa Konferensi
Regional the Intemational Iesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)
Asia KeempatdiHotelOval Surabaya. Sebagian peserta aksijuga menerordan me mukul
salah seorang board IIGA ASIA. Massa juga mengusir paksa peserta konferensi (baik
regionalmaupun peserta intemasional) untuk meninggalkan Surabaya.

Pada bulan April, telah tejadill kalitindak intoleran / diskrimina si.

Pada 1 Aprnl warga di Kecamatan Parung Bogor menghalangi kegiatan ibadah
Jemaat Gereja Katolkk Paroki Santo Johanes Baptista yang berada di wilayah tersebut.
Penghalangan dilakukan oleh massa dengan mengancam kegiatan ibadah jemaat.
Dalam rangka menghindarn amuk massa, Muspika Parung meminta agar jemaat
memindahkan lokasi ibadah. Muspika juga memfasilitasi penyediaan tempat kebaktian
sementara.

Pada 4 April, IP3SI Garut menganggap bahwa Darul klam Flah yang berada di
Kampung Babakan Cipar Desa Sukalaksana Kecamatan Pangatikan Garut merupakan
ajaran yang sesat dan menyesatkan. Aliran ini dinilai me menuhi unsur se puluh krite ria
ajaran sesat yang ditetapkan Majelis Uama Indonesia (MUD, juga secara yuridis formal
berdasarkan ketentuan hukum melanggarPermpres No.1/1965 jo psl 156.a KUHP tentang
penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama dan perbuatan makar IP3SI
bersama Muspida memberkan waktu selama tujuh har tethitung sejak 3 April 2009, agar
kelompok Darul klam Fllah bisa menentukan sikap dengan dua pilhan, yakni kembali ke
jalan yang benar atau tetap bersikeras mempertahankan ajarannya. Jika
mempertahankan ajaran, maka akan diselesaikan melaluijalur hukum.

Pada 16 Aprl ratusan warga Desa Baratan, Kecamatan Binakal Kabupaten
Bondowoso meminta Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional memecat Kepala
Sekolah SDN Baratan, Abdul Gani, karena warga menilai Ganitelah melakukan penistaan
tethadap agama dan menyakiti kaum Muslimin. Penistaan yang dimaksud adalah
perkataan semua Malaikat itu bodoh dan menyebutkan lafaltidak ada tuhan selain aku
(Ia daha illa ana). Selain itu, mereka meminta agara sang kepala sekolah diproses secara
hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bedaku. Jika dalam waktu
sepekan Gani tidak dipecat, warga mengancam akan bertindak sendii. Kepala Desa
Baratan menyatakan ulah sang kepala sekolah ketedaluan dan yang bersangkutan tidak
mau minta maaf.

Pada 16 Aprl warga Dusun Padusan, Desa Bangkal Kabupaten Sumenep, menolak
pendinan masjid yang berada di dusun tersebut karena khawatir dijadikan sebagai
sarang terors. warga beramairamai mendatangi Balai Desa Bangkal mereka tidak
sekadar meminta infromasi tentang keberadaan masjid tersebut, lebih dar warga juga
menuntut Kepala Desa menghentikan proses pembangunan masjid.

Juga pada 16 Aprl, massa yang menamakan dirinya Forum Anti Buddha Bar (FABB)
berunjuk rasa di Pengadilan Negern Jakarta Pusat. Massa yang jumlahnya sekitar 20-an itu
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menuntut pergantian nama dan omamen yang ada ditempat hiburan malam itu. Pihak
FABB meminta pengelola mengganti nama dan semua omamen yang terkait dengan
agama Buddha. Mereka juga mengajukan tuntutan hukum supaya pihak Buddha Bar
dicabutizin operasionalnya dan diminta membayargantirugimaterialdan immateral

Pada 17 Aprl, Berawal darn kecuirgaan Bindereh Abdul Hamid terhadap sebuah
tharkat yang berkembang di daerahnya sebagai alran sesat. Abdul Hamid kemudian
menuntut agar Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait untuk bertindak. PCNU
Probolinggo telah melaporkan aliran tharkat tersebut ke Polres Probolinggo. Selain PCNU
Probolinggo dan MUL Gerakan Pemuda (GP) Ansor Probolinggi mendesak agar MUI
setempat bertindak dan tidak membiarkan ajaran itu terus menjamur di tengah
masyarakat. GP Anshor siap berada dibarsan paling depan dalam upaya penumpasan
dan pemberantasan aliran sesat tersebut. Otoritas Kepolisiin Resort Probolinggo.
Kapolres Probolinggo, Ajun Komisaris Besar Afriandi, menegaskan bahwa pihaknya telah
melakukan penyelidikan diniterhadap isu tersebut.

Pada 19 Apri, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bekasi mengeluarkan
Abraham Felix dar sekolah karena diduga telah melakukan tindak penodaan agama.
Dugaan penodaan agama tersebut diakukan pada bulan Februan, yakni dengan
memegang al Quran sambil mengacungkan jar tengahnya. Perstiwa itu diabadikan
rekannya, Johanes memakai kamera handphone. Keluarga Abraham Felix mengaku
cemasdengan nasib pendidikan anak mereka. Pasalnya, setelah menandatanganisurat
pengunduran diridarn SMAN 5, taksatu pun sekolah yang menerma putranya.

Pada 26 Aprl, Ketua Gerakan Reformis klam Jawa Barat Suryana Nur Fatwa
menginstruksikan agar anggotanya melakukan sweeping terhadap buku Tsunami
Membuktikan Abuya Putra Bani Tamim (Satria Piningit), mencarn, dan membakamya. Buku
ini dianggap menyatakan bahwa Abuya seolah menjadi pewars Rasululah SAW,
padahal seharusnya pewaris nabi adalah ulama bukan Satria Piningit seperti yang
digambarkan Abuya. Mereka juga mengimbau toko buku agar tidak menjual buku itu
dan mengancam akan mendatangi pihak penerbit. Ketua Dewan Syuro FPIdan AGAP
Kota Bandung yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah klam
Indonesia Kota Bandung Himan Firdaus juga menginstruksikan 10 rbu anggota dar 3
organisasi itu untuk mensweeping buku tersebut dengan alasan senada. Anggotanya
diinstruksikan untuk mengecek, menginvestigasi, dan sweeping.

Pada 26 Aprl sebuah perusahaan pengembang bemama PT Ganda Reksa Mula
menghalangi jamaah muslim yang akan melakukan ibadah di Masjid Al khlas yang
tedetak didalan Timor 32 Medan. Tindakan ini dilakukan dengan mencopot plang masjd,
memagarimasjid engan seng dan melarang orang-orang berbadah ditempat tersebut.
Alasan pengembang ini karena tanah yang menjadi lokasi masjid sudah ditukar guling
oleh pemilk sebelumnya yaknikantorPerhubungan Daerah Milite r | Bukit Barisan (Hubdam
I/BB) dengan PT Ganda Reksa Mulia.
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Pada 27 Aprl sekitar 1.000 orang mendatangi dan merusak serta membakar tiga
bedeng pekera, satu kantor kontraktor, dua mobil, dan tangkibahan bakarsolardiareal
pembanguan Wisma BPKPenabur didalan Thman Safari di Desa Cibereum, Kecamatan
Cisarua, Kabupaten Bogor. Penyebabnya, massa menduga BPK Penabur akan
membangun rumah perlbbadatan diarealtersebut.

Pada 27 Apri, Font Pembela slam (FP) Pamekasan melaporkan penodaan agama
yang dilakukan oleh ZN, warga Desa Buddhegen, Kecamatan Pademawu ke Kejaksaan
Neger (kejar) Pamekasan karena ajaran tersebut tak sesuaidengan klam. FPI menuduh
tokoh tersebut menyebarkan ajaran Milah Ibrahim. Berdasarkan tudugan FPI aliran ini
dianggap sesat karena mengajarkan sholat lima waktu tidak wajib; Nabi Muhammad
SAW dalam dakwahnya dengan kitab Iji; tidak ada kata muhrnm diantara anggota
jamaah; dan orang lain yang belum masuk aliran ini dianggap sebagai binatang. ZN
Sudah pemah diusirwarga saat menyebarkan aliran inidi Kolpajung, Pamekasan.

Pada bulan Mei, telah tejadil3 kalitindak intoleran / diskrimina si.

Pada 4 Mei, sejumlah tokoh antara lain KH. Farid Mujb, pengasuh Ponpes Mambaul
Ulum Jember melaporan Bupati Jember ke Polisi Bupati dilaporkan ke polisi karena
dituduh menodai kKlam. Hmpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR) mendemo dan
menuduh Bupati telah menghina Nabi Muhammad. Pelaporan ini terkait pidato sang
Bupati dalam acara "Dialog Solutif Bedah Potensi Desa" di Desa Garahan, Kecamatan
Silo, Jember pada 28 Aprnl 2010. Senin 3 Mei 2010, Bupati telah melakukan klarfikasi dan
menyatakan tak pemah bemiat menghina Nabi Muhammad SAW. la justru bermaksud
mengajak masyarakat meneladani perilaku Nabi Bupati Djalal menyampaikan klarifika si
dan permintaan maaf di hadapan wartawan, usai menemui MUl Jember, KH. Sahilun A.
Nasir.

Pada 6 Mei Warga Dukuh Nglumbu Desa Tejorejo Kecamatan Ringinarum, Kendal
menyerbu pengajian aliran Seco dan nyars membakar rumah Sukono yang menjadi
tempat pengajian karena dianggap menyebarkan paham sesat namun dapat dicegah
pihak keamanan. Kesesatan yang dimaksud, menurut salah satu sumber, dikarenakan
pengikut aliran tersebut tidak ada kewajiban salat ima waktu dan apabila pengikut
sudah memilki Kartu TAnda Anggota (KIA) dijjamin masuk surga. Akibatnya, 25 orang
diamankan Polres Kendalke kantorpo lisi

Pada 7 Mei, sekitar 20 orang warga dari RW 06 Kelurahan Karasak, Kecamatan
Astanaanyar, Kota Bandung, mendatangisebuah rukan yang sedang direnovasididJalan
Soekamo Hatta No.405, Jumat (7/5/2010). Bangunan tersebut diduga diadikan gereja
tapi tak berizin. Perwakilan warga, Yosep Solehudin mengatakan, selama aktivitas itu
berdangsung pihak tempat ibadat tidak berusaha memprses izin bangunan yang
dimanfaat untuk kegiatan ibadat. Menurut Yosep, warga setempat tetap keukeuh agar
tidakada lagikegiatan disepertiitu.
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Pada 13 Mei, perkumpulan Eklesia Apostolik dilaporkan ke polisi oleh Ketua Sekolah
Tnggi Imu Kesehatan (Stikes) Graha Edukasi Makassar Julianus Ake kepada Kepolisian
Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Makassar Perkumpulan ini dituding
meresahkan karena anak gadis Julianus yang diduga menjadi anggota perkumpulan ini
sudah tak mau lagike gereja untuk berlbadat kecualike tempatibadah aliran tersebut.
badah yang dimaksud berdangsung setiap han Jumat dan Minggu sampailarut malam.
Keponakannya yang juga anggota bahkan sudah jarang pulang ke rumah.

Pada 14 Mei, massa dariomas klam menggeruduk Perumahan Harapan Indah untuk
memprotes keberadaan patung tiga mojang Bekasi Massa meminta agar patung '3
Mojang' yang berada di pintu masuk Perumahan Harapan Indah, Bekasi itu dibongkar
karena dinilai tidak sesuai dengan etika muslim. Massa menganggap, pembangunan
patung tersebut tidak mengandung etika klam. Dianggap tidak sesuai dengan etika
klam karena patung setinggi 15 meter di depan pintu masuk kompleks perumahan itu
memakaipakaian jeniskemben yang menempelbadan patung dengan ketat.

Pada 15 Mei, Pemerntah Provinsi Kalimantan Selatan melahirkan kebiakan
diskiminatif dengan akan menerapkan Perda No. 3 tahun 2009 tentang wajib baca tulisal
QurandiKalsel Materi baca tulis alQuran akan menjadi salah satu maten wajb di
sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan mulaitahun ajaran 2010/2011 sebagaibagian dan
kurikkulum nasional Me skipun Perda mihanya berdaku bagipelajar muslim, namun menjadi
kebijakan diskriminatif karena hanya mengistimewakan satu kelompokagama.

Pada 17 Mei, Sekretaris MUl Banten, Syibli Sanjaya meminta agarpengurus ke sultanan
Banten membatalkan ceramah dalam rangka perayaan bulan pumama (full moon?) di
Masjid Banten yang biasanya dibanjir rbuan pengunjung untuk “menjauhi timbulnya
masalah baru”. Syibli menyatakan bahwa Ba’asyir dalam ceramah sebelumnya di
Banten menyatakan bahwa pemernntah adalah thaghut atau setan karena tidak
menetapkan syarah.

Pada 18 Mei, Padepokan di Dusun Saruwiru Kaler, Kecamatan Surian, Sumedang,
Jawa Barat, dirusak massa dariormas slam karena dituding sebagaimarkas ajaran sesat.
Warga sekitar melaporkan Aa Sunarto telah mengaku-aku sebagai nabi dan tidak
memerntahkan pengikutnya mendiikan salat. Penyimpangan lainnya adalah anggota
aliran Hati Terang harus dinikahkan kembali karena perkawinan diluarpadepokan tidak
sah.

Rabu, 19 Mei Tm Pengacara Muslm (TPM) meminta agar pihak kepolisian segera
menindak Gatot Kusuma Wardana (GKW), tokoh yang ditubuh sebagai‘NabiPalsu’ asal
Ngantru, Tulungagung, karena dianggap telah meresahkan masyarakat Tulungagung,
dan Jawa Timurpada umumnya. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh Gerakan Umat
Elam Bersatu (GBUD Jatim pada 31 Mei 2010. Tuntutan ini berawal dari pembertaan
Ahmad Fathoni (Wakl Ketua MUI Tulungagung) dan Suhaminto (Anggota DPRD
Tulungagung fraksi PDIP) bahwa GKW telah menyebarkan ajaran sesat. Berita tersebut
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juga menyatakan bahwa MUI Tulungagung telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap
ajaran yang disebarkan oleh GKW diNgantru.

Pada 20 Mei, Suhaminto, anggota DPRD dar Fraksi PDEP dan Ahmad Fathoni, Wakil
Ketua MUI Tulungagung dan Ketua PCNU Tulungagung menyatakan bahwa aliran yang
dipimpin Gatot Kusuma Wardana (GKW) yang berada di Desa Ngantru, Tulungagung
sebagai aliran sesat. Menurut Suhaminto, aktivitas religi Gatot dinilai tak lazim dan
disinyalir menyimpang. Ketua PCNU Ahmad Fatoni yang juga menjabat sebagai Wakil
Ketua Majelis Uama menilaiajaran Gatot menyesatkan, termasuk diduga Gatot mengaku
sebagainabi Ajaran inidianggap membuatresah warga Ngantru sebab. Pasalnya Gatot
Kusuma Wardana dinillai datang menyebarkan aliran baru dar agama klam dan
mengakuidinnya sebagainabiuntukbangsa Indonesia.

Pada 28 Mei massa dari FPI Merwbohkan patung naga didalan Kempol Mahmud —
Jalan Niaga Singkawang Kalimantan Barat. Menurut para pelaku, pembangunan patung
naga tersebut tidak berdasarkan Perda sebagaimana ketentuan peruntukan di fasilitas
umum, karena patung naga tersebut merupakan lambang yang sakral bagi umat
Konghucu, yang bukan pada tempatnya. Pembangunan tersebut juga dianggap tidak
berizin dan keberadaannya sangat melukaihatiumat slam.

Pada 30 Mei, rbuan warga yang tergabung dalam Gerakan Lklam Bersatu (GIB)
berunjukrasa ke Kantor DPRD Kota Thnjungbalai menolak keberadaan patung Buddha
Vihara Ti Ratna dan Kelenteng dikawasan Water Front City atau reklamasi Pantai Sungai
Asahan, Tanjungbalai Sumut. Mereka meminta agar patung Buddha di vihara tersebut
dibongkar. Mereka beralasan pembangunan kelenteng dan renovasi vihara dengan
ukuran besar, tidak pemah mendapat rrkomendasi Forum Komunikasi Unat Beragama
(FKUB) Kota Thnjungbalai Selain itu, Patung berhala di Vihara THi Ratna dapat mengikis
akidah dan citra kota sebagaidaerah rellgius.

Pada 31 Mei Gerakan Umat slam Bersatu (GUIB) Jawa Tmur di bawah koordiasi
Majelis Uama Indonesia (MU PropinsiJawa Tmurmengeluarkan pemyataan sikap terkait
keberadaan aliran yang dipimpin GKW. Yakni Gerakan Umat klam Bersatu (GUIB) Bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh saudara Gatot K Wardana yang mengaku dirnya
sebagai Rasul jelasjelas merupakan bentuk pelecehan terhadap Iklam dan merupakan
perbuatan yang menyesatkan; meminta kepada pihak yang berwajb untuk segera
menindak yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang bedaku untuk menghindan
adanya halhalyang tidak dinginkan. Surat pemyataan iniditantanganioleh Koordinator
GUB Jawa Tmur, Abdumahman Aziz, Ketua MUI Jatin (KH.  Abdushomad Bukhorn, dan
Sekretaris MUIJatim (H Imam Thobroni). Pemyataan sikap mijuga didukung oleh sejumlah
omasdidatim, termasuk NUdan Muhammadiyah.

Pada bulan Juni, telah terjadi 13 kalitindak intoleran / diskrimina si.

Pada 7 Juni, Belasan Organisasi Massa (Omas) di Pekanbaru, mendesak pemerntah
untuk segera membubarkan Ahmadiyah dan melarang segala aktivitasnya di Indonesia.
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Desakan tersebut tertuang dalam ikrarbersama antaromas, dihadapan Gubemur Riau
HM Rusli Zainal SE MP, Ustad kondang Arifin Tham, di SMP klam Terpadu Future MrSM Amin
(Thuanku Tambusai ujung, red). Omas yang hadir diantaranya Front Pembela lam (FPD,
Nahdalatul Uama (NU) Pekanbaru, Gerakan Pemuda Anshar, Hizbut Thhrir hdonesia (HII),
Gema IKMI Riau, Pemuda Bintang Bulan Riau, Partai Bintang Bulan, PKS Riau, HMI dan
beberaoa organisasilainnya.

Pada 8 Juni, Ahmad Thantowi yang didakwa melakukan penisataan agama dan
pencabulan dikeroyok puluhan massa dar ommas klam saat menuju ruang utama PN
Sumber, Crebon. Koordinator GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Alian Sesat), Andy
Mulya nenyatakan bahwa aksiitu diluarkoordinasi Penyebab aksiitu, kata Andy, karena
kekesalan warga atas sikap Thantowi yang tidak menunjukkan rasa beralah dan
membantah semua perdagangan selama peridangan beralan. Tontowi didakwa
karena dianggap menodaiagama melaluialiran Surga And yang ia sebarkan.

Pada 8 Juni, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama
menginmmkan surat kepada Ketua Vihara Ti Ratna Kota Thnjungbalaiyang bersi himbuan
untuk memindahkan patung Buddha yang berada diatasvihara Tii Ratna ke tempat laimn.
Alasannya demi memelhara kepentingan kerukunan hidup umat beragama di Kota
Thnjungbalai Namun pada 25 JuniDijen Bimas Buddha Depag mencabut surat tersebut.

Pada 10 Juni, rencana ubah fungsikantorgereja menjadirumah ibbadah di Kelurahan
Ngrowo, Kecamatan Kota Bojonegoro, ditolak masyarakat setempat. Warga menolak
adanya bangunan alih fungsi yang sudah sampai pada tahap penyelesaian tersebut.
Sejak awal pembangunan kantor tersebut pada 1997, warga sebenamya sudah tidak
setuyju dan meminta dipindah. Warga akhimya mentoleransi karena izin pendiran
bangunan tersebut diperuntukan sebagai kantor. Warga kembali marah terkait dengan
rencana mengubah fungsi kantor tersebut menjadi Gereja Betani tersebut. Warga
berdalih, masyarakatdisekitarbangunan merupakan mayortas muslm.

Pada 15 Juni, Massa dari HM21 berunjuk rasa menuntut pembongkaran 3 gereja didi
Jalan Harapan Uung, Tembiahan Hulu, hdragir Hilr yang dianggap illegal karena tidak
memilki izin. Mereka menginap sampai lima hard dan meneruskan demo sampai sang
bupati yang sedang di luar kota merespon. Mereka mengancam akan mengmap di
kantorbupatijika tuntutan tersebut tak juga dipenuhi

Pada 17 Juni, ratusan anggota Front Pembela klam (FPD di Tasikmalaya, Jawa Barat
melempar Kasiman yang dianggap sebagai Nabi palsu dengan botol air mineral di
sebuah pemidangan di Gedung Dakwah MUL Mereka juga melakukan sweeping dan
mengejarpelaku saat hendak dievakuasi petugas ke margedung. Namun, aksiitu dapat
diredam petugas.

Pada har yang sama, MUl Thsikmalaya menilai sang nabipalsu, Kasiman, dan para
pengikutnya sudah menyimpang dariajaran Islam. Aliran Kasiman menggantinama Nabi
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Muhammad SAW di kalimat syahadat dengan nama Kasiman. Nabi palsu itu juga
membenarkan perbuatan berbohong.

Pada 19 Juni, Menkominfo Tfatul Sembiring telah berdaku tidak toleran dengan
ucapannya dalam sebuah diskusi yang digelar di Kementerian Kominfo. Me nkominfo
mengatakan, ketidaktegasan ketiga selebriti (Ariel, Iuna, dan Cut Thr) dalam menyikapi
kemiipan mereka dengan pemain video pomo tersebut akan bermplikasi panjang, yaitu
sebagaimana implkasiperbedaan keyakinan umat klam yang menganggap yang disalb
itu hanyalah mirp Nabi lsa, sementara umat Kisten menganggap yang disalibb adalah
Ye sus.

Pada 19 Juni, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Pemerintah Kota
Bekasi, menurunkan patung tiga mojang Bekasidi Perumahan Harapan indah Bekasiatas
dasar instruksi Bupati melalui surat bemomor 300/1118-set/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010
dengan alasan keamanan. Perintah pembongkaran keluar setelah adanya pernanjan
peranjian lisan antara Walkkota Bekasi Muc htar Muhammad dan Ustad Murhali Barda
mewakli Omas klam Bekasi Penurunan diakukan dengan alasan agar tidak
menimbulkan konflk dikalangan masyarakat.

Pada 21 Juni, Bupati Pamekasan, Kholilumahman, telah bertindak diksrimina tif kare na
mengusulkan pemberakukan jam malam khususnya bagiremaja putr di kota tersebut.
Dalam usulan peraturan tersebut, Bupatimenjelaskan beberapa halyang terkait dengan
ketertibban itu, para remaja pada pukul 22.00 akan dimbau untuk tidak lagi memenuhi
jalan-jalan. Dan, untuk remaja putd pada pukul 23.00 malam, dianjurkan untuk masuk
rumah. Sedangkan pada pukul 00.00 malam, remaja putri Pamekasa sudah tidak boleh
berkeliaran lagi

Pada 21 Juni, berdangsung Kongres Umnat slam Bekasi Beberapa rekomendasi dan
kongres ini antara lain: mendesak Pemerintah Kota/Kabupaten Bekasi membuat
Peraturan Daerah untuk mencegah penistaan agama, meminta pemerintah daerah
mendata ulang dan menertibkan rumah bbadah yang tidak berizin. Selain itu, kepolisian
diminta menuntaskan kasus penistaan agama yang diakukan Abraham Felix dan
gurunya Wong Crsthoper yang berdangsung pada bulan Mei 2010, serta menjadikan
Bekasisebagaikota syarah.

Pada 24 Juni massa beratrbut Font Pembela klam (FP) bersama Forum Banyuwangi
Cinta Damai, Forum Umat Elam (FUD, dan ISM Gerak membubarkan secara paksa acara
sosialisasi kesehatan gratis yang digelar Komisi IX DPR di salah satu rumah makan di
Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tmur. Pembubaran ini dilakukan karena
menganggap acara tersebut ditunggangi ajaran komunis. Acara tersebut merupakan
rangkain acara Kunjungan Kega (Kunker) Komisi X DPR di Jawa Tmur. Acara tersebut
dihadiri oleh Ketua Komisi IX DPR, Dr. Ribka Tiptaning dan anggota Komisi IX, Rieke Dyah
Ayu Pitaloka, dan Nursuhud. Polisi membiarkan massa membubarkan acara tersebut
meskipun ada dilokasikejadian.
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Pada 29 Juni, Mejelis Uama Indonesia (MUD) Cabang Jombang meminta Pemkab
Jombang memberdakukan peraturan daerah yang mengatur agar seragam sekolah
untuk pelajarputidantingkat SD hingga SMA disesuaikan dengan syarat lam. Pasalnya,
saat ini di Jombang banyak pelajar yang manggunakan rok mini. Padahal hal itu tidak
sesuai dengan syariat klam karena memperihatkan aurat. Usulan tersebut merupakan
rekomendasi Rakerda MUI yang dikuti seluruh anggota MUI dan sejumlah kiai di
Jombang. MUI juga merekomendasikkan peraturan daerah tentang standar pakaian

seragam putd tersebut diwajbkan kepada seluruh siswi, bukan hanya yang beragama
klam.

Pada bulan Juli telah terjadi 14 kalitindak intoleran / diskrimina si.

Pada 10 Juli Gedung GKJ Sukemwjo di Pepanthan Curug Sewu, Weleri Kendal Jawa
Tengah dibakar massa yang tidak teridentifikasi pada malam Paskah. Masyarakat sigap
dan segera memadamkan apiyang baru saja menyala sehingga tidak ada kerusakan
berarti Jajaran

Pada 12 Juli nbuan warga Cisalada mendatangi lokasi jgomaah Ahmadiyah di
Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kec. Ciampea, Kab. Bogor. Mereka meminta dilakukannya
pembongkaran rumah ibadah, sekolah dan fondasi bangunan masjid. Aksiini dilakukan
oleh masyarakat berdasarkan SKB yang tingkat Kec. Ciampea yang ditanda-tangani
Camat, MU, KUA dan lainnya yang menyatakan tidak boleh adanya aktifitas jemaah
Ahmadiyah.

Pada 14 Juli ratusan warga dariberbagaiomas slam berunjukrasa di Smpang Lima,
Garut. Mereka menuntut pembersihan instansididaerah itu darijemaah Ahmadiyah. Aksi
misempat diwamaikericuhan, ketika mereka menyegelsejumlah kantorinstansididaerah
itu, seperti kantor DPRD, Badan Pengawas, dan Dinas Pendidikan. Asep Maulana
Hasanudin, Ketua Garmns Cabang Garut, menduga kantorkantor tersebut menjadi
sarangnya aliran Ahmadiyah. Asep bahkan menduga ada aliran dana sebesarRp 1 miliar
ke Ahmadiyah di Garut dari APBD.

Pada har yang sama, ratusan massa dariberbagaiomas Iklam berdemo didepan
pendopo dan rumah Bupati Garut, Aceng Fkri menuntut pembubaran Ahmadiyah.
Mereka membagikan selebaran berisipemyataan sikap tersebut. Juga menuntutut Bupati
untuk membersihkan jajaran stafnya yang terindikasi menjadi penganut Ahmadiyah
karena ada dugaan aliran ini kini sudah merasuk ke jiwa PNSdiPemda Kabupaten Garut.
Koordinator aksi, KH Mustopa Kamal menyatakan masyarakat Garut menuntut Bupati
agar menjalankan komitmennya untuk membubarkan Ahmadiyah di Kabupaten Garut.
Karena jika terusdibiarkan, ajaran Ahmadiyah seakan makin tumbuh subur.

Pada 15 Juli MUI Kota Thnjungbalai mengirimkan surat yang bersi seruan kepada
Walkota Thnjungbalai agar mengambil alih masalah patung Buddha di Vihara T Ratna
kota Thnjungbalai MUIljuga mendukung agarpatung Buddha tersebut dipindahkan dan
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tempat awal di atas vihara ke tempat lain sesuai himbauan Bimas Buddha Depag dan
Gabungan klam Bersatu Tanjungbalai

Pada 18 Juli Juli sekitar 600 orang mengatasnamakan Omas tertentu melarang
jemaat untuk berbadah di RT 03 RW 06 Kampung Ciketing, Kelurahan Mustika Jaya,
Bekasi Disamping melarang, mereka juga menyandera beberapa jemaah HKBP seusai
ibadah. Para pengurus dan jemaat Gereja HKBP melaporkan perstiwa tidak
menyenangkan yang dilakukan oleh sekelompokorang tersebut ke Mabes Polni.

Pada 19 Juli Forum Silaturahmi Limusnunggal (Fosmil) memprotes kehadiran Gereja
Pentakosta diJalan Raya Narogong, Kec. Cileungsi, Kab. Bogorkarena tidak me miliki IMB.
Mereka juga mendatangipara pejabat kabupaten dan meminta bupatimendengarkan

pemintaan mereka. Gereja akhimya dibongkar.

Pada 21 Juli Komisars Besar Polisi Boy Rafli Amar, Kepala Bidang Hubungan
Masyarakat Polda Metro Jaya menyatakan polisi akan mengintensifkan razia minuman
keras dan berkoordinasi dengan MUI untuk mengantisipasi maraknya penyakit
masyarakat lainnya selama Ramadhan 1431 H Tindakan ini adalah bentuk diskimina si
dan pengistimewaan MUIsebagaisalah satuorganisasikeagamaan didJakarta.

Pada 26 Juli Ragus Rembang, Kepala SMPN 4 Selat, Kabupaten Kualakapuas,
Kalimantan Tengah mengeluarkan perntah Lsan pelarangan jilbab. Alasannya,
pelarangan jilbab di sekolah merupakan kebijakan otonomi sekolah meski pemerntah
tidak melakukan pelarangan terkait hal tersebut. Melalui peraturan ini, sekolahnya ingin
memberkan keseragaman dan tidak tejadi pengotakan atau kelompok antara siswa
Muslm dan non-Muslm. Ketika dinspeksioleh Bupati HM Mawardipelarangan itu te myata
tidak ada; tidak ada siswi yang beribab kecuali para guru dan tidak ada siswa yang
mengakuiadanya pelarangan itu.

Pada 27 Juli sekitar pukul 05.00 WIB Masjid Fi Sabilllah Desa Immban Iobu,
Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dibakar orang tak dikenal Magjd itu
merupakan salah satu masjd tertua di Kecamatan Porsea yang diperkimkan sudah
berusia ratusan tahun. Kondisibangunan masjd tinggal puing puing dan hanya sebagian
kecilbagian dinding tertbuat daripapan itu tersisa. Ssbhelumnya Masjid ini pemah tiga kal
dibakar

Pada 28 Juli Wang Suwandi, Ketua Forum Komunikasi Unat Buddha Provinsi Jambi,
semua umat Buddha di Jambi menolak keberadaan Buddha Bar di Jakarta yang
dibangun oleh PT Nieta Vista Creative. Pasalnya, pemilk bar tersebut menggunakan
sejumlah atrbut Buddha, termasuk patung Sang Buddha dalam bamya, sehingga dinilai
mencemarkan nama baik Buddha. Karena itu, perusahaan tersebut diminta mengganti
nama Buddha Barsecara sungguh-sungguh dengan nama baru yang tidakberhubungan
dengan agama Buddha. Anggota Forum, Budi Hartosetiawan, menambahkan bahwa
Nireta Vista tidak boleh mempergunakan simbol, atribut, atau omamen agama Buddha
dalam menjalankan aktivitas usaha bar tersebut. Jika hal mi tidak dipenuhi, mreka
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menuntut agarbartersebut ditutup dan meminta pemerintah melalui Dinas Parwisata DKI
Jakarta untuk mencabut izin usaha Buddha Bar karena telah melakukan penodaan
tethadap agama inisesuaiPasal 156a.

Pada 29 Juli terjadi penyerangan ratusan massa dari beberapa Omas terhadap
perkampungan Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan Jawa
Barat. Padahalsebelum penyerangan, massa sudah berkumpuldan benstigotsah dilo ka si
terpisah. Mereka menuntut Pemkab Kuningan menutup tempat bbadah Ahmadiyah di
desa tersebut. Akibbat penyerangan tersebut, Sejumlah bangunan rusak dan beberapa
orang terluka terkena lemparan batudanbenda keraslainnya.

Pada 29 Juli seratusan massa dar Forum Anti Buddha Bar (FABB) berdemo didepan
gedung DPRD Sumut menolak kehadiran Buddha Bar karena kehadiran bar ini merusak
moralitas generasi bangsa serta dianggap telah melecehkan, menghina, menista dan
menodai agama Buddha Salah seorang koordinator aksi, S Chong, dalam orasinya
menyatakan tidak ada tempat bagi Buddha Barbermwperasiditanah airini karena bisnis
hiburan yang ditampikan bertentangan dengan dasar Negara Pancasila yang
menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Baginya, nama Buddha maupun
pemik-pemik agama Buddha sangat tedarang disejajarkan dengan kata bar yang
bemakna rendah karena melakukan usaha/bisnis yang memperdagangkan minuman-
minuman keras, bisnis hiburan malam yang mengumbarperlaku hawa nafsu rendah dan
mengarah pada tindakan asusila. Ia menuntut agar pejabat yang membern izin
operasional Buddha Bar agar dipecat, karena tidak menghargai budaya bangsa
Indonesia.

Pada 30 dJuli Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pemalang
mendesak agar Bupati Pemalang, HM Machmwes SH mempertegas sikapnya untuk
menghentikan kegiatan Gereja EPPATA Center Desa Uunggede, Kecamatan
Ampelgading. Karena selain meresahkan umat klam, status pendiran rumah ibadah
tersebut dlegal karena tidak ada ijinnya. PDM Kabupaten Pemalang, rencananya juga
akan mengajakorganisasikemasyarakat slam lainnya, sepertiNahdhatul Uama, IDI, MUL
Al Isyad, untuk bersatu dan menyuarakan sikap serupa, dengan harapan suasana
harmonisdiDesa Ujunggede akan tercipta.

Pada bulan Agustus, telah tejadi9 kalitindak intoleran / diskrimina si.

Pada 1 Agustus, sekitar 200 anggota ormas klam mendatangilokasikebaktian jemaat
gereja dilahan kosong Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi,
Jawa Barat, dan memaksa kebaktian dibubarkan karena tidak mengantongi izin. Akan
tetapi jemaat gereja tetap bertahan untuk melanjutkan kebaktian dengan dipimpin oleh
Pendeta Imspida. Thk terma, ormas Iklam marah dan memaksa jemaat gereja
meninggalkan lokasi kebaktian. Sekitar 400 personil Kepolisiin Resor Metropolitan Beka si
membuat lingkaran memakai tameng besi untuk beaga-jaga. Terjadiah aksi saling
dorong pun tak dapat dihindarkan antara aparat kepolisiin dengan anggota omas
klam yang ingin menerobos kebaktian. Di dalam lngkaran, jemaat tetap melanjutkan
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kebaktian. Terjadilah penyerangan kepada jemaat setelah mereka berhasil menerwbos
barkade.Jemaatberdarnmeminta perdindungan po lisi

Pada 6 Agustus, ratusan pelajar setingkat Ibtidaiyah darn yayasan lbnu Sina
Purwakarta dipimpin KH. Abdullah ASJoban (Ketua Forum Uama Indonesia -FUD sekaligus
pimpinan yayasan lbnu Sina dan Ust. Ridwan Syah Alam, melakukan aksi demo
mempersoalkan berdiinya patung Bma di Purwakarta. Mereka mengultimatum
pemerintah daerah untuk membongkar patung Bma tersebut dalam tempo 2x24 jam.
Mereka mendesak pemerntah daerah untuk segera membongkar patung Bima yang
tidakberdandaskan nilainiaikeislaman.

Pada 8 Agustus, teradi pelarangan berbadah oleh sekelompok massa
mengatasnamakan Omas tertentu terhadap Gereja HKBP Pondok Timur lhdah di RT 03
RW 06 Kampung Ciketing, Kelurahan Mustika Jaya Bekasi Mereka megusirjemaat gereja
yvang hendak melaksanakan ibadah Minggu. Bahkan satu bulan kemudian, massa yang
sama kembali menyerang jemaat HKBP, bahkan kali ini salah seorang darn mereka
melakukan penusukan terhadap salah seorang pengurus HKBP Pondok Timur Ind ah.

Pada 10 Agustus, ratusan massa FPI Surabaya dan Forum Umat klam (FUD Jatim
melakukan sweeping disejumlah lokalisasidi Surabaya. Aksi sweeping tersebut dilanjutkan
dengan aksi vandalisme, massa FPIdan FUlmenyerang dan merobohkan papan nama
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAD Jatim di Jalan Bubutan, Surabaya. Mass FPI dan FUI
menyita papan nama Ahmadiyah dan diserahkan kepada Majelis Uama Ihdonesia
(Jawa Tmur).

Pada 10 Agustus, FPI dan FUl menyerang dan mermbohkan papan nama Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAD Jatim diJalan Bubutan, Surabaya. Mass FPl dan FUIl menyita
papannama Ahmadiyah dan disesrahkan kepada Majelis Uama Indonesia (Jawa Timur).

Pada 12 Agustus, Pengembang perumahan, PT Cakra Sarana merbohkan Ma gjid
Nurul Janah di Cakung dengan menggunakan alat-alat berat. Menurut wakil ketua
pembangunan masjd, Arf Farwan, warga membangun masjid dilokasi PHT'blok B sesuai
kesepakatan rapat bersama pengembang perumahan, PT Cakra Sarana, dan Camat
Cakung, Inkman Hakim, Januarilalu setelah selama 4 tahun tidak ada tempatibadah di
komplek perumahan ini. Dalam pertemuan tersebut, warga hanya meminta lahan buat
magjid dan akan diserahkan oleh pengembang hingga akhir Juni Namun lahan yang
dimaksud tak kunjung ditunjuk dan diserahkan. Maka, Aprllalu warga membangun ma sjid
di lokasi sekarang dengan memakai uang sendiri dan direncanakan selesai sebelum
bulan puasa tiba.

Pada 20 Agustus, Gereja Huria Krsten Batak Protestan (HKBP) di Dusun IV Hau Napitu
Desa Gajah Sakti Kec. Bandar Pulau Asahan, Sumatra Utara, dibakar massa. Tidak puas
hanya membakar gereja, massa juga merusak dua rumah warga, kios, dan motor
Diduga, massa tersebutadalah gabungan organisasimasyarakat (omas) klam dar Dusun
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Au Napitu, Desa Gaja Sakti Bandar Pulo, Asahan, Sumatra Utara. Tidak jelas apa
sesung guhnya motif perusakan dan pembakaran tersebut.

Pada 26 Agustus, rbuan massa memwbohkan padepokan yang berada di hutan
Gunung Kukusan Desa Bendorwto Kecamatan Munjungan, Trenggalek Jawa Tmur. Warga
menilai ajaran padepokan diyakini menyebarkan ajaran Tharkat Fatoriyah yang dinilai
menyimpang darn aqidah klam. Massa memulai aksinya sekitar pukul 08.00, dan hanya
dalam waktu kurang dari tiga jam padepokan yang atapnya dan jjuk dengan dinding
dan lantaikayu tersebut luluh lantah rata dengan tanah. Seorang pengikut tharkat nyans
tewas dihakimi massa. Pasalnya, pengikut bemama Sadjuri (34) tersebut nekat
menghalang-halangimassa yang akan merobohkan padepokan.

Pada penghujung Agustus, seorang jemaah majelis pengajian di masjid Pamulang
Tengerang Selatan menyebarkan famplet yang bersi himbauan untuk menjauhi dan
menghindar toleransi. Tindakan ini diunagkap jemaah lain yang merasa tidak nyaman
dengan famplet tersebut. Menurutnya, ini adalah salah satu tindakan intoleran terhadap
agama lamn.

Pada bulan September, telah tegjadib kalitindak intoleran / diskiimina si.

Pada 3 September, ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Angkatan
Pemuda Kklam Surabaya (HAPIS) mendemo lokasi wisata kenjeran, ke mudian dilanjutkan
dengan aksi sweeping hotel short time yang berada dilokasi Pantai Ria Kenjeran. Seperti
biasa, aksi sweeping dilakukan dengan dalih lokasi tersebut dijadikan sebagai sarang
perbuatan mesum. Polisimembiarkan saja massa melakukan sweeping hotel

Pada 12 September, massa FPI Bekasi melakukan penyerangan dan penusukan
tethadap dua pendeta Gereja HKBP Pondok TmurIndah Bekasi. Pendeta Asia Shombing
menderta luka sedalam empat sentimeter dan lebar satu sentimeter di bagian perut
sebelah kanan. Selain Asia, Pendeta Iuspida Simanjuntak, juga menderta memar di
pelipis bagian kin. Pdt Inspida menyatakan bahwa pelakunya adalah mercka yang
bemakain,bercelana,dan bermpeciputih.

Pada 19 September, Kongres Umat Lklam Bekasi merckomendasikan perkara
penusukan jemaat HKBP Pondok Tmur Ihdah dihentikan untuk meredam gejolak
masyarakat. Kongres juga meminta 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan
ditahan diPolda Metro Jaya segera dibebaskan. Dua rekomendasiitu diputuskan dalam
forum silaturrahmi Kongres Umat slam bersama Wali Kota Mochtar Mohamad dan Wakil
Wali Kota Rahmat Effendi Mereka akan menginm surat permohonan tersebut kepada
Polda Metro Jaya selaku penyidik, tembusan ke Kapoli dan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Alasannya, kata Sekretaris Presiden Kongres Umat Islam Bekasi Salih Mangara
Sitompul , insiden tersebut hanya bentronkan karena kedua belah pihak sama-sama
terduka dalam kejadian tersebut.

Pada 20 September, Pemkot Mojokerto mulai mengawasi aktivitas ibbadah yang
dilakukan dirumah penduduk atau bangunan yang bukan tempatibadat. Diantaranya,
gereja dirumah makan di Kelurahan Gunung Gedangan, umah makan Jimbaran, Jalan
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Bypass, bangunan samping termimal Kertajaya, Kompleks Petokoan Sentanan Squere di
Jalan Barudan swalayan Saba didalan Majapahit Selatan. Semua lokasiyang disebut itu,
merupakan hasiipemantauan danlaporan dar Forum Komunikasi Unat Beragama (FKUB)
setempat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perdindungan Masyarakat
(Bakesbangpol Linmas) Kota Mojokerto Joko Suhanyanto mengatakan, kelima aktivitas
kegerejaan ini kini menjadi atensi pithaknya. Alasannya, selain kegiatannya dilakukan di
luar tempat ibadah, kegiatan itu juga dianggap menyalahi Peraturan Bersama Menten
Agama dan menteri Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 Thhun 2006. Wali Kota
Mojokerto, Abdul Gani Soehartono mengatakan, sejauh ini ia mengaku belum pemah
menandatangani pengajuan izin aktivitas kegerejaan dar lima lokasi yang disebutkan
Bakesbangpol Linmas itu. Malahan, kata dia, pithaknya sendii telah menginstruksikan
kepada Satpol PP untuk melakukan inve stig a si.

Pada 22 September, sebanyak 14 orang yang diduga sebagai penganut Milata
Abraham ditangkap oleh warga Peusangan Biereun. Mereka selanjutnya disidang oleh
MPUBieureun atasdugaan menyebarkan aliran sesat.

Pada bulan Oktober, telah tejadi 15 kalitndak intoleran / diskrimina si.

Pada 1 Oktober, ratusan massa menyerbu perkampungan warga Ahmadiyah di
Kampung Cisalada, Kelurahan Ciampea Udik, Kec. Ciampea Bogor. Mereka merusakdan
membakar sedikitnya 30 rumah, 1 masjd, 1 sekolah, 1 kendaraan mwda empat dan 2
kendaraan roda dua. Menyikapipenyerangan ini, Bupati Bogorjustru melemparwacana
pembubaran Ahmadiyah sebagai solusi Dia meniai Ahmadiyahlah yang menjadi
penyebab penyerangan tersebut.

Pada 6 Oktober, Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf meminta Jamaah Ahmadiyah
Indonesia (JAD) melakukan reposisi menjadi aliran kepercayaan tersendii dan keluardan
agama Bklam. Sehingga Ahmadiyah tetap bisa memegang keyakinannya dan hak
sebagai warga negara terindungi Menurutnya, banyak aliran-aliran dan itu terdindungi,
tanpa harus menjadi agama. Ini, menurutnya, merupakan langkah yang tepat karena
keberadaan Ahmadiyah sudah lama eksisdan sulit ditiadakan.

Pada 6 Oktoberlalu, Bupati lombok Barat Dr. Zaini Aroni menyatakan dalam upaya
memberkan perdindungan terhadap warga ahmadiyah, Pemkab Iobar akan membuat
kebjjakan untuk menempatkan warga terkait disalah satu Pulau yang termpisah dar Pulau
Iombok. Hal ini menurut Zaini atas pertimbangan hak azasi manusia sesuai peraturan
undang-undang.

Pada 16 Oktober, Pemerintah Kabupaten lombok Baratdan Kota Mataram NIBtelah
bertindak diskiminatif terhadap warga Ahmadiyah di wiayah tersebut. Dilaporkan
sebanyak 37 kepala keluarga warga Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa
Tenggara Barat, hingga kini kesultan mendapatkan status kependudukan. Menurut
Basiruddin Aziz, mubalig warga Ahmadiyah setempat. pada saat warga Ahmadiyah ingin
mengurus status kepedudukan di desa asal, aparat desa enggan melayani dan
mengatakan itu merupakan tanggung jawab Provinsi Nusa Tenggara Barat (NIB). "Begitu
juga saat kami ingin membuat status kependudukan di Kota Mataram, mereka
mengatakan kalau kamihanya titipan dar Provinsi NTB," katanya.
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Pada 7 Oktober, salah seorang pengurus Pmpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,
Yunahar Ilyas, mendesak pemerntah tak ragu membubarkan Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAD. Pemerintah tak perlu khawatirdengan tekanan pihak luarkarena ormas-
omas klam siap mendukung. ika pemernntah tak bersedia melakukan pembubaran, ujar
dia, akan melukai perasaan 80 persen Muslim di Indonesia. Selain itu, membiarkan
Ahmadiyah ia anggap sama saja dengan membiarkan tegadinya konflk Ia
mengungkapkan, keraguan pemerintah membubarkan Ahmadiyah selama ini disinya lir
karena adanya tekanan intemasional terutama dar Inggris dan sekutunya yang menjadi
pusat kegiatan Ahmadiyah

Pada 7 Oktober, Ketua MU KH. Ma'ruf Amin menyatakan, apabia Jamaah
Ahmadiyah Indonesia (JAD) menolak keluar dar Islam dan menjadi agama sendiri maka
dibubarkan saja. Sebab, jka keberadaan JAI dan aktivitas dakwahnya tetap dibiarkan
maka akan terus memicu konflk. Apalagi, JAI telah dinyatakan sesat oleh mayortas
ulama diseluruh dunia. Dilndonesia sendiri JAItelah melanggarSKBtiga menten

Pada 8 Oktober, Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan (Bakorpakem) yang
terdin dan pihak Kejar, Kantor Kementerian Agama, Pemkab, dan jajaran Poles
Pamekasan, menelti aliran Klam yang diduga sesat yang diajarkan oleh tokoh bemama
Supardi warga Desa Tbbungan, Kecamatan Galis, terdetak sekitar 5 kilometer dari arah
Kota Pamekasan. Bupati Pamekasan, Khollurahman, juga menggelar pertemuan
dengan jajaran Muspida di lingkungan Pemkab Pamekasan, melbatkan sejumlah
organisasikeagamaan diPamekasan, seperti Nahdlatul Uama (NU), Muhammadiyah, Al
Isyad, Majelis Uama Indonesia, dan Front Pembela klam (FPD. Pertemuan ini dilakukan
karena adanya keluhan dan sejumlah Kepala Desa yang melaporkan banyaknya warga
yang telah direkrut menjadi anggota aliran itu. Aliran klam Supardi ini diduga sesat,
karena mengajarkan kepada masyarakat bahwa shalat dan puasa hukumnya tidak
wajib, sehingga umatIslam boleh tidak melaksanakannya.

Pada 9 Oktober, Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad kepada Serambi
mengatakan, sesuai rapat pithaknya dengan Muspida plus dua harn lalu tentang aliran
sesat Milata Abraham antara lain meminta lembaga terkait mulai MPU, Dinas Syarnat
Elam, serta Kantor Kementerian Agama Birruen agar bersama-sama menyelesaikan
masalah tersebut serta mencegah agaraliantersebuttakberkembang lagi

Pada 10 Oktober, Warga Desa Buket Teukuh mengultimatum agar pengikut alian
Milata Abraham itu segera dipindahkan dan SKB Bireuen karena SKB berada dalam
wilayah desa mereka. “Kamitak mau terima pengikut aliran sesat tinggaldalam wilayah
desa kami Di desa asal mereka sendir juga diusir warga,” tegas Imam Desa Buket
Teukeuh, Ttk Musa Dbrahim yang dibenarkan puluhan warga lainnya. Keberadaan
pengikut Millata Abraham di gedung SKB ini karena diamankan pihak kepolisian Bireun
beberapa waktu sebelumnya.

Pada 12 Oktober, Kepala Dinas Syariat klam Aceh, Prof Dr H Rusjdi Al Muhammad SH
MA, mengatakan bahwa qanun tentang pedangkalan akidah dan penyelesaian aliran
sesat mutlak diperdukan di Aceh dan menjaditugas bersama untuk melahirkannya. Halini
menurutnya karena belum adanya payung hukum yang mengaturtentang pedangkalan
akidah dan aliran sesat, membuat pemerntah gamang dalam mengambi tindakan
terkait masalah itu.
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Pada 12 Oktober Sekjen Hmpunan Uama Dayah Aceh (HUDA) Txk Faisal Al minta
aparat kepolisiin untuk mengusut dan menangkap penyebar alran sesat “Milata
Abraham” di kawasan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Ia juga meminta
pihak kepolisihn melakukan tindakan pengembangan kasus tersebut ke seluruh Aceh,
karena aliran sesattersebut berke mungkinan tidak hanya diBire uen.

Pada 13 Oktober, sekelompok pemuda yang menamakan dirnya Iaskar Jihad
menyerang sebuah pertunjukan wayang yang tengah digelardi Desa Sembung Wetan di
Sukoharjo pada Sabtu malam. Mereka mengancam anggota penonton dan memaksa
mereka untuk bubar. Acara inidiangsungkan dalam rangaka perayaan kelurga Anto RM
yang anaknya diteima menjadi PNS dengan mengundang K Sukresna sebagai
dalangnya.

Pada 15 Oktober, MPU dalam rekomendasi seusai menyelengarakan Dewan
Parpuma Ulama (DPU) V merckomendasikan beberapa hal Pertama, meminta agar
Pemerintah Aceh membentuk satgas pengawasan pendangkalan akidah dan
pemurtadan, membentuk tim dakwah terpadu untuk penguatan akidah islamiah, dan
penanggulangan upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan, mendorng
percepatan pengesahan dan penerapan Qanun Pendidikan Aceh, peningkatan
pelatihan kaderdakwah, mubalig, dai, imam sylk meunasah, dan guru pengajian. Selain
itu, diupayakan pula peningkatan peran organisasi massa dan organisasi kepemudaan
dalam membina dan mengawasi akidah umat, mengupayakan peningkatan sistem
jarngan informasi dan komunikasi antarumat Iklam, serta menyesuaikan iklan promosi di
Aceh dengan nilainiai syarat klam. Rekomendasi ini ditandangani oleh tim perumus
yang terdiridari6 orang.

Pada 18 Oktober, hal yang sama juga dinyatakan Majelis Permusyawaratan Uama
(MPU) Aceh Utara bersama Dinas Syarat klam Kota Thokssumawe. Mereka mengutuk
keras aliran sesat yang teradi selama mi di Kabupaten Bireuen. Mereka meminta
Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Kota, harus dapat mengambil tindakan tegas
untuk mengantisipasi aliran tersebut. idak hanya itu, bagi masyarakat yang mengetahui
adanya penganut alimn sesat Malita Abraham diminta segera melaporkan kepada MPU,
Dinas Syarat salam dan pihak kepolisian. Me nurutnya, tujuan aliran sesat Malita Abraham
itu untuk menghancurkan agama islam.

Pada 29 Oktober, Front Pembela klam (FP) Ciamis nyars menyegel masjd
Ahmadiyah di Jalan Cipto Mangunkusumo Dusun Pakuncen Kelurahan/Kecamatan
Ciamis. Pasalnya, penganut Ahmadiyah dianggap masih melakukan aktivitas
keagamaan di masjid tersebut. Ssmentara kegiatan itu dinilai telah melanggar Surat
Keputusan Bersama Tiga Menter tahun 2008. Namun penyegelan itu urung dilakukan
setelah FPL perwakilan Ahmadiyah, Bupati Ciamis Engkon Komara dan unsur muspida
bemusyawarah dan menghasilkkan kesepakatan bahwa Ahmadiyah beyanji tidak akan
beraktivitaslagidima sjid.

Pada bulan November, telah tejadi8 kalitindak intoleran / diskimina si.

Pada 5 November, puluhan massa darn PIDI menuju Masjid Nuruddin milk jemaat
Ahmadiyah di Jalan Kebon Bawang X, Thnjung Priok, Jakarta Utara pada han Jumat
selepas Dhuhur. Syaid Hamidan darn Perguruan Tinggi Dakwah klam Tanjung Priok

menyatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk melakukan provokasi, melainkan
untuk mengecek penyegelan masjd yang pemah dijanjikan oleh pihak Polda Metro Jaya.
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Mereka membawa paku dan plang tripleks bertuliskan “Tempat ini disegel dar segala
kegiatan Ahmadiyah”. Massa juga menuntut agarmasgjd ini tidak e ksklusif dan me minta
agarorang Ahmadiyah segera hengkang daritempat tersebut.

Pada 8 November, Manajemen PT Graha Iayar Prima (Blitzmegaplex) Jakarta
memberhentikan karyawannya bemama Ayu karena menggunakan jibab. Padahal
dalam kontrakkera tidakterdapa ketentuan bahwa jilbab diarang.

Pada 8 November, FJImendatangi Gereja Ganjuran dengan konvoi motor. Mereka
meneraki pengungsi-pengungsi di gereja tersebut sebagai kafir dan menyuruh mereka
yang Muslim supaya pindah shelter(posko pengung si).

Pada 9 November, Sebanyak 98 orang pengungsi Musim yang berada di Gereja
Ganjuran dipindah ke ke Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul karena dianggap sebagai
tempat umum, netral dar pengaruh agama tertentu. Pemindahan ini terjadi setelah
mediasi antara Sultan Hamengkubuwono X dengan para pengungsi dilanjutkan dengan
Kapolres Bantul AKPB Joas Feriko Panjaitan dalam sebuah mediasi tertutup. Mediasi
dilakukan setelah FJI (Forum dJihad hdonesia) menuntut agar pengungsi Muslm
dipindahkan seharisebelumnya

Pada Jumat 12 November, seratusan warga kampung Jiwanaya RW 04, Kelurahan
Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berunjuk rasa di di depan
rumah dinas pasturlembaga Pengurus Gereja AmalKatolk Santa Melania dikampung itu.
Sambilmemajang spanduk, mereka menuntut pemiikdan penghunirumah dinas tersebut
tak menggelar kegiatan kegerejaan dan mengalhfungsikan rumah tinggal dua lantai
yang kini dihuni Romo Iwan itu menjadi gereja. Apabila permrmintaan mereka tidak
dindahkan, mereka mengancam akan menghancurkan rumah terseb ut.

Pada 19 November, sekitar jam 15.00 perkampungan warga Ahmadiyah di Dusun
Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Jombok Barat kembali dirusak dan
dibakar massa. Penyerangan ini mengakbatkan 20 rumah dirusak dan satu dibakar. Isu
penyerangan itu sudah munculbeberapa harsebelumnya. Bahkan salah seorang warga
Ahmadiyah mengaku sudah mendapatkan informasitersebut dariseorang intelkepolsian.
“Intelitu minta agarkamiwaspada” katanya dilokasi pengungsian.

Pada 26 November, ratusan orang menyerang Pondok Pesantren terpadu Fajar
Hidayah di Desa Cot Mon Raya. Thk ada korman jiwa dalam perstiwa itu, namun
sebagian besarbangunan yang dihunilebih 200 anak yatim itu rusak dan seorang santr
luka terkena serpihan kaca. Penyerangan teradi saat para santi sedang bersiap
melaksanakan Salat kya. Massa bersenjata balok dan batu masuk ke komplek pondok
setelah mermbohkan pagar samping dan menghancurkan kaca dinding serta sejumlah
mobieryang ada dipesantren itu. Para santidan guru sontak panikdan menyelamatkan
din ke lantai dua. Seorang santr terduka akbat terkena serpihan kaca yang dipecahkan
massa. Penyebabnya diduga warga terprovokasi dengan isu yang beredar melalui SMS
bahwa dipesantren itu ada aksi menginjak potongan ayat-ayat Alquran yang dilakukan
dalam pelatihan fahmul Quran tethadap 800 guru se-Aceh yang berdangsung dalam tiga
hariinidisana. Tetapikepala desa membantah pelaku penyerangan adalah warganya.

Pada bulan Desember, telah tejadi6 kalitindak into leran.

Pada 3 Desember, pukul 00:37 sekitar 50 orang dengan membawa Samurai dan
batu-batuan melakukan tindak penyerangan dan pengrusakan terhadap masjd Al
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Hidayah, Jl Ciputat Raya, Gg Sekolah, Bungur, Kebayoran Iama Selatan. Dalam
penyerangan tersebut satu jendela dan dua lampu taman rusak. Satu pelaku dan barang
buktiberupa samuraidiamankan Polsek Kebayoran Iama.

Pada 4 Desember, Gerakan Reformis kKlam (GARIS) Cianjur membubarkan Muktamar
Thhunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sedang berdangsung di Hotel Setia Pacet
Jawa Barat. Alasan pembubaran ini, karena Ahmadiyah dinilai telah melanggar SKB tiga
Menteri yang menegaskan bahwa Ahmadiyah tidak boleh melakukan kegiatan-kagiatan
yang bersifat penyiaran.

Pada 5 Desember, Gereja Krsten Muria Indonesia (GKMD) di Kedempel No 14,
Gawungwetan, Kecamatan Serengan, Solo ditembak orang tak dikenal Peluru
menembus kaca balkon lantai dua. Karena tembakan ini, terdapat bekas terjangan
peluru disalah satu kaca balkon lantaidua bagian depan. Motif pelaku belum diketahui

Pada 7 Desember, sesbuah bom molotov meledak di Gereja Katolkk Gatak, Sukoharjo,
Jawa Tengah. Peristiwa ini mengakbatkan tembok gereja hangus, pot bunga hancur
Bom molotov meledak dua kali Warga kaget bukan kepalang. Peristiwa teradi pada
jarak kurang seratus meterdar Markas Polsek Gatak. Tidak diketahuisiapa dan apa motif
pelemparan bom molotov ini

Pada 9 Desember, sekelompok massa FPIingin membakargedung panti asuhan milk
jamaah Ahmadiyah, Hasanah Kautsar, yang berada di Cicarang, Kawalu, Taskkmalaya,
Jawa Barat. Perstiwa itu terjadi kemarin saat bangunan itu disegel sejumlah aparat.
Bangunan bersi anak-anak yatim piatu dar usia 10 sampai 14 tahun itu digembok dan
luar. Anak-anak yang taklagi memilki orang tua masih berada didalam. Ilalu kemudian,
sekelompok orang FPI berteriak-teriak ingin membakar panti asuhan milk salah satu
warga Ahmadiyah itu. Massa tersebut ingin jamaah Ahmadiah yang tinggaldipesantren
itu menghentikan kegiatan perbadatannya.

Pada 12 Desember, sejumlah organisasi massa, seperti Front Pembela Islam, Font
Umat klam, dan Gerakan Reformasi klam, sekitar pukul 09.00 kemarin melakukan aksi
meminta penutupan kegiatan ibadah di Perumahan Rancaekek Bumi Kencana,
Kabupaten Bandung, karena difungsikan sebagai tempat ibadah oleh jemaat Hurna
Kisten Batak Protestan Betania. Mereka menuntut agar HKBP tidak memakai rumah
sebagaitempat berlbadah. Demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi massa tersebut
berdangsung saat jemaat HKBP bersiap berlbadah. Kebaktian yang semula dijadwalkan
mulai pukul 10.00 tertunda menjadi pukul 10.30. "Karena ada demo itu, kebaktian yang
dipimpin Pendeta ITHM Simanjuntak hanya berdangsung 20 menit,” ujar anggota Majelis
HKBP Betania, Cardos Smatupang.

Dariuraiaan diatasdapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 inimulaidar Januan
hingga Desembertelah tejadi 135 kalitindakan intoleran atau diskriminasi. yang tersebar
dil3 wilayah pemantauan.

Grafik 5
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Data di atas menempatkan Jawa Barat-Banten tetap menjadi daerah paling tinggi
tingkat intoleransinya seperti tahun 2009. Namun perubahan peringkat tejadi dimana
Jawa Tmur naik ke posisi ke-2 menggantikan Jakarta yang pada tahun 2010 i turun ke

po sisi ke -3.

Darijumlah 135 kasus selama 2010, setiap bulannya rata-rata tegadi 11 kali tindakan
intoleran dan diskiminasi. Bahkan selain bulan Aprl Agustus, September, Novemberdan
Desember, jumlahnya selalu diatas 12 kali
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Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi 2010

Diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan 15(10%)
Pembatasan ibadah dan kebebasan berekspresi 9(6%)
Ancaman kekerasan dan intimidasi 13 (19%)
40 (26%)
Pemaksaan dan pembatasan keyakinan
33(21%)
Penyerangan pisik dan property
Pembatasan rumah ibadah 23(15%)

Penyebaran kebencian kelompok tertentu... 20(13%)

Data di atas menunjukkan bahwa praktek pemaksaan dan pembatasan keyakinan
adalah praktek yang paling sering dilakukan masyarakat yakni 40 tindakan atau (26%).
Persoalan keyakinan yang berbeda serng dianggap sebagai penyimpangan atau
penodaan agama oleh sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan
kepada tertuduh untuk meninggalkan atau mengganti keyakinannya. Modusnya, bisa
dengan mengadil, mengintimidasi hingga mengkiminalkan mereka. Dalam banyak
kasus, pemaksaan keyakinan ini sering dikuti penyerangan pisik dan penyebaran
kebencian. Karena itu kedua praktek terakhirjuga tinggiyakni33 dan 20 tindakan.

Selain itu, pembatasan rumah ibadah juga serng dilakukan oleh sebagian
masyarakat kepada kelompok lain (15%). Tindakan i tidak hanya diakukan terhadap
agama tertentu seperti Kersten, tetapi hampir terthadap semua rumah ibadah, seperti
vihara dan masjid .

Daritemuan-temuan tersebut, jlka dibagipelaku antara negara dan masyarakat sipil,
maka pelaku intoleransidan diskiiminasidari masyarakat sipill masih dominan dengan 118
pelaku (84%). Dan sisanya 16% dilakukan oleh aparat pemerintah.

Grafik 8

Pelaku Intoleransi dan Diskriminasi 2010
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Daridata para pelaku tindakan intoleransidan diskiminasinampakbahwa omas-
omasmasih menjadipelaku utama dengan 55%. Dikuti kelompok terorganisir 20% dan
ndividu 15%.
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Grafik 9
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Tabel4

Omas-omas pelaku intole ransi

ORMAS

JUMIAH

Font Pembela Klam (FP) berbagaidaerah

26

Majelis Uama Indonesia (MUD berbagai
daerah

Forum Umat Klam (FUI)

Gerakan Reformasi klam (GARIS)

NUberbagaidaerah

Gerakan Anti Maksiat (GERAM)

Muhammadiyah berbagaidaerah

GP Ansorberbagaidaerah

Hizb ut Ta hrir Ind o ne sia (HII)

Forum BanyuwangiCinta Damai,

ISM Gerak

Himpunan Masyarakat Muslim Indragir Hilir
(HM2D)

H R RINDNIN WO

Gema IKMIRiau

Pemuda Bintang Bulan Riau

|

Himpunan Mahasiswa Islam (HMD

Omasyang dimaksud diatasadalah ormas-ormasberasisagama atau paling tidak
beratrbut agama tertentu. Mereka juga menggunakan jargon-jargon agama untuk
me njustifika si tind akannya.

Jika kita khususkan omrmas berbasis agama yang dimaksud, temyata FPIdi berbagai
daerah mash menjadi pelaku intoleransi tertinggi dengan 26 tindakan atau 31%, dikuti
MUI11 tindakan (13%) dan FUI9 tindakan (11%).

74



Forum Jihad Indonesia (FJ)

Iaskardihad

Al-ksyad

Himpunan Angkatan Pemuda klam Surabaya
(HAP)

Gerakan Umatlam Bersatu (GUIB) Jawa 1
Tmur

Gerakan klam Bersatu (GIB)

IaskarPembela klam

FPAB Be ka si
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Gabungan Remaja lam (GARIS) Be ka si
Dewan Dakwah Bekasi

Dewan Dakwah Kec. Cabang Bungin

Bina An-Nisa Dewan Da’wah Bekasi

Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada
Indonesia (DPP PATRIA)

Forum SilaturahmiKota Wali (Poskamal) 1
Cirebon
Forum Komunikasi Unat Klam (FKUD) 1
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Kemudian korban tindakan intoleransi dan diskiminasi selama 2010 ini begumlah 153
kotban. Kortban tertinggiadalah perorangan/individu 35 kortban, kemudian jemaat gereja
di berbagai daerah 28, kelompok masyarakat 20, kortban darn warga Ahmadiyah di
berbagaidaerah 18 dan komunitas yang diduga sesat 15.

Tabel5
Korban Intoleransi dan Diskrimina si
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KORBAN JUMIAH
Ihdivudu 35
Jemaatgereja diberbagaidaerah 29
Kelompokmasyarakat 20
Warga Ahmadiyah berbagaidaerah 19
Komunitas yang diduga sesat 15
Dunia usaha 8
Pemimpin dan Pengikut Aliran Millata 7
Abraham
Umat Buddha Thnjung Balai 4
IhstansiPemerintah 5
Pengikut Aliran Surga Eden 2
Umat Konghucu 2
Pemimpin dan pengikut aliran Akmaliyah 2
Pengikut Ahlalbait hdonesia, Jawa Tmur 1
Pemimpin dan pengikut aliran Brayat Agung 1
Jemaat IDI 1
Pengikut tharkat Fatoriyah 1
Santidan Pengasuh Pondok Pesantren 1
Termpadu FajarHidayah
LSM 1
Ko munita s IGBT 1
TOTAL 155

C. Kemajuan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

Setelah melhat beragai temuan pelanggaran kebebasan beragama atau
berkeyakinan maupun tindakan-tindakan intoleransi dan diskiminasi atas dasar agama
atau keyakinan diatas, bukan berarti pada tahun initidak ada prestasi positif yang bisa
dicatat baik terkait jaminan hak-hakberagama atau berkeyakinan maupun terkait situa si
kehidupan keagamaan di hdonesia. Bertbagai prestasi buruk pada tahun sebelumnya
dalam batas-batastertenu juga telah disikapidengan upaya-upaya peraikan baikoleh
pemerintah maupun masyarakat.

Satu perkembangan yang bisa dicatat adalah adanya kemajuan dalam hal
penyikapan pemerntah terhadap organisasiorganisasi keagamaan yang dianggap
sering melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk tindak kekerasan dan main hakin
sendii di lapangan. Organisasi-organisasi seperti FPI sering dilaporkan melakukan
kekerasan atas nama agama kepada kelompok lain. Menyikapi fakta tersebut mantan
Kapoli Jenderal Bambang Hendarso Danur (BHD) mengatakan akan menindak tegas
organisasi-organisasi yang melakukan sweeping selama bulan Ramadlan dan benanji
akan mencopot Kapolres bila di daerahnya ada kegiatan sweeping oleh omas. Hal ini
disampaikan Kapolriketika menerma sejumlah aktifisdariberbagaiorganisasimasyarakat
pada 14 Juli2010.

Pada bulan berkutnya (30 Agustus 2010) Kapoli dalam sebuah rapat dengar
pendapat dengan Komisi I, Komisi Il dan Komisi VI DPR-RI 30 Agustus lalu, mengatakan
bahwa pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas ormas yang melakukan
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tindak kekerasan tersebut, 'Kalau sebelumnya ada kesan ragu-ragu, sekarang tidak ada
lagikeragu-raguan itu," tegasnya.

Sikap ini ia nyatakan terkait temuan kepolisiin selama kurun 2007 hingga 2010
dimana ada trend peningkatan kekerasan oleh Ommas. Jika pada 2007 tegadi 10
kekerasan, pada 2008 sempat turun menjadi 8 kasus. Namun angka itu meroket pada
tahun 2009 menjadi 40 kasus dan pada 2010 terus menanjak menjadi 49 kasus. Apabila
ditotal maka telah terjadi 107 tindak kekerasan oleh anggota Front Pembela klam (FP)
dan Forum Betawi Rempug (FBR) selama 3 tahun ini. Artinya, organisasi kemasyarakatan
itu beraksisatu kalitiap 10 har. Dan dan 107 kasus yang disidik tuntas, menurut Bambang,
36 kasussudah diimpahkan ke penuntutan.

Bahkan Bambang mengeluhkan belum bisa menjatuhkan sanksiberupa pembekuan
kepengurusan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan belum mengatursoal sanksiterse b ut.

Skap sama juga diperihatkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Ia
meminta polisi tak ragu menangkap anggota organisasi kemasyarakatan yang
melakukan kekerasan. Ia bahkan mengancam akan membubarkan ormmas-ormmas
tersebut melalui MA.

Sikkap kedua pejabat ini dapat dianggap sebagai sedikit kemajuan, mengingat
selama ini pemerintah khususnya kepolisian sering dinilai tidak berani tegas terhadap
omas pelaku kekerasan. Bahkan polisi sering dinilai kooperatif dan membiarkan
kekerasan terjadi

Namun lebih maju dari dua pejabat pemerintah pusat di atas, Gubemur Sulawesi
Utara, Dis SH Sarundajang beranidan tegas tidak mengizinkan organisasi Front Pembela
Elam (FPD) berada di Sulut. Menurutnya, FPI tidak boleh beraktivitas di Sulut, karena
organisasimenimbulkan keresahan dan bukan organisasiyang terdaftar.

Hal yang sama juga disampaikan Asisten I Pemprop Sulut, Amold Poli SPd MSi yang
setuyju dengan sikap Gubemur Sulut tersebut. Menurutnya, FPI belum terdaftar di
Kesbangpol jadi bisa dikatakan ilegal “Siapa-pun atau organisasi manapun yang
bemotensimerusak kerukunan diSulut tidak kamiizinkan berada didaerah ini,” tegasnya.

Sikap Gubemurinijuga didukung tokoh-tokoh agama setempatseperti Amin Iasena,
akademisi dari Unima dan Pastor Fred Thwaluyan Pr. Dikonfimasi Ketua Yayasan
Pendidikan Katolik Keuskupkan Manado.

Bentuk lain darn pencapaian poisitif juga diperihatkan pihak kepolisiin dalam
menangani kasus penyerangan dan penusukan terhadap Pendeta gereja HKBP Pondok
Tmur Indah Bekasi pada 12 September lalu. Buntut dan penyerangan dan penusukan
tersebut, polisimenetapkan 10 orang sebagaitersangka termasuk Ketua DPW FPI Be ka si
Murhali Barda. Murhali diduga melakukan penghasutan dan provokasi Murhali dijerat
pasal 160, 170, 35, 335 jo pasal 59 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5
tahun penjara.

Sikap pemerintah dan langkah tegas kepolisian ini juga dikuti skkap yang sama darn
berbagai kelompok masyarakat sipi. Di Cirebon, tidak kurang dar 80 perwakilan dan

berbagaiorganisasimasyarakat dan tokoh agama menandatanganiPetisiCirebon pada
18 Septemberlalu. Petisiiniselain meminta jaminan kebebasan beragama kepada warga
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Negara, juga meminta pemerintah segara bertindak tegas menindaklanjuti laporan
KapohiBambang Hendarso Danurnterkait ormas-omas pelaku anarkis.

Mereka juga mendesak Pemernntah untuk mencabut Peraturan Bersama Dua Menten
Agama dan MenteriDalam Negeri Nomor9 Tahhun 2006 dan Nomor8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam Pemelharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah lbadat. Peraturan i diniai diskiminatif, menghambat kebebasan
beragama dan berkeyakinan, bertentangan dengan Konstitusi serta memicu ko nflk
horzontalantarumatberagama disejumlah tempat.

Selain pemyataan sikkap, aksi kongkrt juga ditunjukkan oleh masyarakat sipil dalam
menolak segala bentuk kekerasan. Gerakan Pemuda Ansorsewilayah tiga Cirebon selain
mengutuk tindakan kekerasan yang telah diakukan kelompok tertentu dan tidak
bertanggungjawab, pihaknya siap bahu membahu dengan aliran Jema at Ahmadiyah
untuk melawan kesewenang-wenangan. Bahkan Ansor Cirebon siap membantu Jema“at
Ahmadiyah yang berada di Desa Manis Ior kecamatan Jalaksana dan akan
menerunkan kurang darn 50 hingga 150 rbu pasukan Banser yang dimilki Gerakan
Pemuda Ansorwilayah Cirebon.

Satu kemajuan lain pada tahun terkait jaminan hak-hak warga Negara khususnya
jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi adalah dikabulkannya permohonan uj
materlterhadap UUNo. 16 Thhun 2004 tentang Kejaksaan Republik hdonesia dan UUNo.
4/PNPY 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang sinya dapat
Mengganggu Ketertiban Umum. Kedua Undang Undang tersebut telah memben
kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk menyita barang cetakan yang dianggap
mengganggu ketertbban umum me skipun tanpa putusan pengadilan.

Ataspermohoan ujimaterildariberbagaikalangan, kewenangan Kejaksaan tersebut
dinilai melanggar konstitusi oleh MK Bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh menyita atau
melarang barang cetakan atas dasar apapun kecuali ada putusan pengadian yang
teleh berkekuatan hokum tetap.

Putusan MK ini bisa dianggap sebagaisedikit langkah maju dar jaminan kebebasan
bemikirdan berekspresi Dimana selama ini Kejaksaan Agung kerap melarang buku atau
barang cetakandengan alasan menodaiagama.

Kemajuan lain yang juga bisa dicatatadalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
yang memenangkan para pengurus gereja yang dicabut zin Mendikan Bangunan (IMB)
rumah ibadah mereka oleh Pemerntah Daerah setempat. Halitu antara lain dialamioleh
Gereja dan Amal Katolk Kristus Raja di Desa Bungursar Purwakarta Jawa Barat yang IMB
nya dicabut Bupati Purwakarta pada 20 Oktober 2009. Pengurus gereja kemudian
mengajukan gugatan ke PIUN Bandung. Pada 15 Juli 2010, PTUN Bandung menyatakan
mengabulkan gugatan penggugatdan menyatakan SKBupati Purwakarta batal

Hal yang sama juga dialami gereja HKBP Fladelfhia di Jejalen Jaya, Tambun Utara
Bekasi yang IMB nya dicabut oleh Bupati Bekasi Sa’duddin melalui surat tanggal 31
Desember 2009. HKBP Hladelfhia kemudian mengajukan gugatan ke PIUN Bandung.
Dalam putusannya tanggal 2 September 2010, PIUN Bandung juga mangabulkan
gugatan HKBP Hladelfhia, dan menyatakan SK Bupati batal Dalam pertimbangannya,
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Majelis hakim menyatakan bila gugatan HKBP beralasan hokum, sedangkan keptusan
BupatiBekasimengandung cacat hokum.
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BAGIAN IV

ANAIISIS TEMUAN
a. Pelanggaran dan Intoleransi Meningkat

Data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2010 ini
me nunjukkan peningkatan jumlah ka sus pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan dan tahun 2009. Apabila pada tahun 2009 kasus pelanggaran
kebebasan beragama atau berkeyakinan berjumlah 35 kasus (11 wilayah), maka pada
tahun 2010 naik menjadi 64 kasus (13 wilayah). Jika diprosentase, maka peningkatan
tersebut mencapai45 %. Meskipun ada penambahan wilayah pantauan dar 11 menjadi
13 wilayah, peningkatan pelanggaran tersebut tergolong cukup tinggi

Begitupula dengan tindakan intoleransi dan diskiminasi. Jika dibanding tahun 2009
yang berumlah 93 kasus (11 wilayah), maka pada 2010 meningkat menjadi 135 kasus (13
wilayah), atau naik sebesar31%. Apabila dirata-rata jumlah tindakan perbulan: Jika pada
tahun 2009 setiap bulannya terjadi8 kalitindakan intolerans dan diskiiminatif, maka pada
2010 naik menjadi 11 kali perbulan. Ini artinya rata-rata setiap tiga har sekali teradi
tindakan intoleransi baik oleh negara terhadap masyarakat maupun antar masyarakat
se nd ir.

Tabel6
Perbandingan temuan tehun 2009 dan 2010

No | emuan 2009 | 2010 | %
1 Pelanggaran KBB 35 64 45 %.
2 Intoleransidan diskriminasi | 93 135 31%.

Data-data tersebut jelas menunjukkan adanya kemunduran dalam hal jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan dan semakin rendahnya sikap toleran di
masyarakat.

b. Regulasi Semakin Ambigu

Melhat berbagai regulasi terkait jamman kebebasan beragama/berkeyakinan dan
kehidupan keagamaan di hdonesia tahun 2010 ini temyata belum banyak kemajuan,
malah sebalikknya cenderung mengalamikemunduran. Kita belum beranjak dari problem
tahun sebelumnya dimana regulasi yang ada terutama pada level Undang Undang ke
bawah belum memberkan satu kepastian hukum bagikelompok-kelompok yang rentan
terhadap pelanggaran. Alh-alih, tahun iniregulasiyang ada malah semakin mengancam
hakasasiwarga negara dalam memelukdan menjalankan keyakinannya.

Ditolaknya pengajuan ujimaterl Undang Undang No. 1 PNPStahun 1965 oleh MKtelah
menjadikan regulasiini memilkilegitimasilegal yang semakin kuat untuk me ngkrimina lisa si
keyakinan-keyakinan satu kelompok yang oleh kelompok lain dinilai menodai agama
mereka. Karena undang-undang inisangat potensialdan bahkan sudah terbuktimampu
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membatasi keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Pasca putusan MK tersebut
misalnya, seorang warga di lombok Tmur NIB bemama Amaq Bakn divonis 1 tahun
penjara oleh Pengadian setempat atas dakwaan penistaan terhadap agama klam.
Atau PN Sumber Cirebon yang menvonis Ahmad Tontowi 10 tahun penjara juga atas
dakwaan penistaan agama.

Nampaknya, semakin kuatnya eksistensi UU No. 1 PNPS /1965 ini menjadi aturan
berapis untuk memidanakan keyakinan-keyakinan masyarakat. Undang undang ini akan
semakin sering digunakan bersama aturan lain yakni Pasal 156a KUHP yang sub stansinya
sama. Namun jika Pasal 156a hanya bisa menjerat keyakinan, maka UU No. 1 PNPS /1965
bisa membubarkan organisasikeagamaan yang dinlaimenodaiagama.

Hal lain terkait regulasi ini adalah adanya tebang pilh penerapan hukum terutama
oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. hstitusi-
mstitusi ini labih sering atau hampir selalu menggunakan aturan-aturan yang membatasi
keyakinan seperti Pasal 156a tersebut ketimbang regulasi yang menjamin hak beragama
seperti UU No. 39 tentang HAM atau Kovenan Intemasional Hak Sipil dan Politik yang telah
diratifilkasi ndonesia pada tahun 2005. Hal ini menjadi problem tersendii karena akan
melahirkan konflk didalam penerapan hukum, dan masyarakat terutama minoritas sering
menjadi kortban. Mereka merasa memilki jamman hukum di satu regulasi sementara
dire gulasilain justru menafikan jaminan itu.

Belum lagi ditolaknya pengujan UU Pomografi jelas menimbulkan kekhawatiran
tersendiri bagi sebagian kelompok masyarakat. Karena bagaimanapun penyeragaman
definisipomografitelah menjadipembatasan tersendiribagikomunitasagama lokalyang
ekspresinya kerap dinilaimelanggaretika dan moralagama-agama yang diakuinegara.

Memang ada sedikit kemajuan dengan dikabulkannya pengujian Undang Undang
Kejaksaan dan Undang Undang Sensor buku. Namun keputusan MK tersebut tetap
membuka ruang baginegara untukmelarang barang cetakan yang dinlaimengganggu
ketertbban umum. Kejaksaan tidak sepenuhnya dilarang untuk melarang peredaran buku
oleh MK namun hanya diharuskan ada ketetapan pengadilan baik sebelum maupun
sesudah pelarangan tersebut.

c. Negara Semakin Re presif

Peru digarsbawahibahwa selain melakukan pelanggaran kebebasan beragama (64
kasus), negara juga berkontrbusi dalam tindakan-tndakan intoleransi Darn data yang
kamihimpun, dar 135 kasus tindakan intoleransidan diskiiminasi yang tegadiselama 2010,
23 kasus (16%) pelakunya adalah negara dalam hal ini pejabat pemerintah baik pusat
maupun daerah. Sementara sisanya 118 kasus (84%) pelakunya adalah masyarakat. Dan
apabila ditotal pelanggaran dan intoleransi yang melbatkan negara sebagai pelaku
menjadi87 kasus, atau 7 kalisetiap bulannya.

Apabila pada tahun 2009 tindakan pelanggaran dan intoleransi yang melbatkan
aparat pemerntah hanya 35 kasus, maka dengan jumlah 87 kasus pelanggaran dan
intoleransi yang dilakukan negara pada tahun 2010 ini berarti meningkat lebih dar dua
kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakn represif terhadap warganya.
negara yang seharusnya menjadi pihak yang palng depan menjamin hak setiap warga
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negara serta membern contoh bagi implementasi budaya toleran dan menghargai
ke b hine ka an justru me nunjukkan sebaliknya.

Nampak semakin harn, pemerntah juga semakin tersandera oleh kelompok-kelompok
yang mengatasnamakan diri mayortas dengan mengikuti dan memihak ke pentingan-
kepentingan mereka. Fakta menunjukkan bahwa tindak pelanggaran olh Negara
banyak didahului oleh tindakan mtoleran oleh mereka yang mengatasnamakan
mayortas. Disatu momen, negara sering melakukan pembiaran pada saat kelompok-
kelompok ini melakukan kekerasan atau pelanggaran hokum lain seperti perusakan
gedung.

d. Desentralisasi Pelanggaran dan Intole ransi

Selain itu, data-data di atas menunjukkan adanya trend pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan dan intoleransimengalamidesentralisasikarena sebagian besar
tindakan-tndakan tersebut tegadi di daerah. Hal ini terbukti dengan tingginya
pelanggaran oleh aparat daerah termasuk polisi (73%) dan tingginya tindakan into le ransi
olehomas-ormasdiberbagaidaerah.

Bahkan kalau mau melhat secara lebih khusus, Jawa Timur yang pada tahun 2009
hanya menempati peringkat ketiga jumlah kasus-kasus intoleransi, pada tahun ini naik ke
peringkat kedua. Padahal Jawa Tmur selama ini direpresentasikan sebagai wilayah
dengan penduduk muslim moderattertinggidiIndonesia. Namun dalam beberapa tahun
terakhir, Jawa Tmur justru menjadi daerah yang terus mengalami pergeseran sikap dan
cenderung lebih tidak toleransi dari sebelumnya dan semakin tidak terbuka terhadap
kebhinekaan. Boleh jadi, data-data yang ada belum bisa mewakilicara pandang seluruh
masyarakat Jawa Tmur. Namun pergeseran-pergeseran sikap di atas peru dicemmati
sebagaipersoalan serus.

Besamya jumlah pelanggaran oleh Pemerntah Daerah tersebut muncul karena
Pemerntah Daerah adalah pihak yang sering berhadapan langsung dengan koiban
pelanggaran kebebasan beragama sepertipengikut aliran yang dinilaisesat atau jemaat
gereja yang dianggap menyalahiaturan. Alasan lain adalah bahwa Pemerntah Daerah
sering membuat aturan lokal sendiri seperti Perda, SKbupati/walkkota dan aturan-aturan
lain yang tidak sejalan dengan standar HAM yang ada dalam konstitusidan aturan lain di
atasnya. Aturan-aturan daerah tersebut sering hanya didasarkan pada pertimbangan
lokaltermasuk sosio politikdaerah yang bersangkutan.

Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di
daerah. Polisidi daerah juga sering kalah oleh desakan kelompok-kelompok “mayoritas”
yang sering berakhirpembiaran. Jika ditingkat pusat penanganan kasus-kasus kekerasan
atasnama agama terdihatlebih tegas, didaerah justru semakin lemah.

e. Wilayah Paling Rawan

Fakta lain menunjukkan bahwa Jawa Barat-Banten, Jawa Tmur dan DKI Jakarta
sebagai wiayah-wiayah yang paling tinggi tingkat intoleransi dan diskiminasinya.
Padahal ketiga wilayah tersebut bisa dianggap sebagai wiayah model bagi wilayah-
wiayah lain di Indonesia dengan beragai keunggulan fasilitas, infrastruktur dan
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percepatan pembangunan. Bahkan ketiga wilayah ini juga termasuk paling banyak
menyedot aparat kepolisian sebagaipenjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.
Namun hal ini berbanding terbalk dengan buruknya prestasi di bidang jaminan
kebebasan beragama dan budaya toleran warganya. Pada 2009, tindak intole ransi yang
tegjadidiketiga wilayah ini hanya 64 kasus. Namun pada tahun 2010 ini menjadi 88 ka sus
atau naik sebesar 27%. Kasus-kasus penyesatan, kriiminalisasi aliran yang dianggap sesat
serta pembatasan-pembatasan rumah ibadah paling banyak tegadi di tiga wilayah
tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan: Ada apa dengan ketiga wilayah tersebut?
Dan mengapa halitu bisa tegjadi?

Peningkatan pelanggaran dan intoleransidiketiga wilayah tersebut boleh jadi karena
di daerah tersebut mengalami demokratisasi paling cepat sehingga keterbukaan di
berbagaibidang juga lebih menonjol Hal ini tentu perkembangan positif, namun ekses
lain adalah lebih tertbukanya ruang munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang
justru anti demokrasi seperti ormas-ormmas pelaku kekerasan atas nama agama. Mereka
menggunakan ruang demokrasi untuk mendesakkan agenda dan ideologi yang mereka
anggap benar. Karena mereka sering menggunakan cara kekerasan atasnama agama,
aparat hukum sering tidakberanitegas.

f. Ibadah Semakin Mahal

Dar data baik terkait pelanggaran maupun intoleransi, problem rumah ibadah
menjadi salah satu isu yang paling banyak muncul Sebanyak 34 kortban pelanggaran
dan 29 kortban tindakan intoleransi terthadap rumah ibadah (total 63 kasus) me nunjukkan
bahwa persoalan bbadah masih menjadi kebutuhan yang sangat mahalbagisebagian
warga negara. Di saat sebagian warga negara bisa menikmati keleluasaan dan
kelapangan dalam bernbadah, sebagian waiga negara justru harus berjuang dengan
segenap kemampuan agar memperleh hak mereka dalam berbadah. Seperti apa
yang kita saksikan tejadipada tahun inidimana sejumlah jemaat Protestan diJawa Barat
pada pertengahan Januar melakukan kebaktian dijalan. Hal yang sama juga dialami
Gereja HKBP Philadelphia di Tambun Utara Bekasi, HKBP Pondok Timur lhdah Bekasi dan
Jemaat GKI Thman Yasmin Bogor, mereka semua harus melakukan kebaktian di jalan
karena baik pemerintah setempat maupun penganut agama lain melarang mereka
ibadah di gereja mereka sendin Sebegitu mahalnya sebuah izin tempat bbadah tidak
menghalangimereka untuk tetap berlbadah me skipun harus dipinggirjalan raya dengan
beratap langit.

Namun kenyataan sepertiini temyata belum cukup untuk menyadarkan pemerintah
betapa berbadah adalah kebutuhan yang tidak bisa dibatasi Pemerintah tetap
mengabaikan hak-hak mereka dengan alasan bahwa mereka menyalahi aturan. Di
dalam konstitusi, secara tegas dinyatakan tentang jaminan hak setiap warga negarma
memeluk agama dan berbadah menurut keyakinan mereka, dan hak-hak tersebut
adalah hakdasaryang tidakbisa dibatasidan dikurangikecualidengan undang-undang
untuk menjamin hak tersebut tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan
ketertbban umum, moralpublk, kesehatan publik sepertiyang tertuang dalam ko nstitusi

Namun dalam aturan-aturan dilapangan, jaminan hakdasartersebut bisa dikurangiatau
dibatasi hanya dengan Peraturan Menter, Peraturan Daerah, Instruksi atau SK Kepala
Daerah,bahkandenganalasan adanya umatagama lain yang menolak. Disinilah tedihat
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adanya pertentangan yang serius dalam aturan hukum kita dimana norma yang satu
bertentangan dengan normma yang lain. Dalam situasi sepertiini, sudah seme stinya aturan
yang lebih tinggi yang harus dipatuhi, namun dalam prakteknya pemerintah justru lebih
sering mengabaikan aturan yang lebih tinggi

KESIMPUIAN

Kesimpulan yang bias ditarkk darilaporan iniadalah bahwa darnsisiregulasi, tidak ada
kemajuan, bahkan mengalami kemunduran. Bahkan dan sisi tindakan pelanggaran
kebebasan beragama dan tindakan intoleransi justru mengalami peningkatan. Hal ini
menunjukkan bahwa pemerntah Indonesia belum berhasil untuk mengurangi, apalagi
menghentikkan pelanggaran kebebasanberagama/bekeyakina dan tindakan intole ransi

Dengan meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan dan
mtoleransi di ndonesia menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin har semakin
pemisif tethadap pernlaku-perlaku yang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip hak
asasi manusia. Peningkatan pelanggaran sebesar 44% dan intoleransi sebesar 20% tentu
mengejutkan kita sesbagaibangsa yang mengklaim dirinya toleran dan dihunimasyarakat
muslim moderat tertbesardi dunia. Di dunia intemasional, Ihndonesia juga dikenalsebagai
negara model masyarakat majemuk dan negara dimana pemghargaan terhadap
keragaman sebagainiaiyang terusdipegang.

Selanjutnya, problem pada level penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak
hukum. Regulasi yang baik, tidak selalu akan menghasikan keadilan jka aparat
hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebalkknya, me skipun
dar aspek nomatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya
mempunyaikredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan.

Bagaimana dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Sebagaimana
disinggung, regulasi hdonesia masih mempunyai sisi problematik, namun hal yang lebih
mengkhawatitkan adalah persoalan kapasitas dan kredibilitas penegak hukum. Dalam
berbagai kasus, baik menyangkut kebebasan beragama maupun intoleransi aparat
penegak hukum seringkali “terpenjara” dengan tuntutan massa. Sehingga, langkah yang
diambil biasanya “mengamankan” koiran, daripada menghalau penyerang.
“Mengamankan” kortban dianggap paling kecil resikonya daripada menghadapi massa
yang biasanya lebih besar dar jumlah aparat di lapangan. lhiah yang kemudian
menghasilkkan tebang pilh penerapan hukum.

Darisini, dapatdisimpulkan bahwa Pemerintah daritahun ke tahun justru semakin abai
menjamin hak warga negara, terutama hak beragama/berkeyakinan dan semakin
banyakmelakukan tindakan intoleran.

Apalgiterkait dengan hak-hak minortas, Negara tidak punya keberpihakan tethadap
jaminan hak-hak tersebut. Sebagaikelompok yang sering dimanjinalkan baik oleh aturan
maupun sebagian masyarakat, kelompok minortas harus bejuang sendin mendapat hak
mereka. Padahal dengan semakin tingginya tingkat represi yang mereka alamij
pemerintah mestinya memilki keberpihakan dengan membuat aturan-aturan yang
secara khusus melindungi mereka. Bukan malah dibiarkan bertarung bebas dengan
mereka yang merepresentasikan mayoritas.
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Satu lagi problem serus terkait tidak adanya leadership yang kuat dari pemegang
otontas politik (presiden) untuk mewujudkan visi mengenai kehidupan beragama. Hal
inilah yang menyebabkan apparatus Negara terutama aparat kepolisian seringkali mgu-
ragu dalam mengambi tindakan terthadap kelompok-keolompok masyarakat yang
secara nyata melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan tindakan intole ransi

Problem lainnya adalah pada level masyarakat. Pada level ini problemnya lebih
kompleks, karena di dalamnya melibatkan struktur kesadaran, baik yang berasal dan
agama, tradisi maupun perpaduan antara keduanya. Di samping itu, problem
kebangsaan, konstitusi kewarganegaraan dan agama belum sepenuhnya tuntas.
Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius masih menghadapi
dilema untuk meletakkan secara tuntas posisiagama dan negara ditengah masyarakat
yang plural Diema ini mengakbatkan norma agama tampak diposisikan lebih mengikat
ketimbang norma hokum. Dalam banyak kasus intoleransi di lapangan, muncul mereka
tidak lagi mendasarkan dii pada landasan konstitusi negara, namun mengacu pada
fatwa-fatwa keagamaan.

REKO MENDA SI

Darntemuandananalisisdiatas, kamimerekomendasikan:

a. Kepada Penyusun Kebijakan (Ekse kutif dan Le gisla tif)

1. Merevisi Undang Undang No. 1 PNPS tanu 1965 tentang Penyalahgunaan
dan atau Penodaan Agama

2. Memasukkan substansi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang
ada dalam Kovenan Intemasional Hak Sipil Politik dan UU No. 39 tahun 1999
tentang HAM dalam RUUKerukunan Umat Beragama yang akan dibahas.

3. Termasuk di dalam RUU KUB ini, memasukkan substansi yang mengatur
perindung an khusus (affimative action) tethadap kelompok minortas.

4. Melakukan hamonisasi berbagai regulasi yang masih bertentangan
dengan prinsip UUD 1945 dan Kovenan Intemasional Hak Sipil Po litik te rka it
jaminan kebebasan beragama.

5. Menggunakan politikk hukum yang berdandaskan prinsip HAM universal dan
menghindari penggunaan norma agama yang sempit dalam setiap
perumusan undang undang.

b. Kepada Presiden

1. Menunjukkan sikap kepemimpinan yang lebih tegas dan tidak ragu-ragu
terutama dalam menyikapi persoalan kebebasan
beragama/berkeyakinan.

2. Memerintahkan Kepolisihin RI dan Kejaksaan RI untuk menyelidiki dan
menuntut pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan
kekerasan atasnama agama.

85



3.

Memernntahkan Menteri Dalam Neger untuk mengkaji berbagai aturan
yang bertentangan dengan prinsip ratiifika si Ko venan Intemasional Hak Sipil
Politik, hingga ke levelPeraturan Daerah.

. Kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
1.

Kepada kepolisiin agar menindaklanjuti temuan kepolisiin yang
disampaikan mantan Kapoli Bambang Hendarso Danur dengan
menyerahkan hasilpenyidikan ke pengadilan.

Kepolisiain di lapangan agar lebih berani tidak lagi membiarkan
pelanggaran hokum terkait kebebasan beragama/berkeyakinan. Polisi
agarmenindaktegaspara pelaku sesuaihokum yang ada.

Kepada kejaksaan dan pengadilan untuk tidak lagi tebang pilih dalam
menerapkan hokum terkait kebebasan beragama. Institusi-institusi ini juga
harus mengacu pada Kovenan Intemasional Hak Sipil Politik dalam
menuntutdan mengadilitertuduh penodaanagama.

. Kepada Masyarakat
1.

Membudayakan dialog terbuka dan setara diantara sesame wairga
negara.

Tdak lagi memerankan din sebagai polisi moral dalam menyikapi
pertbedaan-perbedaanideologiditengah masyarakat.

Meningkatkan persatuan dan saling pengertian guna mencegah upaya
pemecahan dan konflik be muansa SARA.

. Kepada Masyarakat Inte masional
1.

Agar terus memantau dan membantu memastikan implementasi jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi di Indonesia tetap
ko nsiste n.

Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan fungsi
institusi-institusi hak asasimanusia dilndonesia melaluiundang undang.

Mendesak Komisi HAM PBB untuk lebih intens memantau perkembangan
HAM di Indonesia khususnya terkait jaminan kebebasan
beragama/berke yakinan.
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Kasus-kasus Pelanggaran KBBJanuari- Desember2010

Ma triks II

No. | Ka sus ‘ De skripsi ‘ Waktu & Iokasi ‘ Pelaku | Tindakan ‘ Korban
JANUARI (12 ka sus)
1 Paruru Daeng Parurung Daeng dianggap sesat | 03 Januari2010 | Polisi Krimina lisa si Paruru Daeng
Thu Ditud ing karena menyebarkan ajaran Masjid H. Bani Kejaksaan ke yakinan Thu
Sesat Hamba Allah yang ajarannya Adam Taba o
berbeda dengan slam pada Jalan Rappocini
Raya Ir. 3,
umumnya. Masalah perbedaan Ma ka ssa r

inikemudian diadakan
pertemuan di Masjid H. Bani
Adam Thba Jalan Rappocini
Raya Ir. 3, Makassar, Sulsel
dengan pithak MUL Depag,
ulama, pengurus masjid, dan
warga setempat. Usai
pertemuan dimasjid tersebut,
Paruru digelandang po lisi untuk
dimintaiketerangan ke kantor
Polsek Rappocini didalan Nikel,
Makassar. Aparatkejaksaan
menegaskan alimn menjadi
fokus perhatian aparat
kejaksaan. Bahkan Asisten
Intelejen Kejati Sulselbar Andi
Abdul Karim menyatakan
kelompokiniakan diperkarakan
ke pengadilan
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Dianggap FXMagono, mantan dosen 06 Januari2010 | Majelis Hakim Krimina lisa si FX Magono
Menodai Universitas Widya Dhama yang Desa Ngalas PN Katen Keyakinan
Agama,Dosen |juga warga Desa NgalasKec. Kec. Klaten Selatan
Unwidha Katen Selatan, dijatuhivonis Selatan
Dihukum 2 kurungan selama 2 tahun. Ke tua
Thhun Majelis Hakim, Santun Smamora,
menyatakan bahwa Marono
secara sah dan meyaknkan
melakukan penodaan agama
yang diakuidiIndonesia.
Margono, sesuaiketerangan saksi
dan barang bukti, telah
melakukan perkara tidak
senonoh kepada 4
mahasiswanya yang beragama
lam dikelas.
(IhatIlaporan Mas Alam)
PolisiResor Personeldari Kepolisian Resor 11 Januari2010 | Poles Perusakan Beben Bentar
Majalengka Majalengka turut serta dalam De sa Ranji Majalengka dan keluarga
Turut Se rta perusakan markas Beben Bentar | Wetan serta
dalam diRanji Wetan yang dilakukan Kecamatan pengikutnya
Perusakan olehkelompokGeram (Gerakan | Kasokandel,
Rumah Rumah | Anti Maksiat). Po lisi me nyita Kabupaten
Beben Karena sejumlah alatrtualsebagai Majalengka
Ajarannya barang bukti Me nurut po lisi, Jawa Barat
Dianggap aliran inisesat karena sebagian
Sesat ajarannya menyimpang dan

ajaran klam. Diantaranya, tidak
mewajibkan umatnya salatlima
waktu dan sesama pengikut
yang bereda jenis kelamin
wajib bersetubuh. Beben Bentar
kemudian ditahan dan dipe riksa
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diMarkas Polres Majalengka

Pemkab Bekasi | Pemerintah Kabupaten Bekasi 11 Januari2010 | Pemkab Bekasi | Penyegelan Jemaat
Menyegel telah menyegelgereja Hura Kampung Gereja
Gereja Kriste n Batak Prote stan FHladelfia Jejalen Desa Flade lfia
Flade lfia atas dasartid ak me miliki izin Jejalen Jaya,
mendirkan bangunan. Ke
o1 . camatan
Penyegelan inididahuluidengan
. Tambun Utara
demo dan unjukrasa oleh massa
FKUIdidepan gereja sejak
Desember2009
Marka s Surg a Puluhan aparatkepolisan 14 Januari2010 | Aparat Penggerebekan | Ahmad
Eden Digrebek |persama sejumlah omasKam di | Kkmpung ke polisian Thntowidan
Warga dan Cirebon menggerebek dua Surapandan Cirebon keluarga
Uama rumah yang diduga menjadi Kel Argasunya beserta
Y ) Ke ¢ . Hagamukti pengikutnya

pusatkegiatan alimn Surga Eden
diPamengkang pimpinan
Ahmad Tantowi Dalam
penggrebekan tersebut, Dire ktur
Reserse Kiminal Polda Jawa
Barat Komisaris Be sar Abdul Halim
menyatakan menemukan
sebuah kolam yang dihiasi
patung wanita telanjang, persis
didepan kamarThntowi Selain
itu ditemukan juga kerisdan
berbagaibenda yang diduga
digunakan sebagaialatrtual
Polisitelah menyita barang bukti

Kota Cirebon
Desa
Pamengkang RT
05 RW 05

Kec. Mundu
Kab.Cirebon
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antara lain satu paketdan satu
koporbuku ajaran Surga Eden, 5
buku cara berhubungan seksual,
60 lembarkwitansi pengikut
Surga Eden. Juga sejumlah foto
cabulAhmad Thntowiberkut 2
rolfilm ne gatifnya

Warga Berbuat
Ana rkhis, Po lisi
Tdak Tndak
Pelaku

Ratusan warga yang kesal
dengan ajaran Surga Eden
mendatangirumah Ahmad
Thntowidi Kampung
Surapandan, Kelurahan
Argasunya, Kecamatan
Hagamukti, Kota Cirebon. Selain
berorasi massa juga sempat
melemparirumah tersebut
menggunakanbatudanbenda
keraslainnya. Namun, aksi
pelemparan berhasildiantisapasi
koordinatoraksi Massa juga
menyegelrumah Ahmad Tantowi
yang mengaku sebagaiTuhan
itu dengan menempelatau
memasang berbagaiposter
yvang bersikecaman dan foto
Ahmad Thntowiyang dicorat
coret. Namun, polisimelakukan
pembiaran dengan tidak
menindak pelaku

17 Januari 2010
Kampung
Surapandan
Kel Argasunya
Kec. Hargamukti
Kota Cirebon

Po lisi

Pembiaran

Ahmad
Tantowi
beserta
pengikutnya

Pemimpin
Brayat Agung
Terancam Di-

Suc ahyo Aprliawan atau Prabu
Wardaya Piningit atau Sukmo
Sejatiatau Pangeran Samber

19 Januarn 2010
Desa Gelung,
Kecamatan

Anggota Polres
Situbondo

Penjemputan
paksa

Pimpinan
Brayat Agung,
Suc ahyo
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selkan

Nyowo, pimpinan kelompok
Agung Brayat, dijemput paksa
anggota Polres Situbondo, Jawa
Tmurdirumahnya ke Mapoles
Situbondo. Para pengikutnya pun
diamankan untuk dimintai
keterangan. Agung sendirisudah
menyatakan minta maafdan
akan kembalikejalan lam,

te rm a suk ja nji untuk
meninggalkan Desa Gelung.
Namun proses hukum tetap
beralan. Menurut Kepala Bagian
Bina Mitra Polre s Situbondo,
KompolRahmat Thufiq, status
Suc ahyo tetap menjadisumber—
jka ada temuan kuat melanggar
hukum, maka akan dipro ses.
Pejabat Kepolisian Resor
Situb o nd o, Ko misi Inte lje n
Daerah (Kominda), dan MUIjuga
menggelarrapat membahas
status aliran ini. Didalamnya
berkembang wacana untuk
membubarkan aliran Agung
Brayat

Panarukan,
Situbond o

Aprliawandan
para
pengikutnya

Pemkot
Malang
Menghentikan
Kegiatan

Pemkot Malang mengeluarkan
Surat Penghentian Kegiatan
badah Gereja Diaspora di
Kelurahan Kiduldalem

21 Januari 2010
Kelurahan
Kduldalem
Kecamatan

Pemkot Malang

Penghentian
badah

Pengurusdan
Jemaat
Gereja
Diaspora
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badah Jemaat
Gereja
Diaspora

Kecamatan Klojen, Malang. Surat
No. 900/2/35.73.501/2010
tersebut merupakan tindak lanjut
darisurat Surat Penolakan No.
452.2/1882/35.73.123/2009
tertanggal 30 Desember2009
yang bersipenolakan Pemkot
Malang atasizin pendidan
tempatibadah. Meskisudah
mengurus izin sejak tahun 2006,
jemaat Gereja Diaspora akhimya
harus menerma kenyataan
bahwa pemerntah setempat
pada akhimya menolak
memberkan izin

Kojen, Malang

Gereja HKBP
Sib uhuan ,
GPdL dan
Rumah
Pendeta
Dibakar

Pihak HKBP meng ajukan
pemohonan agarstatusrumah
tesebut dinaikkan menjadi
gereja. Thpipemintaan itu
ditolak sebab pithak Pemkab
Padang Iawasmenilaigereja ini
belum memenuhisyarat
persetujuan warga yang
beyumlah minimal 60 rumah
tangga. HKBP menurut Basrah
baruberoleh dukungan dar 23
orang. Karena tidakmendapat
IMB, maka rumah tinggal
dipergunakan sebagairumah
ibadah. Warga marah karena
menganggap ingkarjanjiuntuk
mengembalikan fungsirumah
tinggal Kemarahan ini
dilampiaskan dengan membakar

22 Januar 2010
Sibuhuan Kab.
Padang Ilawas
Sumut

BupatiPadang
lawas, Basrah
Tubis

Penolakan
pemberan IMB

Jemaat
Gereja HKBP,
GPdIdan
pendeta
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Gereja HKBP Sbuhuan, Gereja
Pantekosta dilndonesia (GPdD,
danrumah pendeta diSbuhuan

10. | Aparat Aparat kepolisian Kotabumi, Januari 2010 PolisiKotabumi | Pembiaran Jemaat
Kepolisian Tdak | Tampung Utara (Lampura) tidak | Kotabumi Gereja GKSBS
Menangkap melakukan penangkapan lampung Utara
Pelaku terthadap sejumlah orang yang

melempargedung yang
dijadikan tempatibadah Gereja
Kisten Sumatera Bagian Selatan
(GKSBS) danrumah salah
seorang pengurusnya di
Iampung Utara yang dilempari6
orang takdikenalpada awal
Januan 2010

11 Pembiaran Kepolisian Padang lawas 22 Januari2010 | Kepolisian Pembiaran Jemaat
Aparat Sumatra Utara tidakberupaya Padang Iawas |Padang lawas Gereja HKBP
terthadap mencegah tindakan Sumatera Utara | Sumatera Utara dan GPdI
Pemb'akaran pembakaran Gereja HKBP dan
Gereja HKBP L
dan GPdI GPdIdidiSbuhuan, Kabupaten

Padang Iawas, Sumatera Utara.
Padahalpolisiberada dilokasi
kejadian. Bahkan isu
ketidaksukaan warga atas
keberadaan dua gereja ini
sudah berhembusjauh han
sebelumnya. Bahkan sempat
ada ancaman pembakarandarn
me reka
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12

Penangkapan
Ke tua
Kelompok
Puang Malea
dan
Penyegelan
Markas

Petugasyang terdiridaridan
gabungan polisi, INI dan Satpol
PPmenangkap Syamsudin,
pemimpin kelompok Puang
Malea atau yang juga dikenal
sebagaikelompok Setinja ini
Aparatsempat kewalahan ke tika
akan menangkap Syamsuddin
yang saatitu diindungipara
pengikutnya. Bertbekal se njata
parang danbadikditangan,
mereka melakukan perdawanan
saatakan ditangkap. Negosiasi
antara petugasdan Syamsuddin
pun berdangsung alot. Namun
akhimya aparatberhasil

me mbujuk Syamsuddin untuk
meletakan senjatanya. Enam
pengikutnya juga ditangkap.
Setelah ditangkap pemimpin
dan para pengikut ini diminta
keteranganoleh polisisetempat,
termasuk tim dari MUId an FKUB

29 Januari 2010
De sa Minming,
Kecamatan
Binuang Polman

Polres Polman,
INL, dan Satpol
PPsetempat

Krimina lisa si
Keyakinan

Syamsuddin
dan
pengikutnya

FEBRUARI (5 kasus)

13

Dianggap
Menodai
Agama,
Peting gi NII
Divo nis Pe njara

Hakim pengadilan Negern Garut
memvonis tiga petinggiNegara
Ilam Indonesia (NI) wilayah
Garut Selatan, Jawa Barat,
dengan hukuman tiga tahun

10 Februarn 2010
Garut

Jemaatpelapor
Ma je lis Ha kim
PN Garut

Krimina lisa si
Keyakinan

Wowo
Wahyudin
Wawan
Setiawan
Abdul Rosid
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penjara. Yakni, Wowo Wahyudin,
33 tahun, Wawan Setiawan (43),
dan Abdul Rosid (44). Me nurut
ke tua majelis hakim RudiSuharso,
ketiganya terbuktibersalah
melakukan kejahatan dimuka
umum dan melanggarpasal 156
huruf A Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tentang tindakan
penodaanagama.Penodaan
itu dilakukan dengan mengubah
arah kiblat. Mereka salatdengan
kiblat mengarah ke timurdan
membelakangiKabah.
Kelompokinijuga mengubah
kata Muhammad dengan nama
pimpinannya Sensen Komara
dalam kalimah syahadat,
termasukdalam salah satu
kalimatadzan. Para terdakwa
yang menolak didampingi
penasihat hukum ini langsung
menerima putusan hakim

14

Pemkot Bogor
Menyegel
Rumah badah
Jl. Puyuh Raya

Pemerintah Kota Bekasi
menerbitkan surat penyegelan
rumah didalan Puyuh Raya 14
sesuaiSurat Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan (P2B) No
640/271 -Wasdalbang/IV2010.
Surat tersebut dikeluarkan pada

10 Februari 2010

Pemkot Be kasi Penyegelan

jemaat HKBP
Pondok Timur
Indah
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tanggall0 Februari 2010.
Jemaah HKBP Pond ok Timur
Indah diberitenggatbernbadah
didJL Puyuh sampaitanggal26
Februar 2010

15

Didemo,
Pemkot Bogor
Cabut IMB
Gereja Thman
Ya smin

Pemerintah Kota Bogorakan
menc abut zin Me ndirkan
Bangunan (IMB) untuk Gereja
Yasmin yang dikeluarkan pada
2006, karena dmnilaicacat
hukum. Penc abutan IMB ini
didasarkan pada Surat
Rekomendasi Walikota BogorNo
601-389 Tanggal 15 Februari 2006.
Poin nomor12 surat rekomendasi
menyebutkan, apabila
pembangunan gereja tidak
sesuaidengan data-data yang
benardan berpotensi
meresahkan warga, secara
otomatis IMBakan dicabut. Oleh
warga yang tergabung dalam
Forkami pembangunan gereja
inidianggap meresahkan warga

11 Februari 2010
Kota Bogor

Pemkot Bogor

Pencabutan
IMB

Panitia dan
pekerna
pembanguna
n Gereja

Ya smin

16

Penghentian
Doan Bersama
Gereja Khairo s

Jemaat Gereja Khairosyang
bertempatdisebuah rumah
diperintahkan oleh pihak

ke polisian untuk me nghe ntikan
kegiatanibadah pada han
tegjadinya perintah penghentian
berbadah oleh polisiyang
didukung massa. Sebelumnya,
warga meminta ke giatan ini
dihentikan karena beberapa

14 Februari 2010
RT007/15,
Buaran, Jakarta
Tmur

Polisisetempat
Warga
setempat

Pelarangan
kegiatan
ibadah

Jemaat
Gereja Khaio s
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alasan. Yakni kegiatan
keagamaan dilarang dilakukan
dirumah doa tersebut karena

se kitamya mayortsa slam, akses
jalannya melewatijalan R RW
lain, tidakada jemaat yang
tnggaldiRTitu, dan fungsi
bangu-nan tidak sesuaidengan
fungsiyang sebenamya

17

Samawiyah
Diawasi Karena
Dlanggap
Sesat

PetugasdariPolres Sumenep dan
Muspika setempatserta tokoh
agama melakukan
pengawasan terhadap
Samawiyah dan 25 orang
pengikutnya yang mayoritas
keluarga dekatnya. Menurut
Kasat Intelkam Polres Sumenep,
AKP EndriPrasetyo Utoro,
pengawasan inidilakukan agar
kegiatan yang sudah dinyatakan
sesatinitidak terusberdangsung.
Samawiyah dianggap sesatdan
menyebarkan ajaran sesatdan
sebuah rmpat Muspikda dan MUI
Kecamatan. Ssmawiyah
mengakubersalahdan
menyatakan bertaubat,
begitupun pengikutnya.
Samawiyah dike mbalikan
kepada keluarganya dan
selanjutnya akan dibina oleh

22 Februan 2010
Desa Angon-
Angon, Agasa,
Kangean

Polre s Sumenep

Muspika
setempat

Pengawasan
terhadap
Keyakinan
Te rte ntu

Samawiyah
danpara
pengikutnya
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pembinaan tokoh agama

MARET (4 kasus)

18

Pemkot Bekasi
Menyegel
Gereja HKBP
Pondok Timur
Indah

Pemkot Bekasimenyegel Gereja
HKBP Pondok Indah Timur
dengan memasang papan di
depangereja. Papantanda
penyegelan tersebut dipasang
petugas Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan (P2B)
Pemkot Bekasidan disaksikan
puluhanjemaatgereja tersebut.
Papan segelitu bertuliskan:
“Bangunan inidisegel
berdasarkan PP nomor36 tahun
2005, Perda nomor61 tahun
1999, Perda nomor74 tahun
1999, Perda nomor4 tahun 2000,
Ke putusan Waliko ta Bekasi
nomor15 tahun 1998 Bidang
Pengawasandan Pengendalian
Bangunan.” Penyegelan ini
dilakukan setelah adanya
tekanan daribeberapa omas
lam sepertiFPIdan FUI

01 Maret 2010
PondokIhdah
Tmur

Pemkot Bekasi

Penyegelan

Jemaat
Gereja HKBP
PondokIndah
Tmur

19

Penyegelan
GKIYasmin

oleh Pemkot
BogorBarat

Pemerntah Kota Bogor
menyegelpembangunan Gereja
Kiisten Indonesia (GKI) Yasmin

karena pihak GKldianggap tidak

menghiraukan teguran yang
telah dilayangkan Pemkot Bogor
untuk menghentikan
pembangunan yang dianggap
meresahkan warga. Penyegelan

11 Maret 2010
GKIThman
Ya smin
Kecamatan

BogorBarat

Pe mko t Be kasi
SatpolPPBogor
Polresta Bogor
KoramilBogor

Penyegelan

Jemaat
Gereja Thaman
Yasmin
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itu dilakukan Satpol PP Bogor,
didampingiunsurPolresta Bogor
dan KoramilBogorBarat.
Sebelum penyegelan
berdangsung sempattegadi
kericuhan antara warga Yasmin
danjemaat GKL Pasalnya darn
pukul 10.00 WIBhingga 16.00 WIB,
Satpol PP Kota Bogortidak
kunjung tibba. Akhimya, pada
pukul 16.10 WIBanggota Satpol
PP melakukan penyegelan
terthadap bangunan gereja. GKI
me minta Pe mkot melakukannya
dihadapanjemaat GKIYasmin
bersama warga Thman Yasmin.
Sementara Kepala Seksi
Penegakan Perda SatpolPP,
AbdulRahman mengatakan,
pihaknya mendapat instruksidan
Sekdakot BogorBambang
Gunawan untuk me nghentikan
penyegelan. Melihat aksiSatpol
PP yang mengurungkan niat
karena ada beda pendapat
untuk menyegelgereja itu,
warga Thman Yasmin, Forkami
Bogorbersama Tim Pembela
Muslm mendesakkembaliSatpol
PP untuk melakukan penyegelan.
Atasdesakan warga akhimya
Satpol PP menyegel GKIYasmin

20

Pemko t Be ka si
KembaliSegel

Pemkot Bekasimemasang
kembalipapan penyegelan

23 Maret 2010

Pemkot Be ka si Penyegelan

Jema at HKBP
Pondok Timur
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Rumah badah
Jl. Puyuh Raya

rumah didJalan Puyuh Raya 14
karena dianggap melanggar
kesepakatan yang telah dibuat
yaitu pindah ke Gedung
Panghudiluhur, Kompleks
Depsos,Jalan Joyomartono,
Bekasi imuryang bisa
dipergunakan selama 2,5 bulan,
te rhitung sejak 2 Maret 2010.
Dianggap melanggarkarena
jemaat HKBP Pond ok Timurma sih
berbadah didJlL Puyuh Raya

Indah

21

Pembiaran
terthadap
Pelaku
Penyerangan
Kuasa Hukum
Pemohon

Kepolisian, khususnya Polda
Metro Jaya,tidakmemproses
sesuaihukum mereka yang
teddbatdalam penyerangan
terthadap kuasa hukum
pemohon Judicial Re view UU
PnPs No. 1 Th. 1965. Kuasa hukum
inidiserang oleh FPIdikantin di
gedung Mahkamah Ko nstitusi
dan disaksikan aparat. Para
pelaku hanya dihalau dan tidak
satu pun yang ditahan

24 Maret 2010
Kantin Emka,
Gedung
Mahkamah
Institusi

Po lisi

Pemibaran

Siti Aminah
M. Choirul
Anam

Uli Parulian
Stho mbing
Sid ik Binta ra

4

APRIL (3 kasus)

22

Darul Fillah
Dianggap
Sesat

IP3SItelah menggelar
Musyawarah dengan unsur
Muspida dan para ulama dan
menyatakan aliran Darul Fllah
sesatlalu hasilnya diso sialisa sikan
kepada majelis taklim AlHasan di
kampung Babakan Ciparidesa
Sukalaksana Kec.Pangatikan,
yang merupakan basis Darul

04 April
Kampung
Babakan Cipan
Desa
Suka la ksana
Kecamatan
Pangatikan
Garut

Muspida Garut

Pemaksaan
Keyakinan
Intimid a si

Sensen
Komara dan
para
pengikutnya
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lam Hlah. Kedua belah pihakini
juga memberikan waktu selama
tujuh han te thitung sejak 3 April
2009, agarkelompok Darul slam
Fillah bisa menentukan sikap
dengan dua pilhan, yakni
kembalike jalan yang benar
atautetap bersikeras
mempertahankan ajarannya.
Jika mempertahankan ajaran,
maka akan diselesaikan melalui
jalur hukum

23 Pelarangan Perangkat Desa Bangkal, Pada 16 April, Perangkat Desa | Pelarangan Masjid yang
penditan Kabupaten Sumenep Madura, Dusun Padusan, | Bangkal rumah ibadah diduga akan
masgjid di menolak pendirian masjid yang Desa Bangkal, jadisarang
Madura berada diDusun Padusan, Desa Kabupaten teroris

Bangkal Kabupaten Sumenep Sumenep
dengan alasan ditolakwarga. Madura
Penolakan warga munculkarena
khawatirmasjd tersebut

dijadikan sebagaisarang terris.

warga beramairamai
mendatangiBalaiDesa Bangkal,

mereka tidak sekadarmeminta
infromasitentang keberadaan

masjid tersebut,lebih dariwarga

juga menuntut Kepala Desa
menghentikan proses

pembangunan masjid.

24 Bedeng Wisma | Sekitar1.000 orang mendatangi | 27 April2010 Wakil Bupati Pembiaran Wisma
Penabur dan merusak serta membakar Jalan Thman Bogor Pemaksaan Penabur
Dirusa k tiga bedeng pekera, satu kantor | SafaridiDesa Kepolisian

kontraktor, dua mobi, dan tangki | Cibereum, Setempat

bahanbakarsolardiareal

Kecamatan
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pembanguan Wisma BPK
PenaburdiBogoryang
dianggap akan dijadikan
sebagairumahibadah. idak
ada korban jiwa dalam pernstiwa,
tetapiaksiwarga juga tidak
mendapatperdawanan,
termasuk darpihak kepolisian
setempat. Wakil Bupati mewakil
Pemkab sudah meminta agar
pembangunan wisma BPK
Penaburini dihe ntikan

Cisarua,
Kabupaten
Bogor

MEI (3 kasus)

25 Pembubaran Setelah tempatpengajian aliran | 06 Mei2010 Mapoles Pengangkapan | Syekh Sitidenar
Kegiatan Aliran | Pengajian Seco dibakar, sekitar Dukuh Nglumbu | Kendal Pemaksaan dan
KSeco 25 orang penganutalran Seco Desa Tejorejo pengikutnya
diamankan Polres Kendalke Kecamatan Camat Suko no
kantorpolisisetempat untuk Ringinarum, Ring inarum
didata dan dimintaiketerangan. | Kab. Kendal
Camatsendiimengaku sudah
melakukan pembinaan kepada
pengikut aliran tersebut
26 Vonis Se tahun Majelis hakim yang dike tuai 07 Mei2010 Ma je lis Ha kim Krimina lisa si Amaq Bakn
untuk Amagq Haranto, menyatakan Bakn PN Selong PN Selong Keyakinan
Ba kri terbuktibersalah atasdakwaan ILombok Timur Lomb ok Tmur
penistaan tethadap agama
Ilam, sehingga Bakidiganjar
dengan hukuman satu tahun
penjara. Vonismajelis, lebih
rendah dartuntutan jaksa 1,5
tahun. Amaq Bakipemah
mengaku sebagaiNabidan
menerima wahyu
27 Walkota Bekasi | Walikota Bekasimemerntahkan 18 Mei2010 Walkota Bekasi, | Kimina lisa si Benny Tung gul
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Akan Polisikan
Pembuat
Pedang Salib di
Masjid Agung
Bekasi

Bagian Hukum Pe mkot Be ka si
untuk mengumpulkan data dan
melaporkan para oknum yang
mencatut simbol-simbol Pemkot
dan BNKdalam kamaval
kamavalHardiknasbertema
“BekasiBebasNarkoba” di Ma sjid
Agung Bekasi Kamavalini
dianggap menodaiagama
karena peserta kamaval
membuatformasipedang Salb
didepan masjd tersebutdan
membagi-bagikan souvenir
bertanda mahkota salb.
Sebagian peserta kamavalyang
lain memercikkan airkepada
penonton dipinggirjalan sekitar
magjid dandianggap sebagai
upaya pembaptisan

Walko ta Bekasi

Mochtar
Mohamad

ke yakinan

(BNK)

Wong
Christopher
Cahyadi

(p anitia
kamaval)

JUNI (5 kasus)

28

Pemkot Be ka si
Segellagi
Rumah badah
didl Puyuh
Raya

Pemernntah Kota Bekasi, Jawa
Barat, kembalimelakukan
penyegelan rumahibadah
jemaat Gereja HKBP diJalan
Puyuh Raya nomor14, Kelurahan
Mustika Jaya, Kecamatan
Mustika Jaya, karena rumah
tersebut menyalahiaturan dan
tidak memilkiijin sesbagairumah
ibadah.

Pertengahan
Juni 2010

Pemkot Bekasi

Penyegelan

Jemaat
Gereja HKBP

29

Pemkab
Jombang
Menolak
Memberkan

Me ski sud ah me ngurus izin
pendiran rumah ibadah sejak
2007, Gereja Masa Depan Cerah
Jombang tetap tidakbisa

18 Juni2010
Jombang

Pemerintah
Kabupaten
Jombang

Penolakan Izin
Tempatbadah

Jemaat
Gereja Masa
Depan Cerah
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IMB Gereja

mengantongiizin pendiran

Masa Depan tempatibadah dariPemkab

Cerah Jombang. Meskisemua syarat
sudah dipenuhi, akan tetapi
Pemkab setempattetap
bergeming dengan alasan tidak
jelas.

30 Tm Yustisi Tga bangunan gereja tanpa izn | 21 Juni2010 Bupatilhdragin | Penyegelan Jemaat 3
Pemda Inhil diJalan Harapan Uung, Jalan Harapan Hilir, hdra M gereja
SegelTga Kelurahan Tembilahan Hulu, Ujung, Adnan
Bangunan Kecamatan Tembilahan Hulu, Kelurahan Satpol PP
Gereja Senin (21/6/10) disegel Tim Yustisi | Tembiahan Ind ra g iri Hilir

Pemerntah Daerah Inhil Hulu,
Penyegelan dilakukan, karena Kecamatan
bangunan gereja inidipandang Tembiahan
telah melakukan pelanggaran Hulu

terhadap ketentuan pendiran
rumah ibbadah. ketentuan yang
dilanggardalam pendiran
rumah ibadah ini, yakni
Peraturan Bersama Mentern
Agama dan Menter Dalam
Negern RINomor8 dan Nomor9
tahun 2006 pasal 14 tentang
pendiran rumah ibadah. Juga
melanggarPeraturan Daerah
(Perda) Indragiri Hilir Nomor21
tahun 2008 pasal8 tentang
Ketertban Unum dan Perda
Indra giri Hilir No 37 tahun 2002
tentang Izin Me ndirkan
Bangunan. Penyegelan
dilakukan oleh aparat Satpol PP
Indragiri Hili Kepala Satpol PP

Matriks Il Kasus-kasus Pelanggaran KBB Januari — Desember 2010




Indra giri Hilir, Martha Haryadi,
mengaku telah mengadakan
pembicarman dengan pihak
gereja sebelum dilakukan
penyegelan dan diadakan
penandatanganan berta acara
penyegelan dan pihak pengurus
gereja diwakili ST P. Manurung.
Setelah penyegelan ini
berdangsung, maka semua
aktivitas gereja dilarang

31 Bupati SKBupatiPemalang nomor 30 Juni 2010 Bupati Pemaksaan Jemaat
Pemalang 451/2716/So s.PP tertanggal 30 Desa Pemalang, HM ke yakinan Gereja Eppata
Iarang Juni 2008, dengan tegas Ujunggede Mac hrus SH Center
Kegiatan menghentikan ke giatan aktifita s Kecamatafl
badah . Ampelgading
Yayasan Yayasan EPPATA Centerdimana Pemalang
EPPATA Center | dilakukan kegiatanberbadah

tanpa izin didalamnya. Bupati
juga mengelurkan SKBupati
Pemalang nomor503/205
tentang perubahan surat ijin
membangun yayasan yang
bukan diperuntukkan untuk
gereja lagi
JULI (4 kasus0

32 Pengusiran Aparat kepolisian Polse k Mustika 09 Juli 2010 Po Ise k Mustika Pelarangan Jemaat HKBP
Jemaat HKBP Jaya mendatangijemaah Jaya badah Pondok Timur
Pondok Timur Gereja HKBP Pondok Timurlhdah Indah
Indah darn JL yang telah pindah rumahibadah
Puyuh Raya dar JlPuyuh Raya No. 14 ke

Kampung Ciketing. Kedatangan
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anggota Polsek terse but untuk
meminta atau melarang
kegiatanibadah ditempatbaru
tersebutdengan alasan
penolakan banyakmasyarakat.
Peristiwa miadalah kelanjutan
darkasuspenyegelan gereja
HKBP Pllyang sebelumnya tegadi
didJl Puyuh Raya No. 14. Di
Kampung Ciketing ini, selain
ditolak, masyarakat setempat
juga sering melakukan intimid a si
ketika bbadah sedang
berdangsung namun tidak pemah
ditindakaparatkepolisian

33 Gereja Puluhan Satpol PP Kab. Bogor 19 Juli 2010 Satpol PP Pembongkaran |Jemaat
Pentako sta membongkarGereja Pentakosta | Jalan Raya Gereja
Dibongkar diBogorberdasarkan surat Namgong, Kec. | Polsek Cileungsi Pe nta ko sta
karena perintah BupatiBogor. Cieungsi, Kab.

Dianggap Pembongkaran inidilakukan Bogor BupatiBogor,
Td a k Me miliki karena dianggap belum Rachmat Yasin
IMB mempunyailMB

34 Penyerangan Sejumlah bangunan rusakdan 29 Juli 2010 Kepolisian Pembiaran Jemaat
dan Perusakan | beberapa orang teduka terkena | Desa Manislor, Kuningan Ahmadiyah
Ma sjid lemparanbatudanbenda keras | Kecamatan Bupati Kuningan Manislor
Ahmadiyah lainnya pada saatpenyegelan Jalaksana,

Manislor Masjid An-Nurmilk Ahmadiyah Kabupaten
oleh Satpol PP. Penyegelan Kuningan, Jawa
dilakukan dipagiharm, disaat Barat
jemaat Ahmadiyah sedang
b e ra ktifita s, terma
sukbersekolah

35 Penyegelan . 28 Juli SatpolPP Kab. Pemaksaan Ma sjid
Ma sjid Pemerxintah Kabupaten Desa Manislor, ke yakinan Ahmadiyah
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Ahmadiyah

Kuningan dan juga aparat
Satpol PP menyegelma sjid
milk jmaah Ahmadiyah di
Desa Manis Ior, Jalaksana,
Kuningan, Jawa Barat. Sekitar
pukul 06.30 WIBaparat yang
terdiri dan Satuan Po lisi
Pamong Praja dan Kepolisian
Resor Kuningan sudah
mendatangiDesa ManisIor.
Mereka pun langsung
mendatangiMasjid An-Nur,
magjid tetbesarmilk Jemaah
Ahmadiyah didesa itu, serta
langsung menguncipintu
gerbang mesjd.

Jalaksana,
Kuning an

Kuningan

ManisIor

A(

x USTUS (9 kasus)

36

Patung Buddha
Direncanakan
untuk
Dlpindahkan

Walkota telah memprakarsai
penandatanganan kesepakatan
bersama pada tanggal3
Agustus 2010 sebagaibagian
dartindaklanjutrapatkoordinasi
antara unsur Muspida Plus Ko ta
Thnjung Balaidengan Komisi A
DPRD Kota Thnjung Balaidan
Gerakan klam Bersatu pada han
Rabu 28 Juli2010, apatdengan
pemuka agama Jumat 30 Jul
2010, Rapat Walikota dengan

03 Agustus 2010
Wa liko ta

Pengurus Yayasan Vihara T

Waliko ta

Pembatasan
rumah ibadah

Vihara Umat
Buddha
Thnjung Balai
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Ratna Senin, 2 Agustus 2010 yang
menyatakan memindahkan
posisipatung Budha ketempat
lain yang tethormat tanpa
mengurangikehomatan yang
dilakukan oleh Pengurus Vihara

37

FUldan FPI
Serang Jemaat
HKBP

Penyerangan massa FUldan FPI
berawalsaatjemaatakan
melakukan kebaktian. Mereka
dipukulididekat polisi, tetapi
polisitidak memberkan
perdindungan sebagaimana

me stinya

08 Agustus 2010

Po lre s Me tro
Be kasi

Pembiaran

Jema at HKBP
PondokIhdah
Tmur

38

Perobohan
papan
Ahmadiyah
oleh FPIdan FUI
Surabaya.

kepolisian kota Surabaya telah
membiarkan aksikekerasan yang
dilakukan ratusan massa FPI
Surabaya dan Forum Umat slam
(FUD Jatim ke tika melakukan
sweeping disejumlah lokalisasidi
Surabaya. Aksisweeping tersebut
dilanjutkan dengan aksi
vandalisme, massa FPIdan FUI
menyerang dan mermbohkan
papannama Jemaat
Ahmadiyah Ihdonesia (JAD Jatim
diJalan Bubutan, Surabaya. Polisi
tidakmenindak pelaku
kekerasan, sebaliknya malah
menekan pengurus Ahmadiyah
Jatim agartidakmengadakan
konferensipers terkait aksi
kekerasan yang mereka alami

10 Agustus
Surabaya

Kepolisian Kota
Surabaya

Pembiaran

JAISurabaya

39

Ma sjid Nurul
Jannah

Masjid NurulJanah di Cakung
dirmrbohkan dengan

12 Agustus 2010
Perumahan

Pemkot Jakarta
Tmur

Pembongkaran
IMB

Masjid Warga
Muslm
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Dirobohkan menggunakan alat-alatberat. Jatinegara Suku Dina s komplek
Karena Tdak Pemerntah Kota Jakarta Timur Indah, Pulo Ko munika si, Perumahan
Me miliki IMB membongkarbangunan ukuran | Jahe, Cakung, Informatika dan Jatinegara
20 x 21 meteritu karena Jakarta Timur Kehumasan Indah
pembangunannya tak disertai Camat
izin dan lahan yang dimaksud PTCakra Sarana
adalah ahan PHT (Pe nye mpuma Satpol PP
Hijau Thman). Pemernntah, kata Po lisi
Kepala Suku Dinas Ko munika si, Tentara
Informatika dan Kehumasan
Yunus A, sudah melayangkan
perngatan dan akhimya
membongkartempatibadah itu
40 Penghentian Camat Iubuklnggau Selatan II, 14 Agustus 2010 | Camat Penghentian Jemaat HKI
Aktivita s Samadi, SHmengeluarkan surat | JL. Darma IIRT Iubuklinggau Aktivitasibadah
Ahmadiyah di | tentang Penghentian Aktivitas 02 Relurahan Selatan I,
Iubuklinggau Berbadah Jemaat Gereja Huria Marga Rahayu, | SamrmadiSH

Kiisten Indone sia (HKD) Ko ta
Iubuklinggau, Sumatera Selatan.
Surat bemomor

450/ 345/ Trantib/2010, tetanggal
Iubukling gau, 14 Agustus 2010 ini
ditujukan kepada Pimpinan
Gereja HKIKota Iubuklinggau.
Dengan suratinimaka telah
tegjadipenutupan dan
penghentian aktivitasbernbadah
Gereja HKIIubuklnggau yang
beralamat didl. Darma IIRT02
Kelurahan Marga Rahayu,
Kecamatan Iubuklinggau
Selatan I, Sumatera Selatan.
Alasannya,ada sekelompok
orang yang tidaksetujudengan

Kecamatan
ILubuklnggau
Selatan I,
Sumatera
Selatan
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keberadaan gereja tersebut

41

Perusakan
HKBP Gajah
Sa kti

Polres Asahan Sumatra Utara
melakukan pembiaran dengan
tidakmenangkap dan
memproses sesuaihukum pelaku
perusakan gereja HKBP diDesa
Gajah Sakti Kecamatan Bandar
Pulau, Kabupaten Asahan.
Perusakan inididuga dilakukan
sekelompokorang dari Dusun Au
Napitu Desa Gajah Sakti
Kapolres Asahan AKBP Mashudi
SIKbahkan menegaskan, tidak
pemah ada aksiperusakan
apalagipembakaran terhadap
gereja diDesa Gajah Sakti

20 Agustus
Desa Gajah

Sa kti,
Kecamatan
BandarPulau,
Kabupaten
Asahan, Sumut.

Polres Asahan
Sumatra Utara

Pemibaran

HKBP diDesa
Gajah Sakti

42

WNA
Diamankan
Polisi Karena
Dianggap
Menghina
Agama

Aparatkepolisian diPulau
Iombokmenahan seorang
warga Amerka karena dituduh
melakukan penghinaan
terthadap klam. Iuke Gregory
Hoyd dibawa ke kantorpolisi
karena menarkkabel
loudspeakersebuah masjid yang
berada disebelah rumahnya.
Tndakan itu ia lakukan karena
merasa tergangguoleh
pembacaanalQuran melalui
pengerassuara tersebut pada
malam haribulan Ramadlan.

23 Agustus 2010
Desa Kute,
Kecamatan
Pujut, lombok
Tengah

Kepolisian

Krimina lisa si

Gregory Illyod
ILuke

43

Menag
Janjikan
Kebiakan
untuk

Menteri Agama, Suryadhama Al
menyatakan bahwa Ahmadiyah
dilndonesia harus dibubarkan.
Karena, jika tidakdibubarkan,

30 Agustus 2010
Jakarta

Menag,
Suryadhamma Al

Pembubaran
Aliran

Jemaat
Ahmadiyah
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Membubarkan
Ahmadiyah

po tensi konflk akan terus
meningkatdan mengganggu
kerukunan umatberagama. la
menambahkan bahwa
Ahmadiyah adalah cikalbakal
tegjadinya perpecahan di
masyarakat, yang dapat
mendorng tegjadinya ko nflik.
Menterijuga beralasan bahwa
Ahmadiyah bertentangan
dengan pokokajaran klam
karena itu harus dihe ntikan

a ktifita snya

44 Pembiaran Demimendengarpemyataan 31 Agustus 2010 | Polisi Pembiaran Jemaat
Aparat MenteriAgama tersebut, pada Kelurahan Tuah Ahmadiyah
Kepolisian akhirbulan Agustusteradi Karya, Kelurahan
terthadap pembiaran kekerasan oleh Kecamatan Tuah Raya
Kekerasan atas | kepolisian Pekanbaru ke tika Thmpan,

Penutupan penduduk Kelurahan Tuah Karya, | Pekanbaru
Ahmadiyah Kecamatan Tampan, Pekanbaru,
Tuah Karya beramairamaimenutup musala

milk jemaah Ahmadiyah.

Penutupan mimemperleh

dukungan dar Ketua Forum

Kerukunan Umat Beragama

Pekanbaru Sumardillyas. Ia

beranggapankegiatan dakwah

Ahmadiyah bermpotensimemicu

konflk dengan warga setempat

SEPIEMBER (7 ka sus)

45 PN Jakarta Pengadilan NegeriJakarta Pusat | 01 September Ma je lis Ha kim Pemaksaan PTNire ta Vista
Pusat dalam putusannya 2010 PN Jakarta ke yakinan Creative,
Perintahkan memerintahkan penutupan PN Jakarta Pusat p e milk lise nsi
Tuatup Buddha Pusat Buddha Bar

Buddha Barserta pembayaran
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Bar

gantirugi Rp 1 milar. Alasannya,
Buddha Bardianggap sudah
melakukan perbuatan melawan
hukum, yaitu melanggarazas
kesusilaan dan noma yang ada
dalam masyarakat. Majelis hakim
yang dipimpin oleh FX Jiwo
Santoso berkeyakinan nama
Buddha, penggunaan patung
Buddha serta simbolagama
Buddha dalam Buddha Bartelah
melukainoma-noma yang ada.
Selain itu keberadaan Buddha
Barjuga melanggarnoma
kesusilaan, meskitelah ada izin
dariPemda Jakarta. PTNire ta
Vista Creative memilh banding

JlGadjah
Mada

46

Vonis Setahun
untuk Anak
SMA yang
Dianggap

Me nista
Agama

Pada 7 SeptemberPengadilan
Ne geri Bekasi menjatuhkan vonis
satu tahun penjara untuk
Abraham Felx Grady, terdakwa
kasuspenodaanagama di
Bekasi. Majelis hakim yang terdir
atas Agus Subekti, Cening
Budiana, dan Burhanuddin
memutuskan bahwa terdakwa
melanggarPasal 156A huruf A
KUHP tentang Penodaan
Agama. Terdakwa berfoto
dengan pose menginjak al-
Quran sambilmengacungkan

07 September
2010
Pengadilan
Neger (PN)

Be ka si

Ma je lis Ha kim

Krimina lia si
Keyakinan

Abraham Felix
Gray
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jaritengah. Foto dimuatdilaman
resmiYayasan Santo Bellamminus
pada Juni2010. Atas
perbuatannya ini, Felix telah
meminta maaf

47 Dianggap Polisimenangkap Stephen 07 September Polres Senggigi | Kriminalisasi Ste phen
Me nista Alexanderkarena dianggap 2010 Keyakinan Alexander
Agama, menghina agama. la ditangkap | Desa Sedimen,
Diamankan ke tika umahnya divakaroleh Iombok
Po lLisi masyarakat sekitaryang sakit
hatidengan kata-katanya yang
menyinggung perasaan kaum
Muslim setempat
48 Vonis Penjara Ahmad Thntowi, pimpinan aliran | 17 September Ma je lis Ha kim Krimina lisa si Pe mimpin
untuk Surga Eden divonis hukuman 10 2010 PN Sumber Keyakinan Aliran Surga
Pemimpin tahun penjara ataskasus PN Sumber, yang diketuai Eden, Ahmad
Aliran Surga dugaan penistaanagama dan Cirebon Hakim LSunarso Thantowi
Edendan kasuspelecehan seksual Majelis Istrinya,
Keluarganya hakim yang diketuai Hakim L Endang Nur
Sunarso menyatakan bahwa Indah
fakta-fakta dalam persidangan Putn
membuatterdakwa secara sah angkatnya,
dan meyakinkan telah Rosmawati
melakukan penodaan agama dan Tuti
sebagaimana tersebutdalam Priha tin

pasal 156 KUHP, pasal 355
tentang perbuatan tidak
menyenangkan,dan pidana
pencabulan sesuaipasal 289
KUHP. Maje lis hakim juga

me njatuhkan vonis 5 tahun
masing-masing kepada anak
angkat Ahmad Tantowiyang
bemama Rosmawatidan Tuti
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Priha tin serta istrinya, Endang Nur
Indah. Ketiganya dinyatakan
bersalah melanggarPasal22
KUHP karena turut memb antu
perbuatan yang dilakukan
Ahmad Thntowi

49

Penyegelan
Gereja Yasmin
oleh Satpol PP
dan Kepolisian
Bogor

Dengan alasan mengantisipa si
agartidaktegadigangguan
terthadap jemaatgereja,
pemerintah Kota Bogorkembali
menyegel GKIYasmin yang akan
digunakan untukberbadah.
Penyegelan inimerupakan yang
kedua kalinya setelah gereja ini
disegeldengan dalh
pembekuan IMBmelaluisurat
yang dikeluarkan Kepala Dinas
Thta Kota dan Petamanan Kota
Bogor, yaitu Surat KADIS —TKP
503/208-O'TKP, tertanggal 14
Februar 2008 Perihal Pemberian
Izin. Penyegelan dilakukan oleh
SatpolPPdan aparatkepolisian
Kota Bogor

18 September
2010
Perumahan
Thman Yasmin,
Bogor

Satpol PP
Kepolisian Bogor
Pemkot Bogor

Penyegelan

Jemaat GKI
Yasmin

50

Sweeping
Pemkot

Mo jo ke rto
terthadap Lima
Gereja

Atasdesakan Forum Kerukunan
UmatBeragama (FKUB) Ko ta
Mojokerto,sekitarpertengahan
September2010, Pemerintah
Kota Mojokerto secara ma ssif
melakukan penysirian terthadap
sejumlah tempat yang disinyalir
kuat digunakan untuk kegiataan
kegerajaan secara rutin.
Sweeping dilakukan oleh Satpol

20 September
2010
Mo jo ke rto

Pemerintah

Ko ta Mojokerto
FKUB

Bake sbanglinm
as

Satpol PP

Sweeping dan
penghentian
kegiatan
ibadah

Pengurusdan
Jemaat
Gereja dib
Tempat
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PP, Bakesbanglnmas,dan
aparatkepolisian. Ada 5 tempat
dengan 3 lokasiyang mendapat
atensi khusus,yaknidiSwalayan
Saba,Rumah Makan
Jimbaran,dan Pertokoan Niaga
Square. Ketiga lokasididuga
merupakan tempatibadah.
Pemkotberdalih sweeping
dilakukan karena pengurus
Gereja tidak mengantongizin
Pendirian Bangunan

51

Wa liko ta

Me minta
Patung Buddha
Diturunkan

Melaluisuratbemomor
100/18349/Tan/2010 yang
ditujukan kepada Ketua Yayasan
Vihara Ti Ratna. Waliko ta
mempertanyakan mengapa
pihak Yayasan Vihara TiRatna
belum menurunkan Patung
Budha. Waliko ta juga
mengingatkan agarPengurus
Yayasan Vihara Ti Ratna

se se gera mungkin me nurunkan
Patung Budha Amitabha
sebagaimana disepakatidalam
dalam surat kesepakatan
bersama. Surat nimerupakan
tndaklanjut daripertemuan
antara Wakil Ketua DPRD, Kepala
Kejaksaan, Kapoles, Dandim
0208 Asahan, Kepala Kantor
Kementrian Agama Tanjung
Balai, Ketua FKUB Kota Thnjung
Balai Ketua MUIdan Ketua

30 September
2010
Thnjung Balai

Waliko ta
Tanjung Balai
Ketua DPRD
Kepala
Kejaksaan
Kapoles
Dandim 0208
Asahan

Kepala Kantor
Kementran
Agama Tanjung
Balai

Ketua FKUB Ko ta
TAanjung Balai

Ancaman
Intimid a si

Ketua Yayasan
Vihara Th
Ratna
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Yayasan Vlhara Ti Ratna yang
digelarsebelumnya

OKTO BER (6 kasus)

52

Ahmadiyah
Pekanbaru
Diminta
Hentikan
Aktivita s

Wakil Walikota (Wawako)
Pekanbaru Erizal Muluk, me minta
agardama’ah Ahmadiyah,
menghentikan segala aktivitas
ibadahnya sesuaiSKBtiga
Mentern. Halitu ia sampaikan

ke tikka melakukan insp e ksi ke
tempat komunitas Ahmadiyah
yang beralamatkan Jalan Cipta
Karya Kecamatan Tampan,
Pekanbaru Riau. Wawako juga
mengatakan, jka mereka
(Ahmadiyah) menolak, bisa saja
akan dilakukan tindakan yang
mengarah kepada ketegasan di
masa depan. Wawako juga
menekankan agarAhamdiyah
jangan sampaimemancing
omas klam untuk bertindak
sementara meraka sudah diber
peringatan

04 Oktober2010
Jalan Cipta
Karya, Panam,
Thmpan

Wakil Wali Ko ta
Pekanbaru,
Erizal Muluk

Pemaksaan
Ancaman

Jemaat
Ahmadiyah
Jalan Clpta
Karya

53

Waliko ta
Pekanbaru

Me minta
Jemaat
Ahmadiyah
Menghentikan
Ke giatannya

Walkota Pekanbaru Herman
Abdullah menerbitkan Surat
Keputusan yang meminta
Jemaat Ahmadiyah
menghentikan ke giatannya
sesuaiSKkesepakatan tiga
Menter, Surat ini ditujukan
kepada jamaah Ahmadiyah
yvang berdomilisidiJalan Cipta
Karya Kecamatan Tahmpan.

Pertengahan
Oktober2010
Pekanbaru

Wa liko ta
Pekanbaru,
Herman
Abdullah

Pemaksaan

Jemaat
Ahmadiyah
Jalan Clpta
Karya
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Namun pelayangan surat yang
ditandatanganilangsung oleh
walikota, Depag, dan MUI
tersebut, ditentang oleh
komunitasjamaah Ahmadiyah,
dengan alasan mereka tidak
mengganggu masyarakat
setempat.

54 Aparat Tdak Kepolisian Kabupaten Bogor Oktober2010 Po Lisi Pemibaran Jemaat
Memproses tidakmencegahdan Kampung Ahmadiyah
Penyerangan memperoses sesuai hukum para Cisalada, Ciampea
Kampung pelaku penyerangan Kelurahan
Cisalada perkampungan Ahmadiyah di Ciampea Udik,

Kampung Cisalada, Desa Kec.Ciampea
Ciampea Udik, Kecamatan Bogor
Ciampea, Kabupaten Bogor.

Po lisi justru me meriksa warga

Ahmadiyah setempatyang

diduga melakukan penusukan

ketika aksipenyerangan

berdangsung

55 Penangkapan | PolresBireuen bekerja sama 11 Oktober2010 | Polre s Bireuen Penangkapan Penganut
Penganut dengan Pemkab Bireun telah Bireuen Pemkab Bireuen Milla ta
Milla ta melakukan kiiminalisasidengan Abraham

Abraham oleh
Polre s Bireuen

menahan puluhan pengikut
aliran Millata Abraham yang

diduga sesatdiGedung Sanggar

Ke giatan Belajar (SKB) Bire uen
dan musalla Mapo Ire s Bire ue n.
Penahanan mereka dilakukan
atasdesakan sejumlah
masyarakatyang merasa resah
dengan aliran baru tersebut
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56 | Diserang Setelah disidang oleh MPU, 5 19 Oktober2010 | Polisi Bruen Pembiaran Safwaliza
Massa, (ma) orang penganut Millah Birue n M Afdal .
Diamankan Abraham diserang oleh serbuan | Aceh Utara Haja.rull Mirza
Po lisi massa yang berada didepan Junaidi

M Ikhawan
kantor MPU. Polisiyang ada
bukan menghalangimassa untuk
menyerang tetapijustru
mengamankan pengikut Millah
Abraham ke kantorpo lisi

57 Iarangan BupatiCiamis, Engkon Komara 29 Oktober2010 | BupatiCiamis Pelarangan Jemaat
Aktiita s dan unsurmuspida telah Dusun Aktivita s Ahmadiyah
Ahmadiyah di | melakukan kesepakatandengan | Pakuncen Keagamaan Ciamis
Ciamis FPICiamis untuk melarang warga | Kelurahan/Keca

Ahmadiyah melakukan aktifitas matan Ciamis
keagamaan dima sjid
Ahmadiyah didJalan Cipto
Mangunkusumo Dusun Pakuncen
Kelurahan/Kecamatan Ciamis.
Kesepakatan midiambilsetelah
FPIbemiat menye gelmasjd milk
Ahmadiyah tersebut karena
dinilaimelanggar SKB tiga
Menteritahun 2008
NOVEMBER (3 kasus)

58 Pembiaran Pada Jumat 19 November, 19 November Kepala Desa Pembiaran 12 KKJemaah
atas Forum Koordinasi Pmpinan 2010 Gegerung, Ahmadiyah
Pengusiran Kecamatan Lingsar, lombok Desa Kapolsek
Jemaat Barat,terdiridariKepala Desa Gegerung, Lingsar,dan
Ahmadiyah Gegerung, Kapolsekingsar,dan | lombokBarat, Danramil lingsar
oleh Warga Danramillingsarmeminta sekitar | Nusa Tenggara

12 jemaah Ahmadiyah diDesa Barat (NTB),

Gegerung, lombok Barat, Nusa
Tenggara Barat (NIB),
meninggalkan rumah mereka
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dan kembalike pengungsian
Transito Majeluk Mataram. Forum
berdalh, langkah tersebut
dilakukan karena muncul
desakan dariwarga sekitardan
demimenghindan “peristiwa
yang takdiharapkan”.

59 Pengusiran Bupatilombok Barat, Nusa 26 November Bupatilombok | Pengusiran 13 KK
Warga Tenggara Barat, HZaini Arony 2010 Barat Ahmadiyah
Ahmadiyah mengatakan, warga Ahmadiyah | Dusun
oleh Bupati tidakbolehlagitinggaldiDusun Ketapang, Desa
IombokBarat Ketapang, Desa Gegerung, Gegerung,

Kecamatan Ling saruntuk Kecamatan
menghindarihalhalyang tidak Lingsar
ding inkan. Dia me minta

Kapolsek lingsarbersama
Danramil untuk me merintahkan

agarl3 kepala keluarga warga
Ahmadiyah yang masih tinggal

diDusun Ketapang, Desa

Gegerung untuk segera

meninggalkan kampung

halamannya dan kembali

mengungsi ke Asrama Transito,

Kota Mataram

60 Rumah Massa menyerbu dan merusak 26 November Kepolisian Pembiaran Jemaat
Dib akar, Po lisi jemaat Ahamdiyah di Dusun 2010 Setempat Ahmadiyah
Meminta Agar | Ketapang. Untukalasan Dusun Dusun
Penghuni keamanan, jemaatpun Ketapang Desa Ketapang
Pindah memanggikepolisian setempat | Gegerung

dan mereka segera datang. Kecamatan
Bukannya menghalau Lingsar
penyerang, mereka justru sibuk IombokBarat

membujukjemat Ahmadiyah
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untuk kembalike asrama
pengungsian di Maje luk,

Mataram
DESEMBER (4 kasus)

61 DPBD Kota ‘ Komisi A DPRD memanggil 1Desemt.)er Komisi A pPRD Pemaksaan P(—j;ngums.
Tanjung Balai ] _ Ko ta Tanjung Kota Tanjung Vihara T
minta Pengurus Vihara THiRatna BalaiSumator | Balai Ratna
penurunan Thnjung BalaidiKantor DPRD Utama Tanjung Balai

Patung Buddha

TAnjung Balaiuntuk
menegaskan agarUmat
Budha Kota Tanjung Balai
segera menurunkan Patung
Budha Amitabha seperti
kesepakatan yang sudah
ditandatanganioleh beragai
pihak te ma suk Pe ng urus
Vihara yang berada dalam
posisitertekan dan dipaksa
untuk menadatanganisurat
terse but. Penurunanan Patung
Budha tersebut, mendesak
untuk dilaksanakan karena
tekanan dan tuntutan dan
kelompok klam yang
menamakan dirinya Gerakan
Ilam Bersatu yang se makin
kuat.
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62 | Pembubaran Ke polisian Cianjurtelah Pada 4 Kepolisian Pemibaran Jemaat'
Muktamar . ) Desember, Garut Ahmadiyah
Ahmadiyah di membiarkan aksi Hotel Setia, Indonesia
Cianjur pembubaran paksa Gerakan Pacet Cianjur

Re fomis slam (G ARIS) Jawa Bamat.
terthadap acara Muktamar

Jemaat Ahmadiyah Indonesia
diHotelSetia, Pacet Cianjur

Jawa Barat. Bukannya
mencegah, po lisi justru

mengawalpara peserta

muktamaruntuk segera

meninggalkan hotel

63 Panti Asuhan Aparatdarn Kejaksaan Negen 08 Desember Kejaksaan Penggembokan | Jemaat
Milik Taskmalaya dan Kepolisian Resor | 2010 Negern Pembiaran Ahmadiyah
Ahmadiyah Kota Tasikmalaya meminta Cicarnang, Thsikmalaya Ancaman Thskmalaya
Ef::;? ok pengurus Panti Asuhan Hasanah ggﬂjii,la ya % an lisian Re sor

Kautsarmilk Ahmadiyah di
Cicarang, Kawalu, Thsikmalaya,
Jawa Barat menutup dan
mengosongkan pesanten.
Mereka juga meminta jamaah
menghentikan kegiatan
keagamaan. Karena jemaat
Ahmadiyah menolak,aparat
tersebut kemudian
menggembokdan mengunci
dariluarbangunan yang masih

Tasikmalaya
Kepala Satuan
Inte lije n, Sa hili
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bersianak-anakyatim piatudan
usia 10 sampail4 tahun.
Sementara anak-anakyatm
piatu yang tinggaldipanti
tersebut masih berada didalam.
Mereka juga tidakberbuatapa-
apa ketika FPL yang datang
sesudahnya, merusak gembok
untuk selanjutnya menyerbu
(penghuni) pantiasuhan
tersebut. Pagiharnsebelum
penggembokan ini pihak
Ahmadiyah dipanggildua
institusi te rse but untuk d iminta
menggembok pantiasuhan atau
FPIyang menggemboknya.
Semua initerkait dengan
larangan beraktivitasbagi
Ahmadiyah

64

Gereja HKBP
Be tania
Rancaecek
DisegelSatpol
PP

Satpol PP Kecamatan
RancaekekmenyegelGereja
HKBP Betania Rancaekek karena
dianggap tidak berizin. Me re ka
datang bersama FPL FUL dan
Gars merazia tujuh rumah yang
dicurigaisebagaitempat
badah, termasuk rumah yang
digunakan sebagaiGereja HKBP

12 Desember
2010

Komple ks Bumi
Rancaekek
Kencana
Bandung

Satpol PP
Kecamatan
Rancaekek

Penyegelan

Jemaat
Gereja HKBP
Betania dan 6
rumah ibadah

lainnya
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Kasus-Kasus Intoleransi Januarn - Desember2010

Ma triks I

No. |Peristiwa

De skripsi

| Waktu & Iokasi | Pelaku

‘ Tindakan | Korban

JANUARI (17 kasus)

1 Paruru Daeng
Thu Dituding
Sesat

Parurung Daeng dianggap sesat
karena menyebarkan ajaran
Hamba Allah yang ajarannya
berbeda dengan slam pada
umumnya. Masalah pertbedaan
inikemudian diadakan
pertemuan di Masjid H. Bani
Adam Thba Jalan Rappocini
Raya Ir. 3, Makassar, Sulsel
dengan pithak MUL Depag,
ulama, pengurus masjid, dan
warga setempat. Paruru
menyatakan jika ajaran tidak
sesuaidan tidak dise tujui, dia
siap kembalikepada ajaran

lam yang dia anut sebelumnya.

Paruru diminta bertobatdan
mengucapkan syahadatoleh
para hadirn. Dia mengakui
kesalahan dan tidakmembaca
syahadatsetelah diberkan
penjelasan pthakDepag dan
MUIL Paruru menjanjikan akan
bertemu dengan kedua pihak

03 Januari 2010
Ma sjid H. Bani
Adam Thba
Jalan Rappocini
Raya Ir. 3,
Makassar

Warga

Penyesatan
Thu
Pemaksaan

Keyakinan
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terse but

Penyegelan Ratusan yang berasaldarirukun | 03 Januari2010 | Warga RT2 Penyegelan Jemaat GKSBS
GKSBSoleh tangga (RD) 2 Lingkungan (Ik) 5 Jalan Pahlawan |Ik5dan6
Warga dan 6, Kelurahan Thnjung Aman, | Kel Tanjung Kel Tanjung

Kecamatan KotabumiSelatan, Aman Aman

Iampung Utara, mendatangi Kec. Kotabumi Kec. Kotabumi

GKSBS. Mereka memprotesdan Selatan Selatan

menolakadanya rencana Ilampung Utara | Ilampung Utara

diresmikan dan didirkannya

bangunan itu menjaditempat

ibadah yang telah diberinama

Gereja Kisten Sumatera Bagian

Selatan (GKSBS). Sejumlah poster

penolakan ditempeldipagar

gerbang dan dilakukan

penyegelan. Mereka menuding

tindakan pihak gereja yang telah

mengalih fungsikkan rumah

tnggalmenjadigereja adalah

bentuk pelanggaran. Sebab,

pengalhannya tanpa

persetujuan masyarakat

setempatdan tidakadanya

surat resmi Dan kondisiinisudah

tejadisejak 15 tahun silam
ProsesiAdat Kepala Dinas Pekejaan Umum, 04 Januari 2010, | Kepala Dinas Penyesatan Kelompoktani
Dianggap Pertembangan,dan Energi Lombok Utara Pekeyaan pengguna air
Syirk, KIU Kabupaten lombok Utara (KLD), Umum, dan mgasi
Didenda Zainul Arifin, yang menganggap Pertembangan, yang

rtual Selamatan Telabah. dan Energi bersumberdarn

Selamatan Telabah dilakukan Kabupaten Bendungan

oleh ratusan masyarakat Iombok Utara Pekatan Desa

Kecamatan Thnjung yang (KLU), Zainul Jenggala
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tergabung dalam kelompoktani
pengguna airdan irigasiyang
bersumberdar Bendungan
Pekatan Desa Jenggala dengan
memotong seekorkerbau yang
kepalanya dilarungkan ke
telabah atau kali sebagaiwujud
syukurpada Tuhan. Zainul Arifin
menyatakan bahwa jka
syukuran yang dibarengidengan
memotong ketbaudan
kepalanya dibuang menurut
agama klam itu kurang bagus
dan terma suk syirk tersamar.
BagiZainal ritualadat yang
dikejakan jka dengan
memotong kertbau yang
kemudian kepalanya dibuang,
itu adalah perbuatan syirk.
Karena menurut agama klam,
pun Al-Qur an, sesuatu yang
mubazirdan membuang-buang
makanan serta membuang-
buang uang itu adalah
saudaranya setan. Para petani
sendinmenganggap itusebagai
rasa syukur. Atas pemyataan ini,
Zaenaldidenda karena
dianggap menghina adat

Arifin

Perusakan
Gereja Kristen
Sum a tra
Bagian Selatan
(GKSBS)

Sekitarenam orang tak dikenal
melempargedung yang
dijadikan tempatibadah dan
rumah salah seorang pengurus
gereja. Akibat penyerangan itu,

5 Januari 2010
Jalan Pahlawan
Kelurahan
Thnjungaman,
Kecamatan

Massa tidak
te rid e ntifika si

Perusakan

Jemaat GKSBS
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beberapa kaca rumah serta
kaca gedung yang dinamakan
GKSBSitu pecah. Dua han
sebelumnya ratusan warga
Kelurahan Thnjungaman,
Kotabumimendatangisebuah
bangunan yang sudah beralh
fungsimenjadigereja. Ratusan
warga memprtesdan menolak
adanya rencana diresmikan dan
didinkannya bangunan itu
menjaditempatibadah yang
telah diberinama Gereja Kisten
Sumatra Bagian Selatan (GKSBS).
Menurut warga, sebelum adanya
rencana pengalihan fungsi
bangunan, gedung tersebut
sejak tahun 1994 memang sudah
digunakan menjaditempat
ibbadah secara legal Padahal,
izin bangunannya adalah
perpustakaan dan rumah
tinggal Mereka menuding
tndakan pihak gereja yang telah
mengalih fungsikan rumah
tinggalmenjadigereja adalah
bentuk pelanggaran. Sebab,
pengalhannya tanpa
persetujuan masyarakat
setempatdan tidakadanya
surat resmi Dan kondisiinisudah
tegadisejak 15 tahun silam. Dan
disaattergadiaksiitu, Fulidede,
se laku Pe ngurus G KSBS ke tika

Kotabumi
Selatan,
Iampung Utara
(Iampura)
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ditemuisejumlah wartawan
membenarkan jika bangunan
te rse b ut tid ak me miliki izin untuk
dijadikan tempatibadah. Akan
tetapiAchmad Muqoddas,
selaku perwakilan warga sekitar
memastikan bahwa pelaku
pelemparan bukan dan
masyarakat Thnjungaman dan
se kita mya

Membuat Buku, | Yayasan Al-Bayyinat Al 10 Januari2010 | Habib Achmad |Penyebaran Ahlalbait
Menebar Llamiyyah melunc urkan buku Surabaya Zein Alkaf Kebencian Indonesia,
Kebencian berudul "Export Revolusi Sy’ ah ke (p e nulis buku) khusunya yang
kepada Syfah | Indonesia", 10 Januari 2010. Buku didukung oleh berada di
setebal312 halaman tersebut KH. Jawa Tmur,
ditulis oleh Ketua Bidang Abdussomad baik di Bangil
Oi1ganisasiAbayyinat, Habib Buc hor (Ke tua Pasuruan,
Achmad Zein Alkaf. Buku te rse but MUIJatim) dan Jember,
secara ekspilt menyebut Syrah KH. Mutawakil maupun di
sebagaialiran sesatdan ‘Alallah (Ketua Pamekasan
menye satkan. PWNU Jatim).
Buku tersebut menyebarkan Ketiga tokoh
kebencian tentang Syrah dan tersebut
secara eksklusif ditujukan kepada mendesak
Presiden Susilo Bambang pemerintah
Yudhoyono (SBY), Mentern (negara) untuk
Agama, INVPold, Badan Intelijen turun tangan
Negara (BIN), NU, terkait
Muhammadiyah dan seluruh perkembangan
umat slam Indonesia agar Syfah di
senantiasa mewaspadai Indonesia.
‘bahaya’ ajaran Syiah yang
sudah berkembang dilndonesia.
GERAM Gerakan Anti Maksiat (Geram)— | 11 Januari2010 | GERAM Perusakan Beben Bentar
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Merusak versilain menyebutnya sebagai Desa Ranji (Gerakan Anti properti dan keluarga
Rumah Beben FPL-merusak rumah Beben Wetan Maksia t) serta
Karena Bentardipedalaman kampung Kecamatan pengikutnya
Ajarannya Desa Ranjikarena diduga Kasokandel,
Dianggap . ! g . Kabupaten
Sesat sebagaikelompoksesat. Disebut Majale ngka

sesat karena Bentardianggap Jawa Barmat

melegalkan manusia bersetubuh

tanpa ikatan pemikahan, karena

izin nikah dilakukan oleh pihak

gaib. mengobatipenyakit

wanita dengan cara berzinah

(melakukan persetubuhan tanpa

ikatan perkawinan)
Pelarangan Jemaatmendengarsu bahwa Januan 2010 Warga RT RT Pemaksaan Jemaat
badahbagi gereja akan digerebekpada RT007/15, 007/15, Buaran, | Intimidasi Gereja Khairos
Jamaah minggu ketiga. Idaklama Buaran, Jakarta | Jakarta Timur

Gereja Khairos

kemudian Pdt Nugadi,
koordinatorterdahulu gereja ini,
diberikan surat peringatan dar RT
setempat. Samy Wattimena
selaku koordinatorumum yang
baru mendatangiRTsetempat.
Daripertemuan itu, beberapa
pembicaraan RTterekam, antara
lain: kegiatan keagamaan
dilarang dilakukan dirumah doa
tersebut karena sekitamya
mayorits klam, aksesjalannya
melewatijalan RTRW lain, tidak
ada jemaatyang tinggaldiRT
itu, dan fungsibangu-nan tidak
sesuaidengan fungsiyang

Tmur
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sebenamya. Namun Samy hanya
berkomentar, bahwa selama
pemerntah tidakmelarang,
kegiatan doa gereja akan tetap
beralan terus. Kegiatan tetap
berdangsung sampaipolisi
menghentikan kegiatan inidi
bulan Februan

Demo FKUI Massa mendemo Gereja 11 Januari 2010 FKUI (Fo rum Pemaksaan Jemaat
agarPemkab Fladelfia. Mereka me nuntut Kampung Ko munika si Gereja
Menyegel Pemkab menyegelgereja Jejalen Desa Umat klam) Hladelfia
Gereja tersebut karena tid ak me miliki Jejalen Jaya,
MB Kecamatan

Tambun Utara
Bergilbab, Fitri Cahyaning sih, karyawati 12 Januari2010 | Manajemen RS | Diskriminasi Fitri
Karyawan RS bagian gizidiRSTelogorejo RSTelogorejo Telogorejo Cahyaning sih
Diintimid a si mengaku didiskriminasidan
Pihak dintimidasisetelah mengenakan

Manajemen

jlbab sejak 12 Januar. Ftn
dipindah ke dapurbelakang dan
semenjak 25 Januarn, dirinya tidak
mendapatkan pekeraan
apapun. Fitri hanya disuruh
duduk-duduk diterasdarisaat
masuk keyja hingga jam kera
usai Phakmanajemen bahkan
secara tegasmeminta dia
melepasjlbab jika masih ingin
bekera diRSTelogorejo,

me skipun Fitri sudah mengajukan
surat permohonan re smike
manajemen guna mengenakan
jlbab. Permohonannya tidak
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dise tujui me skip un Ftn
menyatakan bahwa jibab tidak
mengganggu kinerja saya. idak
sedikit karyawatiRSTelo gorejo
yvang benibab, kata Fitr, namun
karena takut, mereka memilh
sistem bongkarpasang. Artinya,
datang ke kantorjibab dilepas,
namun setelah pulang
dikenakan lagi

10 Penggerebeka | Sejumlah Omasklam diCirebon | 14 Januarn Sejumlah Omas | Penggerebekan | Ahmad
ndan menggerebeg rumah Tantowi Desa Ilam diKota dan To nto wi,
penyegelan dan pengikutnya dan dibawa ke | Pamengkang RT | Cirebon penyegelan pimpinan
rumah Tontowi | kantorpo lisi. Aksiinidilakukan 05 RW 05 rumah aliran Suiga

terkait dugaan Tonto wi, Kec. Mundu Eden.
pimpinan aliran surge Eden yang | Kab.Cirebon
berada diDesa Pamengkang RT

05 RW 05, Kecamatan Mundu

Kabupaten Cirebon melakukan

penodaan agama. Massa

kemudian menyegelrumah

tersebut. Mereka memasang
berbagaiposterdan foto

pimpinan kelompokinidan

sejumlah tulisan bernskan

kecaman kepada kelompok

tersebut. Massa juga meminta
agarpolsimembubarkan aliran

i

11 Marka s Surga Ratusan warga, tokoh ulama 17 Januari2010 | Forum Perusakan Ahmad
Eden Digrebek |dansantriCirebon yang Kampung SilaturahmiKota | Penyegelan Thntowidan
Warga dan mendatangidua buah rumah Surapandan Wali(Poskamal) | Penyebaran keluarga
Uama kelompok Surga Eden ini. Mereka | Kel Argasunya Santidan kebencian beserta

melemparnrumah Thntowiyang Kec. Hagjamukti | ulama Cirebon pengikutnya
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berada diKampung
Surapandan, Kelurahan
Argasunya, Kecamatan
Hagamukti, Kota Cirebon

terse but, me ski akhimya berhasil
d iminim a lisir.

Kota Cirebon

12 Fatwa Sesat Alran Brayat Agung yang 19 Januari2010 | Pengurus MUI Penyesatan Pemimpin dan
MUIJawa Timur | berkembang diSitubondo,Jawa | Stubondo Jawa Tmur Ancaman pengikut aliran
untuk Aliran Tmur, termasuk kategorisesat Pembubaran Brayat Agung
Brayat Agung karena tidak mengajarkan

ajaran klam yang semestinya.
Mereka juga meminta agar
aparatberindaktegasdengan
membubarkan alranmiagar
masyarakat Situbondo tidak

b e rsifat a na rkhis

13 Penyegelan Sebuah palang bertuliskan 21 Januari 2010 | HII Intimid a si Jemaat GKBJ
GKBJ Po s “Stop, bangunan nimenyalahi Perumahan FPI Pemaksaan Sepatan
Sepatan Perda No. 10 Thhun 2006” yang Sepatan

dipasangkan didepan GKBJ Pos
Sepatan menjadipuncak
gangguan terhadap kebe-basan
berbadah diwilayah utara
Kabupaten Thngerang. Iantaran
tulisan ini, pmaat GKBJ terpaksa
“istimhat” darnkebaktian pada
24 Januarisilam. Pdt. Bedali Hulu,
asalmuasaltulisaniniadalah
penyebaran selebaran tentang
Kistenisasidi Tangerang yang
dilakukan oleh HIL FPIjuga
menyebarselebaran yang
bersikan pelarangan seluruh
umat Kristen mengadakan

Residen Blok I
No. 7-8

Desa Pisangan
Jaya
Kecamatan
Sepatan
Kabupaten
Tangerang
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kebaktian dimana saja,baikdi
rumah maupun dalam acara
apapun. Keduanya dilakukan
pada 2009

14

Gereja HKBP
Sib uhuan ,
GPdL dan
Rumah
Pendeta
Dibakar

Gereja HKBP (Huria Kristen Batak
Protestan) Sbuhuan dan Gereja
Pantekosta dilndonesia (GPdD
dibakardan rumah pendeta di
Sibuhuan oleh ratusan orang
yvang menggunakan kendaraan
bemotorselepassholat Jum’at.
Pertama-tama mereka bergerak
ke HKBP lalu menuju GPdIyang
jaraknya ratusan meterdan
Gereja HKBP. Mereka marah
lantaran pengurusrumah ibadah
tidak me ne patijanj untuk

me ng alihfung sikkannya. Pihak
gereja sudah mengajukan izin
tetapiditolak warga karena baru
memperwleh dukungan dar 23
orang dari60 orang yang
disyaratkan

22 Januari 2010
Sibuhuan Kab.
Padang Iawas
Sumut

Massa tidak
te rid e ntifika si

Pembakaran
rumah ibadah
dan properti

Jemaat
Gereja HKBP,
GPdIdan
pendeta

15

PCNUPati
Se satkan
Akmaliyah

Pengurus PCNU, KH. Asmu’l
Syadzalimenyatakan bahwa
ajaran Akmaliyah adalah sesat
karena mengajarkan tentang
wahdatul wujud atau
manunggaling kawula gusti Ia
bersama dengan ulama lain juga
meminta pemimpin Akmaliyah
menghentikan aktivita s
perkumpulannya. Jika tidak

26 Januari 2010
De sa

Suko puluhan,
Kecamatan
Pucakwangi
Pati

Pengurus PCNU
Pati

Penyebaran
kebencian
Pemaksaan
keyakinan

Pemimpin dan
pengikut alimn
Akmaliyah
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segera dihentikan, maka Asmu’i
akan mengerahkan masanya
untuk membubarkan paksa dan
mengusirpara pemimpinnya

16 Fatwa Sesat Menurut MUI Pati Akmaliyah 28 Januari 2010, | Pengurus MUI Penyesatan Pemimpin dan
MUIPatiuntuk |adalah ajaranitusesat. Ajaran PatiJawa Pati Ancaman pengikut aliran
Aliran Akmaliyah dianggap Tengah kelompok
Akmaliyah membahayakan umatkarena di Akmaliyah

dalam buku atau kitab yang
dipercayaipenganutajaran ini,
jelas-jelasmenyamakan manusia
dengan Tuhannya. MUI Patijuga
merekomendasikan kepada
Pengawas Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM) untuk
ditind a k-la njuti

17 Penyegelan Warga menyegelmarkas 29 Januari2010 | Warga Polman Penyegelan Syamsuddin
Markas kelompok Puang Malea yang De sa Mimring, Polres Polman markas dan
kelompok dianggap sesat. Penyegelan Kecamatan NI pengikutnya
Puang Malea dilakukan dengan Binuang Polman | SatpolPP

menggunakan kayu. Penyegelan
midilakukan setelah sang
pimpinan kelompokditangkap
aparatberwenang
FEBRUARI (12 kasus)

18 Perusakan Sebuah mushala milk jamaah 03 Februari2010 | Warga Dusun Perusakan Jemaah IDII
Masjid IDII Iembaga Dakwah klam Dusun Kweden, | Kweden Properti Balongwono
Karena Indonesia (IDI) diDusun Desa
Dianggap Kweden, Desa Balongwono, Balongwono,

Td a k Be rizin Kecamatan Trowulan, Kecamatan
Kabupaten Mojokerto, Tro wulan,
dirobohkan warga setempat. Kabupaten
Mushala yang dibangun sejak Mo jo ke rto
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awaltahun 2009 itu rata dengan
tanah. Ratusan warga kalap dan
menggempurberamairamai
tempatibadah tersebut. Warga
Kweden mengaku kesaldan
marah tethadap jamaah IDI
karena melanggarkesepakatan
soalpendiran mushala. Warga
setempattidak menghendaki
mushala tersebut difungsikan
sebagaimasjd sebab di
kampung tersebut sudah ada
masjid. Warga juga
menganggap mushala tersebut
tidak b e rizin.

19

SMS Ajakan
Razia

BeredarSMS (short message
servic e ) yang isinya

me nginstruksikan se mua
komponen anggota Front
Pembela klam (FPD) untuk
melakukan razia fim yang
dibintangiAndiSoraya, bila
dipaksakan tayang dibioskop
Thnah Air. Dalam smsyang
tertulisnama Habib Fachry
Jamalullai, Wakil Ke tua DPD FPI
DKIJakarta itu, menyerukan agar
semua pengurusdan anggota
DPD/DPC/POSKO FPImelakukan
aksipenolakan atasberedamya
film yang dianggap akan
merusak akhlaq bangsa dengan

04 Februari 2010
Jakarta

Wakil Ke tua DPP
FPIDKIJakarta
Habib Fachry
Jamalulail

Ancaman

Produserdan
Pemain Fim
Hantu Puncak
Datang Bulan
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hanya menonjolkan syahwatdan
birahiitu. Thk mau ambil risiko,
pihak K2ZKProduc tion,
perusahaan film yang
memproduksifilm "Hantu Puncak
Datang Bulan" akhimya menark
dan menurunkan seluruh bentuk
p ub lika si film te rse but

20 Warga Ratusan warga Kelurahan 05 Februari2010 | Warga Penyegelan Jemaat
Karawang Karawang Wetan, Kecamatan Kel Karawang Kel Karawang rumah ibadah Gereja HKBP
Wetan Segel Karawang Timur, Kabupaten Wetan Wetan
Gereja HKBP Karawang menyegelbangunan |Kec.Karawang | Kec.Karawang

Gereja HKBP dilingkungan Tmur Tmur
pemukiman mereka. Aksi Kab. Karawang | Kab.Karawang
penyegelan inimerupakan

ekspresikekesalan warga yang

sudah bertahun-tahun

mengajukan keberatan kepada

pemda setempatatas

keberadaan gereja tersebut dan

tidakditanggapikarena

menggunakan rumah tinggal

sebagairumahibadah. Pemkab

telah memberkan IMB

21 Dianggap Wowo Wahyudin, Wawan 10 Februari2010 | Jemaatpelapor | Pemaksaan Wowo
Menodai Setiawan, dan Abdul Ro syid Kampung Situ Ma je lis Ha kim keyakinan Wahyudin
Agama, dilaporkan kepada MUTkarena Bodol PN Garut Wawan
Dilaporkan sholatdengan carm Desa Tegal Setiawan
kepada MUI . Gede Rec. Abdul Rosid

membelakangikiblat. Salah satu Pake nien
jeng

anggota jemaah salatlantas
merekam kejadian dan

Matriks Il Kasus-Kasus Intoleransi Januari — Desember 2010




melaporkannya kepada majelis
ulama setempat. Atas ulahnya
ini, mereka dimejahijaukan dan
divonis penjara

22 Demo Forkami | Sekitar150 warga Curug Mekar, 11 Februari 2010 | Forkami Pemaksaan Panitia dan
Me nuntut Kecamatan BogorBarat Curug Mekar, PemkotBogor pekera
Pemkab Cabut | menuntutagarIMBGereja Kecamatan pembanguna
IMB Gereja Yasmin dic abut karena BogorBarat n Gereja
Ya smin dianggap memalsukan tanda Ya smin

tangan warga sebagaibentuk
dukungan sekaligus pemenuhan
persyaratan untuk mempermwleh
IMBgereja

23 Penutupan Dewan Pengurus Pusat Pemuda 14 Februari2010 | Dewan Pemaksaan Cipto Pumomo
Patung Buddha | Theravada Indonesia (DPP Magelang Pengurus Pusat | keyakinan
Berwajah Gus PATRIA) menganggap patung Pemuda
Dur Buddha berwajah Gus Durtelah Theravada

merendahkan sosok Sidharta
Buddha Gautama. Karenanya,
pihak DPP Patria mengajukan
keberatan kepada Clpto
Pumomo, sang pematung. Atas
keberatan ini, patung yang
dimaksud

ditutup untuk umum se me njak 40
hariperngatan wafatnya Gus
Dur. Patung ditutup dengan
kata-kata semisal “Patung
ditutup untuk Umum” dan
“Menunggu usulan bijak patung
inisebaiknya
dibagaimanakan?”, “Mohon
maafkepada yang tidak

Indonesia (DPP
PATRIA)
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berkenan ataskelemahan kami”’.
Cipto sendiribersedia meminta
maaf

24

Penyegelan
Gereja GPIB
Gallea

Sejumlah organisasimassa
(omas) klam memprotesdan
menyegelpembangunan Gereja
GPBGalilea di Perumahan
Taman Galaxy. Mereka
membentangkan kain se panjang
50 meteryang isinya menolak
pembangunan gereja tersebut.
Kain tersebut b e rtuliskan
berbagaipmtestethadap
pembangunan gereja itu,
dipasang sekeliling tembok
gereja. Selain itu, penghapusan
papannama gereja dan
pengibaran bendera sejumlah
omas klam dilokasibangunan
juga dilakukan. Penyegelan
dilakukan dengan alasan bahwa
Gereja GPIBtersebutbelum
menyelesaikan surat izin
mendirkan bangunan (IMB) dan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi

15 Februari 2010
RW 05/17
Perumahan
Thaman Galaxy,
Kelurahan
Jakasetia,
Kecamatan
BekasiSelatan,
Ko ta Bekasi

Dewan Dakwah
Bekasi

Dewan Dakwah
Kec.Cabang
Bungin
Masyarakat
Muara
Gembong

Bina An-Nisa
Dewan Da’wah
Bekasi

Irene Centre
MMIForum

Sila tura hmi
Magjid dan
Mushala Galaxi
FPI

Forum Remaja
klam Medan

Sa tria

FKUB

Pe 1sis

Komite Penegak
Syariah (KPS)
Muhammadiya
h, Gerakan
Pemuda

Elam (GPD
Masyarakat
Peduli Syarah
(MPS)

Penyegelan
tempatibadah

Jemaat
Gereja GPIB
Gallea
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Gabungan

Remaja klam
(GARI)

25 Siswa SMAN Pada 18 FebruariAbraham Felix, | 18 Februari2010 | Abraham Felix Penyebaran Umat Mushm
Me masukkan siswa Sekolah Menengah Atas Be ka si Kebencian Bekasi
al-Quran Negeri5 Kota Bekasimelakukan
dalam Koset tndakan tidaktoleran dengan

cara memegang Al-Quran
sambilmengacungkan dua jan
tengahnya, dan memasukkan ke
dalam kloset. Gambaritu dimuat
disitus Yayasan Bellamminus
Bekasi

26 Gereja Katolk GARISGerakan Reformasi klam 18 Februari2010 | GARIS Intimid a si Jemaat
StasiCapar menyampaikan tuntutannya Desa Sdawangi Ancaman Gereja Katolik
Cirebon kepada pihakgereja StasiCapar | Kec. Sumber StasiCapar
Didemo GARIS | karena ada permmintaan seorang | Kab.Cirebon

warga yang menulis
permohonan kepada GARIS
sebab merasa tergangguoleh
perbadatan Gereja, yang
dilakukanbersamaan dengan
sholat maghrb. Dengan
demikian Gereja dianggap tidak
punyatoleransiatasjam ibadat
mereka. GARISjuga
mempertanyakan IMBgereja
stasiCaparkarena rumah yang
digunakan untukberbadat itu
bukan Gereja. Jika tidakada
IMB, mereka akan membekukan
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kegiatan umat,dan menyatakan
tidakada kompromi

27

Pengosongan
Kolom Agama
Konghucuoleh
Dispendukcapil
Sid 0 arjo

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Dispendukec apil)
Sidoaro mengosongkan isian
agama diKIPdua warga

ke turunan Tonghoa pengikut
Khonghucu. Kedua warga
tersebut mengurus KIPpada 13
Januaridan 5 Februarn 2010. KIP
milk dua orang tersebut tidak
terdsiagama Konghucu. Kasi
Kependudukan Dispendukcapil
Ba ktia ni Ag ustining rum
mengatakan, mungkin ada dua
kesalahan yang teadidi
kecamatan. Pertama, sistem
yang belum tersetting lengkap
sesuaistandarDepdagn. Kedua,
stafkecamatan yang salah
dalam mengoperasikan saat
input data diKIP. Me nurut dia,
pada sistem yang tersetting,
kolom agama keenam yang
tertulis "lainnya"” akan secara
otomatis mengeluarkan tulisan
"Konghucu"

22 Februar 2010
Sid 0 arjo

Dispendukcapil
Sid o arjo

Pengosongan
Kolom Agama

Matakin dan
penganut
Konghucu di
Sid 0 arjo

28

Samawiyah
Divonis Sesat

Samawiyah mengaku Nabi Ia
mengajarkan beberapa ajaran
sebagaisepertitidak wajib ke
Ka’bah, Mekkah sebab
menurutnya Ka’bah itu sudah
ada dalam dirinya. Atasdasarni

22 Februari 2010
Desa
Angon-Angon
Ayasa

Kangean

MUI
Kec. Arjasa

Warga Desa
Angon-angon

Penyesatan
Pemaksaan
ke yakinan

Samawiyah
danpara
pengikutnya
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warga melaporkan Samawiyah
yang suda menggangti
namanya dengan siti Hajar
kepada kepala desa. Aliran ini
kemudian diawasidan

ditind aklanjutike pertemuan
muspika dan MUIdengan
memanggilSamawiyah beserta
pengikutnya. Didalam
pertemuan itu, keluardah
keputusan soalkesesatan aliran
Samawiyah. Sasmawiyah
mengaku bersalah dan
menyatakan bertaubat,
begitupun pengikutnya lalu
dikembalkan kepada
keluarganya dan selanjutnya
akan dibina oleh pembinaan
tokohagama. Meskidemikian,
Samawiyah dan pengikutnya
tetap diawasiagarajarannya
dihentikan dan tidak se makin
menyebar

29

Dianggap
Menyebarkan
Aliran Sesat,
Yusuf Dise rang
Warga

1.000 orang warga mengepung
dan menyerang YusufaliasPak
Sofidan 18 pengikut tarekat
Qodiriyah wa Naqgsabandiyah
(al-Mubaqorah) ke tika
berangsung klarifikasiajaran
tersebut diMagjid Jam? Raudlatul

25 Februari 2010
Ma sjid Jam7
Raudlatul
Muttaqin
Mumbulsan
Jember

Warga
Mumbulsar

Penyerangan Yusufdan
pengikut
tarekat

ah
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Muttaqin, Mumbulsar, Jember.
Warga membawa batudan
potongan kayu dan nyaris
membakardelapan kendaraan
bermo tormilk pengikut tharkat
terse but. Polisi ke mudian
mengevakuasi 18 orang ke
Mapolesdember. Jamaah
tharnkattetap berada di
Mapolessampaimereka
mendapatkepastian
pengamanan ataskeselamatan
jwa mereka. Mereka berada di
Mapolessampaitanggall
Maret 2010. Pada hariyang
sama,tiba-tba 18 orang tersebut
secara mengejutkan
menyatakan taubatdan kembali
pada ajaran kKlam yang ‘benar.
Mereka juga dengan suka rela
menandatanganisurat
pemyataan bersalah dan minta
maafkepada masyarakat
Jember. MUIbersama dengan
PCNUdan Muhammadiyah
bemperan penting dalam ‘meng-
lam-kan’ kembalipengikut
thankat tersebut
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MARET (12 kasus)

30

FPIMe minta
Penyegelan
HKBP Pondok
Tmurhdah

FPImelakukan penolakan
mendirkan rumah ibadah
(Gereja) sampaipada upaya
menekan Pemerintah Kota Bekasi
untuk menutup/menyegelrumah
badah Jemaat Gereja HKBP
Pondok Timurlndah. Mereka juga
melakukan tndakan ancaman
dan intimidasidengancara
memaksa Jemaat Gereja HKBP
Pondok TimurIndah, Be kasi untuk
tidakmelakukanibadah di
tempatibadah Jemaat Gereja
HKBP Pondok Timurlhdah yang
beralamat didalan Puyuh Raya
No. 14, Pondok Tmurhdah,
Bekasi, Jawa Baratdan dilokasi
ibadah yang beralamat di
Kampung Ciketing, RT03/RW 06,
Pondok Indah Tmur, Be ka si imur,
Jawa Barat

01 Maret 2010
Gereja HKBP
Pondok Timur
Indah

FPIdan FUI
Pemkot Be kasi

Ancaman
Intimid a si

Jemaat
Gereja HKBP
Pondok Tmur
Indah

31

Perguruan
Cakrabuana
Dianggap
Sesat

Ketua FUIKecamatan Teluknaga
Wahyudin hha menyatakan
bahwa Perguruan Cakrabuana
diduga telah mengajarkan
ajaran sesatkepada para
pengikutnya pimpinan H. Suhata.
H. Suhata diduga telah
menghina umatklam dengan
cara memperdakukan kitab suci
dengan cara tidak sopan. Polisi
kemudian memerksa H. Suhata.
Ke tika itu, ratusan warga

03 Maret 2010
Kebon Cau
Teluknaga
Thngerang

Ke tua Font

Umat Klam (FU)
Kec. Teluknaga,

H Wahyudin
™ ha

Warga Kebon
Cau

penyesatan
Penyerbuan

H. Suhata,
keluarga,dan
pasiennya
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mendatangiMapolseksetempat,
namun petugassiaga untuk
mengamankan H. Suhata agar
tidaktegaditindakan anarki

32

Pemkot
Banjama sin
Terbitkan Perda
Wajb Baca
Tulis al-Quran
BagiSiswa SD,
SMP, SMA, SMK
dan yang
Sederajat serta
Calon
Pengantin
Muslim

Tertanggal10 Maret 2010,
Walko ta Banjarmma sin
menetapkan Perda Wajb Baca
Tulis al-Quran bagisiswa SD/MI
SMP/M'Ts, SMA/MA, SMKdan
calon pengantin yang
beragama klam. Perda No. 4 Th.
2010 mimerupakan mata
pelajaran baru dan tersendir.
Bagimereka yang lulus, maka
akan diberkan sertifikat yang
akanberakbatpidana
dipalsukan. Kelulusan mata
pelajaran iniberakibat pada
bolehnya melanjutkan jenjang
pendidikan yang lebih ting gi
Sementara bagicalon
pengantin, ia tetap dapat
menikah asalmembuat surat
kesanggupanbelajarbaca tulis
alQuran

10 Maret 2010
Banjarmasin

Waliko ta
Banjarma sin,
Muhid in

Diskrimina si Siswa SD/MI

SMP/ M,

dancalon
pengantin
yang
beragama
klam

33

Intimid a si FPI
kepada Ull
AbsharAbdala

Usaisidang ujimater UUPnPS,
saat pengunjung akan keluar
darbalkon dilantaiatas, sempat
tegadiinsiden. Beberapa orang
darmassa pendukung
penolakan pencabutan UUPNPS
mendatangiUll AbsharAbdala
yang waktu itu juga ikut hadir
untuk melhatjalannya sidang.

12 Maret
Ruang Sidang
Mahkamah
Ko nstitusi

FPI

Ull Abshar
Abdala

Intimid a si
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Seorang pria yang mengenakan
peciputih daribalkon tengah
memanggilmanggil “Lil, L. Saya
mau salaman nih,”

lalu datang menghampin.
Setelah ber-

salaman, lelakiitu malah
menudingkan

te unjuknya ke muka Ullsambil
ber

terak-teriak jka Ullorang yang
akan

menghancurkan lam. Seorang
lelaki

lain juga ikut berteriak. “Sudah
lulus

darikraelya?” teraknya. Po Lisi
dan petugaspengamanan MK
bertindaksigap. Ullditahan
untuk turun dan membiarkan
kelompok pendukung turun

se mua

34 Intimid a si FPI Pengunjung sidang meneriakkan | 12 Maret FPI Intimid a si Yuniyanti
kepada kata-kata Huu, PKL Bohong Ruang Sidang Chuzaifah
Yunia nti ke tika Yuniyantibersaksimewakili | Mahkamah
Chuzaifah KomnasPerempuan dalam Ko nstitusi
agenda mendengarkan saksi
dariMKdan saksidar pihak
terkait dalam rangka sidang uji
mater UU PnPs
35 Penghentian Warga anggota Forum Umat 12 Maret 2010 FUL Intimid a si JemaatKapel
Paksa lam Bersatu marah dan dengan | Perumahan City Sta si St. Maria
Pembangunan | menggunakan palang kayu Garden I Ancaman Immaculata
KapelStasiSt. mereka memblokade jalan Kalderes
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Manmna
Inmaculata

masuk ke perumahan Citra
Garden City ldimana kapel
tersebutdibangun. Beberapa
darimereka bahkan masih
tedhatbegaga-jaga disekitar
lokasiagarjangan sampaiada
pekera yang meneruskan
pembangunan. Mereka
memasang spanduk yang
berbunyi, “Kamitidak akan
membuka akses masuk kalau
kapeltidak direlokasi’.
Pembangunan kapelinisendin
sudah mendapatizin sejak 18
Januarlalu. Merka juga menutup
beberapa ruasjalan menuju
perumahan Citra Garden City Il
dan IV,bahkan sampaitanggal
14 Maret sehingga jemaatyang
hendak melakukan kebaktian
harus mencarnjalan alte ma tif

Jakarta Barat

36

Pengajian
Hanafi
Terancam
Dibubarkan

Warga Kelurahan Mekarsar,
Kecamatan Cimanggis, Depok,
Jawa Barat memprotessebuah
pengajian Hanafiyang diduga
mengajarkan aliran sesatdan
meresahkan masyarakat.
Menurut Ustaz Najamudin,
pengajian tersebut juga
mewajibkan setiap pengikutnya
untuk di-baiat disumpah dan
membayarsejumlah mahar.

15 Maret 2010
Kel Mekarsar

Kec.Cimanggis
Depok

MUICimanggis
Warga
Kelurahan
Mekarsan

Penyesatan
Intimid a si

Ustadz Hanafi
dan
pengikutnya
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Selain itu, kata Najamudin,
ajaran tersebutjuga bukan
berdasarkan Alquran, melainkan
kitab yang dibeliditoko buku.
Pihak MUI se te mp at me mfa silita si
pertemuan antara warga
dengan Ustaz Hanafidan para
jemaah. Warga tetap menuntut
pengajian terse but dihe ntikan
dantaklagimem-baiatwarga
dan Ustaz Hanafimembantah
semua yang dituduhkan warga,
dan mengatakan proteswarga
sebagaifitnah. Sekre taris Unum
MUICimanggis Depok, Hasan
Bisri, mengatakan jika peraturan
barat yang diakukan sebagai
syarat menjadipengikut
pengajian ke depan harus
dihapusmeskipengajian tetap
boleh begalan. Selain itu, kata
Hasan, istlah maharyang harus
diberikan oleh pengikut wajib
digantimenjadisebutan infaq
atau sedekah seikhlasnya. Jika
kelak pengajian tak me matuhi
rekomendasiMUldan kembali
meresahkan masyarakat,
pengajian tersebut akan
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dibubarkan

37

MUIBuol B lak
Transmigran
Ahmadiyah

MUIBuolmenolak transmigran
Ahmadiyah dariJawa Barat
vang bertempat Desa Bokat IIl
Kecamatan Tloan, Kabupaten
Buol Mereka terancam
dipulangkan karena diduga
akan menyebarkan ajaran
Ahamdiyah dilingkungannya.
Alasannya, Ahmadiyah
merupakan ajaran sesat
berdasarkan UU 1 PNPS tahun
1965 tentang penodaan agama,
SKB tiga mentern, yakni Me nte i
Agama, Jaksa Agung,dan
Mendagritahun 2008 tentang
perngatan dan perintah kepada
penganut, anggota dan atau
anggota PengurusJamaah
Ahmadiyah Indonesia (JAD) dan
warga masyarakat. Dalillainnya
adalah fatwa MUIpada Munas 1l
tanggal11-17 Rajab 1400 H/ 26
Mei-1 Juni 1980 M, bahwa
Ahmadiyah adalah Jamaah di
lnarklam, sesatdan
menyesatkan dan fatwa MUIL
Nomor1ll Munas/VIFMUYI 15/2005
tentang aliran Ahmadiyah

21 Maret 2010
Desa Bokat I
Kec. Tloan
Kab. Buol

MUIBuol

Pengusiran

Tansmigran
Ahmadiyah
asaldawa
Barat

38

FPIHadang
Garin Nugroho
di MK

Sekelompokorang bermpakaian
putih menghadang Garn
Nugmho dan menggoyang-
goyangkan mobinya ke tika

24 Maret 2010
Halaman
Mahkamah
Ko nstitusi

FPI

Intimid a si

Garin Nugr ho
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hendakkeluardari MKselepas
memberkan keterangan
sebagaisaksiyang dihadirkan
oleh MK

39

FPISerang
Kua sa Hukum
Pemohon Uj
Materi PnPs

FPImenyerang kuasa hukum uj
matern PnPs dikantin Emka ke tika
sedang jeda istirmhat. Mereka
memakitim pengacara sebagai
kelompoksetan yang memakai
jlbab dan menanyakan agama
tim pengacara dengan nada
mengintimidasi. Mereka juga
merusak kamera yang dipakai
untuk memo tret aksi FPIdan
memukul serta menendang si
pemotret

24 Maret 2010
Kantin Emka,
Gedung
Mahkamah
Institusi

FPI

Intimid a si,
Pemukulan
Perusakan
Properti

Siti Amina h
M. Choirul
Anam

Ul Parulian
Siho mbing
Sid ik Bintara

40

FUISweeping
dan Bubarkan
Paksa
KonferensilIGA

Massa FUlmelakukan sweeping
dan pembubaran paksa

Ko nfere nsi Re gionalthe
Intemationallesbian, Gay,
Bisexual Trans and Intersex
Association (IlGA) Asia Keempat
diHotelOvalSurabaya.
Sebagian peserta aksijuga
menerwrdan memukulsalah
seorang board IGA Asia. Massa
juga mengusirpaksa peserta
konferensi(baik regional maupun
peserta inte masional) untuk
meninggalkan Surabaya

26 Maret 2010
HotelOval
Surabaya

Sweeping
Pembubaran
Acama

Peserta dan
Panitia

Ko nfe re nsi
ILGA Asia
Keempat

41

FUISweeping

Pada 26 Maret, massa Forum

26 Maret 2010

Intimid a si

Pengurus
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Kantor GAYa
Nusantara

Umat klam (FUD Jatim menyerbu
dan menyegelkantor GAYa
Nusantara (GN), didalan Mo jo
KdulSurabaya. FUlmenganggap
KantorGN sebagaisimbol
keberadaan komunitaslesbian,
gay, biseksual dan transgender
(IGBD diJawa Tmur. Aksiini
merupakan rangkaian dar aksi
membubarkan paksa Konferensi
Regionalthe Intemational
Iesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association (IlGA) Asia
Keempatyang sedianya dihelat
diSurabaya pada 26 —28 Maret
2010 oleh FUL Massa me ng akhiri
aksi‘teromya’ dengan
mencoret-coret pagarkantorGN
dengan tulisan, “ILGA-le sbian-
gay, Teroris Moral’. Mereka juga
menyegeldan menggembok
pagarkantor GN. Akibat aksiini
GN tidakbisa menjalankan
aktifitasnya selama sebulan
penuh. Polsitidak mengambil
tndakan yang berartiuntuk
menghentkan aksiterordan
pembubaran paksa yang
dilakukan oleh massa FUI

Jalan Mojo Kidul
Surabaya

Penyerbuan GAYa
Nusantara
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APRIL (11 kasus)

42 Warga Halangi | Warga diKecamatan Parung 01 April 2010 Warga Ancaman Jemaat
badahJemaat | Bogormenghalangikegiatan Parung Kecamatan Gereja Katolik
Paro ki Santo ibadah Jemaat Gereja Katolik Bogor Parung Paro ki Santo
Johannes Paroki Santo Johanes Baptista Johapes
yvang berada diwilayah tersebut. Baptista
Penghalangan dilakukan oleh
massa dengan mengancam
kegiatanibadah jemaat. Dalam
rangka menghindar amuk
massa, Muspika Parung me minta
agarjemaatmemindahkan
lokasilbbadah. Muspika juga
memfasiltasipenyediaan tempat
kebaktian se mentara
43 Darul Fllah IP3SI menganggap bahwa 04 April 1P3SI Penyesatan Sensen
Dianggap Darulslam Fllah merupakan Kampung ke yakinan Komara dan
Sesat ajaran yang sesatdan Babakan Cipan Intimid a si para
menye satkan. Me nurut IP3S], De sa pengikutnya

alran mimenggantiucapan
shahadatdengan ungkapan
akhir "Drs Sensen Komara
Rasullullah,"selam tidak
mewajbkan shalatlima waktu,
jika shalatkiblatnya ke arah timur
atau bukan ke barat. Aliran ini
dinilai me me nuhiunsur se puluh
kiiteria ajaran sesat yang
ditetapkan Majelis Uama
Indonesia (MU, juga secara
yuridis formalberdasarkan

Sukalaksana
Kec.Pangatikan
Garut
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ketentuan hukum melanggar
Perpres No.1/1965 jo psl 156.a
KUHP tentang penyalahgunaan
danataupenodaan terthadap
agama dan perbuatan maker.
IP3SIbersama Muspida
memberkan waktu selama tujuh
hari te thitung sejak 3 April 2009,
agarkelompok Darul klam Hllah
bisa menentukan sikap dengan
dua pilhan, yaknikembalike
jalan yang benaratau tetap
bersikeras mempertahankan
ajarannya. Jika
mempertahankan ajaran, maka
akan diselesatkan melaluijalur
hukum

44

Dianggap
Menodai
Agama,
Kepala SDN
Baratan
Diminta

Dib e the ntikan

Ratusan warga Desa Baratan
meminta Bupatidan Kepala
Dinas Pendidikan Nasional
memecatKepala Sekolah SDN
Baratan, Abdul Gani, karena
warga menilai Ganitelah
melakukan penistaan terthadap
agama dan menyakitikaum
Muslimin. Penistaan yang
dimaksud adalah semua
Malaikatitu bodoh dan
menyebutkan lafaltidakada
tuhan selain aku (Ia idlaha illa
ana). Selain itu, mereka me minta
agara sang kepala sekolah
diproses secara hukum
sebagaimana diaturdalam

16 Aprl 2010
Desa Baratan
Kec. Binakal
Kab.
Bondowoso

Warga Desa
Baratan
Kepala Desa
Baratan

Penyesatan
Intimidasidan
ancaman

Kepala
Sekolah SDN
Baratan, Abdul
Gani
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undang-undang yang bedaku.
Jika dalam waktu sepekan Gani
tidakdipecat, warga
mengancam akan bertindak
sendin. Kepala Desa Baratan
menyatakan ulah sang kepala
sekolah keterdaluan dan yang
bersangkutan tidak mau minta
maaf

45

Demo Forum
Anti Buddha
Bardi
Pengadilan

Massa yang menamakan dirinya
Forum Anti Buddha Bar(FABB)
berunjuk rasa diPengadilan
Negerdakarta Pusat, siang mi
Massa yang jumlahnya sekitar 20-
an itu menuntut pergantian
nama danomamen yang ada di
tempathiburan malam itu. Phhak
FABBmeminta pengelola
menggantinama dan semua
omamen yang terkait dengan
agama Buddha. Mereka juga
mengajukan tuntutan hukum
supaya pihak Buddha Bar
dicabutizin operasionalnya dan
diminta membayargantirugi
materaldan immateral

16 April 2010
Pengadilan
NegerdJakarta
Pusat

FABB

Intimid a si

Pemakaijalan
Hayam Wuruk

46

Penolakan
Pembangunan
Ma sjid Karena
Khawatir
Menjadi
Sarang Terors

Pendirian masjd yang berada di
Dusun Padusan, Desa Bangkal,
Kabupaten Sumenep, ditolak
warga karena khawatirdijadikan
sebagaisarang teroris. Warga
beramairamaimendatangiBalai
Desa Bangkal mereka tidak
sekadarmeminta infroma si

16 April 2010
Dusun Padusan
Desa Bangkal
Kab. Sumenep

Warga dan
Perangkat Desa
Bangkal

Pemaksaan

Panitia
Pembangunan
Masjd (?)
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tentang keberadaan masjd
tersebut,lebih dariwarga juga
menuntut Kepala Desa
menghentikan proses
pembangunan ma sjid

47

Tarekatdi
Probolinggo
Didakwa Sesat

Berawaldarikecuirgaan
Bindereh Abdul Hamid terhadap
sebuah tharkat yang
berkembang didaerahnya
sebagaialiran sesat. Kecurigaan
mnijuga didasarkan pada desas-
desusbahwa tharkat tersebut
melarang pengikutnya
melakukan shalatdan puasa.
Tharikat inijuga dicurigai
menawarkan transaksijualbel
surga dengan hanya membayar
Rp 1 Juta kepada pada
pengikutnya, (19/4/2010).
AbdulHamid ke mudian
menuntut agarPemerintah
Daerah setempatdan pihak

te rkait untuk b e rtind a k. Ke tua
PCNUKabupaten Probolinggo,
KyaiSyaiful Hadi juga
membenarkan se mua
kecurigaan tersebut. Syaiful Hadi
juga menegaskan bahwa aliran
tersebut sudah keluardar
aqidah klam (19/04/2010).
PCNUProbolinggo telah
melaporkan aliran tharkat
tersebut ke Polres Probolinggo.
MUIJawa Timurmenyambut

17 April 2010
Probolinggo

PCNU
Probolinggo,
MUIdJatim, GP
Ansor

Probolinggo

Iabelisasi
Threkat
Krimina lisa si
Keyakinan

Tkoh dan
anggota
tharkat (tanpa
nama)
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dengan antusiasdesakan PCNU
Probolinggo tersebut.
Abdusshomad Buchor, Ketu MUIL
Jatim, menegaskan bahwa jika
ada sebuah aliran kepercayaan
yang mengharuskan
penganutnya bertransaksijual
belisurga, “bisa dipastikan aliran
itu sesat,” tegasnya (21/04/2010).
Selain PCNUProbolinggo dan
MUL Gerakan Pemuda (GP)
AnsorProbolinggijuga langsung
bersikap. Ansormendesakagar
MUIsetempatbertindakdan
tidakmembiarkan ajaran itu te rus
menjamurditengah masyarakat.
Menurut kata Syaifullah, GP
Anshor siap berada dibarsan
paling depandalam upaya
penumpasandan
pemberantasan aliran sesat
tersebut. Otortas Ke polisian
Resort Probolinggo. Kapolres
Probolinggo, Ajun Komisars Besar
Afriandi menegaskan bahwa
pihaknya telah melakukan
penyelidikan diniterhadap isu

te rse b ut.

48

Pemecatan
siswa SMA 5
Be kasi

Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri5 Kota Bekasi
mengeluarkan Abraham Fe lix
darisekolah karena diduga telah
melakukan tindakpenodaan
agama.Dugaan penodaan

19 April
SMA 5 Bekasi

Kepala Sekolah | Diskrimina si Abraham Felix
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agama tersebut dilakukan pada
bulan Februarn, yaknidengan
memegang alQuran sambil
mengacungkan jaritengahnya.
Peristiwa itu diabadikan
rekannya, Johanesmemakai
kamera handphone. Keluarga
Abraham Felixmengaku cemas
dengan nasib pendidikan anak
mereka. Pasalnya, setelah
menandatanganisurat
pengunduran dii dar SMAN 5,
tak satu pun sekolah yang
menerima putranya.

49

Instruksi
Sweeping Buku
Tsunami

Me mb uktika n
Abuya Putra
Bani Thmim
(Satria Pining it)
Karya Hatjjah
Aam

GERAM me lalui ke tuanya
Suryana NurFatwa
menginstruksikan agar
anggotanya melakukan
sweeping tethadap buku
Tsunami

Me mbuktikan Abuya Putra Bani
Tamim (Satria Piningit), mencari,
dan membakamya. Buku inj,
menurut Suryana, dianggap
menyatakan bahwa Abuya
seolah menjadi pewars
Rasulullah SAW, padahal
seharusnya pewarisnabiadalah
ulama bukan Satria Piningit
sepertiyang digambarkan
Abuya Mereka juga mengimbau
toko buku agartidak menjual
buku itu dan mengancam akan
mendatangipihak penerbit.

26 April 2010
Bandung Jabar

Ketua Gerakan
Re formis klam
JabarSuryana
NurFatwa

Ketua Dewan
Suro FPIdan
AGAP Kota
Bandung (juga
Ketua Majelis
Suro Dewan
Dakwah klam
Indonesia Kota
Bandung)
Himan Firdaus

Penyesatan
Ancaman
sweeping

Hatijah binti
Aam
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Ketua Dewan Suro FPIdan AGAP
Kota Bandung yang juga
menjabatsebagaiKetua Majelis
Suro Dewan Dakwah klam
Indonesia Kota Bandung Hilman
Firdaus juga menginstruksikan 10
rbu anggota dar 3 organisasiitu
untuk menswe e ping buku
tersebutdengan alasan senada.
Anggotanya diinstruksikan untuk
mengecek menginvestigasi, dan
sweeping

50

Penggusuran
Masjid al-Ikhlas
Hubdam VBB

Masjid al-Ikhlas digusurkarena
adanya tukarguling antara
kantor Perhubungan Daerah
Milite r IBukit Barisan (Hubdam I
/BB) dengan pihak
pengembang. Ketika gedung
utama Hubdam sudah rata
dengan tanah, hanya bangunan
Magjid Alkkhlasdengan plang
yang sudah dicopotdan
dibiarkan tedetak didinding
masjid terse but. Dise kitamya
terdapatpagarseng yang
menutup pintu masuk ke ma sjid
Al-Ikhlas Hubdam BB
dibongkar, dan jemaah ma sjid
dilarang berbadah didalamnya

26 Apnl 2010
Jalan Timor 32
Medan

Pengembang,
PT Ganda
Re ksa Mulia

Penggusuran

Jamaah
Masjd al-
khlas Hubdam

51

Bedeng Wisma
Penabur
Dirusa k

Se kitar 1.000 orang mendatangi
dan merusak serta membakar
tiga bedeng pekera, satu kantor
kontraktor, dua mobi, dan tangki
bahanbakarsolardiareal

27 April 2010
Jalan Thman
SafaridiDesa

Cibereum Kec.

Cisarua

Komunitas
Muslim Jalur
Puncak

Pembakaran
Perusakan
properti

Panitia dan
pekera
pembanguna
n Wisma
Penabur
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pembanguan Wisma BPK
PenaburdiBogorkarena warga
menduga BPKPenaburakan
membangun rumah perlbadatan
diarealtersebut. Sebelum
perusakan, sudah disepakati
bahwa 50 orang perwakilan
warga akanberdialog dengan
Muspika Cisarua lalu akan ke
Cibinong (Pemkab). Namun,
rupanya massa tidaksabar
menunggu hasilnya. Darikantor
kecamatan secara spontan
(mereka) mendatangiarealmilk
BPKPenaburtersebut lalu
melakukan perusakan. Pemkab
Bogormemberiizin
pembangunan wisma te rse b ut,
karena pihak permohonan
diajukan sebagaimana prosedur
dan persyaratan yang diatur
dalam undang-undang dan
peraturan daerah namun Wakil
Bupatimeminta agar
pembangunan wisma BPK
Penaburinidihe ntikan

Kab.Bogor

52

Dianggap
Sesat,
Dilaporkan ke
Kejaksaan
Negern

FPIPamekasan melaporkan
penodaan agama yang
dilakukan oleh ZN, warga Desa
Buddhegen, Kecamatan
Pademawu ke Kejaksaan Negern
(kejar) Pamekasan karena
ajaran tersebut tak sesuai

27 April 2010
De sa

Buddhegen,
Kecamatan
Pademawu,
Pamekasan

FPIPamekasan Krmina lisa si Tokoh Bennisial

Keyakinan 7N
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dengan klam. FPImenuduh
tokoh tersebut menyebarkan
ajaran Millah Ibrahim.
Berdasarkan tudugan FPlaliran
midianggap sesat karena
mengajarkan sholatlima waktu
tidak wajib; Nabi Muhammad
SAW dalam dakwahnya dengan
kitab Injil; tidak ada kata muhrim
diantara anggota jamaah;dan
orang lain yang belum ma suk
aliran nidianggap sebagai
binatang.ZN Sudah pemah diusir
warga saat menyebarkan aliran
inidiKolpajung, Pamekasan

MEI (13 kasus)

53

Dianggap
Menghina
Nabi, Bupati
Dilaporkan ke
Po lisi

Sejumlah tokoh antara lain KH.
Farid Mujb, pengasuh Ponpes
Mambaul Uum Jember
melaporkan Bupatidemberke
Polisi. Bupatidilaporkan ke po lisi
karena dituduh menodaiklam.
Pelaporaniniterkait pidato sang
Bupatidalam acara "Dialog

So lutif Bedah PotensiDesa"di
Desa Garahan, Kecamatan Sio,
Jemberpada 28 April 2010.
Seharisebelumnya, Bupatitelah
melakukan klarfikasidan

04 Mei2010
Jember

KH. Farid Mujib
dan sejumlah

tokoh agama

lain

Krmina lisa si

Bupatidember,
M.ZA. Djalal
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menyatakan takpemah bemiat
menghina Nabi Muhammad
SAW. Ia justru bermaksud
mengajak masyarakat
meneladaniperlaku Nabi Bupati
Djalal me nyamp aikan kla rifika si
dan permintaan maafdi
hadapan wartawan, usai
menemui MUIJember, KH.

Sa hilun A. Na sir

54

Pembubaran
Kegiatan Aliran
KSeco

Warga sekitarhendak
membubarkan pengajian aliran
Seco sekaligusmembakarrumah
Sukono yang menjaditempat
pengajian karena dianggap
menyebarkan paham sesat
namun dapat diantisip a si
keamanan. Kesesatan yang
dimaksud, menurut salah satu
sumber, dikarenakan pengikut
aliran tersebuttidakada
kewajiban salatlma waktudan
apabila pengikut sudah me miliki
Kartu Tanda Anggota (KIA)
djamin masuk surga. Akibatnya,
25 orang diamankan Polres
Kendalke kantorpolisisetempat
untuk didata dan dimintai
keterangan sementara Camat
Ringiarum sendini mengaku
sudah melakukan pembinaan
kepada pengikut aliran tersebut

06 Mei2010
Dukuh Nglumbu
Desa Tejorejo
Kec. Ringinarum
Kab. Kendal

Warga Dukuh
Nglumbu De sa
Te jo re jo

Kec. Ringinarum
Kendal

Intimid a si

KiSeco dan
pengikutnya
Suko no
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55

Warga Karasak
Demo Rukan
yang Beralih
Fungsi

Sekitar20 orang warga dari RW
06 Kelurahan Karasak,
Kecamatan Astanaanyar, Ko ta
Bandung, mendatangisebuah
rukan yang sedang direnovasidi
Jalan Soekamo Hatta No.405,
Jumat (7/5/2010). Mereka
membawa spandukberbunyi
'Mayortas Muslim Karasak RW 06
Menolakkegiatan Kegerejaan di
Wiayah Kami. Bangunan
tersebut diduga diadikan gereja
tapitakberizin dan warga
menolaknya. Perwakilan warga,
Yosep Solehudin mengatakan,
selama aktivitasitu bedangsung
pihaktempatibadattidak
berusaha mempro se s izin
bangunan yang dimanfaat untuk
kegiatanibadat. Menurut Yosep,
warga setempattetap ngotot
agartidakada lagikegiatan di
se pertiitu

07 Me12010
Jalan Soekamo
Hatta No .405

Warga dari RW
06 Kelurahan
Karasak,
Kecamatan

Astanaanyar,
Kota Bandung

Pemaksaan

Pengembang
Rukan

56

Perkumpulan
Ekle sia
Apostolik
Dilaporkan
Sesat

Pe tkumpulan Ekle sia Ap o sto lik
dilaporkan ke polisioleh Ke tua
Sekolah Tinggillmu Kesehatan
(Stikes) Graha Edukasi Makassar
Julianus Ake kepada Kepolisian
Pelaksana Pengamanan
Pelabuhan KPPP) Makassar.

13 Mei2010
Makassar

Ketua Sekolah
Tnggilmu
Kesehatan
(Stike s) Graha
Ed uka si
Makassar
Julianus Ake

Krimina lisa si
Keyakinan

Pemimpin
perkumpulan
Ekle sia
Apostolik Anak
dan
keponakan
Julianus Ake
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Petkumpulan ini dituding
meresahkan karena anakgadis
Julianusyang diduga menjadi
anggota perkumpulan misudah
takmaulagike gereja untuk
berbadatkecualike tempat
badah aliran tersebut. badah
yang dimaksud berangsung
setiap harnJumatdan Minggu
sampailarut malam.
Keponakannya yang juga
anggota bahkan sudah jarang
pulang ke rumah

57

Pro te s Patung

Tga Mojang
Be ka si

Massa dariomrmas slam
menggeruduk Perumahan
Harapan hdah untuk memprotes
keberadaan patung tiga mojang
Bekasi. Massa meminta agar
patung '3 Mojang' yang berada
dipintu masuk Perumahan
Harapan Indah, Bekasiitu
dibongkarkarena diniaitidak
sesuaidengan etika mushm.
Massa menganggap,
pembangunan patung tersebut
tidakmengandung etika klam.
Dianggap tidaksesuaidengan
etika slam karena patung
setinggil5 meterdidepan pintu
masuk kompleks perumahan itu
memakaipakaian jeniskemben
yang menempelbadan patung
dengan ketat. Selain itu, patung
inidianggap tidaktidak

14 Mei2010
Perumahan
Harapan Indah
Be ka si

FPAB

FPI

Omas klam
yang lain yang
tidak

te rid e ntifika si

Pemaksaan

Pengembang,
PTHasanah
DamaiPutra
Nyoman
Nuarta
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mengantongiizin. Massa
kemudian memasang bendera
bertuliskan Tailaha Mlallah' di
ataspatung tersebut. Pihak
pengembang sendin
menyebutnya sebagaibentuk
keindahan

58

Pencanangan
Perda Baca
Tulis allQuran
Kalimantan
Selatan

Se kitar5.000 pelajarsekolah
dasar, madrasah ibtidaiyah,
sekolah menengah pertama,
dan madrasah tsanawiyah
menyemut dikawasan Pantai
Bantakan dalam rangka
kegiatan khataman al-Quran
sekaligus pencanangan
Peraturan Daerah (Perda)

Pro vinsi No . 3 Th. 2009 Pendidikan
AllQuran diKalimantan Selatan
oleh Rudy Ariffin, Gube murKalsel
Dengan perda ini, baca tulis al-
Quran akan menjadisalah satu
materwajb disekolah-sekolah di
Kalimantan Selatan mulaitahun
ajaran 2010/2011 sebagai
bagian dar kurkulum nasional
Kelompoksasarannya adalah
peserta didik yang beragama
klam disemua jalurdan jenjang
pendidikan dasardan
menengah formal Badan
pengawasnya adalah Dinas
Pendidikan Provinsidan
Kabupaten atau Kota
berkoordinasidengan Kantor

15 Mei2010
Pantai
Bantakan Thnah
Iaut Kalimantan
Selatan

GubemurKalsel,
Rudy Ariffin

Diskrimina si

Sisw a -siswi
Sekolah di
Kalsel
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Wilayah Departemen Agama
Provinsidan KantorDepartemen
Agama Kabupaten atau Kota.
Mereka yang dinyatakan lulus
baca tulisalQuran akan diben
sertiflkat dan menjadisalah satu
persyaratan melanjutkan jenjang
pendidikan disekolah-sekolah
Kalsel

59 MUIBanten Se kre taris MUI Bante n, Syib L 17 Mei2010 Se kre ta ris MUI Ancaman Fathul Adzim,

Minta Sanjaya meminta agarpengurus | Banten Banten, Syibli Ketua Yayasan
Ke sultanan ke sultanan Banten membatalkan Sanjaya Ke sultanan
Banten ceramah dalam rangka Banten
Batalkan perayaan bulan pumama (full Abu Bakar
Pengajian Abu | moon?) diMasjid Banten yang Ba’asyir
BakarBa’asyir biasanya dibanjrinbuan

pengunjung untuk “me njauhi

timbulnya masalah baru”. Syibli

menyatakan bahwa Ba’asyir

dalam ceramah sebelumnya di

Banten menyatakan bahwa

pemerintah adalah thaghut atau

setan karena tidakmenetapkan

syariah

60 Diduga Sesat, Padepokan diDusun Saruwiru 18 Mei2010 IaskarPembela | Perusakan Aa Sunarto

Padepokan Kaler, Kecamatan Suran, Dusun Saruwiru Klam properti dan Siti
Aliran Terang Sumedang, Jawa Barat, dirusak Kaler Maesarmh,
HatiDiserang massa karena dituding sebagai Kec. Surian istinya dan
Ma ssa markasajaran sesat. Sumedang para pengikut

Warga sekitarmelaporkan Aa
Sunarto telah mengaku-aku
sebagainabidantidak

me merintahkan pengikutnya

aliran Hati
Terang
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mendirkan salat. Penyimpangan
lainnya adalah anggota alian
HatiTerang harus dinikahkan
kembalikarena perkawinan di
luarpadepokan tidak sah. Dua
orang darilaskarPembela klam
diperiksa Mapoles Sumedang
setelah peristiwa initegadi

61 TPM Desak Tm Pengacara Muslim (TPM) 19 Mei2010 ™M Krimina lisa si Gatot Kusuma
Pihak meminta agarpihakkepolisian Surabaya Keyakinan Wardana
Kepolisian segera menindak Gatot Kusuma (GKW) dan
Tndak Gatot Wardana (GKW), tokoh yang para ]

Kusum . . ] pengikutnya
Wardana ditubuh sebagai‘NabiPalsu’ asal

Ngantru, Tulungagung, karena

dianggap telah meresahkan

masyarakat Tulungagung,dan

Jawa Tmurpada umumnya

62 Alran Gatot Suhamminto, anggota DPRD dar 20 Mei2010 Suhaminto, Penyesatan GKW dan para
Kusuma FraksiPDEFPdan Ahmad Fathoni, | Desa Ngantru anggota DPRD pengikutnya
Wardana Wakil Ke tua MUITulung agung Tulungagung d ari Fraksi PDEP
Dituduh Sesat dan Ketua PCNU Tulungagung dan Ahmad

menyatakan bahwa aliran yang Fathoni, Wakil
dipimpin Gatot Kusuma Ke tua MUI
Wardana (GKW) dimedia massa. Tulung a gung
Me nurut Suhaminto, a ktivita s dan Ketua
religiGatot diniaitaklazim dan PCNU
disinyalirmenyimpang. Sebab Tulung a gung

dalam mengaji Gatot hanya
menafsikan ulang tegjemahan
ayat AlQuran. Selain itu acapkal
Gatot menyerukan tidak
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mempercayaiHadist,dengan
alasan klam hanya mengenal Al
Quran. Ketua PCNUAhmad
Fatoniyang juga menjabat
sebagaiWaki Ketua Majelis
Ulama meniaiajaran Gatot
menyesatkan, termasuk diduga
Gatotmengaku sebagainabi
Ajaran inidianggap membuat
resah warga Ngantru sebab.
Pasalnya Gatot Kusuma
Wardana dinilaidatang
menyebarkan aliran baru darn
agama Islam dan mengakui
dirnya sebagainabiuntuk
bangsa Indonesia. Atas tuduhan
ini, GKW melaporkan keduanya
dengandalh pencemaran
nama baik Keduanya
membantah pemyataan yang
dimuatoleh media tentag
kesesatan alimn GKW

63

Pembongkaran
Patung Niaga
diSingkawang

Se kitarjam 3(tiga) sore, massa
darn FPIMerwbohkan patung
naga itu dikarenakan,
pembangunan patung naga
tersebuttidakberdasarkan Perda
sebagaimana ketentuan
peruntukan difasilitas umum,
karena patung naga tersebut
merupakan lambang yang sakral
bagiumat Konghucu, yang
bukan pada tempatnya.
Pembangunan tersebut juga

28 Mei2010
Jalan Kempol
Mahmud -
Jalan Niaga

FPISingkawang

Perusakan

Bong NiThiam
Umat Kong Hu
Cu (?)
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dianggap tidakberizin dan
keberadaannya sangatmelukai
hatiumat klam. Setelah massa
bemrasi sempattejadidorong-
dorongan dengan polisi Massa
ke mudian menuju PD Pada Suka,
milik Bong Ni'Thiam yang menjadi
donaturPatung Naga, takjauh
darlokasipatung berdin. Massa
menggedorpintu dan berteriak
meminta Bong Ni'Thiam keluar
dan membohkan patung naga.
Setengah jam kemudian bentrok
massa dan polisipecah. Massa
melamparbatu ke arah patung
naga yang sudah dijaga polisi
Massa kemudian dilumpuhkan
polisisecara paksa

64

G IB Tuntut
Penurunan
Patung Buddha
diVihara Ti
Ratna
Diturunkan

Gerakan slam Bersatu berdemo
ke elakukan de mo nstra si ke
Kantor DPRD dan Waliko ta
Tanjung Balai Mereka mendesak
pemerintah menurunkan Patung
Buddha dengan alasan bahwa
keberadaan patung tersebut
tidak mencerminkan ke san islami
diKota Thnjung Balaidan dapat
mengganggu kehamonisan di
tengah-tengah masyarakat.
Patung yang dimaksud me miliki
tinggisepanjang 6 meterdi
vihara THi Ratna yang sudah

me milki IMB. Alasan lainnya
adalah karena Patung Buddha

30 Mei

Kantor DPRD
Waliko ta
Thnjung Balai

GIB

Pemaksaan

Pemeluk
Buddha
Thnjung Balai
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menghadap kiblat sehingga
dianggap tidaksesuaidengan
nilai Islam

65

GUBJawa
Tmur Se satkan
Aliran GKW
dan Tuntut
Dipro se s Hukum

Gerakan Unat klam Bersatu
(GUB) Jawa Tmurdibawah
koordinasi Majelis Uama
Indonesia (MUD PropinsiJawa
Tmurmengeluarkan pemyataan
sikap terkait keberadaan alian
yang dipimpin GKW. Yakni
Gerakan Umat klam Bersatu
(GUB) Bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh saudara Gatot K
Wardana yang mengaku dirinya
sebagaiRasuljelas-jelas
merupakan bentukpelecehan
terthadap klam dan merupakan
perbuatan yang menyesatkan;
meminta kepada pihak yang
berwajib untuk segera menindak
yang bersangkutan sesuai
dengan hukum yang berdaku
untuk menghindariadanya hal-
halyang tidak diinginkan;
Meminta kepada Umat klam
untuk me ning ka tkan
kewaspadaan serta menghindarn
tindakan-tindakan yang anarkis
yang kontra produktifbagi
peryuangan umat slam; meminta

31 Mei2010
Jakarta

Koordinator

G UIB Ja tim
(Abdurmrahman
Aziz)

Ke tua MUI Ja tim
(KH.
Abdushomad
Bukho i)

Se kre ta ris MUI
Jatim (H Imam
Tho b ro ni)

PW
Muhammadiya
h Jawa Tmur
PW Muslimat NU
PW Aisyiyah
Perhimpunan Al
ksyad Jawa
Tmur

DPW
Hidayatullah
Jawa Tmur
Front Pembela
Klam (FP)
AlBayyinah
Forum Umat
klam

Krimina lisa si
Ancaman

GKW dan para
pengikutnya
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kepada ormasklam dan
lembaga-lembaga klam untuk
meningkatkan pembinaan
kepada umatagartidakmudah
terpengaruh dengan aliran yang
menyimpang. Surat pemyataan
iniditantanganioleh Koordinator
GUBJawa Tmur, Abdurrahman
Aziz, Ke tua MUIJatim (KH
Abdushomad Bukhor, dan

Se kre taris MUIJa tim (H. Inam

Dewan Dakwah
Ilam Indonesia
CICS

IPM Ja tim
HMISurabaya
Dewan Ma sjid
Indonesia

PW Persatuan
klam Yayasan
Keluarga Alumni
Magjid Kampus

Thobroni). Pemyataan sikap ini Indonesia
juga didukung oleh sejumlah (Kampusina)
omasdidatim, termasuk NUdan Pelajarklam
Muhammadiyah Indonesia
Majelis Dakwah
klam
Ma je lis Dzikir
dan Dakwah
JUNI (13 kasus)

66 Belasan Omas | Belasan Organisasi Massa 07 Juni 2010 FPI Pemaksaan Jemaat
Pekanbaru (Omas) diPekanbaru, SMP Islam NUPekanbaru Ahmadiyah
Desak mendesak pemerintah untuk Tempadu Future Gerakan Pekanbaru
Pemerintah segera membubarkan MrSM Amin Pemuda Anshar
Bubarkan ] HII
Ahmadiyah Ahmadiyah dan melarang Gema IKMIRiau

segala aktivitasnya dilndonesia.

Pemuda

Matriks Il Kasus-Kasus Intoleransi Januari — Desember 2010




Mereka juga menghimbauagar
insiden Monumen Nasional
(Monas) 1 Junilalu, untuk bisa
disikapisecara jemih. Selain itu
omas slam inijuga menghimbau
masyarakat untuk tidak
terprovokasidengan segala
bentukadu domba antarumat
klam dilndonesia.Desakan
tersebut tertuang dalam ikrar
bersama antarommas, di
hadapan GubemurRiau HM Ruslh
Zamnal SEMP dan Ustad Arifin
Tham

Bintang Bulan
Riau

PBB

HMI
Beberaoa

o1g anisasi
lainnya

67

Pimpinan Surga
Eden Dikeroyok
Ma ssa

Ahmad Thantowiyang didakwa
melakukan penisataan agama
danpencabulan dikeroyok
puluhan massa dariomas klam
saat menuju ruang utama PN
Sumber, Cirerbon. Koordinator
GAPAS (Gerakan Anti
Pemurtadan dan Alran Sesat),
Andy Mulya nenyatakan bahwa
aksiitu diluarkoordinasi
Penyebab aksiitu, kata Andy,
karena kekesalan warga atas
sikap Thantowiyang tidak
menunjukkan rasa bersalah dan
membantah semua
perdagangan selama
peridangan beralan. Aksi

08 Juni 2010
PN Sumber,
Cirebon

Puluhan massa
dariomas klam
yang hadir
dalam
persidangan
ka sus
penodaan
agama dan
pencabulan
Ahmad
Thanto wi

Penyerangan

Ahmad
Thanto wi,
pemimpin
aliran Suiga
Eden
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anakhibarumereda setelah
seorang perwira polisidan
pimpinan ormas menenangkan
ma ssa

68 Ditjen Bimas Direktorat Jenderal Bmbingan 08 Juni 2010 Direktorat Diskrimina si Pengurus
Buddha Masyarakat Buddha Thnjung Balai Jenderal Vihara ThH
Perintahkan Departemen Agama Bimbingan Ratna Kota
Pemindahan mengirimkan suratbemomor Masyarakat Tanjung Balai
Patung Buddha Buddha Umat Buddha
Tanjung Balai No.DJ.VV 3/BA.02/604/2010 Departemen Tanjung Balai

kepada Ketua Vihara Thi Ratna Agama
Kota Thnjungbalai. Surat itu b e rsi
himbuan untuk me mindahkan
patung Buddha yang berada di
atasvihara Tii Ratna ke tempat
lain. Alasannya demimemelhara
ke pentingan kerukunan hidup
umatberagama diKota
Thnjungbalai Namun pada 25
JuniDijen Bimas Buddha Depag
mencabut surattersebut setelah
pihak Vihara mengajukan
keberatan

69 Protes Rencana ubah fungsikantor 10 Juni 2010 Warga Ancaman Jemaat
Pembangunan | gereja menjadirumahibadahdi | Bojonegoro Kelurahan Pembubaran Gereja Bethani
Gereja Bethani Ngrowo

Kelurahan Ngrowo, Kecamatan
Kota Bojonegor, ditolak
masyarakatsetempat. Warga
menolakadanya bangunan alh
fungsiyang sudah sampaipada
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tahap penyelesaian tersebut.
Sejakawalpembangunan kantor
tersebut pada 1997, warga
sebenamya sudah tid ak se tuju
dan meminta dipindah. Warga
akhimya mentoleransi karena izin
pendiran bangunan tersebut
diperuntukan sebagaikantor.
Warga kembalimarah terkait
denganrencana mengubah
fungsikantortersebut menjadi
Gereja Betanitersebut. Warga
berdalih, masyarakatdisekitar
bangunan merupakan mayoritas
mushm

70 Menuntut Massa dari HM21 b e runjuk ra sa 15 Juni 2010 Himpunan Pemaksaan Jemaatgereja
Pembongkaran | menuntut pembongkaran 3 Rumah Dinas Masyarakat
, Massa HM21I gereja dididJalan Harapan Bupatilhdragin | Muslm Ihdragin
Menginap di Ujung, e mbilahan Hulu yang Hilir Hilir (HM21)
Rumah Dinas dianggap llegalkarena tidak
Bupati me milki izin. Mereka menginap
sampailima haridan
meneruskan demo sampaisang
bupatiyang sedang diluarkota
merespon. Mereka mengancam
akan menginap dikantorbupati
jika tuntutan tersebut takjuga
dipenuhi
71 Kasiman Ratusan anggota Front Pembela | 17 Juni2010 FPI Penyerangan Kasiman
Diserang FPI Ilam (FPD) diThsikmalaya, Jawa Gedung
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Karena Baratmelempar Kasiman yang Dakwah MUI
Dianggap dianggap sebagaiNabipalsu Thskkmalaya
sebagaiNabi denganbotolarmineraldi
Palsu sebuah persidangan diGedung

Dakwah MUL Mereka juga

melakukan sweeping dan

mengejarpelaku saathendak

dievakuasipetugaske luar

gedung. Namun, aksiitu dapat

diredam petugas

72 MUI MUI'Thsikmalaya menilaisang 17 Juni 2010 MUl Thsikmalaya | Penyesatan Kasiman dan
Tasikmalaya nabipalsu, Knsiman,dan para Gedung para
Anggap Ajaran | pengikutnya sudah menyimpang | Dakwah MUI pengikutnya
Kasiman darajaran klam. Aliran Kasiman | Thskmalaya
Menyimpang menggantinama Nabi

Muhammad SAW dikalimat
syahadatdengan nama
Kasiman. Nabipalsu itu juga
membenarkan perbuatan
berbohong.

73 Me nko minfo Dalam sebuah diskusiyang 19 Juni 2010 Me nko minfo Pmghinaan Arel—-Iuna —
Menyamakan digelardiKe me nte rian Ko minfo Jakarta Tifa tul Sembirng CutTar (?)
Vide o Mirip Me nkominfo Tifatul Se mbiring Umat klam
Ariel—Iuna ketidaktegasan ketiga selebriti danumat
dengan Nabis (Arel, Iuna,dan Cut Tar) dalam Kristia ni
Isa - Yesus menyikapikemiripan mereka

dengan pemain video pomo
tersebut akan b erimplika si
panjang, yaitu sesbagaimana
implkasiperbedaan keyakinan
umat klam yang menganggap
yang disalib itu hanyalah mirp
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Nabilsa, sementara umat Kristen
menganggap yang disalb
adalah Yesus

74

Penurunan
Patung Tiga
Mojang Bekasi
karena
Dianggap
Tdak Sesuai
dengan Etika
Muslim (Be ka si)

DinasPenataan dan
Pengawasan Bangunan (P2B)
Pemerintah Kota Bekasi,
menurunkan patung tiga mojang
BekasidiPerumahan Harapan
Indah Bekasiatas dasarinstruksi
Bupatimelalui suratbemomor
300/1118-set/V/2010, tertanggal
17 Mei2010 dengan alasan
keamanan. Ketua FPAB, Ustad
Abu Al-lzz, menyatakan perintah
pembongkaran keluarsetelah
adanya peranjian peganjian
lisan antara Walikota Bekasi
Muc htarMuhammad dan Ustad
MurhaliBarda mewakiliOmas
Islam Bekasi Sebelumnya,
walikota meminta pengembang
mere komendasikan untuk
membongkardan mengganti
patung tersebut. Kepala Polres
Metro Bekasi Komisaris Besar
Imam Haryanto mengatakan
rekomendasitersebut dilakukan
setelah pthak pemerntah kota
Bekasi, ulama dan pengembang
perumahan Harapan Indah
bemusyawarah pada 17 Meilalu
dengan tujuan agartidak
menimbulkan konflkdikalangan
masyarakat

19 Juni 2010
Perumahan
Harapan Indah,
Be ka si

Wali Kota Bekasi

Mochtar
Mohamad
DinasPenataan
dan
Pengawasan
Bangunan (P2B)
Pemernntah
Kota Bekasi

Pembongkaran

Pihak
pengembang
Perumahan
Harapan
Indah, PT
Hasanah
DamaiPutra

Matriks Il Kasus-Kasus Intoleransi Januari — Desember 2010




75

Kongres Umat
Islam Be ka si
untuk Be ka si
sebagaiKota
Syariah dan
Kota Syuhada

Kongres Umat Islam Bekasi ditkkuti
olehbebagaiomasklam di
Bekasidengan tema
"Menjadikan Kota BekasiSebagai
Daerah Syuhada dan Bersyarah".
Beberapa rekomendasidan
kongresiniantara lain: mendesak
Pemerntah Kota/Kabupaten
Bekasimembuat Peraturan
Daerah untukmencegah
penistaan agama, me minta
pemerintah daerah mendata
ulang dan menertibkan rumah
ibadah yang tidak berzin. Selain
itu, ke po lisian diminta
menuntaskan kasus penistaan
agama yang dilakukan Abraham
Felix dan gurunya Wong
Cristhoperyang berdangsung
pada bulan Mei2010, serta
menjadikan Bekasisebagaikota
syariah

21 Juni 2010
Be kasi

Omas Peserta
Kongres Umat
lam Bekasi

Pemaksaan

Minorntas di
Bekasi

76

Bupati
Pamekasan
Usulkan Jam
Malam untuk
Remaja Putn
Pamekasan

BupatiPamekasan,

Kho llurahman, mengusulkan
pemberdakukan jam malam
khususnya bagiremaja putridi
kota tersebut. Dalam usulan
peraturan tersebut, Bupati

21 Juni2010
Pamekasan
Jawa Tmur

Bupati
Pamekasan,
Kholilurrahman

DIskrimina si

Remaja putn
Pamekasan
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menjelaskan beberapa halyang
terkait dengan ketertiban itu,
para remaja pada pukul 22.00
akan dimbau untuk tidaklagi
memenuhijalan-jalan. Dan,
untuk remaja putipada pukul
23.00 malam, dianjurkan untuk
masukrumah. Sedangkan pada
pukul 00.00 malam, remaja putnd
Pamekasa sudah tidakboleh
berkeliaran lagi

77

Omas
Banyuwangi
Bubarkan
Acara

So sia lisa si
Kesehatan

Massa beratrbut Front Pembela
lam (FP) bersama Forum
BanyuwangiCinta Damai, Forum
Umat Eklam (FUD, dan ISM Gerak
membubarkan secara paksa
acara sosialisasikesehatan gratis
yang digelar Komisi X DPR di
salah satu rumah makan di
Banyuwangi Pembubaran ini
dilakukan karena menganggap
acara tersebut ditunggangi
ajaran komunis. Acara tersebut
merupakan rangkain acara
Kunjung an Keja (Kunke r) Ko misi
X DPR didawa Timur. Po lisi
membiarkan massa
membubarkan acara tersebut

24 Juni 2010
Kel Pakis
Kab.
Banyuwangi
Jawa Tmur

Ma ssa

b e ra trib ut Front
Pembela klam
(FPD bersama
Forum
Banyuwangi
Cinta Damai,
Forum Umat
klam (FUD, dan
ISM Gerak

Pembubaran
Paksa

Ketua Komisi X
DPR, Dr. Ribka
Tip taning
anggota

Ko misi IX, Rie ke
Dyah Ayu
Pitalo ka
Nursuhud.
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meskipun ada dilokasikejadian

78

MUIJombang
Meminta Agar
Seragam Siswa
Putr Sesuai
Syarat Islam

Majelis Uama Indonesia (MUD
Kabupaten Jombang, Jawa
Timur, dalam Rakerda MUIL
mengusulkan kepada
pemerntah setempatagar
membuatperaturan tentang
pakaian seragam sekolah pelajar
putridan diterbitkan dalam
bentuk SKyang berdaku bagisiswi
disemua tingkat pendidikan dan
semua agama. Sebab, selama
mipelajarputidiJombang
masih banyak yang
mengenakan seragam dengan
rmkmini,dan baju ketat yang
sebenamya diharamkan karena
tidaksesuaidengan syarat
agama. Seharusnya, pakaian
yvang satndaradalah memakai
jlbab,bajulengan panjang,dan
mkpanjang. Rekomendasiini,
tutur Djunaidi Hidayat, Se kre taris
MUIL didasarkan pada keresahan
para ulama didaerah itu yang
merasa risih me nyaksikan ma sih
banyak siswa putriyang
menggunakan seragam ukuran
ketatdan miniyang bisa memicu
aksipelecehan seksualdan
tndak kiminallain sehingga
harus diantisip a si

29 Juni 2010
Denanyar,
Jombang

MUIKab.
Jombang

Diskrimina si Siswi di

Jombang
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JULI (14 kasus)

79

Pembakaran
GKJ Suko re jo
Pepanthan
Curug Sewu,
Weleri Kendal

Gedung GKJ Sukemwjo diKendal
dibakarmassa yang tidak
teridentifikasipada malam
Paskah. Masyarakatsigap dan
segera memadamkan apiyang
baru saja menyala sehingga
tidakada kerusakan berarti
Jajaran Kepolisian telah turun
tangandengan dipimpin oleh
Kapolda sendin. Koordinasi
dengan BKGS, BAMAG, dan
Pemda setempatsangatbaik,
bahkan menurut rencana pagi
ini Wagub Jateng akan

b erkunjung ke lokasi GKJ
Sukorejo telah berdirisejak 1961
dan menurut pengurus tidak
mengalamimasalah yang berarti
dengan penduduk sekitar

10 Juli2010
Pepanthan

Curug Sewu
Weleri Kendal

Massa tidak
te rid e ntifika si

Pembakaran

Jemaat GKJ
Suko re jo
Kendal

80

Warga
Cisalada Tuntut
Pembongkaran
Bangunan
Sekolah,
Rumah badah
dan Fondasi
Ma sjid

Ribuan warga Cisalada
mendatangilokasijemaah
Ahmadiyah meminta
dilakukannya pembongkaran
rumah ibadah, sekolah dan
fondasibangunan masjd.
Menurut H. Deden, tokoh
masyarakatsetempat, aksiyang
dilakukan warga Desa Ciampea
Udik adalah sebagaibentuk
kekesalan karena jemaah
Ahmadiyah telah melakukan
pelanggaran terthadap SKByang
dibuat tahun 2007. SKByang

12 Juli2010
Kampung
Cisalada

Desa Ciampea
Ud ik
Kec.Ciampea
Kab.Bogor

Warga Cisalada
Desa Ciampea
Udik, Kec.
Ciampea, Kab.
Bogor

Intimid a si
Ancaman

Jemaat
Ahmadiyah
Cisalada
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dimaksud adalah SKBtingkat
Kec.Ciampea yang ditanda-
tanganiCamat, MUL KUA dan
lainnya yang menyatakan, tidak
boleh ada aktiftasjemaah
Ahmadiyah. SKByang lain
adalah tingkat Kab. Bogortahun
2007. SKByang ditanda-tangani
Bupati, Kapoles, Dandim dan
Muspida lainnya, berisikan hal
yang sama yaknitidakadaya
aktiftasjemaah Ahmadiyah.
Kepada pemerntah, mereka
memberkan ultimatum kepada
pemerntah setempat untuk
membubarkan masjid tersebut
dalam 2 minggu yang tidak bisa
dinegosiasi Jika diabaikan maka
dikhawatirkan ada amuk massa

81

Omasklam
Demo Anti-
Ahmadiyah

Ratusan warga dariberbagai
omas slam berunjuk rasa di
Simpang Lima, Garut. Mereka
menuntut pembersihan instansidi
daerahitudarjemaah
Ahmadiyah. Aksiinisempat
diwamaikeric uhan, ke tika
mereka menyegelsejumlah
kantorinstansididaerah itu,
sepertikantor DPRD, Badan
Pengawas,dan Dinas
Pendidikan. Selain itu, mereka
juga menyegelDinas Petemakan
dan KantorKepegawaian
Daerah. Asep Hasanudin, Ke tua

14 Juli2010
Simpang Lima
Throgong,
Garut, Jawa
Barat

Garns Garut
Geram
Omas klam
lainnya (tidak
te rid e ntifika si)

Penyegelan
Intimid a si

DPRD

Badan
Pengawas
Dinas
Pendidikan
Dinas
Petemakan
Kantor
Kepegawaian
Daerah
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Gars Cabang Garut, menduga
kantorkantortersebut menjadi
sarangnya aliran Ahmadiyah.
Asep bahkan menduga ada
aliran dana sebesarRp 1 miliarke
Ahmadiyah diGarut dari APBD.
Mereka juga menggelaraksi
teatrkal untuk menggambarkan
peran pejabatsetempatselama
menjadipengikut Ahmadiyah.
Polisipun berusaha menghalangi
aksitersebut

82

Omas Ke pung
Rumah Bupati
Garut Tuntut
Pembubaran
Ahmadiyah

Ratusan massa dariberbagai
omaskklam berdemo didepan
pendopo dan rumah Bupati
Garut, Aceng Fiki menuntut
pembubaran Ahmadiyah.
Mereka membagikan selebaran
bersipemyataan sikap tersebut.
Juga menuntutut Bupati untuk
membersihkan jajaran stafnya
yang terindikasimenjadi
penganut Ahmadiyah karena
ada dugaan aliran inikinisudah
merasuk ke jiwa PNSdiPemda
Kabupaten Garut. Koordinator
aksi, KH Mustopa Kamal
menyatakan masyarakat Garut
menuntut Bupatiagar
menjalankan komitme nnya untuk
membubarkan Ahmadiyah di
Kabupaten Garut. Karena jika
terusdibiarkan, ajaran
Ahmadiyah seakan makin

14 Juli2010

Pendopo dan
Rumah Dinas
BupatiGarut

GERAM
GARIS
FPI

Jemaat

Ahmadiyah
BupatiGarut

Intimid a si
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tumbuh subur

83

MUIAnggap
Vihara Ti Ratna
Tdak
Mengindahkan
NiaiAgama

Surat dar MUl Ko ta Tanjung Balai,
ditujukan kepada Waliko ta
Thnjung Balaidengan
No.010/DP.11/9VII 2010 menilai
bahwa pihak Vihara Ti Ratna
tidak mengindahkan nilai-nilai
agama,adatistiadatdan citra
umat Islam Kota Tanjung Balai
yang ada selama ini
Berdasarkan rapat Komisi Fatwa
MUIKota Tanjung Balaitanggal
14 Juli2010 yang membahas
masalah ini MUljuga me minta
pemernntah agarsegera
menyelesaikan masalah patung
tersebut agarkerukunan umat
beragama tidak terkoyak koyak
atautercabik cabik, hammo nis
dan saling menghargai
sebagaimana diamanatkan
dalam PBM Menag dan
MendagriNo.9 dan No.8 tahun
2006 pasal4ayatldan2

15 Juli2010
Thnjung Balai

MUI Ko ta
Thanjung Balai

Pemaksaan

Jemaat Vihara
Ti Ratna

84

Penyanderaan
Jemaat HKBP
Pondok Timur
Ihdah dan
Penyegelan
Tempatbadah
HKBP

Sesuaikesepakatan dengan
Pemkot Bekasi, je maat HKBP
diperbolehkan melaksanakan
kebaktian ditempatlain yaitu
lahan yang disediakan Pemkot
yvang berdokasidiCiketing.
Namun pada 18 Julilalu, ke tika
jemaatakan melakukan
perbadatan, sekelompokmassa
tetap melarang diadakannya

18 Juli 2010
RT03 RW 06
Kampung
Ciketing,
Kelurahan
Mustika Jaya,
Be ka si

FPI

Intimid a si
Penyanderaan

Jemaat
Gereja HKBP
Pondok Timur
Indah

Matriks Il Kasus-Kasus Intoleransi Januari — Desember 2010




perbadatan dilahan tersebut
dengan memasang spanduk
bersilarangan bernbadah dan
mengusirjemaat. Jemaat
melaporkan kejadian nikepada
Bare skrim Mabes Poli. Mereka
juga menahan mereka selama
satujam agartidakbisa pulang.
Ataskejadian ini, Pdt Luspida
Simajuntak melaporke polisi

85 Gereja Forum Silaturahmilimusnunggal 19 Juli 2010 Forum Pembongkaran |Jemaat
Pentako sta (Fosmil) memproteskehadiran Jalan Raya Persaudarman Gereja
Dibongkar Gereja Pentakosta karena tidak | Namgong,Kec. | p\ushm Pe ntako sta
Setelah me milki IMB. Mereka juga Cileungsi, Kab. Lim 1

. . ! usnungga
Diprotes mendatangipara pejabat Bogor
kabupaten dan meminta bupati
mendengarkan permintaan
mereka. Gereja akhimya
dibongkar

86 PolisiMUIRazia | Komisars Besar Polisi Boy Rafli 21 Juli 2010 MUI Razia oleh Pedagang
Miras & Tempat | Amar, Kepala Bdang Hubungan | Jakarta Polda Metro kelompok sipil Pengelola
Hburan Jelang | Masyarakat Polda Metro Jaya Jaya tempat
Ramadan menyatakan polisiakan hiburan

menginte nsifkan razia minuman
kerasdan berkoordinasidengan
MUIuntuk me ng antisip a si
maraknya penyakit masyarakat
lainnya selama Ramadhan 1431
H Pihakkepolisian juga akan
menginmmkan surat kepada
organisasimasyarakat (ormas)
maupun elemen masyarakat
lainnya berupa imbauan agar
tidakmelakukan merazia tempat
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hiburan maupun toko penjualan
minuman kerasdengan tindakan
anarkis. Selain itu, pihak
kepolisian juga mengimbau
kepada pengusaha tempat
hiburan malam agartidak
bemperasisesuaiaturan yang
dite b itkan Pe me rintah Pro vinsi
Daerah Khusus Indonesia
Jakarta. Jika peraturan ini
dilanggar, maka izin usaha akan
ditutup

87

Kepala SMPN 4
Selat Dipecat
Karena
Melarang
Berilbab

Ragus Rembang, Kepala SMPN 4
Selat, mengeluarkan perntah
pelaranganjibab. Alasannya,
pelaranganjibab disekolah
merupakan kebijakan otonomi
sekolah meskipemerntah tidak
melakukan pelarangan terkait
haltersebut. Melaluiperaturan
ini, sekolahnya ingin memberkan
keseragaman dan tidak tegadi
pengotakan atau kelompok
antara siswa Muslim dan non-
Muslim. Ke tika dinspeksioleh
BupatiHM Mawardipelarangan
itu temyata tidakada;tidakada
siswiyang bernibab kecualipara
gurudantidakada siswa yang
mengakuiadanya pelarangan
itu. Kare na inko nsiste nsi ini,
Mawardimeminta agarRagus
meminta maafatau perkara
tersebut akan diselesaikan Dinas

26 Juli 2010
Selat,
Kabupaten
Kualakapuas,
Kalimantan
Tengah

Ragus
Rembang

Pelarangan
jilbab

Mahasiswa
SMPN 4
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Pendidikan. Raguslalu memohon
maafataspemyataan
sebelumnya dan mengaku
keceplosan ketika itu dan
mengaku tidak biasa
menghadapiwartawan karena
biasa mengurusi pendidikan
tetapiakhimya ia tetap dipecat
oleh Dinas Pendidikan

88 Pembakaran Se kita r pukul 05.00 WIB ma sjid 27 Juli 2010 Orang tak Pembakaran Jamaah
Ma sjid Fi dibakarorang takdikenal Desa Iumban dikenal Ma sjid Fi
Sa b ililla h Masjid itu merupakan salah satu Iobu Sa b ililla h
masjid tertua diKecamatan Kec. Porsea,
Porsea yang diperkimkan sudah Kab. ba
berusia ratusan tahun. Kondisi Samo sir
bangunan masgjd tinggal puing
puing dan hanya sebagiankecil
bagian dinding terbuatdarn
papan itu tersisa. Sebelumnya
Magjid mipemah tiga kalidibakar
89 Umat Buddha Menurut Wang Suwandi, Ke tua 28 Juli 2010 Forum Ancaman Pengelola dan
DiJambiTolak | Forum Komunikasi Unat Buddha Jambi Ko munika si p e milik
Buddha Bar Provinsidambi, semua umat Umat Buddha Buddha Bar

Buddha diJambimenolak
keberadaan Buddha Bardi
Jakarta yang dibangun oleh PT
Nire ta Vista Creative. Pasalnya,
pemilk bartersebut
menggunakan sejumlah atrbut
Buddha, termasuk patung Sang
Buddha dalam bamya, sehingga
dinilaimencemarkan nama baik
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Buddha. Karena itu, perusahaan
tersebut diminta mengganti
nama Buddha Barsecara

sung guh-sungguh dengan nama
baru yang tidakberhubungan
dengan agama Buddha.
Anggota Forum, Budi
Hartosetiawan, menambahkan
bahwa Nireta Vista tidakboleh
mempergunakan simbol, atrb ut,
atauomamen agama Buddha
dalam menjalankan aktivita s
usaha bartersebut. Jika halini
tidak dipe nuhi, mre ka me nuntut
agarbartersebut ditutup dan
meminta pemerintah melalui
Dina s Pariwisata DKIJakarta
untuk menc abut izin usaha
Buddha Barkarena telah
melakukan penodaan terhadap
agama inisesuaiPasal 156a

90 Penyerangan Sejumlah bangunan rusak dan 29 Juli 2010 Satpol PP Perusakan Jemaat
dan Perusakan | beberapa orang terduka terkena | Desa Manislor Bupati Kuningan Ahmadiyah
Ma sjid lemparanbatudanbenda keras | Kec. Jalaksana Manislor
Ahmadiyah lainnya pada saatpenyegelan Kab. Kuningan
Manislor Ma gjid An-Nurmilk Ahmadiyah Jawa Barat
oleh SatpolPP. Penyegelan
dilakukan dipagiharm, disaat
jemaat Ahmadiyah sedang
beraktifitas, termasukbersekolah
91 Ummat Seratusan massa dari Forum Anti | 29 Juli2010 UmmatBuddha | Ancaman Pengelola
Buddha Medan | Buddha Bar(FABB) berdemo di Gedung DPRD Medan Intimid a si Buddha Bar(?)
Unjuk Rasa depan gedung DPRD Sumut Sumut

Tlak Buddha

menolakkehadiran Buddha Bar

Matriks Il Kasus-Kasus Intoleransi Januari — Desember 2010




Bar

karena kehadiran barinimerusak
moraltasgenerasibangsa serta
dianggap telah melecehkan,
menghina, menista dan menodai
agama Buddha Salah seorang
koordinatoraksi SChong,dalam
orasinya menyatakan tidakada
tempatbagiBuddha Bar
bemwperasiditanah airini, karena
bisnis hiburan yang ditampikan
bertentangan dengan dasar
Negara Pancasila yang

me njunjung tinggisila Ketuhanan
Yang Maha Esa. Baginya, nama
Buddha maupun pemik-pemik
agama Buddha sangatterdarang
disejajartkan dengan kata bar
yang bemakna rendah karena
melakukan usaha/bisnis yang
memperdagangkan minuman-
minuman keras, bisnis hiburan
malam yang mengumbar
perlaku hawa nafsu rendah dan
mengarah pada tindakan
asusila. la menuntutagar
pejabatyang memberiizin
operasional Buddha Baragar
dipecat, karena tidak
menghargaibudaya bangsa
Indonesia

92

Muhammadiya
h Desak Bupati
Pemalang
Menindak

Pimpinan Daerah
Muhammadiyah (PDM)
Kabupaten Pemalang mendesak

30 Juli 2010
De sa
Ujunggede
Kecamatan

Pimpimnan
Daerah
Muhammadiya
h (PDM)

Pemaksaan
ke yakinan

Jemaat
Gereja Eppata
Center
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TegasGereja
Eppata

agarBupati Pemalang untuk
memperte gas sikapnya untuk
menghentikan kegiatan Gereja
EPPATA CenterDesa Uunggede ,
Kecamatan Ampelgading.
Karena selain meresahkan umat
Ilam, status pendirian rumah
ibadattersebutillegalkarena
tidak ada jinnya. Effe ndi
mengaku warga kesalkarena
karena beberapa kalimasih
gereja tersebut dijadikan tempat
ibbadah padahalsudah dilarang
oleh Bupatimelalui SKbulan Juni
lalu. Effendimengharapkan
bupatibertindaktegaskarena
pada kejadian terakhirwarga
mencapaipuncaknya dengan
membakarpernbadatan tersebut

Ampelgading
Pemalang

Kabupaten
Pemalang

A(

x USTUS (9 kasus)

93

HKBP Kembali
Diserang
Omasklam

Se kitar 200 anggota ormas slam
mendatangilokasikebaktian
jemaatgereja dilahan kosong
Kampung Ciketing Asem,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Jawa Barat,dan
memaksa kebaktian dibubarkan
karena tidak mengantongiizin.
Akan tetapi jemaatgereja tetap

1 Agustus 2010
Kampung

Cike ting Asem
Ke ¢ . Mustika
Jaya Kota

Be ka si

bertahan untuk melanjutkan

FPI
Po lisi

Ancaman
Intimid a si
Penyerangan

Jemaat HKBP
Pondok Tmur
Indah
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kebaktian dengan dipimpin oleh
Pendeta Iuspida. Thk terima,
omas klam marah dan
memaksa jemaatgereja
meninggalkan lokasikebaktian.
Se kitar400 personil Ke polisian
Resor Metropolitan Bekasi
membuatlngkaran memakai
tameng besiuntukberjaga-jaga.
Tegadilah aksisaling dorong pun
takdapatdihindarkan antara
aparatkepolisiin dengan
anggota omas klam yang ingin
menerwboskebaktian. Didalam
Iingkaran, jemaattetap

me lanjutkan kebaktian.
Tegadiah penyerangan kepada
jemaatsetelah mereka berhasil
menerwbosbarkade.Jemaat
berdarnmeminta perdindungan
po lisi

94

Demo Pelajar
Tuntut Patung
Bima
Dibongkar

Ratusan pelajarsetingkat
btidaiyah dariyayasan bnu Sina
Purwakarta dipimpin KH
Abdullah ASJoban (Ketua Forum
Ulama Indonesia -FUD se kaligus
pimpinan Yayasan lbnu Sina dan
Ust. Ridwan Syah Alam,
melakukan aksidemo
mempersoalkan berdirnnya
patung Bma diPurwakarta.
Mereka mengultimatum

06 Agustus 2010
Purwakarta

KH. Abdullah AS
Joban (Ketua
FUldan
pimpinan
Yayasan bnu
Sina

Ust. Ridwan
Syah Alam

Ancaman

Pemda
Purwakarta (?)
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pemerintah daerah untuk
membongkarpatung Bima
tersebutdalam tempo 2x24 jam.
Mereka mendesak pemerintah
daerah untuk segera
membongkarpatung Bima yang
tidakberdandaskan nilainiai
keislaman

95

FUldan FPI
Serang Jemaat
HKBP Pondok
Tmurhdah

Penyerangan massa FUldan FPI
berawalsaatjemaatakan
melakukan kebaktian. Ratusan
polisisudah beaga
mengamankan kebaktian yang
akan berdangsung itu, namun
temyata massa FUlberhasi
menermbosbarkade polisi
Melihat situasiyang mulaitidak
kond usif, jpmaatbermaksud
membubarkan din. Saatjalan
menuju pulang, massa FUI
kemudian mengejardan
melakukan pemukulan. Situa si
saatitu mulairusuh. Beberapa
menit ke mudian, massa FUL
langsung membubarkan din.
Penyerangan oleh massa FUL
mengakbatkan belasan jemaat
luka-luka akibat pukulan yang
didominasioleh ibu-ibu

08 Agustus 2010
Cike ting
Be ka si

FUldan FPI

Penyerangan

Jemaat HKBP
Pondokhdah
Tmur

96

FPIdan FUI
Sweeping
Io ka lisa si

Ratusan massa FPISurabaya dan
Forum Umat lam (FUD Jatim
melakukan sweeping disejumlah

10 Agustus 2010
Kenjeran
Surabaya

FPISurabaya
FUlJa tim

Sweeping
Perusakan

Pengunjung
Io kalisasi
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lokalisasidiSurabaya

97 FPIdan FUISita | FPIdan FUlmenyerang dan 10 Agustus 2010 | FPISurabaya Perusakan Jemaat
Papan Naman |memwbohkan papannama Jalan Bubutan, | FUlJatim properti Ahmadiyah
JAIJatim Jemaat Ahmadiyah Indonesia Surabaya Ja tim

(JAD) Jatim diJalan Bubutan,
Surabaya. Mass FPIdan FUI
menyita papan nama
Ahmadiyah dan diserahkan
kepada Majelis Uama Indonesia
(Jawa Tmur)

98 Ma sjid Nurul Ma sgjid NurulJanah di Cakung 12 Agustus 2010 | Pengembang Diskrimina si Warga Muslim
Jannah dimbohkan dengan Perumahan perumahan, PT komplek
Dirobohkan menggunakan alat-alatberat. Jatinegara Cakra Sarana Perumahan
Karena Tdak Me nurut wakil ke tua Indah, Pulo Jatinegara
Me miliki IMB pembangunan masjd, Anf Jahe, Cakung, Indah

Farwan, warga membangun Jakarta Timur

masjid dilokasi PHT'blok Bsesuai
kesepakatanrapatbersama
pengembang perumahan, PT
Cakra Sarana,dan Camat
Cakung, Iukman Hakim, Januan
lalu setelah selama 4 tahun tidak
ada tempatibadahdikomplek
perumahan ini Dalam
pertemuan tersebut, warga
hanya meminta lahan buat
masjid dan akan diserahkan oleh
pengembang hingga akhirJuni
Namun lahan yang dimaksud tak
kunjung ditunjuk dan dise rahkan.
Maka, Aprllalu warga
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membangun masjid dilokasi
sekarang dengan memakai
uang sendiidan direncanakan
selesaisebelum bulan puasa
tba.

99

Massa Rusak
Gereja Asahan

Sekitarserbuan warga yang
datang dariDesa Padang Pulau
merusak gereja HKBP yang ada
diAsahan sekitarpukul 21.30 WIB.
Mereka merusakdan membakar
kedaimkokdan penjualan
sparepart milk Parindungan
Nababan yang berada didekat
gereja. Massa juga melakukan
pelemparan ke gereja HKBP
yvang hanya bejarak 50 M dan
kediaman Pardindungan
Nababan atau 100 M dar Me sjid
AlHkmah. Aksidapat berhenti
setelah Bupati Asahan Dis H
Thufan Gama Smatupang MAP
bersama Kapolres Asahan AKBP
Ma shudi Sk, SH, MHum dan

Ke tua DPRD Asahan Benteng
Panjaitan SH turun ke lo ka si. Kini
peristiwa tersebut sedang diusut
oleh yang berwajb

20 Agustus 2010
Dusun IV Hau
Napitu

Desa Gajah
SaktiKec.
BandarPulau
Asahan

Desa Padang
Pulau Bandar
Pulau Pekan
Aek
Songsongan
Gunung Berkat
Buntu Maraja
Kec.Bandar
Pulau

Perusakan

Jemaat
Gereja GKBP
Asahan
Padindungan
Panjaitan

100

Dianggap
Sesat,
Padepokan
Tarekat
Fatoriyah

Ribuan massa merobohkan
padepokan yang berada di
hutan Gunung Kukusan Desa
Bendormto Kecamatan
Munjungan. Warga menilai
ajaran padepokan (diyakini
menyebarkan ajaran tharka

26 Agustus 2010
Desa Bendormto
Kec .Munjungan
Trenggalek

Massa Tidak
Te rid e ntifika si

Perusakan
properti

Pengikut
tharnkat
Fatoryah
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Fatoriyah) dinilaimenyimpang
dariaqidah klam. Ma ssa
memulaiaksinya sekitarpukul
08.00, dan hanya dalam waktu
kurang daritiga jam padepokan
yang atapnya darjjukdengan
dinding dan lantaikayu tersebut
luluh lantah rata dengan tanah.
Se orang pengikut tharkat nyars
tewasdihakimimassa. Pasalnya,
pengikut bemama Sadjur (34)
tersebut nekat menghalang-
halangimassa yang akan
merbohkan padepokan.
Karena mengalamiluka cukup
parah, pengikut tersebut harus
mendapatperawatan medisdi
Puske sma s Munjung an. Po Lisi
membawa pengikut tharkat ke
Polre s Tleng g ale k. Po lisi a khimya
menetapkan Sutikno (30) serta
Sumadi(28) sebagaipelaku
penganiayaan, akan tetapi
keesokan harinya massa kembali
mendatangikantorPolisidan
menuntut pembebasan kedua
tersangka tersebut

101

Penyebaran
Famplet
menolak
to le ransi

Pada penghujung Agustus,
seorang jemaah majelis
pengajian dimasjid Pamulang
Tengerang Selatan
menyebarkan famplet yang
bersi himb auan untuk me njauhi

Agustus
Thngerang
Selatan

Jemaah
Pengajian

Paham
toleransi

Penyebaran
Kebencian
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dan menghindaritoleransi
Tndakan inidiunagkap jemaah
lain yang merasa tidaknyaman
dengan famplet tersebut.
Menurutnya, niadalah salah
satu tindakan intoleran terhadap
agama lain

SEPIEMBER (5 ka sus)

102 | HAPIS Ratusan massa yang tergabung 03 September HAPIS Sweeping Pengunjung
Sweeping dalam Hmpunan Angkatan 2010 hoteldan
Empatyang Pemuda Elam Surabaya (HAPIS) . lo ka'siwisata
ﬁlzgugn%ap mendemo lokasiwisata Kenjeran, Kenjeran Kenjeran

kemudian dilanjutkan dengan Surabaya
aksisweeping hotelshort time

yang berada dilokasi PantaiRia

Kenjeran. Sepertibiasa, aksi

sweeping dilakukan dengan

dalih lokasitersebut dijjadikan
sebagaisarang perbuatan

mesum. Polisimembiarkan saja

massa melakukan sweeping

hotel

103 | Penusukan Asia Shombing menderta luka 12 September FPI Penusukan Asia Shombing
Jemaat HKBP sedalam empat sentimeterdan 2010 Iuspida

lebarsatu sentimeterdibagian PondokIndah Sim a njunta k
perut sebelah kanan. Selain Asia, | Timur Be ka si

pendeta Inspida Simanjuntak,
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juga menderita memardipelpis
bagian kin. Pdt Luspida
menyatakan bahwa pelakunya
adalah mereka yang berpakain,
bercelana,dan berpeciputih

104 | Kongres Unat Kongres Umat slam Bekasi 19 September Peserta Kongres | Pemaksaan Jemaat HKBP
Klam V Minta merekomendasikan mendesak 2010 Umat klam Pondok Timur
Perkara jemaat Gereja Huria Kisten Batak | kKlamic Center, Bekasi Indah

Pro te stan (HKBP) Pond ok Timur Be ka si
Penusukan . .
3 p Indah menerima solusiyang
emaat HKBP | 4i5 warkan WaliKota Bekasi
Dihe ntikan MochtarMohamad. Mreke juga
meminta pemerintah menye lid ki
ka sus HKBP untuk se la njutnya
diputuskan melanggaratau tidak
melanggarketentuan PBM atau
tidak

105 | Pemkot Pada 10 September, Pemkot 20 September Pemkot Pengawasan Jemaat
Mo jo ke rto Mojokerto mulaimengawasi 2010 Surabaya badah Gereja d
AwasiAktivitas | , 1tivitasibadah yang dilakukan Mo jo ke rto Bebagai
Rumah badah . Rumah Tinggal

. dirumah pendudukatau
diRumah b buka
Tnggal angunan yang bukan tempat

ibadat. Diantaranya, gereja di
rumah makan diKelurahan
Gunung Gedangan, rumah
makan Jimbaran, Jalan Bypass,
bangunan samping terminal
Kertajaya, Kompleks Pertokoan
Sentanan Squere didJalan Baru
dan swalayan Saba didalan
Majapahit Selatan. Semua lokasi
yang disebut itu, merupakan
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hasilpemantauan danlaporan
dari Forum Komunikasi Unat
Beragama (FKUB) setempat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Pedindungan
Masyarakat (Bakesbangpol
Linmas) Kota Mojokerto Joko
Suhamryanto mengatakan, kelima
aktivita s ke gerejaan ini kini
menjadiatensi pihaknya.
Alasannya, selain ke giatannya
dilakukan diluartempatibadah,
kegiatan itu juga dianggap
menyalahi Peraturan Bersama
MenteriAgama dan menten
MenteriDalam Negeri (PBM) No 8
dan No 9 Tahun 2006. Wali Kota
Mojokerto, Abdul Gani
Soehartono mengatakan, sejauh
iniia mengaku belum pemah
menandatanganipengajuan izin
aktivitaskegerejaan darilima
lokasiyang disebutkan
BakesbangpolLlinmas itu.
Malahan, kata dia, pihaknya

se ndir te lah me ng nstruksika n
kepada Satpol PP untuk

me lakukan inve stig a si
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106 | Ditangkap Sebanyak 14 orang yang diduga | 22 September Warga Penangkapan Penganut
Warga Karena |sebagaipenganut Milata 2010 Peusangan Milla ta
Dianggap Abraham ditangkap oleh warga | Peusangan Bieureun Abraham
sebagai Peusa‘ngan Bi.e.reun. Me re ka Bieure un

selanjutnya disidang oleh MPU
Penganut Bie ure un
Milla ta
Abraham
OKIOBER (15 kasus)

107 | Ratusan Massa | Ratusan massa menyerbu 01 Oktober2010 | Ratusan Massa Penyerbuan Jemaat
Serbu perkampungan waiga Kampung (Hdak Perusakan Ahmadiyah
Perkampungan | Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Te rid e ntifika si) Ciampea
Ahmadiyah Cisalada, Kelurahan Ciampea Ke‘lurahan ]

) ) . Ciampea Udik,

Cisalada Udik, Kec. Ciampea Bogor. Kec.Ciampea
Mereka merusakdan membakar Bogor
sedikitnya 30 rumah, 1 masjd, 1
sekolah, 1 kendaraanrda
empatdan2kendaraanmwda
dua. Menyikapipenyerangan ini,
BupatiBogorjustru melempar
wacana pembubaran
Ahmadiyah sebagaisolusi Dia
menilai, Ahmadiyahlah yang
menjadipenyebab
penyerangan tersebut

108 | Pengurus PBNU | Ketua PBNU, Slamet Effe ndy Yusuf | 6 Oktober2010 Slamet Effendy Pemaksaan Jemaat
Me minta meminta Jamaah Ahmadiyah Kantor PBNU Yusuf ke yakinan Ahmadiyah

Ahmadiyah

Indonesia (JAD) melakukan
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Keluardan
Klam

reposisimenjadialiran
kepercayaan tersendiridan
keluardariagama Eklam.
Sehingga Ahmadiyah tetap bisa
memegang keyakinannya dan
haksebagaiwarga negara
tedindungi. Me nurutnya, banyak
aliran-aliran dan itu te dind ungi,
tanpa harusmenjadiagama. Inij,
menurutnya, merupakan
langkah yang tepatkarena
keberadaan Ahmadiyah sudah
lama eksisdan sulit ditiadakan

109

Bupatilombok
Barat
Berencana
Pindahkan
Warga
Ahmadiyah

Bupatilombok Barat Dr. Zaini
Aronimenyatakan dalam upaya
membernkan perdindungan
terthadap warga ahmadiyah,
Pemkab Iobarakan membuat
kebijakan untuk menempatkan
warga terkait disalah satu Pulau

yang terpisah dariPulau Iombok

Halinimenurut Zainiatas
pertimbangan hak azasimanusia
sesuaiperaturan undang-
undang

06 Oktober2010
IombokBarat

Bupatilombok
Barat, Zaini
Arony

Pengusiran

20 KK
Ahmadiyah
IombokBarat

110

Ahmadiyah
IombokBarat
Dip e rsulit
Mengurus

Sta tus

Se dikitnya 37 kepala keluarga
warga Ahmadiyah diKabupaten
IombokBarat, Nusa Tenggara
Barat, hingga kini ke sulitan
mendapatkan status
kependudukan. Pada saat

16 Oktober2010
IombokBarat

Aparat Desa
dan Aparat
Pro vinsi

Pembiaran

31 KK
Ahmadiyah
IombokBarat
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Kependudukan | warga Ahmadiyah ingin
mengurus status kepedudukan di
desa asal kata Basyiruddin Aziz
yang merupakan mubaligh
Ahmadiyah Dusun Ketapang,
aparatdesa enggan melayani
dan mengatakan itu merupakan
tanggung jawab Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB). Halyang
sama terjadiketika mereka ingin
membuat status kependudukan
diKota Mataram. Pejabat
setempatmengatakan kalau
mereka hanya titipan dar

Pro vinsi N'IB. Ba syirud d in
membandingkan pemberan

id e ntitas WNA yang lebih mudah.
Karenanya, mereka hingga kini
b elum me miliki sta tus
kependudukan dilombok Barat
sebagaitempatasaldan di
Mataram sebagaitempat
pengungsian

111 | Pengurus PP Salah satu pengurus Pimpinan 7 Oktober2010 | Yunaharlyas Pemaksaan Jemaat
Muhammadiya | Pusat(PP) Muhammadiyah, Jakata Ahmadiyah
h Mendesak Yunah?rﬂyas, mendesak
Pemerintah pemerntah takragu

~ membubarkan Jemaat
gas Ahmadiyah lhdonesia (JAD.
terthadap Pemerntah tak peru khawa tir
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Ahmadiyah

dengan tekanan pihakluar
karena omas-ormmas klam siap
mendukung. ika pemernntah tak
bersedia melakukan
pembubaran, ujardia, akan
melukaiperasaan 80 persen
Muslim diIndonesia. Selain itu,
membiarkan Ahmadiyah ia
anggap sama saja dengan
membiarkan tejadinya konflik. Ia
mengungkapkan, keraguan
pemerintah membubarkan
Ahmadiyah selama inidisinyalir
karena adanya tekanan
intemasionalterutama dan
Ihggrsdan sekutunya yang
menjadipusatkegiatan
Ahmadiyah

112

MUL
Ahmadiyah
Se b aiknya
Dibubarkan

Menurut Ketua MUIL KH. Ma 'ruf
Amin apabila Jamaah
Ahmadiyah Indonesia (JAD
menolakkeluardarslam dan
menjadiagama sendirimaka
dibubarkan saja. Sebab, jka
keberadaan JAIdan aktivitas
dakwahnya tetap dibiarkan
maka akan terus me mic u ko nflik.
Apalagi, JAItelah dinyatakan
sesatoleh mayorntasulama di

se luruh dunia. DiIndonesia se ndiri
JAItelah melanggarSKBtiga

me nten

07 Oktober2010
Jakarta

Ke tua MUL KH.
Ma’ruf Amin

Ancaman

Jemaat
Ahmadiyah

113

Dianggap
Se sa t, Dite liti

Badan KoordinasiPengawas
Kepercayaan (Bakorpakem)

08 Oktober2010
Pamekasan

Bakompakem
Bupati

Pengawasan
Keyakinan

Supardidan
para
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Bakormpakem
Pamekasan

yang terdirndaripihak Kejar,
KantorKementernan Agama,
Pemkab,dan jajaran Polre s
Pamekasan, menelitialiran lam
yang diduga sesatyang
diajarkan oleh tokoh bemama
Supardiwarga Desa Tobungan,
Kecamatan Galis, tedetak sekitar
5kilometerdariarah Kota
Pamekasan. BupatiPamekasan,
Kholilumahman, juga menggelar
pertemuan dengan jajaran
Muspida dilingkungan Pemkab
Pamekasan, melbatkan
sejumlah organisasikeagamaan
diPamekasan, seperti Nahdlatul
Uama (NU), Muhammadiyah, Al-
Isyad, Majelis Uama Indonesia,
dan Front Pembela klam (FPD.
Perte muan inidilakukan karena
adanya keluhan darnsejumlah
Kepala Desa yang melaporkan
banyaknya warga yang telah
direkrut menjadianggota aliran
itu. Aliran klam Supardiini
diduga sesat, karena
mengajarkan kepada
masyarakatbahwa shalatdan
puasa hukumnya tidak wajb,
sehingga umat slam boleh tidak

Pamekasan,
Kho liurrahman
NU
Muhammadiya
h

Allsyad

MUI

FPI

pengikutnya
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melaksanakannya

114

Aparat Diminta
Menyelesaikan
Masalah Millata
b ra him

Ke tua DPRKBireuen Ridwan
Muhammad kepada Serambi
mengatakan, sesuairapat
pihaknya dengan Muspida plus
dua harilalu tentang aliran sesat
Milata Abraham antara lain
meminta lembaga terkait mulai
MPU, Dinas Syariat klam, serta
KantorKementerian Agama
Bireuen agarbersama-sama
menyelesaikan masalah tersebut
serta mencegah agaraliran
tersebuttakberkembang lagi

10 Oktober2010
Bire uen

Ke tua DPRK
Bireun, Ridwan
Muhammad

Pemaksaan

Pemimpin dan
Pengikut Aliran
Milla ta
Abraham

115

Penganut
Milla ta
Abraham
Diultim a tum
untuk
Dipindahkan

Warga Desa Buket Te ukuh
mengultimatum agarpengikut
aliran Millata Abraham itu segera
dipindahkan dari SKB Bireuen
karena SKBberada dalam
wilayah desa mereka. Mereka
tidakmau menerma pengikut
aliran yang dianggap sesat ini
sementara didesa asalmereka
juga diusir. Pe ng anut Milla ta
Abraham berada digedung SKB
karena diamankan oleh

Ke p o lisian Bire un

10 Oktober2010
Bire un

Warga Desa
Buke t T ukuh

Pengusiran

Pemimpin dan
Penganut
Milla ta
Abraham

116

Dinas Syarnat

Pada 12 Oktober, Kepala Dinas

12 Oktober2010

Kepala Dinas

Upaya

Pemimpin dan
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klam Aceh: Syariat Islam Aceh, PofDrH Banda Aceh Syarat Islam Krimina lisa si Penganut
Perdu Qanun Rusjdi Al Muhammad SHMA, Aceh,ProfDrH | Keyaknan Milla ta
tentang mengatakan bahwa qanun Rusjdi Al Abraham
PeI.ldangkalan tentang pedangkalan akidah Muhammad SH
Aqidah ) ) MA

dan penyelesaian aliran sesat

mutlak diperlukan diAceh dan

menjaditugasbersama untuk

melahikannya. Halini

menurutnya karena belum

adanya payung hukum yang

mengaturtentang pedangkalan

akidah dan aliran sesat,

membuatpemerntah gamang

dalam mengambiltindakan

terkait masalah itu

117 | Sekjen HUDA Sekjien Hmpunan Uama Dayah 12 Oktober2010 | Sekjen Upaya Pemimpin dan
Minta Millata Aceh (HUDA) sk Faisal Aliminta | Banda Aceh Himpunan Krmina lisa si Penganut
Abraham aparat kepolisian untuk Ulama Dayah Keyakinan Milla ta
Diusut Tuntas mengusut dan menangkap Aceh (HUDA) Abraham
Tz k Faisal Al

penyebaraliran sesat “Millata
Abraham” dikawasan
Peusangan Kabupaten Bireuen,
Provinsi Aceh. Ia juga meminta
pihak ke polisian melakukan
tindakan pengembangan kasus
tersebut ke seluruh Aceh, karena
aliran sesattersebut

berke mungkinan tidak hanya di

Matriks Il Kasus-Kasus Intoleransi Januari — Desember 2010




Bire uen.

118 | Penyerangan Sekelompokpemuda yang 13 Oktober2010 | Laskardihad Penyerangan Anto Ripto
terthadap menamakan dirinya IaskardJihad | Desa Sembung Mulyo no
Pe rtunjukan menyerang sebuah pertunjukan | Wetan KiAgung
Wayang wayang yang tengah digelardi Suko ha rjo Nugraha
Desa Sembung Wetan di Sukre sna
Sukohanjo pada Sabtu malam.
Mereka mengancam anggota
penonton dan memaksa mereka
untuk bubar. Acara ini
dilangsungkan dalam rangaka
perayaan kelurga Anto RM yang
anaknya diterima menjadi PNS
dengan mengundang K
Sukre sna sebagaidalangnya
119 | MPU: Peru MPUdalam rekomendasiseusai 15 Oktober2010 | Im perumus Upaya Pemimpin dan
Satgas menyelengarakan Dewan Hotel Kuala rekomendasi Krimina lisa si Penganut
Pendangkalan | Parpuma Ulama (DPU) V Radja DisTok HA Gani | Reyakinan Milla ta
Akidah dan merekomendasikan beberapa Aceh Isa SH, Dis Tk k H Abraham

Pemurtadan

hal Petama, meminta agar
Pemerintah Aceh membentuk
satgaspengawasan
pendangkalan akidah dan
pemurtadan, me mbentuk tim
dakwah terpadu untuk
penguatan akidah islamiah, dan
penanggulangan upaya
pendangkalan akidah dan
pemurtadan, mendorng
percepatan pengesahandan
penerapan Qanun Pendidikan
Aceh, peningkatan pelatihan

Faisal AL, Drs To k
HM Al Warm, Drs
Tk H
Jamaluddin
Abdullah MBA,
Tk HBukhan
MA, serta Ketua
MPUAceh, Prof
Dr Ty k H Muslim
brahim MA.
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kaderdakwah, mubalig, dai,
imam sylkk meunasah, dan guru
pengajian. Selain itu, diupayakan
pula peningkatan peran
organisasimassa dan organisasi
kepemudaan dalam membina
dan mengawasiakidah umat,
mengupayakan peningkatan
sistem jarngan nformasidan
komunikasiantarumat Islam,
serta menyesuaikan iklan promo si
diAceh dengan nilai-nilaisyarnat
klam. Re komendasiini
ditandanganioleh tim perumus
yang terdindari 6 orang

120

MPUAceh
Utara dan
Dinas Syarnat
klam Kota
Thokseumawe
Minta Agar
Pemkot
BertindakTegas

Majelis Permusyawaratan Uama
(MPU) Aceh Utara bersama Dinas
Syariat Islam Kota Thokseumawe.
Mereka mengutuk keras aliran
sesatyang terjadiselama inidi
Kabupaten Bireuen. Mereka
meminta Pemerintah Aceh Utara
dan Pemernntah Kota, harus
dapatmengambiltindakan
tegasuntuk mengantisipasialiran
tersebut. Idak hanya itu, bagi
masyarakatyang mengetahui
adanya penganutaliran sesat
Malita Abraham diminta segera
melaporkan kepada MPU, Dinas
Syaratlsalam dan pihak

ke polisian. Me nurutnya, tujuan

18 Oktober2010
Banda Aceh

MPUAceh Utara
Dinas Syarat
Ilam Kota
Ihokseumawe

Upaya
Krimina lisa si
Keyakinan

Pemimpin dan
Penganut
Milla ta
Abraham
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aliran sesat Malita Abraham itu
untuk menghancurkan agama
lam

121 | FPINyarns Segel | Front Pembela Klam (FPD) Ciamis | 29 Oktober2010 | FPICiamis Penyerbuan Jemaat
Ma sjid nyars menyegelma sjd Jalan Cipto Ahmadiyah
Ahmadiyah Ahmadiyah diJalan Cipto Mangunkusumo Ciamis
Ciamis Mangunkusumo Dusun Pakuncen Dusun

o Pakuncen

Kelurahan/Kecamatan Ciamis. Ko lura han/Ke c a
Pasalnya, penganut Ahmadiyah | 5tan Ciamis
dianggap masih melakukan
aktivitaskeagamaan dimasjid
tersebut. Sementara kegiatan itu
dinilaitelah melanggarSurat
Keputusan Bersama Tiga Mentern
tahun 2008. Namun penyegelan
itu urung dilakukan setelah FPL
perwakilan Ahmadiyah, Bupati
Ciamis Engkon Komara dan unsur
muspida bermusyawarah dan
menghasikan kesepakatan
bahwa Ahmadiyah beganjitidak
akan beraktivitas lagidima sjid

NOVEMBER (8 kasus)

122 | Demo Puluhan massa dar PIDIme nuju 05 November Massa dan Intimid a si Jemaat
Menyegel Masgjid Nuruddin milk jemaat 2010 Perguruan Ancaman Ahmadiyah
Ma sjid Ahmadiyah pada haridJumat Jalan Kebon TnggiDakwah
Ahmadiyah selepas Dhuhur. Syaid Hamidan Bawang X, klam (PIDD

dariPerguruan TinggiDakwah Tanjung Priok, Tanjung Priok
Islam Thnjung Priok menyatakan Jakarta Utara Jakarta Utara
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bahwa kedatangan mereka
bukan untuk melakukan
provokasi, melainkan untuk
mengecek penyegelan ma sjd
yvang pemah dijanjikan oleh
pihak Polda Metro Jaya. Mereka
membawa pakudan plang
triple ks be rtuliskan “Tempat ini
disegeldarisegala kegiatan
Ahmadiyah”. Massa juga
menuntut agarmasjd initidak
eksklusif dan meminta agar
orang Ahmadiyah segera
hengkang daritempattersebut

123 | Begibab, Ayu memutuskan mulaimemakai | 08 November Manajemen PT | Pemaksaan Ayudia Satta

Dimutasi jlbab. Thk disangka, dua han 2010 Graha Iayar
kemudian, ia langsung KantorKomnas | Prima
dirumahkan oleh manajemen HAM (Blitzme gaplex)
perusahaan. Padahal dalam
kontrak kenja tidakterdapa
ketentuan bahwa jilbab dilarang

124 | FJITuntut FlImendatangiGereja Ganjuran | 08 November FJI(Forum Jihad | Intimida si Pengungsi
Pengungsi dengan konvoimotor. Mereka 2010 Indonesia) Relawan
Muslim menerakipengungsi-pengungsi | Desa po sko
Dipindahkan digereja tersebut sebagaikafir Sumb e rmulyo
dariGereja dan menyuruh mereka yang Kecamatan
Ganjuran Muslim supaya pindah shelter Bambanglipuro

(posko pengungsi).

125 | Pemindahan Sebanyak 98 orang pengungsi 09 November Sulta n Pemindahan Pengungsi
Pengungsioleh | Muslim yang berada diGereja 2010 Hamengku Paksa Muslm
Pemda DIY Ganjuran dipindah ke ke Desa Buwono X

Bangsal Rumah Sumb e rmulyo, Kapolres Bantul
Dina s Bupati Bantul karena Kecamatan AKPBdJoas
dianggap sebagaitempat Bambanglipuro | Feriko Panjaitan
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umum, netraldar pengaruh
agama tertentu. Pemindahan ini
tejadisetelah mediasiantara
Sultan Haomengkubuwono X
dengan para pengungsi
dilanjutkan dengan Kapoles
Bantul AKPB Jo as Feriko Panjaitan
dalam sebuah mediasitetutup.
Mediasidilakukan setelah FJI
(Forum Jihad Indonesia)
menuntut agarpengung si Mushim
dipindahkan seharisebelumnya

Kab. Bantul

126

Warga Protes
Rumah Dinas
Pasturyang

Be ralih Fung si

Seratusan warga Kampung
Jiwanaya RW 04, Kelurahan
Cibeunying, Kecamatan
Cimenyan, Kabupaten Bandung,
berunjukrasa dididepan rumah
dinaspasturlembaga Pengurus
Gereja AmalKatolik Santa
Melania dikampung itu. Sambil
memajang spanduk, mereka
menuntut pemilk dan penghuni
rumah dinas tersebut tak
menggelarkegiatan kegerejaan
dan mengalihfungsikan rumah
tinggaldua lantaiyang kini
dihuni Romo Iwan itu menjadi
gereja. Mereka merasa ditipu
Apabila permintaan mereka
tidak dindahkan, mereka

12 November
2010

Kampung
Jiwanaya RW 04
Kelurahan
Cibeunying
Kecamatan
Cimenyan
Kabupaten
Bandung

Warga
Kampung
Jiwanaya RW 04
Kelurahan
Cibeunying
Kecamatan
Cimenyan
Kabupaten
Bandung

Ancaman

Pengurus
Gereja Amal
Katolik Santa
Melania
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mengancam akan
menghancurkan rumah tersebut

127 | Ahmadiyah Warga Desa Gegerung menolak | 19 November Warga Pengusiran 12 KKJemaah
Lomb o k Diusir kehadiran 12 kepala keluarga 2010 Desa Ahmadiyah
Warga jemaah Ahmadiyah yang Desa Gegerung,

kembalidar asrama transito Gegerung, Kecamatan
setelah diberada di Kecamatan Lingsar, lombok
pengungsian semenjak tahun Lingsar, lombok | Barat, NIB

2006 karena rumah mereka Barat, NIB

dibakar

128 | Rumah Jemaat | Perkampungan warga 26 November Massa Tidak Perusakan Jemaat
Ahmadiyah Di | Ahmadiyah diDusun Ketapang, 2010 T rid e ntifika si Ahmadiyah
Iombok Desa Gegerung, Kecamatan Dusun Dusun
DibakarMassa | Lingsar,lombokBaratkembali Ketapang, Desa Ketapan

dirusakdan dibakarmassa. Gegerung,
Penyerangan inimengakbatkan | Kecamatan
20 rumah dirusak dan satu Lingsar, lombok
dibakar. Penyerang tidak Barat

lang sung melakukan aksinya

tetapimelah menunggu

anggotanya lebih banyaklagi

Warga Ahmadiyah melaporpo lisi

untuk meminta pengamanan. lsu
penyerangan itu sudah munc ul

beberapa harisebelumnya.

Bahkan salah seorang warga

Ahmadiyah mengaku sudah

mendapatkan informasitersebut

dariseorang intelkepolsian yang

meminta agarmereka waspada

129 | Penyerangan Ratusan orang menyerang 26 November Massa Tidak Penyerangan Santidan
Pondok Pondok Pesantren terpadu Fajar | 2010 e rid e ntifika si Pengasuh
Pesantren Hidayah diDesa Cot Mon Raya. Desa Cot Mon Pondok
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Terpadu Fajar
Hidayah di
Aceh Besar

Thkada korban jiwa dalam
perstiwa itu, namun sebagian
besarbangunan yang dihuni
lebih 200 anak yatim itu rusak
dan seorang santrluka terkena
serpihan kaca. Penyerangan
tejadisaatpara santrisedang
bersiap melaksanakan Salat Isya.
Massa bersenjata balokdan
batu masukke komplekpondok
setelah merobohkan pagar
samping dan menghancurkan
kaca dinding serta sejumlah
mobieryang ada dipesantren
itu. Para santidan guru sontak
panik dan menyelamatkan din
ke lantaidua. Seorang santn
terluka akbatterkena serpihan
kaca yang dipecahkan massa.
Penyebabnya diduga warga
terprovokasidengan isu yang
beredarmelaluiSMSbahwa di
pesantren itu ada aksimenginjak
potongan ayat-ayat Alguran
yang dilakukan dalam pelatihan
fahmul Quran terhadap 800 guru
se-Aceh yang berangsung
dalam tiga hariinidisana. Tetapi
kepala desa membantah pelaku
penyerangan adalah warganya

Raya,
Kecamatan
Ihok Nga,
Kabupaten
Aceh Besar

Pesantren

Hidayah

DE}

SEM BER (6 kasus)
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Ma sjid
Ahmadiyah
Kebayoran

Sebanyak 50 kelompokorang tak
dikenalmenyerang Magjid al

03 Desember
2010

Hid ayah milik Ahmadiyah.

Jalan Ciputat

Massa tak
dikenal

Jemaat
Ahmadiyah
Kebayoran

Perusakan
Rumah badah
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Iama Dibakar | Mereka menyerang dengan Raya Gang Iama
menggunakan parang, Sekolah
kelewang, golokdan merusak No. 18
fasilitas masjid. Akibatnya, kaca Kebayoran
disalah satu jendela didepan Iama
masjid pecah, serta dua lampu
pagartaman juga dirusak.
Mereka datang dengan jalan
kaki Penyerangan initidak
bedanjut karena polisi
menghentkkan dengan
mengeluarkan tembakan
perngatan
131 | Pembubaran Gerakan Reformis Klam (GARIS) 4 Desember Gerakan Kekerasan dan JAI
kegiatan Cianjurmembubarkan Muktamar | Hotel Se tia Re formis klam intimid a si
Thhunan Jemaat Ahmadiyah Pacet Cianjur, (GAR)
Indonesia yang sedang Jawa Barat.
berdangsung diHotel Setia Pacet
Jawa Barat. Alasan pembubaran
ini, karena Ahmadiyah dinilai
telah melanggarSKBtiga Menten
yang menegaskan bahwa
Ahmadiyah tidakboleh
melakukan kegiatan-kagiatan
yang bersifat penyiaran.
132 | Gereja Krsten GKMIditembakorang tak 05 Desember Orang Thk Penembakan Jemaat GKMI
Muria dikenal Peluru menembuskaca 2010 Dikenal
Indonesia balkon lantaidua. Karena KedempelNo
Ditembaki tembakan ini, terdapatbekas 14,
Orang Thk tegjangan peluru disalah satu Gawungwetan,
Dikenal kaca balkon lantaidua bagian Kecamatan
depan. Motif pelaku belum Serengan, Solo
dike ta hui
133 | Gereja Katolk Sebuah bom molotovmeledakdi| 07 Desember Tdak Pengeboman Jemaat
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GatakDibom
Molotov

Gereja Katolik Gatak, Sukoharjo,
Jawa Tengah. Perstiwa ini
mengakbatkan tembokgereja
hangus, potbunga hancur. Bom
molotovmeledakdua kali
Warga kagetbukan kepalang.
Peristiwa terjadipada jarak
kurang seratus meterdar Markas
Polsek Gatak. Tid ak dike ta hui
siapa dan apa motif pelemparan
bom molotov ini

2010
Suko ha rjo

Te rid e ntifika si

Gereja Katolik
Gatak

134

Panti Asuhan
Milik
Ahmadiyah
Dise b u FPI

FPIberdatangan secara
bergelombang setelah panti
asuhan Ahmadiyah, Hasanah
Kautsar,digembokaparat.
Mereka berteriak “Bakar...!
Bakar...! Bakar...!”, didepan
pagarpintu panti Pembela klam
bahkan juga berupaya merusak
gembokpagarsecara paksa.
Mereka seakan bemiat
melakukan penyerbuan
terhadap penghunipantiyang
sebagianbesarterdiidaripara
remaja berusia 10-14 tahun.
Petugasdiam saja dan tidak
melakukan upaya perdindungan
apa pun untuk melindungi
penghunipantidantindakan
brutal FPI

09 Desember
2010
Cicanang,
Kawalu,
Thskkmalaya

FPI

Penyerbuan

Jemaat
Ahmadiyah
Thsikmalaya
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Omas Merazia
Gereja HKBP
Betania dan

FPL FUL dan Garis merazia tujuh
rumah yang dicurigaisebagai
tempatibadah, termasuk rumah

12 Desember
2010
Komple ks Bumi

PI

Garis

Razia

Jemaat
Gereja HKBP
Betania dan 6
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Rumah badah
Iainnya

yang digunakan sebagaiGereja
HKBP. Mereka datang bersama
Satpol PP

Rancaekek
Kencana
Bandung

rumah lbadah
lainnya
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